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INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI
TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.
EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.
PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU
MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

PT DARMI BERSAUDARA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
DALAM ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

DARBE

W O OD
PT DARMI BERSAUDARA TBK.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang perdagangan dengan produk utama produk kayu olahan

Kantor Pusat
JI. Nginden Intan Barat V Blok C4/10
Surabaya, Jawa Timur, 60118
Telepon : +62 31 596 7274
Faksimili: +62 31 596 7274
Website: www.darbewood.com
Email: corporate.secretary@darbewood.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[e] ([e]) setiap saham
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS”). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan
sebesar Rp[e] ([e]).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama
dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara
lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA
PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN
BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN
SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI
PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN
AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT
AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019
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PT Darmi Bersaudara Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat
050/DB-SK/X/18 tanggal 5 Oktober 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta
perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 53/ POJK.04/ 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh
Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan Peraturan OJK No. 54/ POJK.04/
2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset
Skala Menengah.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dengan No. S-02101/BEI.PP2/04-2019
yang telah dibuat dan ditandatangani oleh BEI pada tanggal 18 April 2019 sepanjang memenuhi persyaratan
pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang
ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham
tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat,
keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya
masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan
merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana
didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat
pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab IX tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN
SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU
DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian

Afiliasi

Agen Penjualan

BAE

Bagian Penjaminan

Bapepam & LK

BEI atau Bursa Efek

Indonesia

BNRI

CAGR

DPPS

Perjanjian tambahan dan/atau  perubahan-perubahan dan/atau
pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari addendum Perjanjian yang akan dibuat di kemudian
hari.

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris
dari pihak tersebut.

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pihak yang menjual Saham Yang Ditawarkan dalam suatu Penawaran
Umum tanpa kontrak dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk
membeli sisa Saham Yang Ditawarkan sebagaimana disebutkan dalam
Prospektus.

Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan
administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan
administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu
PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam
Penawaran Umum ini berdasarkan nama masing-masing Penjamin Emisi
Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full
commitment) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan membeli sisa Saham
Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa
Penawaran Umum, sesuai Bagian Penjaminan masing-masing yang akan
ditetapkan dalam Addendum Perjanjian.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan
penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan
KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No.
184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK
telah beralih menjadi OJK.

Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau
pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana
didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham
Perseroan akan dicatatkan.

Berita Negara Republik Indonesia.

Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan majemuk per
tahun.

Daftar Permohonan Pemesanan Saham yakni daftar yang memuat nama-
nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang
Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat
oleh Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan.



DPS

Efek

Emisi Efek

FKPS

FPPS

Harga Penawaran

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Kemenkumham

Konfirmasi tertulis

KSEI

Manajer Penjatahan

Masa Penawaran Umum

Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang
memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

Penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan
dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada
Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, berarti formulir yang dikeluarkan
oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan
atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham Yang
Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di Pasar Perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi
formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan
diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditaarkan
kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.

Harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang
besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian.

Hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa
kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional,
hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak
harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi
yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan
kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali
ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu
bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan oleh
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar
sekunder.

Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di
Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.

PT Artha Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan
atas penjualan Sahan Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah
pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan
dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan nomor IX.A.7,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011,
tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut
segenap perubahan dan/atau penambahannya

Jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat pemesanan
pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam



e

Masyarakat

Menkumham

OJK

Pasar Perdana

Pasar Sekunder

Pemegang Rekening

Pemegang Saham

Penawaran Awal
(bookbuilding)

Penawaran Umum

Penitipan Kolektif

Penjamin Emisi Efek

Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal
sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian dengan ketentuan Masa
Penawaran Umum tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.

Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa selama kurang 1
(satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Emiten dapat
melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang
sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.

Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga
Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia
maupun Warga Negara Asing/badan badan Asing/badan hukum Asing, baik
bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat
tinggal/berkedudukan di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki
saham-saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan hukum di yurisdiksi dimana dilakukan penawaran
(jika diperlukan).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal
22-11-2011 (dua puluh dua November dua ribu sebelas) tentang Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tambahan Nomor
5253, dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada
Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan
tersebut dicatatkan pada BEI.

Perdagangan Saham Yang Ditawarkan setelah Saham Yang Ditawarkan
tercatat pada BEI.

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub
Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek.

Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan
diadministrasikan dalam:

 Daftar Pemegang Saham Perseroan;

* Rekening Efek pada KSEI; atau

* Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek

Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya
Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham
yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat
mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan
Peraturan OJK No. 23/ 2017

Penawaran Saham yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat
melalui pasar modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa dan
Perjanjian ini

Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia yang mengadakan kontrak dengan
Perseroan dan melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan
dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan
sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan
pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan
melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek



Penjamin Pelaksana Emisi : Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia yang melaksanakan pengelolaan dan
Efek penyelenggaraan Emisi, dengan memperhatikan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2 . Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 . Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana
Saham.

Peraturan No. IX.E.1 . Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 . Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-
LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 23/2017 : Peraturan OJK No. 23/ POJK.04/ 2017 tentang Prospektus Awal dan Info
Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham

Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK  No0.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan OJK No. 53/ 2017 : Peraturan OJK No. 53/ POJK.04/ 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset
Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Menengah

Peraturan OJK No. 54/ 2017 : Peraturan OJK No. 54/ POJK.04/ 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus
Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset
Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah

Perjanjian Pengelolaan : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 4
Administrasi Saham Tanggal 7 September 2018, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi
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Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

Pernyataan Efektif

Pernyataan Pendaftaran

Perseroan
Persetujuan Prinsip

Pencatatan Efek

Perusahaan Efek

Prinsip Akuntansi

Prospektus

Prospektus Awal

Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.
5 Tanggal 7 September 2018, yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan
dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini
Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.

Berarti pernyataan OJK vyang menyatakan terpenuhinya seluruh

persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan POJK No. 7 yaitu:

1) Atas dasar lewatnya waktu, yaitu:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang
ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang
terkait dengan Penawaran Umum; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; sehingga
Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

Pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dengan bantuan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek sebelum Emiten melakukan Penawaran Umum dan penjualan
Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19
Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu
tujuh belas) Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor
IX.A.2, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya,
termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat
dikemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

2)

PT Darmi Bersaudara Tbk.

Berarti Surat BEI dengan No. S-02101/BEI.PP2/04-2019 perihal
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Darmi Bersaudara
Tbk yang dibuat dan ditandatangani oleh BEI pada tanggal 18 April 2019.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan
dalam pasal 1 angka 21 UUPM.

Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
diterbitkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl).

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan
tujuan agar Pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dalam bentuk dan
isi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
8/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh
belas) Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, jumlah, dan Harga Penawaran, penjaminan emisi
efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan
persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan
Peraturan OJK No. 23/ 2017.
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Prospektus Ringkas

Rekening Efek

Rekening Penawaran Umum

RUPS

RUPSLB

Rp atau Rupiah

Saham

Saham Baru

Saham Yang Ditawarkan

Sisminbakum

SKS

SVLK

Tanggal Distribusi

Tanggal Pembayaran

Tanggal Pencatatan

Tanggal Pengembalian Uang
Pesanan / Refund

Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang
ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank
Kustodian.

Berarti rekening atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada
bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas
Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang detailnya akan
ditentukan lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.

Saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari
simpanan (portepel) Perseroan, serta akan diambil bagian dan disetor
penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai
nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus
Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan
(portepel) Emiten dalam rangka Penawaran Umum ini.

Berarti Saham Baru atas nama sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus
lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
yang akan ditawarkan dan dijual melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi
Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut
Perjanjian dan yang akan dicatatkan pada BEI.

Sistem Administrasi Badan Hukum.
Surat Kolektif Saham.

Berarti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk
memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari
sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.
Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan
prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau
pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada
investor secara elektronik oleh KSEI kepada pemegang rekening, yaitu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.

Tanggal dimana Penjamin Emisi Efek melalui Para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan
kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam
Prospektus.

Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di
Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal
Distribusi Saham.

Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang
Ditawarkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para
Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan kepada para pemesan dan oleh
Emiten kepada Para Pemesan Khusus, yang sebagian atau seluruh
pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam
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Tanggal Penjatahan

UUPM

UUPT

hal Penawaran Umum dibatalkan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
pembatalan tersebut diumumkan atau penundaan Penawaran Umum yaitu
pada tanggal yang akan ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa
Penawaran pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan
Saham yang Ditawarkan bagi setiap pemesan sesuai Peraturan Nomor
IX.A.7.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16
Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan
No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut  segala
perubahannya.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

‘DPM”
“‘™mBI”
“CKI”
“m”

: PT Darbe Putra Makmur

: PT Marinay Berjaya Investama
: PT Cladia Karya Investama

: PT Indymike Inti Investama
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. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 150.000.000. (seratus
lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) setiap saham atau sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan
dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[e] ([e]) setiap
saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS”).
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp[e] ([e]).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari portepel Perseroan, serta akan memberikan
kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya
dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak
untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

d

PT DARMI BERSAUDARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang perdagangan dengan produk utama produk olahan kayu

Kantor Pusat
JI. Nginden Intan Barat V Blok C4/10
Surabaya, Jawa Timur, 60118
Telepon : (031) 596 7274
Faksimili: (031) 596 7274
Website: www.darbewood.com
Email: corporate.secretary@darbewood.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV FAKTOR
RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INIl. MESKIPUN PERSEROAN AKAN
MECATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG
DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM
PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK
MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK
DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS
SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG
AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
("KSEI").




Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 Maret 2019
yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Nilai Nominal %
Jumlah Saham (Rp)

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT Darbe Putra Makmur 360.500.000 36.050.000.000 70%
2. PT Indymike Inti Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
3. PT Cladia Karya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
4. PT Marinay Berjaya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 515.000.000 51.500.000.000 100%
Saham dalam Portepel 1.485.000.000 148.500.000.000

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 150.000.000. (seratus
lima puluh juta) Saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang
mewakili sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan
harga penawaran sebesar Rp[e] ([e]) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp[e] ([e]).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama
yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak
memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan
dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai
berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp)
Modal Dasar 2.000.000.000  200.000.000.000 2.000.000.000  200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Darbe Putra Makmur 360.500.000 36.050.000.000 70% 360.500.000 36.050.000.000 54,21%
2. PT Indymike Inti Investama 51.500.000 5.150.000.000 10% 51.500.000 5.150.000.000 7,74%
3. PT Cladia Karya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10% 51.500.000 5.150.000.000 7,74%
4. PT Marinay Berjaya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10% 51.500.000 5.150.000.000 7,74%
5. Masyarakat - - - 150.000.000 15.000.000.000 22,57%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 515.000.000 51.500.000.000 100% 665.000.000 66.500.000.000 100,00%
222221 dalam Portepel 1.485.000.000 148.500.000.000 1.335.000.000 133.500.000.000

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham
Baru yang merupakan Saham atas nama, atau setara dengan 22,57% (dua puluh dua koma lima tujuh enam
persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri pada BEI
sebanyak-banyaknya 515.000.000 (lima ratus lima belas juta) Saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,-
(seratus Rupiah) setiap Saham atau setara dengan 77,43% (Tujuh puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari



total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan
demikian seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 665.000.000 (enam
ratus enam puluh lima juta) saham atau 100,00% (seratus persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dengan No. S-02101/BEI.PP2/04-2019 yang telah dan ditandatangani oleh
BEI tanggal 18 April 2019 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain
mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang
saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan
saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima
dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh
pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengesampingan (waiver) dan/atau persetujuan-
persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (“BRI”)
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana, pembatasan-
pembatasan (negative covenants) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana.

Bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana dan untuk melakukan pengesampingan (waiver) terhadap ketentuan-ketentuan
pembatasan-pembatasan bagi Perseroan dalam Perjanjian Kredit, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor B.
6779-KC-IX/PEM/09/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Persetujuan atas Penjualan Saham Perseroan yang
memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Akta Persetujuan
Membuka Kredit (Kredit Investasi) Nomor 2 Tentang Pemberian Kredit Investasi tanggal 3 September
2018, terkait dengan klausula “Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant), maka kami
menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;

b. Adapun persetujuan yang kami sampaikan adalah mengenai rencana Penawaran Umum Perdana,
sedangkan terkait dengan hal-hal lain tetap mengacu pada Perjanjian-Perjanjian Kredit sebagaimana
tersebut pada huruf b di atas;

c. Apabila Penawaran Umum Perdana telah dilakukan, BRI harap Perseroan segera menyerahkan
dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawah ini pada kesempatan pertama antara lain:

(i) Akta Notariil mengenai Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
(i) Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana;
(iii) Laporan Hasil Penjatahan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-
kesepakatan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi pelaksanaan
penawaran umum saham, rencana penggunaan dana, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan
Sebelum Penawaran Umum, maka saham yang dicatatkan atas nama (i) PT Darbe Putra Makmur sebanyak
360.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 36.050.000.000,-; (ii) PT Indymike Inti Investama
sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (iii) PT Cladia Karya Investama
sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (iv) PT Marinay Berjaya
Investama sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-, dengan mengambil
bagian dalam saham simpanan Perseroan dan telah disetor secara tunai berdasarkan Akta No. 01/2018
menyatakan bahwa PT Darbe Putra Makmur, PT Indymike Inti Investama, dan PT Marinay Berjaya Investama
dalam hal peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tidak akan mengalihkan kepemilikan kepada
pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN EFEK
BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL
PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.




. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan
untuk:
. Sebesar 80% akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain sekitar 80% untuk
pembelian bahan baku, sekitar 10% untuk beban pabrikasi, serta sekitar 10% untuk beban pemasaran.

. Sebesar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian aset produksi berupa mesin-mesin
pengolahan kayu yang akan disewakan pada pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan kayu untuk
melakukan produksi khusus untuk memenuhi permintaan Perseroan. Adapun rincian mesin-mesin yang
akan dibeli sebagai berikut:

No. Merek Tipe atau Kapasitas Jumlah Unit
1 Mitsubishi Forklift 7 Ton (BCM) 2
2 Shenko/ Shen Yuan Moulding Wadskin 1
3 VNJ 6200 Crosscut 4
4 Hinoki Planner 1
5 Kuang Yung Single Rip 1
6 Chjianye Mesin Asah Produksi 1
7 Mitsubishi Forklift 3,5 Ton 2

Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset produksi adalah Perseroan bermaksud mengembangkan
kapasitas penjualannya di mana mesin pengolahan kayu sangat diperlukan untuk menunjang kapasitas produksi.
Mesin-mesin tersebut nantinya akan ditempatkan di fasilitas produksi milik Pihak Ketiga yang memiliki izin
pengolahan kayu untuk dioperasikan dalam rangka memenuhi permintaan Perseroan. Perseroan telah membuat
perjanjian dengan Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian No. 057/SK-DB/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dan akan
berlaku efektif setelah pembelian mesin-mesin telah dilakukan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima
(“BAST").

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan
sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan
memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai
alternatif pembiayaan antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio
keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka
Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan
meminta persetujuan RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang
merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan
akan memenuho ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum
dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten dengan Aset Skala
Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah sebesar [] ([®]) dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar [#]% ([®] persen) yang terdiri dari:
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar [#]% ([®] persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sekitar [#]% ([®] persen);
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar [#]% ([®] persen);

b. Biaya jasa-jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [#]% ([®] persen) yang terdiri dari:
- Biaya jasa Akuntan Publik sekitar [#]% ([e] persen);
- Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar [#]% ([e] persen);
- Biaya jasa Notaris sekitar [#]% ([e] persen);

c. Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [#]% ([e] persen);



d. Biaya Pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sekitar [e]% ([e]
persen);

e. Biaya penyelenggaraan Due Diligence Meeting dan Public Expose, iklan surat kabar, percetakan prospektus
dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sekitar [#]% ([e] persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR
MODAL YANG BERLAKU.




[ll. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-
catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab Xll pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan
manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan yaitu:

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh 1API
dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 00031/3.0067/AU.1/05/0625-3/1/1V/2019 tertanggal 11
April 2019 yang ditandatangani oleh Sutjipto Ngumar, CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP 0625.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh 1API
dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 125/LAI/KAP.BSN/VI11/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang
ditandatangani oleh Sutjipto Ngumar, CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP 0625.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh 1API
dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 124/LAI/KAP.BSN/VI1/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang
ditandatangani oleh Drs. Bambang Herwanto, Ak., M.M., CA., CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik
No. AP 0630.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh 1API
dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 04/LAI/KAP.BSN/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 yang
ditandatangani oleh Sutjipto Ngumar, CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP 0625.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 03 tanggal 3 Juni
2010 yang dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-37538.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 617 Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaNo. 55
tanggal 19 Agustus 2011.

Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum
Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan
Nomor 3 tanggal 6 September 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur telah: (i)
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-
0018432.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pem9beritahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0240216 tanggal 6 September 2018 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-010217 tanggal 6 September
2018 (“Akta No. 3/2018”) yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta
Timur, telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya
Nomor 0011925.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0130141 tanggal 4 Maret 2019 dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0130142 tanggal 4 Maret 2019
sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan: (i) - Menegaskan kembali persetujuan
rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan kepada
masyarakat sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru dan mencatatkan saham-
saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan
saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

- Persetujuan perubahan kembali Anggaran Dasar Perseroan menjadi Anggaran Dasar Perusahaan
Terbuka sesuai dengan ketentiuan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana terlampir dalam Keputusan RUPS;

- Persetujuan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan
dan disetor penuh oleh Para Pemegang Saham Perseroan maupun saham Baru pada Bursa Efek
Indonesia;



- Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor [X.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014;

- Persetujuan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai
dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam
Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan

- Persetujuan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta
menetapkan Direktur Independen dan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal Keputusan sampai dengan di tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2010. Kegiatan usaha utama Perseroan
adalah dalam bidang perdagangan dengan produk utama produk kayu olahan dengan menyewa 2 (dua) pabrik
yang memproduksi kayu olahan di Gresik. Perseroan mengekspor produknya ke berbagai importir di wilayah India,
Nepal, Tiongkok, Australia, dan beberapa negara di Eropa. di samping melakukan penjualan di dalam negeri
dengan komposisi masing-masing ekspor dan lokal yaitu 90% dan 10%.

Perseroan berdomisili di JI. Nginden Intan Barat V Blok C4/10, Surabaya, Jawa Timur, 60118.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI
KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapafaktor, faktor-faktor
yang utama antara lain:

2.1 Perubahan nilai tukar mata uang asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata uang Rupiah.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/ 3/ PBI/ 2015 tentang Kewajiban Menggunakan Rupiah dalam
Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan untuk transaksi domestik seperti
pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan domestic dan biaya operasional lainnya,
dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah.
Dengan demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan
pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan sehingga dapat
mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatatkan dalam mata uang Rupiah.

2.2 Persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain baik dari luar maupun dalam
negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan menjalankan program-program promosi
dan pemasaran, termasuk dengan menetapkan harga jual yang kompetitif, untuk mempertahankan pelanggan
Perseroan. Meskipun peningkatan biaya promosi dan pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga
Perseroan dapat meminimalisasikan penurunan tingkat laba yang mungkin dapat terjadi.

2.3 Peningkatan biaya produksi

Peningkatan upah minimum regional, bahan bakar minyak untuk pengangkutan produk, biaya listrik dan biaya
bahan baku (meskipun secara historikal harga bahan baku kayu relatif cukup stabil) dapat meningkatkan
biaya produksi sehingga dapat menurunkan laba Perseroan apabila peningkatan biaya produksi tersebut tidak
diimbangi dengan kenaikan harga penjualan.

2.4  Suku bunga pinjaman

Risiko tingkat suku bunga pinjaman Perseroan terutama berasal dari utang bank dan lembaga keuangan non
bank yang diperoleh Perseroan dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena
perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko tersebut dengan senantiasa memonitor
pergerakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan mengelola ketersediaan arus kas yang digunakan

untuk melunasi pinjaman dan modal kerja.



3. ANALISIS KEUANGAN

Perkembangan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember

Pertumbuhan (%)

Keterangan 2017 - 2016 - 2015 -
2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016
Penjualan Bersih 37.623.881.263 21.725.764.319 4.877.871.425 2.663.092.999 73,18% 345,39% 83,17%
Beban Pokok Penjualan (31.228.187.027) (17.788.315.279) (3.218.892.810) (1.398.934.647) 75,55% 452,62% 130,10%
Laba Bruto 6.395.694.236 3.937.449.040 1.658.978.615 1.264.158.352 62,43% 137,34% 31,23%
Pendapatan Lain-lain 1.077.904.124 236.343.001 199.964 145.965 356,08% | 118.092,78% 36,99%
Beban Penjualan (1.395.268.305) (2.026.595.348) (109.796.193) (114.992.845) (31,15%) 1.745,78% (4,52%)
Beban Umum dan Administrasi (2.001.871.130) (900.284.054) (501.862.591) (451.568.415) 122,36% 79,39% 11,14%
Beban Pendanaan (1.376.755.486) (1.004.748.243) (987.813.713) (194.620.667) 37,02% 1,71% 407,56%
Beban Pajak Final (24.000.000) - (48.778.714) (19.819.017) 100,00% (100,00%) 146,12%
Beban Lain-lain (264.755.805) (73.219.195) (50.424.729) (1.183.501) 261,59% 45,20% |  4160,64%
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran
Penghasilan (Beban) Pajak 2.410.947.634 168.945.201 (39.497.361) 482.119.872 1327,06% (527,74%) | (108,19%)
Taksiran  Penghasilan  (Beban)
Pajak (557.568.913) (40.228.566) 59.508.516 1286,00% (167,60%) 100,00%
Laba Periode/Tahun Berjalan 1.853.378.721 128.716.635 20.011.155 482.119.872 1339,89% 543,22% (95,85%)
Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan Setelah Pajak 55.510.783 8.793.923 15.928.224 28.290.218 531,24% (44,79%) (43,70%)
Jumlah Laba Komprehensif
Tahun Berjalan 1.908.889.504 137.510.558 35.939.379 510.410.090 1288,18% 282,62% (92,96%)
Laba Per Saham Dasar 5 5 8 193 (37,50%) (95,85%)
a. Penjualan Bersih
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b.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penjualan bersih Perseroan adalah sebesar
Rp 37.623.881.263, terjadi peningkatan sebesar Rp 15.898.116.944 atau setara 73,18% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 21.725.764.319. Peningkatan
penjualan bersih terutama disebabkan meningkatnya volume penjualan, kenaikan volume penjualan tersebut
di dorong oleh kenaikan permintaan dari pelanggan.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, penjualan bersih Perseroan adalah sebesar
Rp 21.725.764.319, terjadi peningkatan sebesar Rp 16.847.892.894 atau setara 345,39% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 4.877.871.425. Peningkatan
penjualan bersih terutama disebabkan oleh adanya penjualan ekspor semi-furnish untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 dan peralihan dari bidang usaha ayam menjadi bidang usaha kayu pada tahun
2017.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih Perseroan adalah sebesar
Rp 4.877.871.425, terjadi peningkatan sebesar Rp 2.214.778.426 atau setara 83,17% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 2.663.092.999. Peningkatan penjualan
bersih terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan ayam untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.

Beban Pokok Penjualan
Beban Pokok Penjualan

31.228.187.027
35.000.000.000

30.000.000.000
25.000.000.000

17.788.315.279
20.000,000.000
15.000.000.000

10.000.000.000
3218892810 1.398.934.647

31-Des-16

5.000.000.000

31-Des-18 31-Des-17 31-Des-15

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember

Keterangan 2018 2017 2016 2015

Persediaan bahan baku

Pada awal tahun

339.165.374

Pembelian

26.486.448.424

18.554.022.121

Pada akhir tahun

(57.435.600)

(339.165.374)

Pemakaian bahan baku

26.768.178.198

18.214.856.747

Tenaga kerja langsung

2.046.151.763

122.125.170

Beban pabrikasi

3.845.044.350

481.749.180

Jumlah beban produksi

32.659.374.311

18.818.731.097




(dalam Rupiah penuh)

31 Desember
Keterangan 2018 2017 2016 2015
Persediaan barang jadi
Pada awal tahun 1.030.415.818 - 1.752.756.815 2.130.962.409
Pembelian - - 1.466.135.995 1.020.729.053
Pada akhir tahun (2.461.603.102) (1.030.415.818) - (1.752.756.815)
Beban pokok penjualan 31.228.187.027 17.788.315.279 3.218.892.810 1.398.934.647

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar
Rp 31.228.187.027, terjadi peningkatan sebesar Rp 13.439.871.748 atau setara 75,55% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 17.788.315.279. Peningkatan
beban pokok penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian bahan baku sebesar Rp
8.553.321.451 atau setara dengan 46,96% dari Rp 18.214.856.747 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 menjadi Rp 26.768.178.198 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar
Rp 17.788.315.279, terjadi peningkatan sebesar Rp 14.569.422.469 atau setara 452,62% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 3.218.892.810. Peningkatan
beban pokok penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian bahan baku dari sebesar nihil pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 18.214.856.747 untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar
Rp 3.218.892.810, terjadi peningkatan sebesar Rp 1.819.958.163 atau setara 130.10% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 1.398.934.647. Peningkatan
beban pokok penjualan terutama disebabkan oleh penurunan persediaan akhir sebesar Rp 1.752.756.815 atau
setara 100,00% dari Rp 1.752.756.815 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi
sebesar nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sehubungan dengan kenaikan
penjualan bersih Perseroan di tahun 2016.

C. Beban Penjualan

Beban Penjualan

2.500.000.000
2.026.595.348

2.000.000.000
1.395.268.305
1.500.000.000 AT
1.000.000.000
500.000.000 P — 114.992.845

31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15
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(dalam Rupiah penuh)

31 Desember
Keterangan 2018 2017 2016 2015
Angkutan 1.259.439.555 1.761.227.816 97.584.399 84.970.345
Administrasi dan dokumen 98.607.518 235.021.693 - -
Lain-lain 37.221.232 30.345.839 12.211.794 30.022.500
Jumlah 1.395.268.305 2.026.595.348 109.796.193 114.992.845

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban penjualan Perseroan adalah sebesar Rp

1.395.268.305, terjadi penurunan sebesar Rp 631.327.043 atau setara 31,15% jika dibandingkan dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 2.026.595.348. Penurunan beban penjualan
terutama disebabkan oleh :

. Penurunan beban angkutan sebesar Rp 501.788.261 atau setara 28,49% dari Rp 1.761.227.816 pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 1.259.439.555 pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan perubahan ketentuan penjualan dengan buyer dari
sebelumnya FOB Destination menjadi FOB Shipping Point, dimana untuk tahun 2018 buyer bertanggung
jawab atas biaya pengiriman barang hingga sampai di tempat buyer.

. Penurunan beban administrasi dan dokumen sebesar Rp 136.414.175 atau setara 58,04% dari
Rp 235.021.693 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 98.607.518 pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh menurunnya keperluan
pengurusan dokumen dan administrasi pada pada ketentuan penjualan dengan FOB Shipping Point.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban penjualan Perseroan adalah sebesar Rp
2.026.595.348, terjadi peningkatan sebesar Rp 1.916.799.155 atau setara 1.745,78% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 109.796.193. Peningkatan beban penjualan
terutama disebabkan oleh :

. Kenaikan beban angkutan sebesar Rp 1.663.643.417 atau setara 1704,83% dari Rp 97.584.399 pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.761.227.816 pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan beban angkutan ini berkaitan dengan peralihan bidang usaha
Perseroan dari trading ayam ke bidang usaha kayu ekspor di tahun 2017.

. Kenaikan beban administrasi dan dokumen dari sebesar nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 menjadi Rp 235.021.693 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang
disebabkan oleh adanya biaya pengurusan dokumen dan administrasi pada penjualan ekspor.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban penjualan Perseroan adalah sebesar
Rp 109.796.193, terjadi penurunan sebesar Rp 5.196.652 atau setara 4,52% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 114.992.845. Penurunan beban penjualan terutama
disebabkan oleh penurunan beban lain-lain sebesar Rp 17.810.706 atau setara 59,32% dari sebesar Rp
30.022.500 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 12.211.794 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh menurunnya biaya pemeliharaan peralatan.
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d. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi

2.500.000.000
2.001.871.130

4

2.000.000.000

1.500.000.000
900.284 054
1.000.000.000 :
501.862.591 451.568.415
500.000.000
31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15
(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
Keterangan 2018 2017 2016 2015

Gaji 629.285.014 429.000.000 344.400.000 326.500.000
Konsultan dan perijinan 386.250.000 147.400.000 5.000.000 20.500.000
Pajak 121.687.078 3.522.302 2.715.000 3.251.771
Penyusutan 188.076.345 50.050.655 47.235.412 49.561.439
Utilitas 72.310.516 78.973.698 7.256.500 7.948.146
Sewa 72.300.000 - - -
Perjalanan dinas 74.188.273 53.427.876 - -
Tol, BBM, parkir 64.204.648 17.776.497 - -
Imbalan kerja 61.868.729 64.642.509 85.014.879 38.538.558
Pemeliharaan 32.940.463 13.102.650 896.300 1.306.500
Lain-lain 298.760.064 42.387.867 9.344.500 3.962.001
Jumlah 2.001.871.130 900.284.054 501.862.591 451.568.415

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, beban umum dan administrasi Perseroan adalah
sebesar Rp 2.001.871.130, terjadi peningkatan sebesar Rp 1.101.587.076 atau setara 122,36% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 900.284.054. Peningkatan beban
umum dan administrasi terutama disebabkan oleh:

. Kenaikan beban konsultan dan perijinan sebesar Rp 238.850.000 atau setara 162,04% dari Rp 147.400.000
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 386.250.000 pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan biaya audit.

. Kenaikan beban gaji sebesar Rp 200.285.014 atau setara 46,69% dari Rp 429.000.000 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 629.285.014 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pegawai pada tahun 2018.

. Kenaikan beban pajak sebesar Rp 118.164.776 atau setara 3354,76% dari Rp 3.522.302 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 121.687.078 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 yang disebabkan oleh peningkatan beban PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kayu.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban umum dan administrasi Perseroan adalah

sebesar Rp 900.284.054, terjadi peningkatan sebesar Rp 398.421.463, atau setara 79,39% jika dibandingkan

dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 501.862.591. Peningkatan beban

umum dan administrasi terutama disebabkan oleh:

. Kenaikan beban konsultan dan perijinan sebesar Rp 142.400.000 atau setara 2848,00% dari Rp 5.000.000
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 147.400.000 pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 sehubungan dengan biaya appraisal.
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. Kenaikan beban gaji sebesar Rp 84.600.000 atau setara 24,56% dari Rp 344.400.000 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 429.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 yang disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai di tahun 2017.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,beban umum dan administrasi Perseroan adalah
sebesar Rp 501.862.591, terjadi peningkatan sebesar Rp 50.294.176 atau setara 11.14% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 451.568.415. Peningkatan beban umum
dan administrasi terutama disebabkan oleh:

. Kenaikan beban imbalan kerja sebesar Rp 46.476.321 atau setara 120,60% dari Rp 38.538.558 pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 85.014.879 pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya peningkatan biaya imbalan kerja.

. Kenaikan beban gaji sebesar Rp 17.900.000 atau setara 5,48% dari Rp 326.500.000 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 344.400.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 yang disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai di tahun 2016.

e. Beban Pendanaan

Beban Pendanaan

1.376.755.486

1.400.000.000
1.200.000.000 1.004.748.243 987.813.713

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000 194 620 667

200,000,000 - ’

31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15
(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
Keterangan 2018 2017 2016 2015

Beban bunga 1.376.755.486 1.004.748.243 987.813.713 194.620.667
Jumlah 1.376.755.486 1.004.748.243 087.813.713 194.620.667

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,beban pendanaan Perseroan adalah sebesar Rp
1.376.755.486, terjadi peningkatan sebesar Rp 372.007.243 atau setara 37,02% jika dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 1.004.748.243. Peningkatan beban pendanaan
terutama disebabkan oleh beban bunga utang bank yang disebabkan adanya take over hutang Bank UOB serta
penambahan (suplesi) plafon atas kredit Bank BRI pada tahun 2018.

Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,beban pendanaan Perseroan adalah sebesar Rp
1.004.748.243, terjadi peningkatan sebesar Rp 16.934.530 atau setara 1,71% jika dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 987.813.713. Peningkatan beban pendanaan
terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang bank yang disebabkan oleh penambahan utang bank di
tahun 2017.
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Beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,beban pendanaan Perseroan adalah sebesar
Rp 987.813.713, terjadi peningkatan sebesar Rp 793.193.046 atau setara 407,56% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 194.620.667. Peningkatan beban
pendanaan terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang bank yang disebabkan oleh penambahan
utang bank di tahun 2016.

f. Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih

Pendapatan (Beban) Lain-lain

813.148.319
900.000.000
500.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000 163.123.506
200,000.000 S
100.000.000 p ’
31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15
(100.000.000) = 5 0224 785) * 0,057 53)
(dalam Rupiah penuh)
K 31 Desember
eterangan 2018 2017 2016 2015
Pendapatan lain-lain 1.077.904.124 236.343.001 199.964 145.965
Beban lain-lain (264.755.805) (73.219.195) (50.424.729) (1.183.501)
Jumlah Bersih 813.148.319 163.123.806 (50.224.765) (1.037.536)

Pendapatan (beban) lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, pendapatan (beban) lain-lain Perseroan adalah
sebesar Rp 813.148.319, terjadi peningkatan sebesar Rp 650.024.513 atau setara 398,49% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 163.123.806. Peningkatan
pendapatan (beban) lain-lain terutama disebabkan oleh pendapatan penjualan barang sisa dan adanya
pendapatan bunga dari piutang lain-lain pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan (beban) lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan (beban) lain-lain Perseroan adalah
sebesar Rp 163.123.806, terjadi peningkatan sebesar Rp 213.348.571 atau setara 424,79% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar (Rp 50.224.765). Peningkatan
pendapatan (beban) lain-lain terutama disebabkan oleh pendapatan penjualan barang sisa untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan (beban) lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan (beban) lain-lain Perseroan adalah
sebesar Rp (50.224.765), terjadi peningkatan sebesar Rp (49.187.229) atau setara 4.740,77% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp (1.037.536). Peningkatan
pendapatan (beban) lain-lain terutama disebabkan oleh beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
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g.

Laba Bruto
LabaBruto
6.395.694.236

7.000.000.000 pp—

6.000.000.000

5.000.000.000 3.937.449.040

4.000.000.000 —

3.000.000.000 R T

2,000.000.000 S 4

1.000.000.000

31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15
(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
Keterangan 2018 2017 2016 2015

Laba Bruto 6.395.694.236 3.937.449.040 1.658.978.615 1.264.158.352

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laba bruto Perseroan adalah sebesar
Rp 6.395.694.236, terjadi peningkatan sebesar Rp 2.458.245.196 atau setara 62,43% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 3.937.449.040. Peningkatan
laba bruto terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018.

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laba bruto Perseroan adalah sebesar
Rp 3.937.449.040, terjadi peningkatan sebesar Rp 2.278.470.425 atau setara 137,34% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 1.658.978.615. Peningkatan
laba bruto terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017.

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba bruto Perseroan adalah sebesar
Rp 1.658.978.615, terjadi peningkatan sebesar Rp 394.820.263 atau setara 31,23% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 1.264.158.352. Peningkatan laba bruto
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
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h. Laba Tahun Berjalan

LabaTahun Berjalan
1.853.378.721
2.000.000.000 )
1.800.000.000
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1.400.000.000
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31-Des-18 I-Des-17 31-Des-16 31-Des-15

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember
2018 2017 2016 2015
Laba Tahun berjalan 1.853.378.721 128.716.635 20.011.155 482.119.872

Keterangan

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp

1.853.378.721, terjadi peningkatan sebesar Rp 1.724.662.086 atau setara 1339,89% jika dibandingkan dengan

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 128.716.635. Peningkatan laba tahun
berjalan terutama disebabkan :

. Kenaikan penjualan bersih Perseroan sebesar Rp 15.898.116.944 atau setara 73,18% dari
Rp 21.725.764.319 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 37.623.881.263
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan meningkatnya volume
penjualan, kenaikan volume penjualan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan dari pelanggan.

. Kenaikan pendapatan lain-lain sebesar Rp 841.561.123 atau setara 356,08% dari Rp 236.343.001 pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 1.077.904.124 pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan barang sisa.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp
128.716.635, terjadi peningkatan sebesar Rp 108.705.480 atau setara 543,22% jika dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 20.011.155. Peningkatan laba tahun berjalan
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan sebesar Rp 16.847.892.894 atau setara 345,39%
dari sebesar Rp 4.877.871.425 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp
21.725.764.319 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan adanya penjualan
ekspor kayu di tahun 2017, dimana ditahun sebelumnya penjualan Perseroan hanya mencakup penjualan ayam.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp
20.011.155, terjadi penurunan sebesar Rp 462.108.717 atau setara 95,85% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 482.119.872. Penurunan laba tahun berjalan terutama
disebabkan oleh kenaikan beban pendanaan sebesar Rp 793.193.046 atau setara 407,56% dari Rp 194.620.667
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 987.813.713 pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016.
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i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

1.908.889.504
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(dalam Rupiah penuh)
31 Desember
Keterangan
2018 2017 2016 2015
Laba Komprehensif
Tahun Berjalan 1.908.889.504 137.510.558 35.939.379 510.410.090

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah
sebesar Rp 1.908.889.504, terjadi peningkatan sebesar Rp 1.771.378.946 atau setara 1288,18% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 137.510.558. Peningkatan laba
komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh :

. Kenaikan penjualan bersih Perseroan sebesar Rp 15.898.116.944 atau setara 73,18% dari Rp
21.725.764.319 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 37.623.881.263 pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan meningkatnya volume penjualan,
kenaikan volume penjualan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan dari pelanggan.

. Kenaikan pendapatan lain-lain sebesar Rp 841.561.123 atau setara 356,08% dari Rp 236.343.001 pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 1.077.904.124 pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan barang sisa.

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah
sebesar Rp 137.510.558, terjadi peningkatan sebesar Rp 101.571.179 atau setara 282,62% jika dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 35.939.379. Peningkatan laba
komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih Perseroan sebesar Rp
16.847.892.894 atau setara 345,39% dari sebesar Rp 4.877.871.425 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 menjadi Rp 21.725.764.319 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang
disebabkan adanya penjualan ekspor kayu di tahun 2017, dimana ditahun sebelumnya penjualan Perseroan hanya
mencakup penjualan ayam.

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah
sebesar Rp 35.939.379, terjadi penurunan sebesar Rp 474.470.711 atau setara 92,96% jika dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 510.410.090. Penurunan laba
komprehensif tahun berjalan terutama disebabkan oleh kenaikan beban pendanaan sebesar Rp 793.193.046 atau
setara 407,56% dari Rp 194.620.667 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp
987.813.713 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
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Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan — Aset

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember Pertumbuhan
Keterangan 2017- 2016- 2015-
2018 2017 2016 2015 2018% 2017% 2016%
Aset Lancar
Kas dan bank 389.923.099 158.784.017 27.861.503 15.189.970 145,57% 469,90% 83,42%
Investasi jangka

Pendek 3.000.000.000 - - - 100,00% - -
Piutang usaha:

Pihak ketiga - - 281.414.750 423.030.630 - | (100,00%) (33,48%)
Piutang lain-lain:

Pihak berelasi 5.840.000.000 | 14.800.000.000 219.020.507 - (60,54%) | 6.657,36% 100,00%
Persediaan 2.519.038.702 1.369.581.192 - | 1.752.756.815 83,93% 100,00% (100,00%)
Uang muka pembelian 52.277.679.583 4.875.221.227 3.556.216.407 | 2.824.415.479 972,31% 37,09% 25,91%
Pajak dibayar dimuka 1.853.978.443 487.781.374 - - 280,08% 100,00% 0,00%

Jumlah Aset Lancar 65.880.619.827 | 21.691.367.810 4.084.513.167 | 5.015.392.894 203,72% 431,06% (18,56%)
Aset Tidak Lancar
Taksiran tagihan pajak 436.630.127 - - - 100,00% 0,00% 0,00%
Properti investasi - Net 6.785.927.766 - - - 100,00% 0,00% 0,00%
Aset tetap 500.596.826 7.485.582.941 6.034.212.396 612.854.308 (93,31%) 24,05% 884,61%
Aset pajak tangguhan 64.392.014 67.428.426 54.199.107 - (4,50%) 24,41% 100,00%
Aset lainnnya 13.882.000 - - - 100,00% 0,00% 0,00%
Jumlah Tidak Lancar 7.801.428.733 7.553.011.367 6.088.411.503 612.854.308 3,29% 24,06% 893,45%
Jumlah Aset 73.682.048.560 | 29.244.379.177 10.172.924.670 | 5.628.247.202 151,95% 187,47% 80,75%
A. Aset
Jumlah Aset
73.6682.045.560
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Jumlah Aset pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 73.682.048.560 yang mengalami peningkatan
sebesar Rp  44.437.669.383 atau 151,95%  dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 29.244.379.177. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya
uang muka pembelian, penambahan investasi jangka pendek, penambahan properti investasi dan penambahan
aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018.
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Jumlah Aset pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 29.244.379.177 yang mengalami peningkatan
sebesar Rp 19.071.454.507 atau 187,47% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang
berjumlah Rp 10.172.924.670. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain pihak
berelasi pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Aset pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 10.172.924.670 yang mengalami peningkatan
sebesar Rp 4.544.677.468 atau 80,75% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang
berjumlah Rp5.628.247.202. Peningkatan ini terutama disebabkan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 65.880.619.827 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 44.189.252.017 atau setara 203,72% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 21.691.367.810. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan
uang muka pembelian dan penambahan investasi jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 21.691.367.810 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 17.606.854.643 atau setara 431,06% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 4.084.513.167. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan
piutang lain-lain pihak berelasi, persediaan dan uang muka pembelian pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 4.084.513.167 yang mengalami
penurunan sebesar Rp 930.879.727 atau setara 18,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2015 yang berjumlah Rp 5.015.392.894. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan
peningkatan uang muka pembelian pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset Tidak Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.801.428.733 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 248.417.366 atau setara 3,29% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2017 yang berjumlah Rp 7.553.011.367. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan taksiran tagihan
pajak pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.553.011.367 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.464.599.864 atau setara 24,06% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah Rp 6.088.411.503.Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset
tetap pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.088.411.503 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 5.475.557.195 atau setara 893,45% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31

Desember 2015 yang berjumlah Rp 612.854.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset
tetap dan aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016.
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a. Kas dan Bank

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Kas dan Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 389.923.099 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 231.139.082 atau setara 145,57% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2017 yang berjumlah Rp 158.784.017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan
penjualan dan pembayaran piutang lain-lain.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Kas dan Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 158.784.017 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 130.922.514 atau setara 469,90% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah Rp 27.861.503. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas tunai
yang berasal dari penjualan barang sisa dan pembukaan rekening Standard Chartered untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Kas dan Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 27.861.503 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 12.671.533 atau setara 83,42% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2015 yang berjumlah Rp 15.189.970. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas tunai yang berasal
dari penjualan ayam dan pembukaan rekening BNI USD pada tanggal 31 Desember 2016.

b. Investasi Jangka Pendek

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Investasi Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.000.000.000 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 3.000.000.000 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2017 yang sejumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penempatan deposito oleh
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Investasi Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar nihil.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Investasi Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar nihil.

c. Piutang Usaha — Pihak Ketiga

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Piutang Usaha — Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar nihil.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Piutang Usaha — Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar nihil yang mengalami
penurunan sebesar Rp 281.414.750 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2016 yang berjumlah Rp 281.414.750. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran piutang
usaha dari pelanggan dalam negeri pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Piutang Usaha — Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 281.414.750 yang
mengalami penurunan sebesar Rp 141.615.880 atau setara 33,48% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31

Desember 2015 yang berjumlah Rp 423.030.630. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran
piutang usaha dari pelanggan dalam negeri pada tanggal 31 Desember 2016.
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d. Piutang Lain-lain — Pihak Berelasi
Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Piutang Lain-lain — Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.840.000.000
yang mengalami penurunan sebesar Rp 8.960.000.000 atau setara 60,54% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 14.800.000.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya
pembayaran piutang lain-lain pihak berelasi.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Piutang Lain-lain — Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 14.800.000.000
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 14.580.979.493 atau setara 6.657,36% dibandingkan dengan posisi
pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 219.020.507. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
adanya peminjaman uang kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Piutang Lain-lain — Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 219.020.507
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 219.020.507 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peminjaman
uang kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016.

e. Persediaan
Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.519.038.702 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.149.457.510 atau setara 83,93% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2017 yang berjumlah Rp 1.369.581.192. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan hasil
produksi barang jadi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.369.581.192 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.369.581.192 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan bahan baku
dan barang jadi kayu Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar nihil yang mengalami penurunan sebesar
Rp 1.752.756.815 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang
berjumlah Rp 1.752.756.815. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan pada tahun
2016.

f. Uang Muka Pembelian

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 52.277.679.583 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 47.402.458.356 atau setara 972,31% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 4.875.221.227. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan
uang muka pembelian bahan baku Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.875.221.227 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 1.319.004.820 atau setara 37,09% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 3.556.216.407. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang
muka pembelian bahan baku Perseroan dan realisasi uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal
31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Uang Muka Pembelian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 3.556.216.407 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 731.800.928 atau setara 25,91% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
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31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 2.824.415.479. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang
muka pembelian bahan baku Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016.

g. Properti Investasi

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Properti Investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 6.785.927.766 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 6.785.927.766 setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember
2017 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari aset tetap menjadi
properti investasi atas tanah dan bangunan di Gedangan yang disewakan pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Properti Investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar nihil,
karena tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan belum disewakan sehingga tidak termasuk dalam klasifikasi
properti investasi.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Properti Investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar nihil,
karena tanah dan bangunan dimiliki Perseroan pada tahun 2016 dan belum disewakan sehingga tidak termasuk
dalam klasifikasi properti investasi.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan — Liabilitas

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember Pertumbuhan (%)
Keterangan
2018 2017 2016 2015 2017-2018 2016-2017 | 2015-2016
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Bank 13.770.080.000 9.910.619.685 5.666.652.019 1.700.000.000 38,94% 74,89% 233,33%
Utang Usaha
Pihak Ketiga 747.082.227 2.198.179.238 - 569.870.995 (66,01%) 100,00% | (100,00%)
Utang Lain-lain
Pihak Ketiga 252.306.130 377.306.130 600.000.000 3.000.000 (33,13%) (37,12%) | 19900,00%
Utang Pajak 827.599.932 58.115.443 19.807.597 3.100.845 1324,06% 193,40% 538,78%
Beban Masih Harus Dibayar 39.500.000 - - 21.000.000 100,00% 0,00% (100,00%)
Uang Muka Penjualan 1.164.257.307 6.786.688.540 - - (82,84%) 100,00% 0,00%
Utang Lembaga Keuangan - - 30.591.190 0,00% 0,00% (100,00%)
Utang Bank Jangka Pendek 335.440.000 186.316.535 163.422.749 - 80,04% 14,01% 100,00%
JumlahLiabilitas Jangka
Pendek 17.136.265.596 19.517.225.571 6.449.882.365 2.327.563.030 (12,20%) 202,60% 177,11%
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Pihak Berelasi - - - 1.447.317.601 0,00% 0,00% (100,00%)
Utang Lembaga Keuangan - - - 14.371.923 0,00% 0,00% (100,00%)
Utang Bank Jangka Panjang 1.269.900.000 1.598.014.497 | 1.784.331.032 - (20,53%) |  (10,44%) 100,00%
Libilitas Imbalan Kerja 257.568.055 269.713.704 216.796.426 153.019.180 (4,50%) 24,41% 41,68%
Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang 1.527.468.055 1.867.728.201 2.001.127.458 1.614.708.704 (18,22%) (6,67%) 23,93%
Jumlah Liabilitas 18.663.733.651 21.384.953.772 8.451.009.823 3.942.271.734 (12,72%) 153,05% 114,37%
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Jumlah Liabilitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember
2017

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 18.663.733.651 yang mengalami
penurunan sebesar Rp 2.721.220.121 atau setara 12,72% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 21.384.953.772. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Liabilitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember
2016

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 21.384.953.772 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 12.933.943.949 atau setara 153,05% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 8.451.009.823. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan utang bank, utang usaha dan uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Liabilitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember
2015

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 8.451.009.823 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 4.508.738.089 atau setara 114,37% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2015 yang berjumlah Rp 3.942.271.734. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan
utang bank dan utang bank jangka panjang serta pembayaran utang usaha dan utang pihak berelasi pada
tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Jangka Pendek pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31
Desember 2017

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 17.136.265.596
yang mengalami penurunan sebesar Rp 2.380.959.975 atau setara 12,20% dibandingkan dengan posisi
pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 19.517.225.571. Penurunann ini terutama disebabkan
oleh menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31
Desember 2016

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 19.517.225.571
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 13.067.343.206 atau setara 202,60% dibandingkan dengan posisi
pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 6.449.882.365.Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh adanya penambahan utang bank, utang usaha dan uang muka penjualan pada tanggal
31 Desember 2017.
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Liabilitas Jangka Pendek pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
31 Desember 2015

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.449.882.365
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 4.122.319.335 atau setara 177,11% dibandingkan dengan posisi
pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 2.327.563.030. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh adanya penambahan utang bank dan pembayaran utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Jangka Panjang pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan
31 Desember 2017

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.527.468.055
yang mengalami penurunan sebesar Rp 340.260.146 atau setara 18,22% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 1.867.728.201. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
penurunan utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
31 Desember 2016

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.867.728.201
yang mengalami penurunan sebesar Rp 133.399.257 atau setara 6,67% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 2.001.127.458. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
adanya pembayaran utang bank jangka panjang dan penambahan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja
pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan
31 Desember 2015

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.001.127.458
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 386.418.754 atau setara 23,93% dibandingkan dengan posisi
pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 1.614.708.704. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh adanya penambahan utang bank jangka panjang dan penambahan utang pihak berelasi pada tanggal
31 Desember 2016.

a. Utang Bank
Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Utang Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 13.770.080.000 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 3.859.460.315 atau setara 38,94% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 9.910.619.685. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
adanya penambahan utang bank dari BRI pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Utang Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.910.619.685 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 4.243.967.666 atau setara 74,89% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah Rp 5.666.652.019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan utang bank dari BRI pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Utang Bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 5.666.652.019 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 3.966.652.019 atau setara 233,33% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2015 yang berjumlah Rp 1.700.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan utang bank dari BSM dan UOB pada tanggal 31 Desember 2016.

b. Utang Usaha - Pihak Ketiga

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Utang Usaha - Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp 747.082.227 yang mengalami penurunan sebesar Rp 1.451.097.011 atau setara 66,01% dibandingkan

dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 2.198.179.238. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh adanya pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2018.
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Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Utang Usaha - Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp 2.198.179.238 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2.198.179.238 atau setara 100,00%
dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh adanya penambahan utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Utang Usaha — Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar nihil yang
mengalami penurunan sebesar Rp 569.870.995 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 569.870.995. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
adanya pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016.

c. Uang Muka Penjualan
Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Uang Muka Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.164.257.307 yang
mengalami penurunan sebesar Rp 5.622.431.233 atau setara 82,84% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 6.786.688.540. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
adanya realisasi uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Uang Muka Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 6.786.688.540 yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 6.786.688.540 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Uang Muka PenjualanPerseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
nihil.

d. Utang Bank Jangka Panjang
Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Utang Bank Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.605.340.000
yang mengalami penurunan sebesar Rp 178.991.032 atau setara 10,03% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 1.784.331.032. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
adanya pembayaran utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018.

Posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Utang Bank Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.784.331.032
yang mengalami penurunan sebesar Rp 163.422.749 atau setara 8,39% dibandingkan dengan posisi pada
tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp 1.947.753.781. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
adanya pembayaran utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017.

Posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Utang Bank Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.947.753.781
yang mengalami peningkatan sebesar Rp 1.947.753.781 atau setara 100,00% dibandingkan dengan posisi

pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan utang bank jangka panjang dari UOB pada tanggal 31 Desember 2016.
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Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan — Ekuitas

(dalam Rupiah penuh)

31 Desember Pertumbuhan (%)
Keterangan
2018 2017 2016 2015 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016
Ekuitas
Modal saham 51.500.000.000 6.250.000.000 250.000.000 250.000.000 724,00% | 2.400,00% 0,00%
Saldo laba
dicadangkan - 0,00% 0,00% 0,00%
Saldo laba belum
dicadangkan 3.446.800.120 1.593.421.399 | 1.464.704.764 | 1.444.693.609 116,31% 8,79% 1,39%
Komponen ekuitas
lainnya 71.514.789 16.004.006 7.210.083 (8.718.141) 346,86% | 121,97% (182,70%)
Jumlah Ekuitas 55.018.314.909 7.859.425.405 1.721.914.847 1.685.975.468 600,03% 356,44% 2,13%
C. Ekuitas
Total Ekuitas
55.018.314.909
60.000.000.000 2
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
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Jumlah Ekuitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 55.018.314.909 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 47.158.889.504 atau setara 600,03% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2017 yang berjumlah Rp 7.859.425.405. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

. Kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 45.250.000.000 atau setara 724,00%
dari Rp 6.250.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi
Rp 51.500.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh
adanya penambahan modal disetor pada tahun 2018.

. Kenaikan saldo laba sebesar Rp 1.853.378.721 atau setara 116,31% dari Rp 1.593.421.399 pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 3.446.800.120 pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang disebabkan oleh penambahan saldo laba belum
dicadangkan yang berasal dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017.

Jumlah Ekuitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.859.425.405 yang mengalami
peningkatan sebesar Rp 6.137.510.558 atau setara 356,44% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah Rp 1.721.914.847. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan
modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 6.000.000.000 atau setara 2400,00% dari Rp
250.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 6.250.000.000 pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan oleh adanya penambahan modal
disetor pada tahun 2017.

Jumlah Ekuitas pada posisi per tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.721.914.847 yang mengalami

peningkatan sebesar Rp 35.939.379 atau setara 2,13% dibandingkan dengan posisi pada tanggal
31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 1.685.975.468. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan
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saldo laba sebesar Rp 20.011.155 atau setara 1,39% dari Rp 1.444.693.609 pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 1.464.704.764 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 yang disebabkan oleh penambahan saldo laba belum dicadangkan yang berasal dari laba
tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Perkembangan Laporan Arus Kas Perseroan
(dalam Rupiah penuh)

31 Desember Pertumbuhan
Keterangan
2018 2017 2016 2015 2017-2018% 2016-2017% 2015-2016%

Arus Kas dari Aktivitas
Operasi
Kas diterima dari pelanggan 32.001.450.030 28.793.867.609 5.019.487.305 2.383.523.919 11,14% 473,64% 110,59%
Kas dibayar kepada pemasok (83.163.277.902) | (22.760.060.895) (2.377.446.555) | (2.772.470.609) 265,39% 857,33% (14,25%)
Kas dibayar kepada karyawan (2.635.936.777) (551.125.170) (344.400.000) (326.500.000) 378,28% 60,02% 5,48%
Kas yang diperoleh dari

(digunakan untuk) aktivitas

Operasi (53.797.764.649) 5.482.681.544 2.297.640.750 (715.446.690) (1081,23%) 138,62% (421,15%)
Penerimaan penghasilan
bunga 43.693.221 619.307 199.964 145.965 6955,18% 209,71% 36,99%
Pembayaran beban bunga (1.376.755.486) (1.004.748.243) (987.813.713) (194.620.667) 37,02% 1,71% 407,56%
Pembayaran pajak
penghasilan (99.981.857) (31.498.012) (31.866.547) (17.499.844) 217,42% (1,16%) 82,10%
Penerimaan lain-lain 579.128.570 235.723.694 - - 145,68% 100,00% 0,00%
Kas Bersih yang Diperoleh

dari (Digunakan untuk)

AktivitasOperasi (54.651.680.201) 4.682.778.290 1.278.160.454 (927.421.236) (1267,08%) 266,37% (237,82%)
Arus Kas dari Aktivitas

Investasi
Pembelian aset tetap (7.650.000) (51.421.200) (5.468.593.500) (2.150.000) (85,12%) (99,06%) 254.253,19%
Penempatan investasi jangka
pendek (3.000.000.000) - - - 100,00% 0,00% 0,00%
Kas Bersih yang Digunakan

untuk Aktivitas Investasi (3.007.650.000) (51.421.200) (5.468.593.500) (2.150.000) 5749,05% (99,06%) 254.253,19%
Arus Kas dari Aktivitas

Pendanaan
Penambahan utang bank 3.859.460.315 4.243.967.666 3.966.652.019 700.000.000 (9,06%) 6,99% 466,66%
Pembayaran (penambahan)

piutang lain-lain - pihak

berelasi 2.960.000.000 (8.580.979.493) (219.020.507) - (134,49%) 3.817,89% 100,00%
Penambahan (pembayaran)

utang lain-lain - pihak

berelasi - - (1.447.317.601) 149.341.195 - (100,00%) (1.069,13%)
Penambahan utang bank N
jangka panjang - - 2.000.000.000 - (100,00%) 100,00%
Pembayaran utang bank
jangka panjang (178.991.032) (163.422.749) (52.246.219) - 9,53% 212,79% 100,00%
Pembayaran utang lembaga

Keuangan - - (44.963.113) (25.778.680) 0,00% (100,00%) 74,42%
Setoran modal 51.250.000.000 - - - 100,00% 0,00% 0,00%
Kas Bersih yang Diperoleh

dari (Digunakan untuk)

Aktivitas

Pendanaan 57.890.469.283 (4.500.434.576) 4.203.104.579 823.562.515 1386,33% (207,07%) 410,36%
Kenaikan Bersih Kas dan
Bank 231.139.082 130.922.514 12.671.533 (106.008.721) 76,55% 933,20% (111,95%)
Kas dan Bank Awal Tahun 158.784.017 27.861.503 15.189.970 121.198.691 469,90% 83.42% (87.47%)
K Bank akhir Tah

as dan Bank akhir Tahun 389.923.099 158.784.017 27.861.503 15.189.970 14557% 469,90% 83.42%

Sumber arus kas Perseroan terutama berasal dari uang muka penjualan dan pelunasan pembayaran setelah
produk kayu olahan telah diekspor. Selain itu Perseroan memperoleh pendanaan dari bank. Pengeluaran arus
kas Perseroan terutama digunakan untuk uang muka pembelian kayu dan pelunasan pembayaran setelah kayu
diproduksi dan dikirimkan kepada pembeli.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah

sebesar (Rp 54.651.680.201) yang mengalami penurunan sebesar Rp 59.334.458.491 atau setara 1267,08%

dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 yang berjumlah Rp 4.682.778.290. Penurunan ini terutama disebabkan oleh :

. Peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar 60.403.217.007 atau setara 265,39% dari
Rp 22.760.060.895 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi
Rp 83.163.277.902 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
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. Kas diterima dari pelanggan mengalami kenaikan sebesar Rp 3.207.582.421 atau setara 11,14% dari Rp
28.793.867.609 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 32.001.450.030
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp 4.682.778.290 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 3.404.617.836 atau setara 266,37%
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasiuntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
yang berjumlah Rp 1.278.160.454. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya :
Kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 23.774.380.304 atau setara 473,64% dari
Rp 5.019.487.305 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 28.793.867.609
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
. Kas dibayar kepada pemasok mengalami kenaikan sebesar Rp 20.382.614.340 atau setara 857,33% dari
Rp 2.377.446.555 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 22.760.060.895
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2015

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp 1.278.160.454 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2.205.581.690 atau setara 237,82%

dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 yang berjumlah (Rp 927.421.236). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

. Kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 2.635.963.386 atau setara 110,59% dari
Rp 2.383.523.919 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi
Rp 5.019.487.305 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

. Kas dibayar kepada pemasok mengalami Penurunan sebesar Rp 395.024.054 atau setara 14,25% dari
Rp 2.772.470.609 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi
Rp 2.377.446.555 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

. Pembayaran beban bunga mengalami kenaikan sebesar Rp 793.193.046 atau setara 407,56% dari
Rp 194.620.667 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 987.813.713
pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp 3.007.650.000 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2.956.228.800 atau setara 5749,05%
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 yang berjumlah Rp 51.421.200. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penempatan
deposito investasi jangka pendek sebesar Rp 3.000.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 .

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp 51.421.200 yang mengalami penurunan sebesar Rp 5.417.172.300 atau setara 99,06%
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 yang berjumlah Rp 5.468.593.500. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian aset
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 dengan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp 5.468.593.500 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 5.466.443.500 atau setara 254.253,19%
dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 yang berjumlah Rp 2.150.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset berupa
tanah dan bangunan di Gedangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
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Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp 57.890.469.283 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 62.390.903.859 atau setara
1386,33% dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 yang berjumlah (Rp 4.500.434.576). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tambahan
setoran modal sebesar Rp 51.250.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar (Rp 4.500.434.576) yang mengalami penurunan sebesar Rp 8.703.539.155 atau setara
207,07% dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 yang berjumlah Rp 4.203.104.579. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya
penambahan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 8.361.958.986 atau setara 3817,89% dari Rp
219.020.507 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 8.580.979.493 pada tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dengan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp 4.203.104.579 yang mengalami peningkatan sebesar Rp 3.379.542.064 atau setara
410,36% dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 yang berjumlah Rp 823.562.515. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang
bank sebesar 3.266.652.019 atau setara 466,66% dari Rp 700.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 menjadi Rp 3.966.652.019 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

29



Analisis Rasio

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variable tertentu
dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dengan gejala yang timbul di sekitar
kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio
Likuiditas, Aktivitas atau Efisiensi, Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas serta rasio

profitabilitas.

Berikut ini adalah tabel analisis rasio:

31 Desember

Keterangan
2018 2017 2016 2015
Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan Bersih 73,18% 345,39% 83,17% (16,85%)
Laba Bruto 62,43% 137,34% 31,23% (9,22%)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak 1327,06% (527,74%) (108,19%) (19,18%)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 1288,18% 282,62% (92,96%) (5,91%)
Aset 151,95% 187,47% 80,75% 50,89%
Liabilitas (12,72%) 153,05% 114,37% 54,33%
Ekuitas 600,03% 356,44% 2,13% 43,42%
Rasio Usaha (%)

Laba (Rugi) SebelumTaksiran Penghasilan (Beban) Pajak

Terhadap Penjualan Bersih 6,41% 0,78% (0,81%) 18,10%
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak

Terhadap Jumlah Aset 3,27% 0,58% (0,39%) 8,57%
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak

Terhadap Ekuitas 4,38% 2,15% (2,29%) 28,60%
Laba Komprehensif TahunBerjalan terhadap Penjualan

Bersih 5,07% 0,63% 0,74% 19,17%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset 2,59% 0,47% 0,35% 9,07%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas 3,47% 1,75% 2,09% 30,27%
Laba Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih 4,93% 0,59% 0,41% 18,10%
Likuiditas
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek 3,84x 1,11x 0,63x 2,15x
Acid Test Ratio 3,70x 1,04x 0,63x 1,40x
Aktivitas atau Efisiensi
Inventory Turnover 16,06x 25,98x 3,67x 0,72x
Asset Turnover 0,73x 1,10x 0,62x 0,57x
Solvabilitas
Liabilitas Jangka Panjang terhadap Ekuitas 0,03x 0,24x 1,16x 0,96x
Pinjaman Berbunga terhadap Ekuitas 0,28x 1,49x 4,42x 1,03x
Pinjaman Berbunga terhadap Jumlah Aset 0,21x 0,40x 0,75x 0,31x
Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas 0,34x 2,72x 4,91x 2,34x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset 0,25x 0,73 x 0,83x 0,70x
Imbal Hasil
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) 2,52% 0,44% 0,20% 8,57%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) 3,37% 1,64% 1,16% 28,60%
Profitabilitas
Gross Profit Margin 17,00% 18,12% 34,01% 47,47%
Net Profit Margin 4,93% 0,59% 0,41% 18,10%

Rasio Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang ditunjukkan

dalam current ratio dan acid test ratio.

Current ratio Perseroan dari tahun 2015 hingga 2018 relatif menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi
liabilitas jangka pendeknya. Current ratio ditahun 2015 adalah sebesar 2,15x, di tahun 2016 menurun menjadi
sebesar 0,63x, di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,11x, dan di tahun 2018 meningkat signifikan karena
uang muka pembelian sehingga current ratio menjadi sebesar 3,84x.
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Acid ratio Perseroan dari tahun 2015 hingga 2018 relatif menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Acid ratio di tahun 2015 adalah sebesar 1,40x, di tahun 2016 menurun menjadi
sebesar 0,63x, di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,04x dan di tahun 2018 meningkat signifikan karena
uang muka pembelian sehingga acid test ratio menjadi sebesar 3,70x.

Rasio Aktivitas atau Efisiensi
Aktivitas atau Efisiensi menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengubah beberapa akun dalam laporan
posisi keuangan seperti persediaan dan aset menjadi kas atau pendapatan. Dalam hal ini rasio efisiensi Perseroan

dijelaskan dalam Inventory Turnover dan Asset Turnover.

Inventory turnover Perseroan di tahun 2015 adalah sebesar 0,72, di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 3,67,
di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 25,98 dan di tahun 2018 adalah sebesar 16,06.

Asset turnover Perseroan di tahun 2015 adalah sebesar 0,57, di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 0,62,
di tahun 2017 adalah sebesar 1,10 dan di tahun 2018 adalah sebesar 0,73.

Rasio Solvabilitas

Solvabilitas menunjukan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas yang dihitung dengan cara
membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016
dan 2015 masing-masing adalah 0,25x, 0,73x, 0,83x dan 0,70x.

Rasio solvabilitas ekuitas atau debt to equity ratio Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2018, 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah 0,34x, 2,72x, 4,91x dan 2,34x. Hal ini
menunjukkan bahwa tiap tahun pendanaan dari utang semakin berkurang.

Rasio Imbal Hasil Aset (ROA)

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba tahun berjalan
yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/ tahun berjalan dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil aset Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016 dan
2015 masing-masing adalah 2,52%, 0,44%, 0,20% dan 8,57%.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang
dihitung dengan cara membandingkan laba periode /tahun berjalan dengan ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017,
2016 dan 2015 masing-masing adalah 3,37%, 1,64%, 1,16% dan 28,60%.

Rasio Profitabilitas

Gross profit margin Perseroan di tahun 2016 sebesar 34,01%, di tahun 2017 gross profit margin mengalami
penurunan sebesar 15,89% menjadi 18,12%, di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 gross profit
margin mengalami penurunan sebesar 1,12% menjadi 17,00%.

Net Profit Margin Perseroan di tahun 2016 sebesar 0,41% karena beban pendanaan meningkat, di tahun 2017 net

profit margin meningkat sebesar 0,18% menjadi 0,59%, dan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 net profit margin meningkat sebesar 4,34% menjadi 4,93%.
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BELANJA MODAL

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan belanja modal Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2015
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah penuh)

31 Desember

2018 2017 2016 2015
Hak atas tanah - 3.857.202.643 -

Keterangan

Bangunan - - -
Kendaraan - - -
Mesin dan peralatan - 10.753.500 -
Inventaris kantor 7.650.000 14.250.000 4.940.000 2.150.000
Aset dalam penyelesaian 1.487.171.200 1.595.697.357 -
Jumlah 1.501.421.200 5.468.593.500 2.150.000

Komposisi belanja modal Perseroan sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terutama adalah
untuk hak atas tanah dan aset dalam penyelesaian. Pembelanjaan modal secara signifikan adalah pada tahun
2016 sebesar Rp 5.452.900.000 untuk hak atas tanah dan aset dalam penyelesaian dan pada tahun 2017 sebesar
Rp 1.487.171.200 untuk aset dalam penyelesaian.

Pembelanjaan modal tersebut merupakan hak atas tanah dan bangunan yang berlokasi di JI. Raya Ketajen No. 22,
Gedangan, Sidoarjo, yang diperoleh Perseroan dari Wahjono Soekotjo dan Husni Hakim dengan nilai keseluruhan
sebesar Rp 6.940.071.200. Sumber dana yang digunakan untuk perolehannya adalah berasal dari utang bank
UOB. Aset dalam penyelesaian tersebut telah selesai proses pembangunannya pada tahun 2017. Hak atas tanah
dan bangunan tersebut saat ini disewakan kepada PT Darbe Jaya Abadi, pihak berelasi.

MITIGASI RISIKO

Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola

dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan

harapan yang ingin dicapai. Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan:

a. Risiko tingkat suku bunga
Perseroan melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga unuk meminimalisasi dampak negatif
terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan melakukan analisa sensitivitas pada
pergerakan tingkat suku bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perseroan.

b. Risiko kredit
Untuk menghindari adanya piutang tak tertagih yang berdampak negatif terhadap kinerja keuangan,
Perseroan memilih untuk konservatif dalam melakukan transaksi jual beli produk kayu Perseroan dan
hanya menjual produk kayu Perseroan kepada pembeli yang memiliki kredibilitas. Beberapa pembeli
produk kayu Perseroan juga telah memiliki relasi bisnis yang terbangun sejak lama. Hal ini diharapkan
dapat menghindarkan Perseroan dari adanya piutang tak tertagih.

C. Risiko likuiditas
Perseroan selalu memperhatikan arus kas Perseroan di antaranya dengan selalu menjaga kecukupan
saldo kas dan bank, tanggal pembayaran dari pembeli, tanggal pembayaran bunga, tanggal jatuh tempo
liabilitas keuangan. Perseroan meyakini bahwa dengan terus melakukan pengawasan arus kas dengan
titik berat pada konversi kas sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan (cash conversion cycle),
potensi timbulnya masalah terkait likuiditas dapat dihindari.
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IV. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sebanyak-banyaknya risiko. Sebelum memutuskan untuk
berinvestasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat
dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko
usaha yang dijelaskan atau diungkapkan dalam bagian ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam
kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun
sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko usaha
yang dijelaskan dalam bagian ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh
Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang
material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak
paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko
yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negative dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas,
kinerja operasional, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN
Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Indonesia, khususnya peraturan yang diberlakukan
oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perdagangan, Departemen
Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementrian Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah, dan peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan
bisnisnya. Secara lebih spesifik, Perseroan memiliki eksposur terhadap peraturan di negara-negara tujuan
ekspor seperti Eropa, Australia, Nepal, dan India. Perubahan peraturan perundang-undangan, baik peraturan
Indonesia maupun negara-negara tujuan ekspor Perseroan dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha
Perseroan, terutama berkaitan dengan kelancaran proses ekspor.

B. RISIKO KEGIATAN USAHA PERSEROAN
1. Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku

Perseroan memperoleh bahan baku yang terdiri dari log dan sawn timber dari sumber eksternal melalui
pihak ketiga. Tidak ada kepastian bahwa pemasokan ini akan selalu tersedia untuk memenuhi
permintaan Perseroan termasuk spesifikasi produk yang diminta pelanggan di luar negeri. Risiko yang
muncul akibat faktor cuaca dan musim yang berada di luar kendali Perseroan dapat mengakibatkan
terganggunya pasokan bahan baku dari sumbernya dikarenakan sebagian besar dari log dan timber dari
pemegang konsesi hutan di beberapa daerah di Kalimantan atau Papua diangkut melalui sungai ke
pelabuhan muat untuk dikirimkan ke gudang yang disewa Perseroan di Gresik. Dalam jangka panjang,
apabila Perseroan tidak berhasil mengelola pasokan bahan baku dengan baik sesuai dengan spesifikasi
yang diharapkan pelanggan, maka akan berpengaruh secara negatif dan secara material terhadap
kinerja bisnis, kinerja keuangan, dan prospek dari Perseroan.

Selain itu, risiko ini juga erat kaitannya dengan isu pemanasan global atau global warming yang dapat
menyebabkan ketersediaan pasokan bahan baku. Pemanasan global sebagian besar dipicu dari
kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Akibatnya beberapa perusahaan dalam industri ini
mulai beralih pada alternatif bahan pengganti kayu.

2. Risiko Likuiditas Perseroan

Termin pembayaran yang dilakukan Perseroan dengan pemasok kayu adalah dengan deposito kas yang
nilainya material. Pembayaran deposito dibayarkan pada jangka waktu dua sampai tiga bulan sebelum
bahan baku kayu akhirnya tiba dan diolah. Sampai produk kayu olahan didistribusikan pada pelanggan,
Perseroan harus mengeluarkan kas untuk operasional pabrik dan kegiatan sehari-hari Perseroan
sehingga dalam jangka pendek Perseroan memiliki potensi risiko ini.

3. Risiko terkait persaingan usaha

Kompetisi di dalam industri pengolahan kayu ini cukup ketat, terutama berasal dari Myanmar, Malaysia,
Rusia, Solomon Island, dan beberapa Negara dari Afrika karena harga bahan baku yang lebih kompetitif.
Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saingnya terutama dibidang harga jual produk
jadi, maka pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan yang pada akhirnya akan membawa
dampak buruk bagi kinerja keuangan Perseroan.
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Walaupun Perseroan telah berhasil mempertahankan reputasinya sebagai produsen yang memiliki
kualitas produksi prima, harga jual yang kompetitif, serta pemasaran yang menjangkau secara langsung
pelanggan terutama di wilayah pemasaran utama di India dan Nepal, Perseroan masih berpotensi untuk
kehilangan pangsa pasarnya terhadap para kompetitornya. Hal tersebut dapat menyebabkan
menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata uang
Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban
Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan untuk
transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan domestik dan
biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan dicatatkan
dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan
berdampak pada pencatatan pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan Perseroan
sehingga dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba-rugi Perseroan yang dicatat
dalam mata uang Rupiah. Apabila nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD menguat secara
signifikan, maka pendapatan ekspor Perseroan yang dicatatkan dalam laporan keuangan akan menurun
sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang berlebihan dapat berdampak secara
negatif dan material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko terkait ketergantungan dengan pelanggan utama

Walaupun tidak terdapat pelanggan Perseroan yang secara individual berkontribusi lebih dari 20% dari
total penjualan Perseroan, dikarenakan pemasaran produk Perseroan dilakukan secara langsung
kepada pembeli yang memiliki jangkauan yang luas maupun pembeli akhir (end-buyer) sehingga
pemasraan produk Perseroan tidak terbatas kepada beberapa pelanggan dominan di Pasar Utama.

6. Risiko terkait kebakaran di gudang yang disewa Perseroan dan selama pemrosesan kayu

Risiko terkait kebakaran di dalam gudang yang disewa Perseroan maupun selama pemrosesan kayu
termasuk dalam kategori risiko yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan proses produksi dilakukan secara
sederhana yaitu melalui proses pemotonga dan penghalusan dan tidak melibatkan proses lanjutan yang
menggunakan mesin pemanas, bahan serta bahan kimia yang mudah terbakar. Perseroan juga
menerapkan kebijakan bebas merokok di kawasan pabrik. Kondisi dan kebijakan yang diterapkan
Perseroan menunjukkan bahwa risiko ini adalah risiko yang relatif rendah.

7. Risiko terkait perubahan teknologi

Perubahan teknologi berpotensi memberikan dampak bagi persaingan usaha dibidang pengolahan kayu
terutama apabila teknologi tersebut bisa meningkatkan yield produksi sehingga perusahaan yang tidak
bisa mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal dalam persaingan global.

Walaupun Perseroan telah menggunakan failitas produksi yang cukup baru dan mamadai, akan tetapi
apabila persaingan global mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih efisien, maka akan
membawa risiko bagi daya saing Perseroan dalam berproduksi secara efisien yang akan berdampak
kepada harga jual yang kurang kompetitif bagi para pelanggan Perseroan.

RISIKO UMUM

Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan
di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan ekonomi di suatu negara akan
berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut.
Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang
dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika
terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan
dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.
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Risiko terkait suku bunga acuan pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi.
Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan saat ini menikmati nilai wajar
suku bunga pinjaman yang sedang berlaku di pasar. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan
akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,
termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa
perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional
dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan
yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses
hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam
sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak
dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan
terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan
biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat
beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Risiko terkait nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi harga penjualan produk Perseroan karena
penjualan produk Perseroan menggunakan mata uang asing dalam USD. Jika terjadi pelemahan mata uang
Rupiah terhadap USD, maka hal tersebut akan menambahkan keuntungn dari harga jual produk Perseroan
dan sebaliknya penguatan mata uang Rupiah terhadap USD akan mengurangi keuntungan dari harga jual
produk Perseroan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO BAGI INVESTOR
Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas
dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses
penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Hal ini disebabkan antara lain oleh:

+ Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor
dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;

» Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;

* Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;

+ Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun
pengaruh pasar modal negara lain;

» Perubahan kondisi makro Indonesia maupun negara tujuan ekspor utama Perseroan;

+ Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara
lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan
perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana
pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan
keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada

pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat
membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.
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Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris dan Direksi kepada
pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan
yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi
kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham
dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain. Perseroan dan prinsip-prinsip hukum, misalnya,
legalitas tindakan yang diambil oleh Perseroan, utang fidusia oleh Manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan
pemegang saham pengendali, dan hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh Hukum Perusahaan dan
Anggaran Dasar milik Perseroan. Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia,
prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang
berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan
hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas
nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham
minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun
tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan
dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan
pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan
yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA DAN USAHA YANG DIHADAPI
OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO
USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING
RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
PUBLIK

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif yang
mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan
keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh Kantor
Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mesin, No. 057/SK-DB/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Entitas
mengadakan perjanjian sewa menyewa mesin dengan PT Jasa Mulia Abadi Raya yang berlaku selama 5 tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Perjanjian ini berlaku efektif sejak mesin-mesin telah dibeli oleh
Perseroan dan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak
ditandatangani hingga 31 Agustus 2019 secara otomatis perjanjian tersebut berakhir.
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VI.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, yang didirikan dengan nama PT
Darmi Bersaudara berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Perseroan No. 03 tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-
37538.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010. Maksud dan tujuan perseroan berdasarkan akta pendirian
adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, jasa, pertanian, perbengkelan dan
percetakan.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan o
g Jumlah Saham Jumlah Nilai

%

Nominal (Rp)
Modal Dasar 2.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya 100 50.000.000 20%
2. Nur Hayati 100 50.000.000 20%
3. Abdul Haris Nofianto, S.H. 100 50.000.000 20%
4. dr. Siti Zubaidah 100 50.000.000 20%
5. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H., 100 50.000.000 20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 250.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 1.500 750.000.000

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 3 tanggal 6 September
2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur telah: (i) mendapatkan persetujuan dari
Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0018432.AH.01.02.Tahun 2018
tanggal 6 September 2018; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pem9beritahuan Perubahan
Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0240216 tanggal 6 September 2018 dan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-010217 tanggal 6 September 2018 (“Akta No.
3/2018”) yang telah ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan
Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, telah: (i)
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor
0011925.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0130141 tanggal 4 Maret 2019 dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0130142 tanggal 4 Maret 2019 (“Akta
No. 2/2019").

Akta No. 2/2019 memuat tentang:

- Menegaskan kembali persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas
saham-saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta)
saham baru dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company
Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

- Persetujuan perubahan kembali Anggaran Dasar Perseroan menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka
sesuai dengan ketentiuan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dengan
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana terlampir dalam Keputusan RUPS;

- Persetujuan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh oleh Para Pemegang Saham Perseroan maupun saham Baru pada Bursa Efek Indonesia;

- Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014;
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- Persetujuan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan
hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam Bursa Efek
Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan

- Persetujuan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan
Direktur Independen dan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
Keputusan sampai dengan di tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2010. Kegiatan usaha utama Perseroan
adalah dalam bidang industri perdagangan kayu olahan dengan menyewa 2 (dua) Gudang dan bekerjasama
dengan 2 (dua) Pabrik yang memproduksi kayu olahan di Gresik. Perseroan mengekspor produknya ke berbagai
importir di wilayah India, Nepal, Tiongkok, Australia, dan beberapa negara di Eropa. di samping melakukan
penjualan di dalam negeri dengan komposisi masing-masing ekspor dan lokal yaitu 90% dan 10%.

Perseroan berdomisili di JI. Nginden Intan Barat V Blok C4/10, Surabaya, Jawa Timur, 60118.

Kegiatan Usaha Utama

a. Perdagangan besar bahan baku dan perlengkapan bangunan yang mencakup perdagangan besar produk
utama kayu olahan;

b. Perdagangan besar bahan konstruksi kayu, yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi
dari kayu seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, balok bantalan, kusen pintu/ jendela,
daun pintu/ jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle
board, chip board, kayu pelipis dan kayu lapis untuk cetak beton

Kegiatan Usaha Penunjang
a. Angkutan darat untuk barang mencakup angkutan darat untuk pengangkutan kayu gelondongan;

b.  Angkutan bermotor untuk barang umum mencakup pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor
yang dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang dengan menggunakan truk, pick up, dan container;

c. Perdagangan besar bahan bangunan yang mencakup perdagangan besar kayu kasar (dalam keadaan
belum diolah)

d. Pergudangan dan penyimpanan mencakup penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut
dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;

e. Industri penggergajian kayu, mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan, dan
pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan, dan sebagainya. Termasuk
industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai, dan wol kayu, tepung kayu, irisan, dan partikel
kayu;

f. Industri pengawetan kayu, mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu,
pengolahan kimia, dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya;

g. Industri barang bangunan dari kayu, mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti
dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/ jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/ lantai dari
papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang
menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan
papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk
industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/ furnitur)

h. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu, yang mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan
prafabrikasi

Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun Peristiwa / Kejadian Penting
1998 Bisnis keluarga Pendiri pertama kali memulai usaha perdagangan kayu
2000 - 2002 Bisnis memasuki penjualan ekspor ke pasar Asia dan Eropa dengan
menggunakan brand dari Perusahaan lain
2008 Bisnis memulai usaha peternakan ayam dan ayam potong
2010 PT Darmi Bersaudara didirikan, dengan fokus utama Perseroan usaha
ayam potong dan peternakan
2015 CV Darbe didirikan dengan fokus utama perdagangan kayu
2016 CV Darbe mencapai penjualan ekspor sebesar 100 kontainer
2017 - sekarang PT Darmi Bersaudara konsentrasi pada usaha perdagangan kayu dan
usaha ayam potong dan peternakan dialihkan ke PT lain (afiliasi)
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2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sampai
dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2016

Pada tahun 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara
Perseroan Terbatas Perseroan No. 01 Tanggal 6 Juni 2016, dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya,
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Nomor AHU-AH.01.03-0058629 tanggal 19 Juni 2016, yang berisi persetujuan jual beli saham dalam perseroan
yang dimilik: (i) Nur Hayati sebanyak 100 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000, - kepada
Drs. Mohamad Taufan Hadiwidjaya,; (ii) dr. Siti Zubaidah sebanyak 100 saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp 50.000.000,- kepada Drs. Mohamad Taufan Hadiwidjaya adalah menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan o
g Jumlah Saham Jumlah Nilai

%

Nominal (Rp)
Modal Dasar 2.000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya 300 150.000.000 60%
2. Abdul Haris Nofianto, S.H. 100 50.000.000 20%
3. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 100 50.000.000 20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 250.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 1.500 750.000.000

Pada tahun yang sama yaitu 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 7 Oktober 2016 dibuat dihadapan
Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0092535 tanggal 25 Oktober 2016, yang berisi
persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dimilik: (i) Drs. Mohammad Taufan Hadiwidjaya sebanyak 250
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,-; (i) Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.,
sebanyak 50 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,-; (iii) Abdul Haris Nofianto, S.H.,
sebanyak 50 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,-; kepada PT. Darbe Putra Makmur.

Persetujuan Pemegang Saham atas penjualan saham Perseroan tersebut kemudian direalisasikan dalam
Persetujuan Pemegang Saham dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 02 tanggal 7 Oktober 2016, Akta Jual Beli
Saham Nomor 03 tanggal 7 Oktober 2016, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 7 Oktober 2016 yang mana
ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya. Susunan pemegang saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan ilai
g Jumlah Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp)
Modal Dasar 2.000 1.000.000.000 100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Darbe Putra Makmur 350 175.000.000 70%
2. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 50 25.000.000 10%
3. Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya 50 25.000.000 10%
4. Abdul Haris Nofianto, S.H. 50 25.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 250.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 1.500 750.000.000
Tahun 2017

Pada tahun 2017, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 11 Agustus 2017 dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di
Surabaya yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan Nomor 01 tanggal 11 September 2017 yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor No. AHU-0017311.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 23
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Agustus 2017; dan (ii) diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0173418 tanggal 21 September 2017 yang berisi
pengesahan penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Penambahan Modal Dasar
Perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,- dan penambahan modal disetor Perseroan dari
semula Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 6.250.000.000,-, dengan mengeluarkan modal dalam simpanan sebesar
Rp. 6.000.000.000,- atau sebanyak 12.000 saham yang diambil bagian oleh; (i) PT Darbe Putra Makmur sebesar
Rp. 3.575.000.000,- atau sebanyak 7.150 saham; (i) Nanang Sumarto Hadiwidjojo, S.H., sebesar Rp.
1.225.000.000,- atau sebanyak 2.450 saham; (iii) Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya sebesar Rp. 600.000.000,-
atau sebanyak 1.200 saham; dan (iv) Abdul Haris Nofianto, S.H., sebesar Rp. 600.000.000,- atau sebanyak 1.200
saham, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham dgm:ﬁ;’\égﬁ) %

Modal Dasar 50.000 25.000.000.000 100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT Darbe Putra Makmur 7.500 3.750.000.000 60%

2. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 2.500 1.250.000.000 20%

3. Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya 1.250 625.000.000 10%

4. Abdul Haris Nofianto, S.H. 1.250 625.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 12.500 6.250.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 37.500 18.750.000.000

Tahun 2018

Pada tahun 2018, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara
Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 05 tanggal 28 Maret 2018 dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di
Surabaya, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keputusannya Nomor No. AHU-0010039.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018; dan (ii) diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor
AHU-AH.01.03-0179044 tanggal 4 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Nomor AHU-AH.01.03-0179045 tanggal 4 Mei 2018, yang berisi: (i) persetujuan jual beli saham yang telah
dilaksanakan, milik: (a) Nanang Sumanto Hadiwijojo, S.H., sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya
Rp 1.250.000.000,- kepada PT. Cladia Karya Investama; (b) Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya sebanyak 1.250
saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 625.000.000,- kepada PT. Marinay Berjaya Investama; (c) Abdul Haris
Nofianto, S.H., sebanyak 1.250 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 625.000.000,- kepada PT. Indymike
Inti Investama; (ii) persetujuan untuk menambah modal dasar Perseroan dari Rp. 25.000.000.000,- menjadi Rp.
120.000.000.000,-; (iii) persetujuan menambahkan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp. 6.250.000.000, -
menjadi Rp. 40.000.000.000,- dengan penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebanyak 67.500
saham atau sebesar Rp. 33.750.000.000,- dan telah diambil bagian oleh: (a) PT. Darbe Putra Makmur sebesar Rp.
24.250.000.000,- atau sebanyak 48.500 saham; (i) PT. Cladia Karya Investama, sebesar Rp. 2.750.000.000,- atau
sebanyak 5.500 saham; (iii) PT. Marinay Berjaya Investama sebesar Rp. 3.375.000.000,- atau sebanyak 6.750
saham; dan (iv) PT. Indymike Inti Investama sebesar Rp. 3.375.000.000,- atau sebanyak 6.750 saham.

Persetujuan Pemegang Saham atas penjualan saham Perseroan tersebut kemudian direalisasikan dalam
Persetujuan Pemegang Saham dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 02 tanggal 28 Maret 2018, Akta Jual Beli
Saham Nomor 03 tanggal 28 Maret 2018, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 28 Maret 2018 yang mana
ketiga akta tersebut dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya. Susunan pemegang saham Perseroan
adalah menjadi sebagai berikut.
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Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Iﬂgm:?re;l'\(llgzl) %
Modal Dasar 240.000 120.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Darbe Putra Makmur 56.000 28.000.000.000 70%
2. PT Cladia Karya Investama 8.000 4.000.000.000 10%
3. PT Marinay Berjaya Investama 8.000 4.000.000.000 10%
4. PT Indymike Inti Investama 8.000 4.000.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 80.000 40.000.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 160.000 80.000.000.000

Kemudian terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor
01 tanggal 30 Mei 2018 dibuat di hadapan Mega Arifah S.H., M.Kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 9 Juli 2018 yang telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor
AHU-AH.01.03-0221675 tanggal 13 Juli 2018, yang berisi persetujuan mengeluarkan sebanyak 23.000 saham
dalam simpanan Perseroan yang diambil bagian oleh: (i) PT. Darbe Putra Makmur sebanyak 16.100 saham dengan
nilai nominal seluruhnya Rp 8.050.000.000,-; (ii) PT. Indymike Inti Investama sebanyak 2.300 saham dengan nilai
nominal seluruhnya Rp 1.150.000.000,-; (iii) PT. Cladia Karya Investama sebanyak 2.300 saham dengan nilai
nominal seluruhnya Rp 1.150.000.000,-; (iv) PT. Marinay Berjaya Investama sebanyak 2.300 saham dengan nilai
nominal seluruhnya Rp 1.150.000.000,-, sehingga seluruhnya berjumlah 103.000 saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 51.500.000.000,- adalah menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp500.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Iﬂgm:i;‘l'\(‘ll'\l’?)l) %
Modal Dasar 240.000 120.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Darbe Putra Makmur 72.100 36.050.000.000 70%
2. PT Indymike Inti Investama 10.300 5.150.000.000 10%
3. PT Cladia Karya Investama 10.300 5.150.000.000 10%
4. PT Marinay Berjaya Investama 10.300 5.150.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 103.000 51.500.000.000 100%
Jumlah Saham dalam Portepel 137.000 68.500.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 3 tanggal 6 September 2018
dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur (“Akta No. 3/2018”) telah: (i) mendapatkan
persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-
0018432.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018; dan (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0240216
tanggal 6 September 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-
0102147 tanggal 6 September 2018. Akta No. 3/2018 yang berisi persetujuan Peningkatan modal dasar Perseroan
dari sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua
ratus miliar Rupiah) dan persetujuan perubahan nilai nominal saham dari Rp 500.000,- menjadi Rp 100,-, sehingga
struktur. Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Nilai %
Jumlah Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 2.000.000.000 200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT Darbe Putra Makmur 360.500.000 36.050.000.000 70%
2. PT Indymike Inti Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
3. PT Cladia Karya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
4. PT Marinay Berjaya Investama 51.500.000 5.150.000.000 10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 515.000.000 51.500.000.000 100%
Saham dalam Portepel 1.485.000.000 148.500.000.000
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3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan
yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas
usaha Perseroan. Berikut ini adalah izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan dalam rangka
menjalankan kegiatan usahanya:

e Nomor Induk Berusaha (“NIB”)
Perseroan telah memiliki NIB dengan Nomor 8120113113806 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single
Submission (“OSS”) tertanggal 30 November 2018. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka
pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan

e lzin Usaha
Perseroan telah memiliki I1zin Usaha sebagaimana dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan
kepada Perseroan dan dikeluarkan oleh Sistem OSS tertanggal 6 Februari 2019. Surat Izin Usaha
Perdagangan telah berlaku efektif. 1zin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional
sesuai ketentuan perundang-undangan.

e |zin Komersial/Operasional
Perseroan telah memiliki Izin Komersial/Oprasional yang dikeluarkan dari Sistem OSS tertanggal 30 November
2018, dengan nama KBLI: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.

e  Surat Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”)
Perseroan telah memperoleh SKDU No. 470/22/436.9.9.5/2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan
oleh Lurah Nginden Jangkungan. Perseroan beralamat di Jalan Nginden Barat V Blok C-4/10 RT.01 RW.11
Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. SKDP berlaku sampai dengan 1 Agustus
20109.

e NPWP
Perseroan telah memiliki NPWP dengan No. 03.071.048.7-606.000 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan Republik Indonesia.

e  Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)
Perseroan telah memiliki SKT dengan No. S-6039KT/WPJ.11/KP.0403/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng,
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)
Perseroan telah memiliki SPPKP dengan No. S-677PKP/WPJ.11/KP.0403/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng,
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e Sertifikat Legalitas Kayu (“SLK”)
Perseroan telah memiliki SLK dengan No. 273.SLK.010-IDN, tanggal penetapan awal 27 Desember 2016 yang
dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT TRUSTINDO PRIMA KARYA. Perseroan Klasifikasi
yang telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu pada Eksportir Non Produsen dengan lingkup sertifikasi
Jenis Produk Moulding. SLK berlaku sampai dengan 26 Desember 2022.

Nomor Identitas Kepabeanan (“NIK”)

Perseroan telah memperoleh NIK dengan No. 02.059491 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Teknis Kepabeanan u.b Plh. Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan,
Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan status pengguna jasa
eksportir.
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KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan serta 1 (satu) kendaraan bermotor dan menguasai
1 (satu) bidang tanah dan bangunan, dengan deskripsi sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

a.

Perseroan memiliki bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut
"SHGB") yaitu SHGB No. 1228, terdaftar atas nama Perseroan, seluas 1.425 m? (seribu empat ratus
dua puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 5269/1991 tanggal
29 Oktober 1991, terletak di Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo pada tanggal 5 Desember 1991, berakhir pada tanggal 5
Desember 2046, yang sedang dijaminkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero).

Perseroan menguasai bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut "SHM”")
yaitu SHM No. 77, terdaftar atas nama Nur Hayati, dr. Siti Zubaidah, Abdul Haris Nofianto, drs. Moch.
Taufan Hadiwijaya, Nanang Sumartono, H., S.H, seluas 11.760m2 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh
meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2327 tanggal tanggal 27 Juni 1977,
terletak di Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Mojokerto pada tanggal 23 Juli 1977, yang sedang dijaminkan pada
PT Bank Syariah Mandiri. SHM No. 77 tersebut sedang dalam proses penurunan hak menjadi Hak
Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Notaris Agustina Amalia, S.H., Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah di Surabaya, No. 276A/SK/Cov.Not/IV/2019 tertanggal 9 Mei 2019.

Kendaraaan Bermotor

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai harta kekayaan berupa kendaraan bermotor
roda empat, sebagai berikut :

No.

No Terdaftar
No. Rangka Mesin Atas Status
Nama

Tahun No.

Merek/Type Pembuatan | Polisi

Suzuki Splash 2010 W 1252 | MMA36XB725 | K12MN40 Abdul Dijaminkan
YV4 1.2 RHD RY A0178246 37982 Haris kepada
Nofianto Koperasi
Simpan
Pinjam
Sejahtera
Bersama

Bahwa kendaraan bermotor roda empat telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli
tertanggal 2 Juni 2014 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Berikut ini adalah Nilai Aset Tetap Bersih yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2018, yakni:

Jenis Aset Tetap Nilai Bersih (Rupiah)

Pemilikan Langsung

Hak atas tanah 316.290.000
Bangunan 106.316.496
Kendaraan 53.414.420
Mesin dan Peralatan 5.376.753
Inventaris Kantor 19.199.157
Total pemilikan langsung 500.596.826
Total Nilai Aset Tetap Bersih (Rupiah) 500.596.826
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Berikut ini adalah Nilai Properti Investasi — Bersih yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2018, yakni:

Jenis Properti Investasi
Pemilikan Langsung
Hak atas tanah
Bangunan
Total pemilikan langsung
Total Nilai Properti Investasi Bersih (Rupiah)

Nilai Bersih (Rupiah)

3.857.202.643
2.928.725.123
6.785.927.766
6.785.927.766

5. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menutup polis-polisasuransi mengingat
Perseroan tidak memiliki aset atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan
untuk harta kekayaan Perseroan yang berupa aset kendaraan bermotor roda empat belum dilengkapi dengan polis
asuransi untuk menampung resiko pertanggungan asuransi.

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan antara Perseroan dengan
pemegang saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Muhammad Manang Abdul Haris Nanang Abdul Haris Nanang Abdul Haris Muhammad Manang
Taufan Sumartono MNofianto Sumartono Nofianto Sumartono Nofianto Taufan Sumartono
40% 30% 30% 95%) 5% 5% 95% 5o 5%
PT Marinay Berjaya PT Cladia Karya PT Indymike Inti
PT Darbe Putra Makmur Investama Investama Investama
70%| 10% 10% 10%

d

PT Darmi Bersaudara Tbk

Sumber: Perseroan
No Nama Perusahaan
1 PT. Darbe Putra Makmur (DPM)
2 PT. Marinay Berjaya Investama (MBI)
3 PT. Cladia Karya Investama (CKI)
4 PT. Indymike Inti Investama (l11)

Kegiatan Usaha
Perusahaan Induk
Perusahaan Induk
Perusahaan Induk
Perusahaan Induk

Hubungan Dengan Perseroan
Pemegang Saham Perseroan
Pemegang Saham Perseroan
Pemegang Saham Perseroan
Pemegang Saham Perseroan

Pengendali Perseroan (ultimate shareholder) adalah Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. yang secara tidak
langsung, atas kepemilikan sahamnya atas PT Darbe Putra Makmur sebesar 30% (tiga puluh koma nol persen)
dan pada PT Marinay Berjaya Investama sebesar 90% (sembilan puluh persen koma nol persen) Pihak Pengendali
atau Ultimate Shareholder dari Perseroan bukan merupakan pengendali atas Emiten atau Perusahaan Publik yang
bukan merupakan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah maupun perusahaan yang memiliki aset lebih
dari Rp250.000.000.000.

7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN
HUKUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 4 (empat) pemegang saham utama berbentuk
badan hukum, yaitu PT Darbe Putra Makmur, PT Marinay Berjaya Investama, PT Cladia Karya Investama, dan PT
Indymike Inti Investama sebagai berikut:
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a. PT Darbe Putra Makmur (“DPM”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Darbe Putra
Makmur (DPM) di mana ultimate shareholder dari DPM adalah Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya.

Keterangan Singkat

DPM didirikan dengan nama PT Darbe Putra Makmur Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darbe Putra Makmur
No.1 tertanggal 24 Juni 2016 dibuat di hadapan Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU — 0031894.AH.01.01.Tahun 2016
tanggal 01 Juli 2016(“Akta Pendirian DPM”).

DPM berdomisili di Jl Jemursari | No. 31-A, RT002 RW010 Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya. Adapun ultimate
shareholder dari DPM sesuai bagan di atas adalah Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Akta Pendirian DPM, maksud dan tujuan DPM adalah:
i. Maksud dan tujuan DPM adalah:

- Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan,
pengangkutan, jasa, perindustrian, dan agro bisnis

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas DPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan lokal, interinsulair, import-export
dan usaha-usaha sebagai leverancier, grossier, distributor sert perwakilan/keagenan/supplier dari badan
usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi;

b) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, sebagai kontraktor (pemborong), baik sebagai
perencana, pelaksana, ataupun pengawas atas bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan,
dermaga, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, leiding dan telepon;

c) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat baik barang maupun penumpang;

d) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

e) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, pertambakan, perikanan, peternakan;

f) Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian terutama industri pengolahan kayu.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Iktisar data keuangan penting DPM per 31 Desember 2018

Ikhtisar Data Keuangan Penting Nilai
Aset 43.903.136.219
Liabilitas 37.696.111.592
Ekuitas 6.207.024.627
Laba (Rugi) (335.389)
Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian DPM, struktur permodalan DPM adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Modal Dasar : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :  Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
Saham dalam Portepel :  Rp. 18.750.000.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Modal Dasar DPM dibagi menjadi 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

46



Berdasarkan Akta Pendirian DPM, susunan pemegang saham DPM adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal %

(lembar) (Rp) 0
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya 2.500 2.500.000.000 40,0%
Abdul Haris Nofianto, S.H. 1.875 1.875.000.000 30,0%
Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 1.875 1.875.000.000 30,0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.250 6.250.000.000 100,0%
Jumlah Saham Dalam Portepel 18.750 18.750.000.000

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat
dihadapan Mega Afriah, SH., Mkn., Notaris di Sidoarjo, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DPM adalah
sebagai berikut:

Komisaris :  Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya
Direktur Utama : Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.
Direktur : Abdul Haris Nofianto, S.H.

b. PT Marinay Berjaya Investama (“MBI”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Marinay Berjaya
Investama (MBI) di mana ultimate shareholder dari MBI adalah Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.

Keterangan Singkat

MBI didirikan dengan nama PT Marinay Berjaya Investama Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Marinay Berjaya
Investama No 02 tertanggal 5 Desember 2016 dibuat di hadapan Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo,
yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU -
0054753.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 (“Akta Pendirian MBI”).

MBI berdomisili di JI Nginden Intan Barat V, C4/10 RT 01 RW 011 Nginden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya,
Propinsi Jawa Timur. Adapun ultimate shareholder dari MBI sesuai bagan di atas adalah Nanang Sumartono
Hadiwidjojo, S.H.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian MBI, maksud dan tujuan MBI adalah:

i. Maksud dan tujuan MBI adalah:

- Maksud dan tujuan MBI ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan,
pengangkutan, jasa, dan agro bisnis

ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
g) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan lokal, interinsulair, import-export
dan usaha-usaha sebagai leverancier, grossier, distributor sert perwakilan/keagenan/supplier dari badan-

badan usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi;

h) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, sebagai kontraktor (pemborong), baik sebagai
perencana, pelaksana, ataupun pengawas atas bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan,
dermaga, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, leiding dan telepon;

i) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat baik barang maupun penumpang;

j) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

k) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, pertambakan, perikanan, peternakan;
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Iktisar data keuangan penting MBI per 31 Desember 2018

Ikhtisar Data Keuangan Penting Nilai
Aset 39.673.697.668
Liabilitas 19.738.504.900
Ekuitas 19.935.192.768
Laba (Rugi) (64.807.231)
Permodalan

Pendirian MBI, struktur permodalan MBI adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Modal Dasar . Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah)
Saham dalam Portepel : Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah)

Modal Dasar MBI dibagi menjadi 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian MBI, susunan pemegang saham MBI adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

Keterengan Jumlah Saham Nilai Nominal %

(lembar) (Rp)
Modal Dasar 80.000 80.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 19.000 19.000.000.000 95%
Abdul Haris Nofianto, S.H. 1.000 1.000.000.000 5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.000 20.000.000.000 100%
Jumlah Saham Dalam Portepel 60.000 60.000.000.000

Manajemen dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pendirian MBI., susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MBI adalah sebagai berikut:

Komisaris : Abdul Haris Nofianto, S.H.
Direktur : Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.

c. PT Cladia Karya Investama (“CKIl”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Cladia Karya
Investama (CKI) di mana ultimate shareholder dari CKI adalah Abdul Haris Nofianto, S.H.

Keterangan Singkat

CKI didirikan dengan nama PT Cladia Karya Investama Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cladia Karya
Investama No 1 tertanggal 1 Desember 2016 dibuat di hadapan Mega Arfian, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU — 0054752.AH.01.01.TAHUN
2016 tanggal 7 Desember 2016 (“Akta Pendirian CKI”).

CKI berdomisili di JI Nginden Intan Barat V, C4/10 RT 01 RW 011 Nginden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya,

Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur. Adapun ultimate shareholder dari CKI sesuai bagan di atas adalah
Abdul Haris Nofianto, S.H.
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Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Akta Pendirian CKI, maksud dan tujuan CKI adalah:
i. Maksud dan tujuan CKI adalah:

- Maksud dan tujuan CKI ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan,
pengankutan, jasa, dan agro bisnis

iv. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas CKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
I) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan lokal, interinsulair, import-export

dan usaha-usaha sebagai leverancier, grossier, distributor sert perwakilan/keagenan/supplier dari badan-
badan usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi;

32

Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, sebagai kontraktor (pemborong), baik sebagai
perencana, pelaksana, ataupun pengawas atas bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan,
dermaga, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi;

n) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat baik barang maupun penumpang;

0) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

p) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, pertambakan, perikanan, peternakan;

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Iktisar data keuangan penting CKI per 31 Desember 2018

Ikhtisar Data Keuangan Penting Nilai
Aset 25.149.158.560
Liabilitas 5.150.000.000
Ekuitas 19.999.158.560
Laba (Rugi) (841.439)
Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian CKI, struktur permodalan CKI adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Modal Dasar :  Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliyar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah)
Saham dalam Portepel : Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah)

Modal Dasar CKI dibagi menjadi 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian CKI adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

Keterengan Jumlah Saham Nilai Nominal %

(lembar) (Rp)
Modal Dasar 80.000 80.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Abdul Haris Nofianto, S.H. 19.000 19.000.000.000 95%
Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 1.000 1.000.000.000 5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.000 20.000.000.000 100%
Jumlah Saham Dalam Portepel 60.000 60.000.000.000
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Manajemen dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pendirian CKI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CKI| adalah sebagai berikut:

Komisaris : Abdul Haris Nofianto, S.H.
Direktur . Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.

d. PT Indymike Inti Investama (“111”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Darbe Putra
Makmur (l11) di mana ultimate shareholder dari Ill adalah Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya.

Keterangan Singkat

Il didirikan dengan nama PT Indymike Inti Investama Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indymike Inti
Investama No 1 tertanggal 28 Nopember 2016 dibuat di hadapan Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo,
yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU -
0054750.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 (“Akta Pendirian III”).

Il berdomisili di JI Nginden Intan Barat V, C4/10 RT 01 RW 011 Nginden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya, Propinsi
Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur. Adapun ultimate shareholder dari Il sesuai bagan di atas adalah Doktorandus
Mochammad Taufan Hadiwijaya.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian 1ll, maksud dan tujuan Il adalah:

i. Maksud dan tujuan Il adalah:

Maksud dan tujuan Il ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan,
pengankutan, jasa, dan agro bisnis

v. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas 11l dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

g) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan lokal, interinsulair, import-export
dan usaha-usaha sebagai leverancier, grossier, distributor sert perwakilan/keagenan/supplier dari badan-
badan usaha lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi;

r) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, sebagai kontraktor (pemborong), baik sebagai
perencana, pelaksana, ataupun pengawas atas bangunan/gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan,
dermaga, pengairan/irigasi, pemasangan instalasi listrik, air, leiding dan telepon;

s) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat baik barang maupun penumpang;

t) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

u) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, pertambakan, perikanan, peternakan;

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Iktisar data keuangan penting Ill per 31 Desember 2018

Ikhtisar Data Keuangan Penting Nilai
Aset 25.149.158.938
Liabilitas 5.150.000.000
Ekuitas 19.999.158.938
Laba (Rugi) (385.000)
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Permodalan
Berdasarkan Akta Pendirian Ill, struktur permodalan Ill adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

Modal Dasar :  Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah)
Saham dalam Portepel :  Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah)

Modal Dasar Il dibagi menjadi 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian Ill, susunan pemegang saham llll adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham

Keterengan Jumlah Saham Nilai Nominal %

(lembar) (Rp)
Modal Dasar 80.000 80.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya 19.000 19.000.000.000 95,00%
Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 1.000 1.000.000.000 5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.000 20.000.000.000 100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel 60.000 60.000.000.000

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat
dihadapan Mega Arfian, S.H., M.Kn., susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Ill adalah sebagai berikut:

Komisaris :  Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.
Direktur :  Doktorandus Mochammad Taufan Hadiwijaya

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
ke-5 (kelima) pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 periode masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk
memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur (“Akta No. 3/2018”) telah: (i) mendapatkan persetujuan dari
Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0018432.AH.01.02.Tahun 2018
tanggal 6 September 2018; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0240216 tanggal 6 September 2018 dan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-010217 tanggal 6 September 2018, yaitu sebagai
berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya
Komisaris Independen : Dolvy Elvianes
Direksi
Direktur Utama : Nanang Sumartono H, SH
Direktur Independen : Lie Kurniawan
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Direktur Pemasaran : Sanjay Kumar Pandey
Direktur Operasional : Abdul Haris Nofianto, SH

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemenuhan kualifikasi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
33/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang
ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar.

3.  Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan
juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir I11.1.5
Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat Lampiran | Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang
dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Sampai dengan saat ini Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 3 kali.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 3 Juni 2010.

Sebelumnya pernah bekerja sebagai Relationship Manager PT Bank
Internasional Indonesia Tbk pada tahun 1990-1993, Vice President Sales
Specialist Transaction Banking dan Manajer Kantor Cabang Deutsche Bank AG

Surabaya pada tahun 1993-2018.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas
Ilmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Airlangga pada tahun 1989.

Dolvy Elfianes, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 6 September 2018.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manajer Sub-Cabang Bank Internasional
Indonesia pada tahun 1990-1998, .Deputy Branch Manager Cabang PT Bank
Mega Tbk pada tahun 1998-2006, dan Assistant Vice President Global
Transaction Banking Deutsche Bank AG pada tahun 2006-2018.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas llmu
Sosial dan llmu Politik, Universitas Airlangga pada tahun 1989 dan S2 Master of
Business Administration jurusan Keuangan pada tahun 1999.
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@"ﬂ,

DIREKSI

Nanang Sumartono H, S.H., Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan sejak 6 Juni
2010.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operation di Bank Bali Cabang Surabaya
pada tahun 1995-2001.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 di jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Brawijaya pada tahun 1995.

Lie Kurniawan, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 35 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 6 September 2018.
Sebelumnya, berepengalaman sebagai Financial Market Professional sejak tahun
2002 - 2016, menjabat sebagai Business Development Manager pada Cygnus
Travel pada tahun 2014 — bulan Mei 2018, Head of Investment pada PT Versailles
Indomitra Utama pada bulan Oktober 2017 — April 2018.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 di jurusan Banking and Finance, Philippine School
of Business Administration pada tahun 2004.

Pandey Sanjay Kumar, Direktur Pemasaran

Warga Negara India. Saat ini berusia 53 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak 7 Oktober 2016.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Assistant Manager Accounting & Finance
di Birla Group of Industries, Kolkata, India pada tahun 1984-1994, Country
Manager Ashita Impact pada tahun 1995-2008, bekerja pada PT Sinarmas Then
dan PT Yorimasa Company pada tahun 2009-2012, dan Komisaris pada PT
Sanjaya Bumi Resources pada tahun 2013-2016.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 di jurusan City College of Communication and
Business Administration, University of Calcutta — India pada tahun 1984.

Abdul Haris Nofianto, S.H., Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak 3 Juni 2010 dan merangkap
Sekretaris Perseroan sejak 6 September 2018.

Sebelumnya berpengalaman sebagai Sales Manager pada PT Dunkindo Cipta
Rasa pada tahun 1996-2010 dan Direktur pada PT Darbe Jaya Abadi sejak tahun
2016 sampai sekarang.

Lulus dengan gelar Sarjana S1 di jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum,
Universitas Airlangga pada tahun 1992.
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Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan remunerasi Dewan Komisaris untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 adalah sebesar nihil sedangkan gaji dan remunerasi Direksi untuk periode/tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp
204.000.000, Rp 204.000.000, dan Rp 204.000.000. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan
lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para
anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.
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9.

Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Rapat Umum Pemegang Saham

|

Komisaris Utama

Drs. Moch Taufan Hadiwijaya

Komisaris Independen

Dolvy Elfianes

Presiden Direktur

Nanang Sum:

Ketua Komite Audit I

Dolvy Elfianes

[

Komite Audit

Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo

|

Komite Audit

o]

ngky Aries Tyanto, SH

Sekertaris Perusahaan

artono H, SH

Abdul Haris Nofianto, SH

Direktur Independen

Lie Kurniawan

Direktur Keuangan

Nanang Sumartono H, SH

Ketua Internal Audit

Desandrian Rines Pradana

Internal Audit

Rofikasari

Internal Audit

Nydia Fitriyahsari

Direktur Pemasaran

Manajer Keuangan

Desandrian Rines Pradana

Sanjay Kumar Pandey

Direktur Operasional

Abdul Haris Nofianto, SH

Manajer Pemasaran Manajer Operasional
Hikmatun Nadiroh Sri Palupi Rahayu
Akunting Pajak Keuangan Dokumen Ekspor Dokumen Ekspor & Umum PrOdUkS"_Pewbe,“an dan Supervisor Pengolahan Jatisari Supervisor Pengolahan
Distribusi Jaya Raya
Rofikasari Nydia Fitriyahsari Imam Nawawi Lailatul Muniroh Kiki Nuritasari Sri Utami Mohammed Minhaj Achmad Hanny S

(Sumber: Perseroan)
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Perseroan telah mengimplementasikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yang merupakan cerminan
keseriusan ‘Board’ dalam memberikan komitmen kepada pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Tujuan pendirian Perusahaan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para konsumen
sehingga pada akhirnya Perusahaan juga mendapatkan keuntungan secara wajar dengan proses bisnis yang
berkelanjutan selaras dengan lingkungan sosial dan harmoni alam semesta.

Secara mendasar penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik disebabkan adanya tuntutan pemisahan
kepemilikan dan manajemen yang secara hakiki memiliki kepentingan yang berbeda dan untuk menyelaraskannya
diperlukan suatu aturan main tertentu agar tujuan utama Perusahaan bisa tercapai.

Dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik akan tercipta suatu hubungan yang kondusif diantara
Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang pada akhirnya bisa menjamin tercapainya
peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan menjaga suatu lingkungan usaha yang
berkelanjutan selaras dengan lingkungan sosial dan alam nya.

Pada bagian-bagian selanjutnya akan dibahas secara lebih detail tentang pemisahan fungsi-fungsi sesuai prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diterapkan oleh Perseroan.

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun
RUPS Luar Biasa sebagai pelaksanaan hak pemegang saham atas kegiatan Perseroan. Perseroan meminta
persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham untuk tindakan-tindakan tertentu sebagaimana telah diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Berdasarkan Anggaran Dasar
Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) baik RUPS Tahunan (“RUPST”) maupun RUPS Luar
Biasa (“RUPSLB”) bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola
perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan
wewenangnya terhadap manajemen Perseroan.

2) Dewan Komisaris

Perseroan mempunyai anggota Komisaris yang salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Dewan
Komisaris merupakan organ Perseroan yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pengelolaan Perseroan
oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolekif kepada
pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui
mekanisme RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai
sejak tanggal pengangkatan.

3) Direksi

Perseroan memiliki Direksi yang masing-masing dari mereka merupakan sosok yang mempunyai watak yang baik,
keahlian, dan berpengalaman di bidangnya, hal-hal mana memang dibutuhkan oleh Perseroan. Direksi diangkat
dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Setiap Direktur Perseroan memiliki masa jabatan selama
5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak
untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan
Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang
ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasatr.

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

4) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 35/2014"),
Perseroan telah mengangkat Abdul Haris Nofianto, S.H., sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal
6 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan No. 004/SK/DB/V/2018.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;
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2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan
lainnya.

Abdul Haris Nofianto, S.H

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, Lahir di Lumajang, tanggal 8 November 1969.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, di Universitas Airlangga.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 6 September 2018 sampai dengan sekarang.
Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Abdul Haris Nofianto, S.H.,

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : JI. Delta Raya | No. 9, Deltasari Baru, Waru — Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

Telepon : (031) 99660111 / 0812 320 7903

Email : corporate.secretary@darbewood.com / haris.nofianto69@yahoo.com

5) Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015"), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-
anggotanya diangkat berdasarkan Pengangkatan Komite Audit tertanggal No. 003/SK/DB/V/2018 tertanggal 6
September 2018 dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru.
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dolvy Elvianes

Anggota : Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo

Anggota : Ongky Aries Tyanto, S.H.

Dolvy Elfianes

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Bandung, tanggal 10 Desember 1964.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hubungan Internasional, di Universitas Airlangga pada tahun 1989.
Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 6 September 2018 sampai dengan sekarang.

Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, Lahir di Surabaya, tanggal 30 April 1966.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi, di Universitas Airlangga.

Menjabat sebagai Anggota komite audit sejak 6 September 2018 sampai dengan sekarang.

Ongky Aries Tyanto, S.H.

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, Lahir di Surabaya, tanggal 30 Maret 1973.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum, di Universitas Brawijaya.

Menjabat sebagai Anggota komite audit sejak 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada sejak 6 September 2018 sampai dengan sekarang.

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 6
September 2018
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Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publiK

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan
pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi,
jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi
audit internal, manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga
ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit dilakukan
setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Sejak pendirian Komite Audit pada tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat internal sebanyak 1 (satu)
kali. Kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut.

Komite Audit Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Persentase (%)
Dolvy Elvianes Ketua 1 1 100%
Ongky Aries Tyanto Anggota 1 1 100%
Nurtjahyo Heri Wibowo Anggota 1 1 100%

6) Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015"), Perseroan telah
membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 6 September 2018. Sebagaimana
termaktub dalam Surat Penunjukan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tertanggal
No. 005/SK/DB/V/2018, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat
Wahyu Lailatul Firdaus sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 6 September 2018.

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 6
September 2018.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa
assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional
Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis
dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, internal control, dan governance processes

Susunan Unit Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Wahyu Lailatul Firdhaus

Anggota : Dian Permata Sari
Anggota : Berliana Mutiara Fani
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Wahyu Lailatul Firdaus

Warga Negara Indonesia, 21 Tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 3 Oktober 1997.
Menyelesaikan pendidikan SMA, di Sekolah Dharma Wanita Surabaya.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang.

Dian Permata Sari

Warga Negara Indonesia, 24 Tahun, Lahir di Surabaya, tanggal 25 September 1994.
Menyelesaikan pendidikan Diploma Jurusan Kebidanan, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 6 September 2018 sampai dengan sekarang.
Berliana Mutiara Fani

Warga Negara Indonesia, 19 Tahun, Lahir di Gresik, tanggal 22 Juli 1999.

Menyelesaikan pendidikan SMA, di Sekolah SMAN 01 Sidoarjo.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 6 September 2018 sampai dengan sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan Perseroan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua
tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris;

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

Bekerja sama dengan Komite Audit;

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
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Wewenang Unit Audit Internal meliputi :
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta
anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite
Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

7) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk komite karena fungsi tersebut
dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Hal ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Darmi
Bersaudara Tbk Nomor 003/SK/DB/V/18. Sesuai Peraturan OJK No. 34/ 2014, tugas dan tanggung jawabnya
adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

* Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi/ atau
anggota Dewan Komisaris; Kebijakan serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

* Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

* Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan
anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan
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* Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b.  Terkait dengan fungsi Remunerasi:
*  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas
remunerasi, dan besaran atas remunerasi.
+ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima
masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi
keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan
perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan,
pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis
fungsional maupun manajerial.

Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus
dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan
potensi terbaik.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status kerja,
jenjang pendidikan, jenjang jabatan, dan jenjang usia.

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16
Manajerial 7 4 4
Akuntansi Keuangan 9 4 4
Teknisi 2 0 0
Personalia 0 0 0
Pemasaran 2 0 0
Jumlah 20 8 8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Status

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31-Des-18 31-Des-17  31-Des-16
Karyawan Tetap 9 8 8
Karyawan Kontrak 11 0 0
Jumlah 20 8 8

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31-Des-18 31-Des-17  31-Des-16
Strata 2 0 0 0
Strata 1 12 5 5
Diploma 3 0 0
SMU sederajat 7 3 3
Jumlah 20 8 8
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Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16
Direktur 4 2 2
General Manager/ Assistant General 0 0 0
Manager
Senior Manager/ Manager 3 2 2
Assistant Manager 0 0 0
Supervisor/ Coordinator 3 0 0
Mandor/ Foreman 0 0 0
Staff/ Administrator 10 4 4
Line Leader/ Operator/Buruh 0 0 0
Jumlah 20 8 8

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31Des-18 3l-Des-17 31-Des-16
>= 50 tahun 1 0 0
40 — 49 tahun 8 5 5
30 - 39 tahun 6 1 1
20 — 29 tahun 4 2 2
18 — 19 tahun 1 0 0
Jumlah 20 8 8

Sumber: Perseroan
Kesejahteraan Sosial

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang
terampil dan potensial. Selain itu, Perseroan juga selalu memperhatikan sumber daya manusia yang dimilikinya
dengan secara rutin melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan guna mencapai
strategi usaha dan pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas
yang diberikan oleh Perseroan pada karyawannya:

1. Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar Upah Minimum Regional;

Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
Tunjangan Hari Raya

Bonus Tahunan

Insentif Marketing

Fasilitas tunjangan jabatan

Fasilitas tunjangan transportasi untuk karyawan jenjang tertentu
Fasilitas tunjangan shift kerja

Fasilitas tunjangan lembur 6 hari kerja

©oNTOMODN

Peraturan Perusahaan

Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 2 Mei 2018 yang berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018, yang telah memperoleh pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor 560/1386/436.7.8/PP-234/2018 tertanggal 15
Oktober 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perseroan telah melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran

60118.01.5329.2018.7.1-20-07-2018 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Perseroan yang terletak di Jalan Nginden
Intan Barat V Blok C-4/10, Nginden Jangkungan, Sukolilo Surabaya Jawa Timur, Kepala Bidang Pengawasan
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Ketenagakerjaan, untuk lokasi usaha Kantor Perseroan dengan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 20 Juli

2019.

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dalam hal menjalankan usahanya melibatkan 1 (orang) tenaga
kerja asing bernama Pandey Sanjay Kumar sebagai Direktur yang dibuktikan dengan:

a.

Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor:
P2T/301/08.02/VIIl/2018 atas nama Sanjay Kumar Pandey sebagai Direktur Pemasaran Perseroan,
Warga Negara India yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan tanggal
31 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Jawa
Timur.

Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Nomor:
P2T/00576/08.01/V111/2018 2018 dengan Jumlah Tenaga Kerja Asing: 1 (satu) orang dan Jabatan: 1
(satu) jabatan yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018. Berlaku sampai dengan tanggal 31
Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Jawa
Timur.

Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) Elektronik Nomor 2C11CD1087-S yang diterbitkan pada tanggal
12 September 2018 dan berlaku hingga tanggal 5 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas
I Khusus Surabaya.

Seminar, Pendidikan, dan Pelatihan Karyawan Perseroan

Daftar keikutsertaan karyawan Perseroan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan, adalah sebagai

berikut:

Perseroan mengikut sertakan staff terkait dalam Seminar terkait peluang meningkatkan export oleh
Dinas Perdagangan, diselenggarakan di Surabaya bulan September 2018.

Seminar pengelolaan hedging mata uang terhadap fluktuasi mata uang asing, diselenggarakan oleh
Bank Central Asia di Surabaya bulan September 2018.

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI, DAN DEWAN
KOMISARIS

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang
dihadapi Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

12. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Berikut ini adalah rincian perjanjian penting yang terdapat dalam Perseroan:

1. PERJANJIAN KREDIT

a.

Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 8 tanggal 14 Agustus 2017 dibuat di hadapan Hendrikus
Caroles, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Tentang
Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian Kredit Serta Tambahan (Supplesi) Kredit Nomor 1 tanggal 03
September 2018 dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya

berikut:

e Take Over UOB Rp. 2.000.000.000,-
e Take Over BCA Rp. 3.000.000.000,-
e Limit Kredit Supplesi Rp. 850.000.000,-

Para Pihak e PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (“Kreditur”)
: | o Perseroan (“Debitur”)
e Nanang Sumartono Hadiwijojo, S.H., dan
Agustina Amalia (“Pemilik Jaminan”)
Objek Perjanjian Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran
o (RIK)
Nilai dan Penggunaan Pinjaman Sebesar Rp. 9.350.000.000,- (sembilan milyar tiga

ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari sebagai

e Perpanjangan Existing KMK Rp. 3.500.000.000,
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Dengan tujuan penggunaan Kredit sebagai tambahan
modal kerja untuk kebutuhan usaha pengolaha dan
perdagangan kayu, eksopor ikan, rumah potong
ayam (RPA) dan trading daging ayam

Bunga, Provisi, Biaya dan Denda

Debitur diwajibkan membayar bunga dengan
ketentuan sebagai berikut:

e Bulan pertama sebesar batas atas yaitu
12,50% (dua belas koma lima puluh persen)
pertahun;

e Batas bawah: pada bulan-bulan berikut,
suku bunga pinjaman akan berubah secara
dinamis sesuai dengan rata-rata
pengendapan dana harian disimpan giro
debitur (sebagai hasil transaksi usaha
debitur) dan rata-rata outstanding pinjaman
debitur pada bulan sebelumnya, maksimal
penurunan sampai dengan batas bawah
yaitu diangka 10,5% (sepuluh koma lima
persen) pertahun

Perubahan suku bunga pinjaman tersebut akan
dilakukan secara otomatis oleh system dan
dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal realisasi
kredit.

Dan untuk pinjaman/kredit ini Debitur dikenakan dan
wajib membayar lunas:

e  Provisi sebesar 0,75% (nol koma tujuhpuluh
lima persen) dari Rp. 9.350.000.000,-
(sembilan milyar tiaratus lima puluh juta
Rupiah) atau sebesar Rp. 70.125.000,-
(tujuh puluh juta seratus dua puuh lima ribu
Rupiah). Provisi dibayar tunai saat realisasi
kredit tidak diperkenankan overbooking dari
rekening Kredit Modal Kerja.

e Biaya Administrasi sebesar Rp. 7.500.000,-
(tujuh juta limaratus ribu Rupiah). Dibayar
tunai saat realisasi kredit, tidak
diperkenankan Overbooking dari rekening
Kredit Modal Kerja.

e Debitur dengan ini menyatakan
persetujuannya apabila ia dalam batas
waktu berlakunya hutang ini  belum
melunasi seluruh hutang pokok berikut
bunga uang dan ongkos-ongkos lainnya,
maka kreditur berhak memperhitungkan
denda-denda/penalty rate terhadap Debitur
sebesar 50% (lima puluh persen) dari suku
bunga yang berlaku atas tunggakan bunga
dan atau pokok.

Agunan

¢ Agunan Pokok Kredit Modal Kerja:

1. Piutang Usaha atas nama Debitur telah
diikat Cessie dibawah tangan (PJ-07)
sebesar Rp. 446.926.439,- (empat ratus
empat puluh enam juta sembilan ratus dua
puluh enam ribu empat ratus tiga puluh
sembilan Rupiah)

2. Persediaan atas nama Debitur:

Akan diikat secara Fidusia dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 1.583.421.506
(satu milyar lima ratus delapan puluh tiga
juta empat ratus dua puluh satu ribu lima
ratus enam Rupiah)

e  Agunan Pokok Kredit Investasi:
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Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat
Hak Guna Bangunan nomor 1228/ Desa
Ketajen sebagaimana diuraikan
berdasarkan Gambar situasi tanggal 29
Oktober 1991 Nomor 5269/1991 seluas
1425 m?, tertulis atas nama Perseroan
berkedudukan di Surabaya yang terletak di
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,
Kecamatan Gedangan, Desa Ketajen.
Selanjutnya disebut tanah/bangunan
beserta dengan segala apa yang ditanam,
ditempatkan dan didirikan termasuk pula
hasil karya diatas bidang tanah tersebut baik
yang sekarang telah ada maupun yang aka
nada/ditanam/didirikan  dikemudian  hari
diatas tanah tersebut yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dengan tanah tersebut.

- Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat
I (Pertama) sebesar Rp.
6.519.000.000,- (enam milyar lima
ratus sembilan belas juta Rupiah)

Agunan Cash Collateral:

1)

2)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk,
Deposito, telah diikat secara Gadai dibawah
tangan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar Rupiah) atas bilyet Deposito Nomor.
DC 3308570, Nomor Rekening: 0096-01-
019849-40-6 tanggal 18 Agustus 2017 atas
nama Nanang Sumartono H, S.H.,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Deposito, akan diikat secara Gadai dibawah
tangan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar Rupiah) atas bilyet Deposito Nomor.
DC 00048671, Nomor Rekening: 0096-01-
01-021203-40-0 tanggal 4 September 2018
atas nama Perseroan;

Agunan Fixed Asset:

1

Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat
Hak  Milk  Nomor  1600/Lakarsantri
sebagaimana diuraikan berdasarkan
Gambar Situasi tanggal 01 Oktober 1997
Nomor 13.076/1997 seluas 90 m? tertulis
atasnama Nyonya Agustina Amalia 26
Agustus 1972 Provinsi Jawa Timur, Kota
Surabaya Kecamatan Lakarsantri
Kelurahan Lakarsantri, setempat dikenal
dengan Perum Citra Sentosa Blok N Nomor.
17 Lakarsantri Surabaya.

Selanjutnya disebut tanah/bangunan

beserta dengan segala apa yang ditanam,
ditempatkan dan didirikan termasuk pula
hasil karya diatas bidang tanah tersebut baik
yang sekarang telah ada maupun yang aka
nada/ditanam/didirikan  dikemudian hari
diatas tanah tersebut yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dengan tanah tersebut.

Telah diikat Hak Tanggungan Peringkat |
(Pertama) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima
ratus dua puluh lima juta Rupiah) demikian
berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan
Nomor 4740/2017 tanggal 06 September
2017.
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Bahwa atas seluruh Jaminan tersebut diatas menjadi
satu kesatuan dan bersifat Cross Collateral untuk
seluruh Fasilitas Kredit yang diterima oleh Debitur.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 12 (dua
belas) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
kredit lama sehingga kredit tersebut berakhir dan
harus lunas sebelum atau selambat-lambatnya
tanggal 14 Agustus 2019

Pengalihan

o Kreditur berhak dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang dianggapan baik oleh Bank untuk:
1) Menjual atau mengalihkan dengan cara lain

sebagian atau seluruh pinjaman maupun
hak Bank sebagian atau seluruh pinjaman
maupun hak Bank berdasarkan Perjanjian
serta dokumen Agunan kepada pihak
ketiga;

2) Mengalihkan piutang/hak tagih Bank Cessie
yang timbul dari Perjanjian Kredit (termasuk
Perjanjian Pengikatan beserta dokumen
bukti Pengikatan dan kepemilikan Agunan
kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Bank.

o Debitur dengan ini menegaskan bahwa:

1) Dengan menandatangani Perjanjian,
Debitur menyetujui penjualan/pengalihan
dan penyerahan sebagian atau seluruh
pinjaman maupun hak Bank tersebut yang
dilakukan dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang dianggap baik oleh Bank; dan

2) Debitur mengakui pihak Kketiga yang
membeli/mengambil alih dan menerima
sebagian atau seluruh hak-hak Bank
berdasarkan  Perjanjian  Kredit serta
dokumen Agunan sejak Debitur menerima
Surat Pemberitahuan dari Bank tentang
penjualan/pengalihan dan  penyerahan
tersebut disertai nama kreditur baru yang
bersangkutan.

e Kreditur berhak dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang dianggap baik oleh Kreditur untuk
menjual dan/atau mengalinhkan sebagian atau
seluruh hak tagih Kreditur, baik pokok maupun
Bunga, berdasark Perjanjian kepada pihak
ketiga yang ditunjuk sendiri oleh Bank dalam
rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat
yang dianggap baik oleh Bank, tanpa adanya
kewajiban bagi Bank untuk memberitahukan hal
tersebut kepada Debitur.

Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan

(Affirmative Covenants)

e Kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

e Seluruh transaksi keuangan yang dibiayai oleh
Bank wajib disalurkan melalui rekening di Bank.

e Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan
pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan
serta kondisi perusahaan oleh Bank atau pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

e Pokok dan Bunga Kredit Modal Kerja wajib
dibayar setiap bulan secara tunai atau Over
Booking dari rekening simpanan.

e Memberitahukan kepada Bank tentang adanya
permohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh pihak lain kepada pengadilan niaga
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menyatakan pailit debitur, selambat-lambatnya

tiga hari sejak debitur mengetahui adanya

permohonan pernyataan pailit dimaksud atau
sejak debitur menerima panggilan sidiang dari
pengadilan niaga.

e Berbankir Utama pada Bank dengan:

1)  Wajib mengoptimalkan penggunaan fasilitas
Pinjaman dengan rata-rata O/S (Out
Standing) (baki debet) perbulan minimal
70% (tujuh puluh persen) dari plafond
pinjaman yang diberikan.

2) Wajib membuka rekening Giro Bank yang
terkoneksi dengan fasilitas  rekening
pinjaman melalui sistem NAS (New Account
Sweep) sebagai saran transaksi
keuangan/cash flow perusahaan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) Setting batas bawah saldo Giro Bank
tersebut minimal sebesar 10% (sepuluh
persen) dari plafon pinjaman sebagai
dana buffer untuk menjamin kelancaran
transaksi operasional perusahaan serta
menghindari munculnya tolakan atas
warkat cek/BG Bank yang diterbitkan
oleh Debitur.

b) Bermutasi/bertransakski aktif di
rekening Giro Bank dengan rata-rata
transaksi/ bulan minimal sebesar 70%
dari rata-rata

¢) Pemenuhan Rasio CASA minimal 10%
dari Out Standing pinjaman wajib
tercermin dalam rekening simpanan.
Rasio CASA merupakan total saldo
simpanan (giro dan tabungan) pada
posisi akhir bulan di bandingkan
outstanding pinjaman posisi akhir
bulan.

3) Menyalurkan seluruh transaksi keuangan
melalui rekening di Bank sehingga
mutasinya aktif.

4) Menggunakan jasa-jasa perbankan Bank.
Aktivitas rekening simpanan dan pinjaman,
merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam penilaian usah Debitur
oleh Bank.

e Apabila rata-rata outstanding pinjaman maupun

rata-rata transaksi di rekening Giro Bank lebih
kecil dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka
Bank berhak melakukan review suku bunga
pinjaman dan meningkatkan suku bunga
tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan
suku bunga pinjaman Bank yang berlaku.

e Membuka rekening simpanan di Bank serta

produk dan jasa bank lainnya di Bank.

e Membuka Kartu Kredit Bank dan menggunakan

features dan layanan e-banking BRI (SMS
Banking/ Internet Banking/ Phone Banking/ATM
BRI/ EDC BRI/ maupun layanan e-banking
lainnya.

Pembatasan dan Pembebanan (Negative
Covenants)

Tidak Diatur

Hal-hal yang Dapat Menimbulkan
Pengakhiran Perjanjian

e Menyimpang dari ketentuan jangka waktu
berlakunya pembukaan kredit ini, Bank berhak
dan dapat segera mengakhiri perjanjian kredit ini
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dan seterusnya menagih seketika dan sekaligus
atas jumlah pinjaman atau sisa pinjaman pokok
setelah dikurangi angsuran-angsuran apabila
terjadi pelanggaran atas ketentuan pemberian
kredit (Event Of Default) dengan tidak perlu
diminta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-
hal, namun tidak terbatas pada:

1.

o

Peminjam telah lalai dan/atau tidak
memenuhi  kewajibanya  (wanprestasi)
sebagaimana telah ditetapkan/diisyaratkan
dalam akta ini atau peraturan yang lazim
digunakan atau yang kemudian akan
diberlakukan oleh Kreditur (Bank);
Peminjam tidak memenuhi suatu peraturan
pemerintah Republik Indonesia baik pusat
maupun daerah yang mengakibatkan ijin
usaha peminjam dicabut;
Peminjam telah lalai membayar lunas
kepada banksesuai jumlah uang yang wajib
dibayarnya, baik berupa pokok pinjaman,
bunga pinjaman dan lain-lain jumlah uang
yang wajib dibayar pada tanggal yang telah
ditetapkan;

Kekayaan peminjam sebagian atau

seluruhnya disita baik sitaan penjualan (sita

eksekusi) maupun sitaan penjagaan
jaminan (coservatoir beslagh);

Peminjam dinyatakan pailit/bangkrut;

Jika usaha yang dijalankan Peminjam;

- Dihentikan  dan/atau  ijin  yang
berkenaan dengan usaha-usaha
Peminjam tersebut dicabut oleh
instansi yang berwenang; atau

- Peminjam dibubarkan; atau

- Peminjam dinyatakan pailit; atau

- Peminjam mengajukan permohonan
untuk menangguhkan pembayaran
hutang-hutangnya; atau

- Karena sebab-sebab lain yang
mengakibatkan Peminjam kehilangan
haknya untuk  mengurus dan
menguasau harta kekayaannya,;

Barang-barang yang merupakan jaminan
perjanjian kredit ini sebagaimana yang akan
diterangkan dalam akta ini, ternyata telah
dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya
selain kepada BANK dan tanpa surat
persetujuan dari BANK secara apapun
dijaminkan lagi atau dilepaskan/dialihkan
haknya kepada orang (pihak) lain kecuali
yang sudah ada saat ini;

Kekayaan peminjam menjadi berkurang

sedemikian rupa atau usaha peminjam

mengalami kemunduran sehingga tidak lagi
merupakan jaminan yang cukup bagi
pelunasan hutangnya kepada Bank;

Surat-surat agunan atau bukti kepemilikan

agunan dan/atau dokumen-dokumen

67




lainnya yang diberikan peminjam kepada
bank ternyata tidak benar;

10. Selama peminjam masih berhutang pada
kreditur/Bank ternyata ada tuntutan baik dari
instansi pemerintah maupun dari pihak lai
dimana Peminjam diwajibkan membayar
ganti rugi dan/atau melakukan pembayaran
yang materil menurut Bank;

11. Peminjam tidak menggunakan fasilitas
kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan
pemberian kredit ini;

12. Jika pernyataan dalam representation
warranties ternyata tidak benar;

13. Kewajiban administrative sebagaimana
yang tertuang dalam affirmative dan
negative covenants serta kewajiban lainnya
yang ditetapkan dalam akta ini, tidak
dilaksanakan dengan baik.

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

e Sesuai dengan akta pendirian dan akta
perubahan yang berlaku peminjam berhak dan
berwenang untuk membuat perjanjian kredit
yang mengikat para pihak dan mereka yang
bertindak menandatangani akta ini adalah
pejabat yang mempunyai wewenang sah untuk
itu;

e Peminjam telah melakukan segala tindakan
hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya
pelaksanaan perjanjian kredit serta dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan
perjanjian kredit ini sehingga semua tidak
bertentangan atau melanggar peraturan atau
ketentuan hukum yang berlaku;

e Perjanjian kredit ini serta dokumen-dokumen
lainnya tersebut dalam akta ini adalah sah dan
mengikat Peminjam beserta Penjamin sehingga
pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian
kredit tidak melanggar/bertentangan dengan
setiap perjanjian yang telah ada sebelumya;

e Peminjam telah memperoleh semua ijin-ijinyang
diperlukan  untuk  menjalankan  kegiatan
usahanya;

e Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap
kewajiban-kewajiban Peminjam dan atau Para
Penjamin, atau perjanjian-perjanjian
sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak
lain/Bank yang dapat mengakibatkan pengaruh
yang merugikan terhadap perjanjian kredit ini;

e Semua pembayaran yang akan dilakukan
kepada Bank oleh Peminjam dalam perjanjian ini
adalah bebas serta bersih dari pengurangan-
pengurangan karena pembayaran pajak atau
pungutan-pungutan/biaya-biaya lainnya yang
mungkin timbul dikemudian hari;

e Bahwa Peminjam pada waktu ini tidak tersangkut
dalam perkara/sengketa atau persoalan hukum
berupa apapun juga yang masih harus
diselesaikan dan dapat mengancam atau
berakibat kurang baik terhadap harta kekayaan
atau keuangan Peminjam;

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para
penghadap memilih tempat kedudukan hukum
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(domisili) yang tetap dan umum di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun kesepakatan antara Perseroan dan kreditur atas Jaminan Persediaan mengacu pada Akta
Jaminan Fidusia No. 3 Tanggal 3 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Isy Karimah Syakir,

S.H., M.Kn, M.H., di Surabaya.

Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 2 tanggal 3 September 2018 dibuat dihadapan Isy Karimah

Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya

Para Pihak

e PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (“Bank”)
e Perseroan (“Debitur”)
Nanang Sumartono Hadiwijojo, S.H., dan
Agustina Amalia (“Pemilik Jaminan”)

Objek Perjanjian

e Kredit Investasi dalam bentuk Pseudo Rekening
Koran (R/C) dengan maksimum CO (Credit
Overeenkomst)

Nilai dan Penggunaan Pinjaman

Rp. 1.629.300.000,- (satu milyar enam ratus dua
puluh sembilan ribu tiga ratus ribu Rupiah) yang
digunakan untuk Take Over Sisa Kredit Investasi dari
Bank UOB untuk pembiayaan pembangunan Rumah
Potong Ayam (RPA) dengan pembiayaan awal
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar Rupiah) dan
baki Debet Posisi Agustus Rp. 1.629.300.000,- (satu
milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus
ribu Rupiah).

Bunga, Provisi, Biaya dan Denda

e  Debitur diwajibkan kepada Bank untuk tiap-
tiap bulan atau sebagian dari sebulan pada
waktu Perjanjiann ini berjalan, bunga
sebesar 12,50% (dua belas koma lima
puluh persen) per tahun, reviewable setiap
saat dan disesuaikan dengan ketentuan
suku bunga yang berlaku di Bank tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank
kepada Debitur serta bersifat mengikat
kedua belah pihak. Beban Bunga dibayar
efektif tiap bulan;
e Untuk pinjaman/Kredit ini Debitur dikenakan
dan wajib membayar lunas:
a.i.l.a.il.a. Provisi Kredit sebesar
0,75% (nol koma tujuh puluh lima
persen) dari plafond kredit dibayar tunai
saat realisasi kredit;

a.i.l.a.il.b. Biaya Administrasi Rp.
3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu
Rupiah)/ Tahun: 12 = Rp. 291.700,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu
tujuh  ratus Rupiah/bulan.  Tidak
diperkenankan overbooking dari
rekening Kredit Modal Kerja dibayar
tunai saat realisasi kredit.

e Debitur dengan ini menyatakan
persetujuannya apabila ia dalam batas
waktu berlakunya hutang ini  belum
melunasi seluruh hutang pokok berikut
bunga uang dan ongkos-ongkos lainnya,
maka Bank berhak memperhitungkan
denda-denda/penalty rate terhadap Debitur
sebesar 50% (lima puluh persen) dari suku
bunga yang berlaku atas tunggakan bunga
dan atau pokok.
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Agunan

Agunan Pokok Kredit Modal Kerja:

1.

Piutang Usaha atas nama Debitur telah
diikat Cessie dibawah tangan (PJ-07)
sebesar Rp. 446.926.439,- (empat ratus
empat puluh enam juta sembilan ratus dua
puluh enam ribu empat ratus tiga puluh
sembilan Rupiah)

Persediaan atas nama Debitur:

akan diikat secara Fidusia dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 1.583.421.506,-
(satu milyar lima ratus delapan puluh tiga
juta empat ratus dua puluh satu ribu lima
ratus enam Rupiah)

e Agunan Pokok Kredit Investasi:

Sebidang tanah dan bangunan SHGB
Nomor 1228/Desa Ketajen sebagaimana
diuraikan berdasarkan Gambar Situasi
tanggal 29 Oktober 1991 Nomor. 5269/1991
seluas 1425 m?2, tertulis atas nama
Perseroan yang terletak di Provinsi Jawa
Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan
Gedangan, Desa Ketajen.

Selanjutnya disebut tanah/bangunan
beserta dengan segala apa yang ditanam,
ditempatkan dan didirikan termasuk pula
hasil karya diatas bidang tanah tersebut baik
yang sekarang telah ada maupun yang akan
ada/ditanam/didirikan dikemudian hari di
atas tanah tersebut yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dengan tanah tersebut.

Akan diikat Hak Tanggungan Peringkat |
(Pertama) sebesar Rp. 6.519.000.000,-
(enam milyar lima ratus sembilan belas juta
Rupiah)

Agunan Cash Collateral:

a)

Bank

- Deposito, telah diikat secara Gadai
dibawah  tangan sebesar Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)
atas Bilyet Deposito Nomor. DC
3308570, Nomor Rekening: 0096-01-
019849-40-6 tanggal 18 Agustus 2017
atas nama Nanang Sumartono H., S.H.

- Deposito, telah diikat secara Gadai
dibawah  tangan sebesar Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)
atas bilyet Deposito Nomor. DD
00048671, Nomor Rekening: 0096-01-
01-021203-40-0 tanggal 4 September
2018 atas nama Perseroan;

Agunan Fixed Asset:

a)

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat
Hak  Milik  Nomor  1600/Lakarsantri
sebagaimana  diuraikan berdasarkan
Gambar Situasi tanggal 01 Oktober 1997
Nomor 13.076/1997 seluas 90 m? tertulis
atas nama Nyonya Agustina Amalia tanggal
26 Agustus 1972, terletak di Provinsi Jawa
Timur, Kota Surabaya Kecamatan
Lakarsantri Kelurahan Lakarsantri,
setempat dikenal dengan Perum Citra
Sentosa Blok N Nomor. 17 Lakarsantri
Surabaya.
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Selanjutnya  disebut  tanah/bangunan
beserta dengan segala apa yang ditanam,
ditempatkan dan didirikan termasuk pula
hasil karya diatas bidang tanah tersebut
baik yang sekarang telah ada maupun yang
aka nada/ditanam/didirikan dikemudian
hari diatas tanah tersebut yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dengan tanah tersebut.

- Telah diikat Hak Tanggungan Peringkat |
(Pertama) sebesar Rp. 525.000.000,- (lima
ratus dua puluh lima juta Rupiah) demikian
berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan
Nomor. 4740/2017 tanggal 06 September
2017.

Bahwa atas seluruh Jaminan tersebut diatas menjadi
satu kesatuan dan bersifat Cross Collateral untuk

seluruh Fasilitas Kredit yang diterima oleh Debitur.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Jangka waktu 68 (enam puluh delapan) bulan
terhitung sejak akad kredit tanggal 3 September 2018
dan berakhir dan harus lunas sebelum atau selambat-
lambatnya tanggal 3 Mei 2024.

Pengalihan

Tidak Diatur

Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan

(Affirmative Covenants)

e Kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

e Seluruh transaksi keuangan yang dibiayai oleh
Bank wajib disalurkan melalui rekening di Bank.

e Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan
pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan
serta kondisi perusahaan oleh Bank atau pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Bank.

e Pokok dan Bunga Kredit Modal Kerja wajib
dibayar setiap bulan secara tunai atau Over
Booking dari rekening simpanan.

e Memberitahukan kepada Bank tentang adanya
permohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh pihak lain kepada pengadilan niaga
menyatakan pailit debitur, selambat-lambatnya
tiga hari sejak debitur mengetahui adanya
permohonan pernyataan pailit dimaksud atau
sejak debitur menerima panggilan sidiang dari
pengadilan niaga.

e Berbankir Utama pada Bank dengan:

5) Wajib mengoptimalkan penggunaan fasilitas
Pinjaman dengan rata-rata O/S (Out
Standing) (baki debet) perbulan minimal
70% (tujuh puluh persen) dari plafond
pinjaman yang diberikan.

6) Wajib membuka rekening Giro Bank yang
terkoneksi dengan fasilitas rekening
pinjaman melalui sistem NAS (New Account
Sweep) sebagai saran transaksi
keuangan/cash flow perusahaan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) Setting batas bawah saldo Giro Bank
tersebut minimal sebesar 10% (sepuluh
persen) dari plafon pinjaman sebagai
dana buffer untuk menjamin kelancaran
transaksi operasional perusahaan serta
menghindari munculnya tolakan atas
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warkat cek/BG Bank yang diterbitkan
oleh Debitur.

b) Bermutasi/bertransakski aktif di
rekening Giro Bank dengan rata-rata
transaksi/ bulan minimal sebesar 70%
dari rata-rata

¢) Pemenuhan Rasio CASA minimal 10%
dari Out Standing pinjaman wajib
tercermin dalam rekening simpanan.
Rasio CASA merupakan total saldo
simpanan (giro dan tabungan) pada
posisi akhir bulan di bandingkan
outstanding pinjaman posisi akhir
bulan.

7) Menyalurkan seluruh transaksi keuangan
melalui rekening di Bank sehingga
mutasinya aktif.

8) Menggunakan jasa-jasa perbankan Bank.
Aktivitas rekening simpanan dan pinjaman,
merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam penilaian usah Debitur
oleh Bank.

e Apabila rata-rata outstanding pinjaman maupun
rata-rata transaksi di rekening Giro Bank lebih
kecil dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka
Bank berhak melakukan review suku bunga
pinjaman dan meningkatkan suku bunga
tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan
suku bunga pinjaman Bank yang berlaku.

e Membuka rekening simpanan di Bank serta
produk dan jasa bank lainnya di Bank.

e Membuka Kartu Kredit Bank dan menggunakan
features dan layanan e-banking BRI (SMS
Banking/ Internet Banking/ Phone Banking/ATM
BRI/ EDC BRI/ maupun layanan e-banking
lainnya.

Pembatasan dan Pembebanan (Negative
Covenants)

Tidak Diatur

Hal-hal yang Dapat Menimbulkan
Pengakhiran dan Pelanggaran Perjanjian

e Jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian
kredit atau peraturan yang lazim digunakan atau
kemudian akan diperlakukan oleh Bank.

e Jika Debitur tidak memenuhi suatu peraturan
pemerintah Republik Indonesia baik pusat
maupun daerah yang mengakibatkan dicabutnya
izin usaha Debitur.

e Jika hutang pokok bunga serta kewajiban-
kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana
mestinya oleh Debitur.

e Jika atas harta kekayaan Debitur dilakukan
sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan
penjagaan jaminan (conservatoir beslagh).

Jika Debitur/ pemegang saham dinyatakan pailit.

Jika usaha yang dijalankan Debitur:

3) Diberhentikan dan atau yang berkenaan
dengan usaha-usaha Debitur tersebut
dicabut oleh instansi yang berwenang, atau

4) Debitur dibubarkan, atau

5) Debitur dinyatakan pailit, atau

6) Debitur mengajukan permohonan untuk
menangguhan pembayaran hutang-
hutangnya, atau karena sebab-sebab lain
yang mengakibatkan Debitur kehilangan
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haknya untuk mengurus dan menguasai
harta kekayaannya.

o Jika bagian kekayaan Debitur yang dijadikan
jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan
hak jaminan lainnya selain kepada kreditur
kecuali yang sudah ada saat ini.

e Jika menurut pertimbangan kreditur sendiri
kekayaan Debitur sedemikian kurangnya atau
usaha Debitur mengalami  kemunduran,
sehingga tidak memungkinkan untuk dapat
membayar lunas hutangnya kepada kreditur.

e Jika surat-surat agunan/ bukti kepemilikan dan
atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan
oleh Debitur kepada kreditur ternyata tidak
benar.

e Pernyataan dalam representation & warranties
ternyata tidak benar. Kewajiban administratif
sebagaimana tertuang dalam affirmative dan
negative covenants tidak dilaksanakan dengan
baik.

e Adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi
pemerintah lainnya bahwa Debitur harus
memberi ganti rugi atau membayar kewajiban
sampai jumlah minimal Rp. 1.000.000.000,-
(satu miliar Rupiah) dan sudah ada ketetapan
hukum yang tetap dari pengadilan.

e Jika Debitur tidak mempergunakan fasilitas
kreditnya sesuai dengan tujuan kredit.

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya.

Perselisihan

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap dan umum di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di
Surabaya dengan tidak mengurangi hak dan
wewenangannya Bank untuk menuntut pelaksanaan
leksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap
Pengambil Kredit/Penjamin berdasarkan Perjanjian
ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan
lainnya dimanapun di dalam wilayah Republik
Indonesia.

Adapun kesepakatan antara Perseroan dan kreditur atas Jaminan Hak Tanah dan Bangunan mengacu
pada Akta Jaminan Hak atas Tanah No. 10312/2018 No. 86 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang

dibuat di hadapan Notaris Sochib Arifin, S.H.

Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar (“PDB”) Nomor 32 tanggal 17 Juli 2012
dibuat di hadapan Fachria, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana diubah terakhir dengan Akta
Addendum Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar Nomor 40 Tanggal 30 Oktober 2018

dibuat di hadapan Fachria, S.H., Notaris di Surabaya

Para Pihak

PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”)
Perseroan (“Nasabah”)

Soeroso, S.E.

Abdul Haris Nofianto, S.H.,

Nanang Sumartono Hadiwijojo, S.H.,
Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya
Dr. Siti Zubaidah
(“Penjamin/Pemilik Jaminan”)
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Objek Perjanjian

Fasilitas Pembiayaan sebagai modal/Penyertaan

Nilai dan Penggunaan Pembiayaan

Sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus
juta Rupiah).

Penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari Bank
dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai
dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang
akan digunakan Nasabah untuk Modal Kerja
Perdagangan Daging (Daging Ayam, Daging Sapi
dan Ikan).

Kesepakatan Nishah Bagi Hasil

Nasabah dan Bank sepakat, dengan ini
mengikatkan diri satu terhadap yang lain,
bahwa Nisbah bagi Bank sebesar 1,13% (satu
koma tiga belas persen) dan Nishah Nasabah
sebesar 98,87% (sembilan puluh delapan koma
delapan puluh tujuh persen);

Nasabah dan Bank dengan ini sepakat, dan
dengan ini saling mengikatkan diri satu
terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi
hasil (Syirkah) dan dilakukan pada tiap-tiap
masa pembiayaan (per satu bulan);

Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk menanggung kerugian yang timbul dalam
pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian
tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian
dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 12
Akad ini;

Bank baru akan menerima dan mengakui
terjadinya kerugian tersebut, apabila Bank telah
menerima dan menilai kembali segala
perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh
Nasabah kepada Bank, dan Bank telah
menyerahkan hasil penilaiannya tersebut
secara tertulis kepada Nasabah;

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan
diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha
yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan
berdasarkan akad ini, secara periodik pada
tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari
kelima bulan berikutnya;

Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan penilaian kembali atas
perhitungan usaha vyang diajukan oleh
Nasabah, selambat-selambatnya pada hari ke
7 (tujuh) sesudah Bank menerima perhitungan
usaha tersebut dari Nasabah disertai dengan
data yang lengkap;

Apabila sampai hari ke 7 (tujuh), Bank tidak
menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut
kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara
sah telah menerima dan mengakui perhitungan
yang dibuat oleh Nasababh;

Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini
saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain,
bahwa Bank hanya akan menanggung segala
kerugian secara proporsional maksimum
sebesar pembiayaan yang diberikan kepada
Nasabah tersebut pada Pasal 2.

Pembayaran Kembali

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan
diri untuk mengembalikan kepada Bank,
seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian
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pendapatan/keuangan yang menjadi hak Bank
sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil.
Bagi hasil dibayarkan pada saat pembayaran
diterima efektif sesuai realisasi sales dan
penggunaan dana;

Pokok dibayarkan maksimal pada saat jatuh
tempo;

Setiap pembayaran kembali oleh Nasabah
kepada Bank atas Pembiayaan yang difasilitasi
Bank dilakukan di Kantor Bank atau ditempat
lain yang ditunjuk Bank, atau dilakukan melalui
rekening yang dibuka oleh dan atas nama
Nasabah di Bank.

Jaminan

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 77/Desa

Tawar, seluas 11.760 M2 (sebelas ribu tujuh

ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana

diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 27-

06-1977 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan

ratus tujuh puluh tujuh), nomor 2327/1977, dan

terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Mojokerto, Kecamatan Gondang, Desa Tawar.

Demikian berdasarkan sertipikat dikeluarkan

Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria

(sekarang Kepala Kantor Pertanahan),

Kabupaten Mojokerto, tertanggal 23-07-1977

(dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh

puluh tujuh), tertulis atas nama :

1) Nur Hayati;

2) Dr.Siti Zubaidah;

3) Abdul Haris Nofianto, S.H.;

4) Drs. Moch.Taufan Hadiwidjaja;

5) Nanang Sumartono H., S.H.

Berikut segala sesuatu yang bediri, tertanam

dan ditempatkan diatasnya, yang sifat maupun

peruntukannya menurut undang-undang
dianggap sebagai benda tetap.

a) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (1)
(Pertama) sebesar Rp. 937.500.000,-
(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu Rupiah) demikian berdasarkan
Sertifikat Hak  Tanggungan  Nomor
743/2014.

b) Bertalian dengan Hak Tanggungan
Peringkat (ll) (Kedua) sebesar Rp.
162.500.000,- (seratus enam puluh dua
juta lima ratus ribu Rupiah) demikian
berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 997/2016.

c) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (IlI)
(Ketiga) untuk kepentingan Bank sebesar
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta Rupiah).

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 482/Desa

Pabean, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter

persegi), sebagaimana diuraikan dalam

Gambar Situasi tertanggal 25-10-1997 (dua

puluh lima Oktober seribu sembilan ratus

sembilan puluh tujuh), nomor 9608/1977, dan
terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Sidoarjo, Kecamatan Sedati, Desa Pabean.

Demikian berdasarkan sertipikat dikeluarkan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,

tertanggal 03-12-1997 (tiga Desember seribu
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sembilan ratus sembilan puluh tujuh), tertulis

atas nama Ni Putu Galuh Kusumastuti, S.H.,

a) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (l)
(Pertama) sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga
ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
demikian berdasarkan Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 1021/2015.

b) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (ll)
(Kedua) sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah).

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 706/Desa

Trawas, seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter

persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur tertanggal 16-01-2007 (enam belas

Januari dua ribu tujuh), nomor 276/04.02/2007,

dan terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Mojokerto, Kecamatan Trawas, Desa Trawas.

Demikian berdasarkan sertipikat dikeluarkan

Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten

Mojokerto, tertanggal 18-01-2007 (delapan

belas Januari dua ribu tujuh), tertulis atas nama

Nanang Sumartono, H., S.H. Berikut segala

sesuatu yang bediri, tertanam dan ditempatkan

diatasnya, yang sifat maupun peruntukannya
menurut undang-undang dianggap sebagai
benda tetap.

a) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (l)
(Pertama) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta Rupiah) demikian berdasarkan
Sertifikat Hak  Tanggungan  Nomor
2734/2016.

b) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (I1)
(Kedua) sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah).

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1200/Desa

Sooko, seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua

meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam

Surat Ukur tertanggal 28-10-1978 (dua puluh

delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh

puluh delapan), nomor 62/1978, dan terletak di

Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto,

Kecamatan Sooko, Desa Sooko. Demikian

berdasarkan sertipikat dikeluarkan Kepala

Bupati/ Kepala Daerah Mojokerto (sekarang

Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten

Mojokerto), tertanggal 13-02-1979 (tiga belas

Februari sembilan ratus tujuh puluh sembilan),

tertulis atas nama :

1) Drs. Moch.Taufan Hadiwidjaja;

2) Nur Hayati;

3) Abdul Haris Nofianto, S.H.;

4) Dr.Siti Zubaidah;

5) Nanang Sumartono H., S.H.

Berikut segala sesuatu yang bediri, tertanam

dan ditempatkan diatasnya, yang sifat maupun

peruntukannya menurut undang-undang
dianggap sebagai benda tetap.

a) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (l)
(Pertama) sebesar Rp. 512.500.000,- (lima
ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
demikian berdasarkan Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 2777/2016.
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b) Jaminan tersebut tersebut diatas akan
dibebani Hak Tanggungan Peringkat (ll)
(Kedua) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta Rupiah).

e Piutang Perusahaan Perseroan sebesar Rp.
2.365.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam
puluh lima juta Rupiah), demikian berdasarkan
Daftar Piutang Yang dijaminkan kepada Bank,
tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober
Dua ribu tujuh belas).

Kewajiban Nasabah

Selama pembiayaan belum lunas, nasabah
berkewajiban untuk:

e Menyerahkan laporan keuangan secara 6
bulanan kepada Bank paling lambat diterima
Bank 60 hari setelah berakhirnya bulan laporan
dan menyerahkan laporan keuangan tahunan
paling lambat diterima Bank 60 hari setelah
bulan pelaporan;

e Memberikan ijin dan kemudahan bagi petugas
Bank untuk melakukan peninjauan objek
pembiayaan atau melakukan pemeriksaan
segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan
ini;

e Mengijinkan Bank atau pihak yang ditunjuk
untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang
diperlukan;

e Menyerahkan laporan penilaian atas seluruh
agunan dengan menggunakan jasa penilai
independen rekanan Bank secara periodic 1
tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan
Bank;

e Melakukan Perpanjangan jangka waktu atas
legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo.
Bukti legalitas usaha yang telah
diperpanjangan dan masih berlaku diserahkan
kepada Bank sebelum tanggal jatuh tempo.

e Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai
dengan tujuan penggunaannya.

Jangka Waktu Berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018 serta
berakhir pada tanggal 29 Oktober 2019.

Pengalihan Tidak Diatur

Pembatasan Larangan dan Pembebanan
(Negative Covenants)

Selama pembiayaan belum lunas, tanpa
persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu
Nasabah tidak diperkenankan;

1) Melakukan penjualan, menjaminkan dan
mentransfer sebagian atau seluruh aset
perusahaan kecuali aset yang menjadi barang
dagangan dan bukan merupakan jaminan
Nasabah kepada Bank;

2) Mengambil bagian modal untuk kepentingan
diluar usaha dan kepentingan pribadi;

3) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau
menjaminkan harta kekayaan perusahaan
kepada pihak lain.

Hal-hal yang Dapat Menimbulkan
Pengakhiran dan Pelanggaran Perjanjian

e Nasabah tidak memenuhi pembayaran
kewajiban selama 3 bulan berturut-turut serta
kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana
ditetapkan dalam akad pembiayaan.
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d.

e Nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau

melanggar sebagian atau seluruh syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam akad
pembiayaan.

e Nasabah menyerahkan laporan-laporan yang

tidak benar.

Nasabah dinyatakan pailit.

Pernyataan penjaminan ternyata tidak benar.
Nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau
melanggar sebagian dan atau seluruh syarat
dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam
akad pembiayaan.

Pernyataan dan Jaminan Nasabah

Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan
dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada
Bank, sebagaimana Bank menerima pernyataan
dan pengakuan Nasabah, bahwa

e Nasabah adalah perorangan/badan usaha
yang tunduk pada hukum negara Republik
Indonesia;

e Pada saat ditandatanganinya Akad ini,
Nasabah tidak  sedang mengalihkan,
menjaminkan dan/atau memberi kuasa kepada
orang lain untuk mengalihkan dan/ayau
menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari
hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada
piutang dan/atau claim asuransi, tidak dalam
keadaan Dberselisin, bersengketa, gugat
menggugat dimuka atau di luar lembaga
peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak
lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang
berwajib, balik pada saat ini atau pun dalam
masa penundaan yang dapat mempengaruhi
aset, keadaan keuangan dan/atau
mengganggu jalannya usaha Nasababh;

e Nasabah memiliki semua perizinan yang
berlaku untuk menjalankan usahanya;

e Orang-orang yang bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili dan/atau yang diberi
kuasa oleh Nasabah adalah sah dan
berwenang serta tidak dalam tekanan atau
paksaan dari pihak manapun;

e Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan
untuk selanjutnya selama berlangsungnya
Akad, untuk memasuki tempat usaha dan
tempat-tempat lain yang berkaitan dengan
usaha Nasabah, mengadakan pemeriksaan
terhadap pembukuan, catatan-catatan,
transaksi dan/atau kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini,
baik langsung maupun tidak langsung.

Perselisihan

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian

Para Pihak sepakat apabila terjadi perselisihan
maka akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat oleh kedua belah pihak dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak
sepakat akan menyelesaikannya di Pengadilan
Negeri Surabaya.

Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 18/007/0752/655/1/A-Musyarakah tanggal 13
Januari 2016 dibuat dibawah tangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Akad Al-
Musyarakah Nomor 21/003/0752/655/I/Al Musyarakah tanggal 18 Januari 2019 dibuat di bawah tangan
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Para Pihak

e PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”)
e Perseroan (“Nasabah”)

Objek Perjanjian

Fasilitas Pembiayaan dengan Prinsip Musyarakah
Pembiayaan sebagai modal Penyertaan

Nilai dan Penggunaan Pembiayaan

e Pembiayaan sebagai modal Penyertaan
sejumlah Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima
puluh juta Rupiah) atau senilai 35 % (tiga puluh
lima persen) dari total modal musyarakah;

e Bagian Modal Musyarakah Nasabah adalah
sejumlah Rp. 1.743.449.823 (satu miliar tujuh
ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat
puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga
Rupiah), atau senilai 65 % (enam puluh lima
persen) dari total Modal Musyarakah;

e Modal Musyarakah harus digunakan oleh
Nasabah untuk modal kerja Perdagangan ayam
Potong. Pencairan dapat dilakukan secara
bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan
kebutuhan dan permintaan Nasabah. Modal
Musyarakah harus digunakan oleh Nasabah
untuk modal kerja Perdagangan ayam Potong.
Pencairan dapat dilakukan secara bertahap
ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan
dan permintaan Nasabah.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak

ditetapkan sebagai berikut:

e 9994% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan puluh empat persen) dari pendapatan)
Nasabah;

e 0,06% (nol koma nol enam persen) dari
pendapatan untuk Bank.

Bahwa pelaksanaan perhitungan Bagi Hasil akan

dilakukan pada setiap periode bulanan dan Bagi Hasil

tersebut wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 20

setiap bulannya.

Kewajiban Nasabah

Nasabah Wajib untuk:

e Menyalurkan aktivitas rekening operasional
perusahaan di Bank;

e Menyerahkan laporan keuangan perusahaan
bulanan sesuai ketentuan Bank;

e Selama jumlah kewajiban belum lunas, Nasabah
berkewajiban untuk:

1)  Memelihara dan mempertahankan seluruh
legalitas perusahaan, terutama namun tidak
terbatas pada izin-izin perusahaan;

2) Selalu terbuka dan kooperatif dengan
petugas Bank, memberikan izin dan
kemudahan bagi petugas Bank untuk
melakukan peninjauan Agunan ataupun
melakukan pemeriksaan segala hal yang
berkaitan dengan fasilitas pembiayaan ini;

o Kewajiban Nasabah sebagai pengelola Proyek
adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan kegiatan proyek sebagaimana
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
dan disetujui oleh Bank sebagai mitra;

2) Meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Bank apabila terhadap proyek,
Nasabah akan melakukan tindakan sebagai
berikut:

i. Membebani atau menjaminkan Proyek;
ii. Menjual atau memindahtangankan
Proyek;
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3) Memelihara, menjaga dan menyelamatkan
Proyek;

e Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan
secara jujur, benar dan sesuai dengan praktik
yang berlaku di lingkungan bisnisnya dengan
itikad baik:

e Menyerahkan perhitungan hasil usaha Proyek
kepada Bank sesuai dengan Akad ini;

e Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen,
bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan
yang diminta oleh Bank;

e Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik
yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip
syariah serta menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance);

¢ Membayar seluruh jumalah kewajiban pada saat
jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada
lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Akad;

e Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
jika terjadi perubahan yang menyangkut
Nasabah maupun usahanya.

Agunan

Untuk menjamin terbitnya pembayaran
kembali/pelunasan Jumlah kewajiban dan Nisbah
Bagi Hasil tepat pada waktu dan jumlah yang telah
disepakati oleh Para Pihak serta jumlah-jumlah uang
lain sehubungan dengan pembiayaan berdasarkan
akad, Nasabah menyerahkan/ memberikan Agunan
kepada Bank dan membuat pengikatan Agunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Akad:

Agunan yang diberikan/diserahkan adalah berupa:

e Investasi Terikat Syariah Mandiri sebesar Rp.
950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta
Rupiah) dengan nomor bilyet S 089243 atas
nama Nanang Sumartono;

e Deposito PT Bank Syariah Mandiri senilai Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan
nomor bilyet 1320937 atas nama Nanang
Sumartono.

Pembayaran Kembali

e Nasabah wajib mengembalikan kepada Bank,
seluruh Jumlah Kewajiban dan Nisbah Bagi Hasil
yang menjadi hak Bank menurut jadwal
pembayaran

e Nasabah hanya dapat melakukan pembayaran
lebih awal dari waktu yang diperjanjikan dengan
persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.
Pembayaran lebih awal tersebut tidak akan
menghapus atau mengurangi bagian dari
pendapatan yang menjadi hak Bank secara
proporsional sebagaimana telah ditetapkan
dalam Akad ini, kecuali disepakati lain oleh Bank
dan Nasabah.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak tanggal Akad
ditandatangani, serta berakhir pada tanggal 18
Januari 2020.
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Pengalihan

Tidak Diatur

Pembatasan dan Pembebanan (Negative
Covenants)

Tidak Diatur

Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Cidera
Janiji

Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas
Jumlah Kewajiban kepada Bank sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan;

Nasabah menggunakan Modal Musyarakah
menyimpang dari tujuan penggunaan;

Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Akad;
Agunan (baik seluruhnya atau sebagian)
mengalami penurunan nilai, menjadi obyek
sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki,
hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih
kepada pihak lain atau musnah dan Nasabah
gagal untuk memberikan penggantian barang
agunan yang dapat diterima oleh Bank pada
waktu yang ditentukan Bank.

Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh
Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan
putusan pengadilan atau badan arbitrase;
Nasabah atau pihak yang mewakili Nasabah
dalam Akad dihukum berdasar putusan
pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan
pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan
kejahatan yang dilakukannya, yang diancam
dengan hukuman penjara atau kurungan satu
tahun atau lebih;

Melakukan pengalihan usahanya dengan cara
apapun dan melakukan perubahan badan usaha
termasuk dan tidak terbatas pada melakukan
penggabungan, konsolidasi, dan/atau akusisi
dengan pihak lain;

Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan
ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank;
Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap
pihak lain;

Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam
melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.

Akibat Cidera Janiji

Bank  berhak untuk  menuntut/menagih
pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga
yang memperoleh hak darinya, atas sebagian
atau seluruh Jumlah Kewajiban berdasarkan
Akad, untuk dibayar dengan seketika dan
sekaligus tanpa diperlukan adanya surat
pemberitahuan surat teguran atau surat lainnya.
Apabila Nasabah tidak melaksanakan
pembayaran seketika dan sekaligus, Bank
berhak menjual Agunan, dan wuang hasil
penjualan Agunan tersebut akan digunakan
Bank untuk membayar/ melunasi sisa Jumlah
Kewajiban Nasabah kepada Bank.

Apabila penjualan Agunan dilakukan BANK
melalui pelelangan di muka umum, maka hasil
penjualan Agunan tersebut diperhitungkan
sebagai pembayaran/pelunasan sisa Jumlah
Kewajiban Nasabah kepada Bank setelah
dikurangi Biaya.

Apabila penjualan Agunan dilakukan dibawah
tangan maka penjualan Agunan ditetapkan oleh
Bank dan Nasabah atau Pemilik Barang Agunan.
Jika hasil penjualan Agunan tidak mencukupi
untuk membayar Jumlah Kewajiban Nasabah
kepada Bank, maka Nasabah tetap bertanggung
jawab untuk melunasi sisa Jumlah Kewajiban
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f.

yang belum dibayar sampai lunas, dan
sebaliknya apabila hasil penjualan Agunan
melebihi jumlah Jumlah Kewajiban yang belum
dibayar, maka Bank akan menyerahkan
kelebihan tersebut kepada Nasabah atau
Pemilik Barang Agunan apabila Agunan milik
pihak ketiga.

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Tidak Diatur

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Tidak Diatur

Perjanjian Gadai Deposito Nomor. 21/005/0752/655/I/Deposito tanggal 18 Januari 2019 dibuat di bawah

tangan

Para Pihak

e PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”);
e Perseroan (“Nasabah”);
e Nanang Sumartono (“Pemilik Deposito”)

Nilai dan Objek Gadai

Gadai Bilyet Deposito Nomor. 1320937 atas nama
Nanang Sumartono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah).

Pembiayaan dan Penggunaan Hasil Gadai

Apabila penggunaan hasil deposito melebihi jumlah
pembiayaan, maka Bank akan mengembalikan
sisanya kepada Pemilik Deposito dan apabila
jumlahnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh
jumlah pembiayaan kepada Bank, maka Pemilik
Deposito tetap bertanggung jawab penuh untuk dan
atas permintaan pertama Bank, membayar sisa
jumlah pembiayaan kepada Bank.

Pernyataan Pemilik Deposito

Pemilik Deposito dengan ini menjamin Bank bahwa:

1. Deposito tersebut adalah benar-benar milik
Pemilik Deposito;

2. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut
berhak atau ikut mempunyai suatu hak berupa
apapun juga atas deposito tersebut;

3. Deposito tersebut tidak sedang
digadaikan/diagunkan dengan cara
bagaimanapun juga kepada orang atau pihak
lain;

4. Deposito tersebut bebas dari sitaan dan tidak
tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para
pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia
dan memilih tempat kedudukan hukum secara umum
dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya di Surabaya dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemilik
Deposito melalui Pengadilan Negeri lainnya yang
berwenang dalam wilayah Negara Republik
Indonesia atau menyerahkan penyelesaian gadai
Deposito melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Perjanjian Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri Nomor 21/004/0752/655/I/INKAT tanggal 18 Januari

2019 dibuat di bawah tangan

Para Pihak

e PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”);
e Perseroan (“Nasabah”);
e Nanang Sumartono (“Pemilik Deposito”)
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Nilai dan Objek Gadai

Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri Bilyet Nomor
S 089243 atas nama Nanang Sumartono sebesar
Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta
Rupiah)

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Pemilik Investasi Terikat Syariah Mandiri dengan ini

menjamin Bank bahwa:

1. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut adalah
benar-benar milik Pemilik Investasi Terikat
Syariah Mandiri;

2. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut
berhak atau ikut mempunyai suatu hak berupa
apapun juga atas investasi Terikat Syariah
Mandiri tersebut;

3. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut tidak
sedang digadaikan/diagunkan dengan cara
bagaimanapun juga kepada orang atau pihak
lain;

4. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut bebas

dari sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu
perkara atau sengketa.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para
pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia
dan memilih tempat kedudukan hukum secara umum
dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri (PN)
Surabaya di Surabaya dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemilik
Investasi Terikat Syariah Mandiri melalui Pengadilan
Negeri lainnya yang berwenang dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.

Akad pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah No. 18/226/0752/65/VI/Al Musyarakah tanggal 1 Juni
2016 dibuat dibawah tangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Akad Al-Musyarakah
No. 20/052/0752/655/VI/Al Musyarakah tanggal 8 Juni 2018 dibuat di bawah tangan

Para Pihak

e PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”)
e Perseroan (“Nasabah”)

Objek Perjanjian

Fasilitas Pembiayaan dengan Prinsip Musyarakah

Nilai dan Penggunaan Pembiayaan

e Pembiayaan sebagai modal Penyertaan Rp.
1.187.500.000,00,- (satu miliar seratus delapan
puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau
senilai 28,91 % (dua puluh delapan koma
sembilan puluh satu persen) dari total Modal
Musyarakabh;

e Bagian Modal Musyarakah Nasabah adalah
sejumlah Rp. 7.968.356.151,76 (tujuh miliar
sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga
ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh
satu koma tujuh puluh enam Rupiah), atau
senilai 87,03 % (delapan puluh tujuh koma tiga
persen) dari total Modal Musyarakah;

e Modal Musyarakah harus digunakan oleh
Nasabah untuk modal kerja perdagangan ayam
potong. Pencairan dapat dilakukan secara
bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan
kebutuhan dan permintaan Nasabah.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah Bagi Hasil untuk masing-masing pihak
ditetapkan sebagai berikut:
e 9990 % (sembilan puluh Sembilan koma

Sembilan puluh persen) dari pendapatan untuk
Nasabah;

83




e 0,10 % (nol koma sepuluh persen) dari
pendapatan) untuk Bank.

Terhadap pendapatan yang diperoleh Nasabah dari

Proyek, harus dibagi sesuai dengan persentase

Nisbah Bagi Hasil sebagaimana disebutkan di atas,

yang dilakukan setiap tanggal 5 setiap bulan.

Kewajiban Nasabah

Nasabah Waijib untuk:

e Menyalurkan aktivitas rekening operasional
perusahaan di Bank;

e Menyerahkan laporan keuangan perusahaan
bulanan sesuai ketentuan Bank;

e Selama jumlah kewajiban belum lunas, Nasabah
berkewajiban untuk:

3) Memelihara dan mempertahankan seluruh
legalitas perusahaan, terutama namun tidak
terbatas pada izin-izin perusahaan;

4) Selalu terbuka dan kooperatif dengan
petugas Bank, memberikan izin dan
kemudahan bagi petugas Bank untuk
melakukan peninjauan Agunan ataupun
melakukan pemeriksaan segala hal yang
berkaitan dengan fasilitas pembiayaan ini;

e Kewajiban Nasabah sebagai pengelola Proyek
adalah sebagai berikut:

4) Menjalankan kegiatan proyek sebagaimana
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
dan disetujui oleh Bank sebagai mitra;

5) Meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Bank apabila terhadap proyek,
Nasabah akan melakukan tindakan sebagai
berikut:

iii.  Membebani atau menjaminkan Proyek;
iv. Menjual atau memindahtangankan
Proyek;

6) Memelihara, menjaga dan menyelamatkan
Proyek;

e Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan
secara jujur, benar dan sesuai dengan praktik
yang berlaku di lingkungan bisnisnya dengan
itikad baik:

e Menyerahkan perhitungan hasil usaha Proyek
kepada Bank sesuai dengan Akad ini;

e Menyerahkan kepada Bank setiap dokumen,
bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan
yang diminta oleh Bank;

e Menjalankan usahanya sesuai dengan praktik
yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip
syariah serta menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance);

¢ Membayar seluruh jumalah kewajiban pada saat
jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada
lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Akad;

e Memberitahukan secara tertulis kepada Bank
jika terjadi perubahan yang menyangkut
Nasabah maupun usahanya.

Agunan

Untuk menjamin terbitnya pembayaran
kembali/pelunasan Jumlah kewajiban dan Nisbah
bagi hasil tepat pada waktu dan jumlah yang telah
disepakati oleh Para Pihak serta jumlah-jumlah uang
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lain sehubungan dengan pembiayaan berdasarkan
akad Nasabah menyerahkan/memberikan Agunan
kepada Bank dan membuat pengikatan Agunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Akad:

Agunan yang diberikan/diserahkan adalah berupa:

e Investasi Terikat Syariah Mandiri dengan Nomor
Bilyet S 089216 sejumlah Rp. 1.187.500.000,-
(satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu Rupiah), atas nama Nanang
Sumartono.

e Deposito PT Bank Syariah Mandiri dengan
Nomor Bilyet 1320952 senilai Rp. 62.500.000,-
(enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah), atas
nama Nanang Sumartono.

Pembayaran Kembali

e Nasabah wajib mengembalikan kepada Bank,
seluruh Jumlah Kewajiban dan Nisbah Bagi Hasil
yang menjadi hak Bank menurut jadwal
pembayaran

e Nasabah hanya dapat melakukan pembayaran
lebih awal dari waktu yang diperjanjikan dengan
persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu.
Pembayaran lebih awal tersebut tidak akan
menghapus atau mengurangi bagian dari
pendapatan yang menjadi hak Bank secara
proporsional sebagaimana telah ditetapkan
dalam Akad ini, kecuali disepakati lain oleh Bank
dan Nasabah.

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Akad ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua
belas) dan berakhir pada tanggal 8 Juni 2019;

Pengalihan

Tidak Diatur

Pembatasan dan Pembebanan (Negative
Covenants)

Tidak Diatur

Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Cidera
Janiji

Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas
Jumlah Kewajiban kepada Bank sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan;

e Nasabah menggunakan Modal Musyarakah
menyimpang dari tujuan penggunaan;

e Nasabah tidak memenuhi dan/atau melanggar
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Akad;

e Agunan (baik seluruhnya atau sebagian)
mengalami penurunan nilai, menjadi obyek
sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki,
hak kepemilikan atas Agunan batal atau beralih
kepada pihak lain atau musnah dan Nasabah
gagal untuk memberikan penggantian barang
agunan yang dapat diterima oleh Bank pada
waktu yang ditentukan Bank.

e Karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh
Dokumen Agunan dinyatakan batal berdasarkan
putusan pengadilan atau badan arbitrase;

e Nasabah atau pihak yang mewakili Nasabah
dalam Akad dihukum berdasar putusan
pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan
pasti (in kracht van gewijsde) karena perbuatan
kejahatan yang dilakukannya, yang diancam
dengan hukuman penjara atau kurungan satu
tahun atau lebih;

e Melakukan pengalihan usahanya dengan cara

apapun dan melakukan perubahan badan usaha

termasuk dan tidak terbatas pada melakukan
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penggabungan, konsolidasi, dan/atau akusisi
dengan pihak lain;

e Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan
ketentuan teknis yang diharuskan oleh Bank;

e Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap
pihak lain;

Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam

melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.

Akibat Cidera Janiji

e Bank berhak untuk  menuntut/menagih
pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga
yang memperoleh hak darinya, atas sebagian
atau seluruh Jumlah Kewajiban berdasarkan
Akad, untuk dibayar dengan seketika dan
sekaligus tanpa diperlukan adanya surat
pemberitahuan surat teguran atau surat lainnya.

e Apabila Nasabah tidak melaksanakan
pembayaran seketika dan sekaligus, Bank
berhak menjual Agunan, dan uang hasil
penjualan Agunan tersebut akan digunakan
Bank untuk membayar/ melunasi sisa Jumlah
Kewajiban Nasabah kepada Bank.

e Apabila penjualan Agunan dilakukan Bank
melalui pelelangan di muka umum, maka hasil
penjualan Agunan tersebut diperhitungkan
sebagai pembayaran/pelunasan sisa Jumlah
Kewajiban Nasabah kepada Bank setelah
dikurangi Biaya.

e Apabila penjualan Agunan dilakukan dibawah
tangan maka penjualan Agunan ditetapkan oleh
Bank dan Nasabah atau Pemilik Barang Agunan.

Jika hasil penjualan Agunan tidak mencukupi untuk

membayar Jumlah Kewajiban Nasabah kepada

Bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab untuk

melunasi sisa Jumlah Kewajiban yang belum dibayar

sampai lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan

Agunan melebihi jumlah Jumlah Kewajiban yang

belum dibayar, maka Bank akan menyerahkan

kelebihan tersebut kepada Nasabah atau Pemilik

Barang Agunan apabila Agunan milik pihak ketiga.

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Tidak Diatur

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Tidak Diatur

Perjanjian Gadai Deposito Nomor 20/054/0752/655/VI/Deposito tanggal 8 Juni 2018 dibuat di bawah

tangan

Para Pihak

e  PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”);
e Perseroan (“Nasabah”);
e Nanang Sumartono (“Pemilik Deposito”)

Nilai dan Objek Gadai

Gadai Bilyet Deposito Nomor 1320952 atas nama
Nanang Sumartono sebesar Rp. 62.500.000,- (enam
puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Pembiayaan dan Penggunaan Hasil Gadai

Apabila penggunaan hasil deposito melebihi jumlah
pembiayaan, maka Bank akan mengembalikan
sisanya kepada Pemilik Deposito dan apabila
jumlahnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh
jumlah pembiayaan kepada Bank, maka Pemilik
Deposito tetap bertanggung jawab penuh untuk dan
atas permintaan pertama Bank, membayar sisa
jumlah pembiayaan kepada Bank.
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Pernyataan Pemilik Deposito

Pemilik Deposito dengan ini menjamin Bank bahwa:

1. Deposito tersebut adalah benar-benar milik
Pemilik Deposito;

2. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut
berhak atau ikut mempunyai suatu hak berupa
apapun juga atas deposito tersebut;

3. Deposito tersebut tidak sedang
digadaikan/diagunkan dengan cara
bagaimanapun juga kepada orang atau pihak
lain;

4. Deposito tersebut bebas dari sitaan dan tidak
tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para
pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia
dan memilih tempat kedudukan hukum secara umum
dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya di Surabaya dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemilik
Deposito melalui Pengadilan Negeri lainnya yang
berwenang dalam wilayah Negara Republik
Indonesia atau menyerahkan penyelesaian gadai
Deposito melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Perjanjian Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri Nomor 20/053/0752/655VI/INKAT Tanggal 8 Juni 2018

dibuat di bawah tangan

Para Pihak

e PT Bank Syariah Mandiri (“Bank”);
e Perseroan (“Nasabah”);
e Nanang Sumartono (“Pemilik Deposito”)

Nilai dan Objek Gadai

Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri Bilyet Nomor
S 089244 atas nama Nanang Sumartono sebesar Rp.
1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh
tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Pemilik Investasi Terikat Syariah Mandiri dengan ini

menjamin Bank bahwa:

1. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut adalah
benar-benar milik Pemilik Investasi Terikat
Syariah Mandiri;

2. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut
berhak atau ikut mempunyai suatu hak berupa
apapun juga atas investasi Terikat Syariah
Mandiri tersebut;

3. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut tidak
sedang digadaikan/diagunkan dengan cara
bagaimanapun juga kepada orang atau pihak
lain;

4. Investasi Terikat Syariah Mandiri tersebut bebas

dari sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu
perkara atau sengketa.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para
pihak sepakat untuk menggunakan Hukum Indonesia
dan memilih tempat kedudukan hukum secara umum
dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri (PN)
Surabaya di Surabaya dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemilik
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Investasi Terikat Syariah Mandiri melalui Pengadilan
Negeri lainnya yang berwenang dalam wilayah
Negara Republik Indonesia;

2. PERJANJIAN KEGIATAN USAHA

a.

b.

Perjanjian Kerjasama antara CV Jawa Timur Baru dengan Perseroan Nomor: 015/KTR-JS/JTB-
DB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

o CV Jawa Timur Baru (“Penerima Jasa”);
dan
. Perseroan (“Pemberi Jasa”)

Objek Perjanjian

Jasa dalam bidang pemrosesan kayu yaitu
Sawmill:
Jenis Kayu: Bengkirai, Merbau, Kruing, dll

Nilai Perjanjian

Rp. 150.000,-/m?

Jangka Waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini

Hak dan Kewajiban Para Pihak Tidak Diatur

Pembatasan Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian Tidak Diatur

Keadaan Cidera Janji Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan Tidak Diatur

Perjanjian Jasa Produksi antara PT Jasa Mulia Abadi Raya dengan Perseroan Nomor: 002/KTR-
JS/DB/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

o PT Jasa Mulia Abadi Raya (“Pihak
Pertama”); dan
o Perseroan (“Pihak Kedua”).

Objek Perjanjian

Jasa Penggergajian Kayu:

Jenis Kayu: Bengkirai, Merbau, Kruing, dan lain-
lain;

Jenis Jasa: Sawmill

Nilai Perjanjian

Rp. 150.000,-/m?

Jangka Waktu

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini

Hak dan Kewajiban

- Pihak Pertama akan mengolah kayu-kayu
milik Pihak Kedua di industry miliknya
dengan penuh tanggung jawab baik dari
segi kualitas maupun kuantitas sesuai
order produksi yang diberikan Pihak Kedua;

- Pihak Pertama akan menyiapkan Tenaga
kerja yang professional dan ahli
dibidangnya sesuai kebutuhan yang
diperlukan untuk mengolah kayu-kayu milik
Pihak Kedua;

- Pihak Pertama wajib untuk memberikan
laporan hasil produksi dan laporan stock
sisa kayu yang belum diproduksi secara
berkala setiap minggu dan bulan kepada
Pihak Kedua;

- Pihak Pertama berhak mendapatkan
pembayaran jasa dari Pihak Kedua setelah
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Pihak Pertama mengajukan tagihan dari
barang yang sudah selesai di produksi;

- Pihak Kedua akan mengirimkan kayu-kayu
miliknya ke industry milik Pihak Pertama
secara periodik;

- Pihak Pertama bertanggung jawab
sepenuhnya atas keamanan dan pencurian
atas kayu-kayu milik Pihak Kedua.

Pembatasan Tidak Diatur
Pengakhiran Perjanjian Tidak Diatur
Keadaan Cidera Janiji Tidak Diatur

Pilihan Hukum dan
Hukum

Domisili

Para Pihak sepakat apabila terjadi perselisihan
maka akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat oleh kedua belah pihak dan apabila tidak
tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak
sepakat akan menyelesaikannya di Pengadilan
Negeri Surabaya.

c.  Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kebutuhan Produksi Nomor: 001/DB-SPK/111/2018 tanggal
2 Maret 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Pihak Pertama”)
e Oe Ezra Soeharto (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

Pasokan Bahan Baku Pihak Pertama, sebagai

berikut:

e Pihak Kedua menyediakan dan memenuhi
kebutuhan bahan baku kepada Pihak Pertama
berupa kayu dalam bentuk Log dan/atau Kayu
dalam bentuk Sawn Timber;

e Jenis kayu berupa kayu Meranti dengan Perkiran
Komposisi jenis kayu sebagai berikut:

14. Kayu Jenis Bengkirai sebesar 80%;
15. Kayu jenis Kapur dan Kruing sebesar
20%;

e Estimasi kebutuhan bahan baku dibagi beberapa

periode sebagai berikut:

1. Maret - Desember 2018 = 29.040 m3;
2. Januari - Desember 2019 = 64.900 m3;
3. Januari - Februari 2020 = 13.200 m?3

Nilai Perjanjian

Tidak Diatur

Jangka Waktu

2 (dua) tahun sejak terhitung sejak ditandatanganinya
perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan selanjutnya
dapat dilakukan pembaruan atau kontrak ulang
apabila Pihak Pertama menghendaki
melanjutkannya.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Pihak Pertama:

e Melakukan pembayaran uang muka minimal
50% dari total nilai permintaan pasokan bahan
baku dari Pihak Kedua untuk beberapa periode

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan
kebutuhan bahan baku dari Pihak Kedua selama
kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas
bahan yang baik, spesifikasi, dan harga standar
pasar.

Pembatasan

Tidak Diatur
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d.

Pengakhiran Perjanjian

e Apabila masing-masing pihak telah
mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian
kerjasama ini, dalam hal ini Pihak Pertama telah
menerima semua barang kebutuhan bahan baku
yang dipesan dari Pihak Kedua. Pihak Kedua
menerima lunas pembayaran seluruh nilai dalam
transaksi suplai barang

e Dalam kejadian dimaksud tersebut di atas, maka
batal atau berakhirnya perjanjian ini terjadi
karena hukum, sehingga untuk hal tersebut tidak
diperlukan lagi surat peringatan dari juru sita
atau akta lain semacam ini.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

Tidak Diatur

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kayu No. 001/DB-SPK/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018

dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Pihak Pertama”)
e  Willyanto Wijaya Jo (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

Pasokan Bahan Baku Pihak Pertama, sebagai

berikut:

e Pihak Kedua menyediakan dan memenuhi
kebutuhan bahan baku kepada Pihak Pertama
berupa kayu dalam bentuk Log dan/atau Kayu
dalam bentuk Sawn Timber;

e Jenis kayu berupa kayu Meranti dengan
Komposisi jenis kayu sebagai berikut:

16. Kayu Jenis Bengkirai sebesar 80%;
17.Kayu jenis Kapur dan Kruing sebesar 20%;

e Estimasi kebutuhan bahan baku dibagi
beberapa periode sebagai berikut:

4, Januari - Desember 2019 = 30.200 m53;
5. Januari - Desember 2020 = 30.200 m?;
6. Januari - Desember 2021 = 30.200 m?

Nilai Perjanjian

Tidak Diatur

Jangka Waktu

3 (tiga) tahun sejak terhitung sejak ditandatanganinya
perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan selanjutnya
dapat dilakukan pembaruan atau kontrak ulang
apabila Pihak Pertama menghendaki
melanjutkannya.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Pihak Pertama:

e Melakukan pembayaran uang muka minimal
50% dari total nilai permintaan pasokan bahan
baku dari Pihak Kedua untuk beberapa periode

Hak Pihak Pertama:

e Mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan
kebutuhan bahan baku dari Pihak Kedua selama
kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas
bahan yang baik, spesifikasi, dan harga standar

pasar.
Pembatasan Tidak Diatur
Pengakhiran Perjanjian e Apabila masing-masing pihak telah

mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian
kerjasama ini, dalam hal ini Pihak Pertama telah
menerima semua barang kebutuhan bahan baku
yang dipesan dari Pihak Kedua. Pihak Kedua
menerima lunas pembayaran seluruh nilai dalam
transaksi suplai barang.

o Dalam kejadian dimaksud tersebut di atas, maka
batal atau berakhirnya perjanjian ini terjadi
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e.

f.

karena hukum, sehingga untuk hal tersebut tidak
diperlukan lagi surat peringatan dari juru sita
atau akta lain semacam ini.

Keadaan Cidera Janiji Tidak Diatur
Penyelesaian Perselisihan Tidak Diatur
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kayu No. 002/DB-SPK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018

dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Pihak Pertama”)
e  Mahmud Subiyantoro(“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

Pasokan Bahan Baku Pihak Pertama, sebagai

berikut:

e Pihak Kedua menyediakan dan memenuhi
kebutuhan bahan baku kepada Pihak Pertama
berupa kayu dalam bentuk Log dan/atau Kayu
dalam bentuk Sawn Timber;

e Jenis kayu berupa kayu Meranti
Komposisi jenis kayu sebagai berikut:
18. Kayu Jenis Bengkirai sebesar 80%;
19. Kayu jenis Kapur dan Kruing sebesar 20%;

e Estimasi kebutuhan bahan baku dibagi
beberapa periode sebagai berikut:

7. Januari - Desember 2019 = 20.000 m?;
8. Januari - Desember 2020 = 20.000 m?;
9. Januari - Desember 2021 = 20.000 m?

dengan

Nilai Perjanjian

Tidak Diatur

Jangka Waktu

3 (tiga) tahun sejak terhitung sejak ditandatanganinya
perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan selanjutnya
dapat dilakukan pembaruan atau kontrak ulang
apabila Pihak Pertama menghendaki
melanjutkannya.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Pihak Pertama:

e Melakukan pembayaran uang muka minimal
50% dari total nilai permintaan pasokan bahan
baku dari Pihak Kedua untuk beberapa periode

Hak Pihak Pertama:

e Mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan
kebutuhan bahan baku dari Pihak Kedua selama
kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas
bahan yang baik, spesifikasi, dan harga standar

pasar.
Pembatasan Tidak Diatur
Pengakhiran Perjanjian e Apabila masing-masing pihak telah

mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian
kerjasama ini, dalam hal ini Pihak Pertama telah
menerima semua barang kebutuhan bahan baku
yang dipesan dari Pihak Kedua. Pihak Kedua
menerima lunas pembayaran seluruh nilai dalam
transaksi suplai barang.

e Dalam kejadian dimaksud tersebut di atas, maka
batal atau berakhirnya perjanjian ini terjadi
karena hukum, sehingga untuk hal tersebut tidak
diperlukan lagi surat peringatan dari juru sita
atau akta lain semacam ini.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

Tidak Diatur

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 001/DB-KP/X1/2018 tanggal 1 November 2018 dibuat dibawah

tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
e Ar Han Thai Restaurant (“Pembeli”)
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g.

Objek Perjanjian

Penjualan 480 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2022

Nilai Perjanjian

USD 650 per m?

Jangka Waktu

e  Kontrak ini berlaku selama empat tahun, untuk
periode tahun 2019-2022.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 40 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 40 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama empat tahun untuk
periode tahun 2019-202.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:

(i) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(i) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(i) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 002/DB-KP/X1/2018 tanggal 2 November 2018 dibuat dibawah

tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
e  Estim International PTE LTD (“Pembeli”)

Objek Perjanjian

Penjualan 120 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2021

Nilai Perjanjian

USD 650 per m®

Jangka Waktu

e Kontrak ini berlaku selama tiga tahun, untuk
periode tahun 2019-2021.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 10 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.
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h.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 10 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama tiga tahun untuk
periode tahun 2019-2021.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:

(iv) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(v) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(vi) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 001/DB-KP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan

dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
e Rajgaria Timber PVT. LTD (“Pembeli”)

Objek Perjanjian

Penjualan 360 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2021

Nilai Perjanjian

USD 650 per m®

Jangka Waktu

e  Kontrak ini berlaku selama empat tahun, untuk
periode tahun 2019-2022.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 30 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 30 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama tiga tahun untuk
periode tahun 2019-2021.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:
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(vii) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(viii) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(ix) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 002/DB-KP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan

dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
e Ananya Wood PVT. LTD (“Pembeli”)

Objek Perjanjian

Penjualan 240 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2021

Nilai Perjanjian

USD 650 per m®

Jangka Waktu

e Kontrak ini berlaku selama tiga tahun, untuk
periode tahun 2019-2021.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 20 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 20 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2021.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama tiga tahun untuk
periode tahun 2019-2021.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:

(x) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(xi) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(xii) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.
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k.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 003/DB-KP/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan

dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
D K Exim PVT. LTD (“Pembeli”)

Objek Perjanjian

Penjualan 360 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2022

Nilai Perjanjian

USD 650 per m®

Jangka Waktu

e Kontrak ini berlaku selama empat tahun, untuk
periode tahun 2019-2022.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 30 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 300 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama empat tahun untuk
periode tahun 2019-2022.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:

(i) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(i) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(i) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kontrak Penjualan Produk Kayu No. 004/DB-KP/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan

dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Perseroan (“Penjual”)
M/S SR (“Pembeli”)

95




Objek Perjanjian

Penjualan 240 kontainer produk kayu per tahun untuk
periode 2019-2022

Nilai Perjanjian

USD 650 per m3

Jangka Waktu

. Kontrak ini berlaku selama empat tahun, untuk
periode tahun 2019-2022.

e Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis,
kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Penjual:
e Penjual setuju untuk mengirimkan 20 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Hak Pembeli:
e Pembeli setuju untuk menerima 20 kontainer
produk kayu per bulan untuk periode 2019-2022.

Pembatasan

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Kontrak ini berlaku selama empat tahun untuk
periode tahun 2019-2022.

e Para Pihak memiliki hak untuk mengakhiri
Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis 30
hari sebelumnya kepada pihak lainnya apabila
salah satu pihak sudah tidak lagi mampu untuk
memenuhi kontrak ini karena kondiisi bisnis
masing-masing seperti:

(i) Ketidakmampuan untuk mengirimkan atau
menerima produk kayu.

(i) Salah satu pihak tidak mampu untuk
meneruskan kegiatan bisnis mereka.

(i) Salah satu pihak sedang menghadapi
tuntutan pailit atau gugatan hukum yang
mengganggu  kegiatan usaha pihak
tersebut.

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

e Jika ada perbedaan dalam pengertian atau
penafsiran bagian dari Kontrak ini maka Para
Pihak akan mencoba penyelesaian melalui
diskusi.

e Seandainya upaya untuk menyelesaikan
sengketa melalui diskusi tidak menghasilkan
sebuah kesepakatan yang disetujuio Para
Pihak, maka Para Pihak setuju untuk
menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Pengadilan Negeri Surabaya.

3. PERJANJIAN SEWA MENYEWA

a.

Perjanjian Sewa Gudang antara CV Jawa Timur Baru dengan Perseroan No. 011/KTR-DB/VIII/2016
tanggal 22 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

e CV Jawa Timur Baru (“Pemberi Sewa”)
e Perseroan (“Penyewa”)

Objek Perjanjian

Menyewa 2 (dua) buah Gudang dengan luas kurang
lebih 2.000 m? beserta beberapa mesin.

Nilai Perjanjian

Nilai sewa gudang adalah sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta)/ per tahun, dan harga dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan kedua
belah Pihak.

Jangka Waktu

Selama 20 (dua puluh) tahun
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Hak dan Kewajiban

Penyewa berkewajiban untuk mempergunakan apa
yang disewanya tersebut dengan sebaik-baiknya

Pembatasan

e Tanpa persetujuan Pemberi Sewa,
Penyewa tidak diperkenankan untuk
mempergunakan apa yang disewanya
untuk tujuan lain.

e Pihak Kedua tidak berhak memindahkan
hak sewanya ataupun menyewakan
kembali apa yang disewanya tersebut baik
untuk sebagai maupun keseluruhan
kepada Pihak lain.

Pengakhiran Perjanjian Tidak Diatur
Keadaan Cidera janiji Tidak Diatur
Penyelesaian Perselisihan Tidak Diatur

b. Perjanjian Sewa Gudang antara PT Jasa Mulia Abadi Raya dengan Perseroan No. 005/KTR-PSG/JMAR-
DB/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

e PT Jasa Mulia Abadi Raya (“Pemberi
Sewa”)
e Perseroan (“Penyewa”)

Objek Perjanjian

Sewa Gudang yang beralamatkan di Jalan Kapten
Darmo Sugondo No. 88, Gresik beserta mesin-mesin
Produksi.

Nilai Perjanjian

Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta)/ Per
Tahun

Jangka Waktu

Selama 20 (dua puluh) Tahun

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Penyewa berkewajiban untuk mempergunakan apa
yang disewanya tersebut dengan sebaik-baiknya

Pembatasan-pembatasan

e Tanpa persetujuan Pemberi Sewa, Penyewa
tidak diperkenankan untuk mempergunakan
apa yang disewanya untuk tujuan lain.

e Pihak Kedua tidak berhak memindahkan hak
sewanya ataupun menyewakan kembali apa
yang disewanya tersebut baik untuk sebagai
maupun keseluruhan kepada Pihak lain.

Pengakhiran Perjanjian

Tidak Diatur

Keadaan Cidera Janji

Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan

Tidak Diatur

c. Perjanjian Sewa Menyewa Mesin antara Perseroan dengan PT Jasa Mulia Abadi Raya No. 057/SK-
DB/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e PT Jasa Mulia Abadi Raya (“Pemilik”)
e Perseroan (“Penyewa”)

Objek Perjanjian

Menyewa mesin-mesin

Nilai Perjanjian

Diatur kemudian

Jangka Waktu dan Efektifnya Perjanjian

e 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan
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e Efektifnya Perjanjian ini sejak mesin-mesin telah
dibeli oleh Pemilik

Hak dan Kewajiban Tidak Diatur

Pembatasan Penyewa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau
seluruh hak dalam Perjanjian, kecuali dengan
persetujuan terlebih dahulu dari Pemilik.

Pengakhiran Perjanjian e Bilamana jangka waktu sewa belum berakhir
Penyewa  memutuskan atau  mengakhiri
Perjanjian ini, maka Penyewa tidak berhak untuk
meminta kembali uang sewa yang belum
terpakai, dan menjadi miliknya Pemilik yang tidak
dapat ditagih kembali oleh Penyewa dan
dianggap sebagai ganti rugi karena berakhirnya
Perjanjian ini.

e Jika Penyewa tidak memenuhi kewajibannya
tersebut, maka Penyewa dianggap lalai, kelalaian
mana dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu
yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak
diperlukan teguran dengan surat juru sita atau
surat-surat semacam itu.

e Perjanjian secara otomatis menjadi berakhir
apabila PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31
Agustus 2019 tidak menandatangani BAST.

Keadaan Cidera Janiji Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan Tidak Diatur

4. PERJANJIAN AFILIASI

a. Perjanjian Sewa Bangunan tanggal 1 Februari 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak e Drs. Moch Taufan Hadiwidaya selaku
perwakilan dan ahli waris (“Pemberi Sewa”)
e Perseroan (“Penyewa”)

Hubungan Afiliasi Drs. Moch Taufan Hadiwidaya merupakan Komisaris
Utama Perseroan
Objek Perjanjian Sewa Bangunan Rumah yang terletak Jalan Nginden

Intan Barat V, Blok C4-10, Kelurahan Nginden
Jangkungan Kecamatan Sukokilo, Surabaya beserta
tunutannya yang dilengkapi dengan fasilitas aliran
listrik dari PLN dan air (PDAM) sebagai kantor
Perseroan

Nilai Perjanjian Harga Sewa Per 2 (dua) tahun sebesar Rp.
60.000.000 (enam puluh juta Rupiah)

Jangka Waktu Perjanjian 2 (dua) tahun terhitung sejak 1 Februari 2018 sampai
dengan 31 Januari 2020 dan dapat diperpanjang
sesuai persetujuan Kedua belah pihak

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa:

Kewajiban:

Menyerahkan hak penggunaan Bangunan kepada
Penyewa dalam keadaan bersih dan terawat baik

98



b.

setelah perjanjian ini ditandatangani Kedua belah
pihak.

Hak:
Berhak menerima pembayaran harga sewa dari

Penyewa.

Penyewa:

Kewajiban:

- Mengguanakan Bangunan serta berkewajiban
menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban,
dan ketentraman lingkungan

- Melakukan pembayaran atas sewa kepada

Pemilik.
- Segala bentuk tagihan atas pemakaina aliran
listrik (PLN), telepon, PDAM, menjadi

tanggungan Penyewa. Serta segala kerugian
yang timbul akibat kelalaian Penyewa dalam
memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Penyewa.

- Penyewa setelah Perjanjian ini berakhir wajib
mengembalikan objek sewa dalam keadaan
baik seperti pada saat penyerahan objek sewa

Hak:

- Mengguanakan Bangunan serta berkewajiban
menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban,
dan ketentraman lingkungan

Pembatasan Tidak Diatur
Keadaan Cidera Janiji Tidak Diatur
Pengakhiran Perjanjian Tidak Diatur

Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan

Domisili Hukum

e Apabila terjadi perselisihan dari Perjanjian ini,
maka akan diselesaikan dengan jalan
musyawarah.

e Dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara
Kedua belah pihak dalam musyawarah maka
Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan
di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan PT Darbe Jaya Abadi No. 001/DB-KTR/1/2018
tanggal 2 Januari 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

e Perseroan (“Pemberi Sewa”)
e PT Darbe Jaya Abadi (“Penyewa”)

Hubungan Afiliasi

PT Darbe Jaya Abadi merupakan Perusahaan yang
dikendalikan tidak langsung oleh Pemegang Saham
Pengendali Perseroan

Objek Perjanjian

Sewa Bangunan Pabrik/ Rumah Potong Ayam
beserta mesin-mesin pendukung didalamnya

Nilai Perjanjian

Harga Sewa Per bulan sebesar Rp. 20.000.000 (dua
puluh juta Rupiah) dengan mekanisme pembayaran
2 (dua) tahun sekali sebesar Rp. 480.000.000,-
(empat ratus delapan puluh juta Rupiah)

Jangka Waktu Perjanjian

2 (dua) tahun terhitung sejak 2 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan bersama.

Hak dan Kewajiban

Pemberi Sewa:

Kewajiban:

Memberikan fasiltas sewa kepada Penyewa,
sekaligus seluruh fasilitas yang ada di obyek sewa
selama Perjanjian masih berlangsung;

Hak:
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C.

Mendapatkan uang atas obyek sewa dari Penyewa.

Penyewa:

Kewajiban:

- Membayar aang sewa sesuai ketentuan yang
berlaku;

- Memelihara dan menjaga kondisi gedung
beserta peralatan dan fasilitas pendukung
lainnya dengan baik;

- Memperbaiki gedung beserta peralatan dan
fasilitas pendungkung lainnya bila terjadi
kerusakan akibat penggunaan;

- Membayar segala tagihan sebagai operasional
RPA.

Hak:

- Menggunakan fasilitas pendukung RPA yang
berupa ruang kantor, tempat bongkar muat
barang, tempat penampungan unggas, kamar
mandi dan WC, dan fasilitas serta peralatan
pendukung lainnya yang menjadi kesatuan
dengan bangunan Rumah Pemotongan Ayam
(RPA);

- Mengadakan penataan dan pembenahan
fasilitas sesuai dengan kebutuhan proses
produksi dengan terlebih dahulu
bermusyawarah dengan PIHAK PERTAMA,

Pembatasan

Tidak Diatur

Keadaan Cidera Janiji

Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

e Masa perjanjian telah berakhir dan PARA
PIHAK teiah sepakat untuk tidak
memperpanjang atau memperbarui perjanjian
kerjasama;

e PARA PIHAK sepakat untu menghentikan
kerjasama sebelurn langka waktu perjan3ian
berakhir;

e Apabila kondisi pasar tidak menunjang, yang
mengakibatkan PIHAK KEDUA pailit, maka
dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dapat
mengajukan pemutusan kontrak.

Penyelesaian Perselisihan
Domisili Hukum

dan

Pilihan

e Semua dan tiap perselisihan yang timbul antara
Penyewa dan Pemberi Sewa dalam
melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan
dengan jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat.

e Apabila jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat tidak tercapai maka para pihak akan
menyelesaikan semua dan tiap tiap perselisihan
dan perbedaan pendapat melalui pengadilan.
Dalam perjanjian ini, memilih tempat kedudukan
hukum (domisi) yang tetap dan seumumnya di
kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H., dengan Perseroan tanggal 30
Mei 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup

Para Pihak

e Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H.,
(“Debitur”)
e Perseroan (“Kreditur”)

Hubungan Afiliasi

Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. merupakan
Direktur Utama dan Pengendali/ Pemegang saham
tidak langsung Perseroan

Objek Perjanjian

Pinjaman
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d.

Nilai Perjanjian

Fasilitas sebesar Rp. 7.624.970.000,- (tujuh milyar
enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh ribu Rupiah)

Bunga

10% (sepuluh persen) per tahun

Jangka Waktu

Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini
tertanggal 30 Mei 2018 dan akan berakhir setelah
Debitur memenuhi pengembalian pinjaman beserta
bunga atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan
Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Tidak Diatur
Pengalihan Tidak Diatur
Pembatasan Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

Debitur telah mengembalikan Fasilitas dan diterima
oleh Kreditur

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
bentuk perselisihan dengan cara musyawarah dan
mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak
tercapainya kata sepakat maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Abdul Haris Nofianto, S.H., dengan Perseroan tanggal 31 Agustus

2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

o Perseroan (“Debitur”)
e Abdul Haris Nofianto, S.H. (“Kreditur”)

Hubungan Afiliasi

Abdul Haris Nofianto, S.H. merupakan Direktur
Perseroan dan Pemegang saham tidak langsung
Perseroan

Objek Perjanjian

Pinjaman untuk kegiatan usaha atau operasional
Debitur

Nilai Perjanjian

Sebesar-besarnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar Rupiah)

Bunga

Tidak dikenakan bunga

Jangka Waktu

Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini
tertanggal 31 Agustus 2018 dan akan berakhir
setelah pihak Pertama memenuhi pengembalian
pinjaman, atau diperpanjang berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Tidak Diatur
Pengalihan Tidak Diatur
Pembatasan Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

Debitur telah mengembalikan Fasilitas dan diterima
oleh Kreditur
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e.

f.

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
bentuk perselisihan dengan cara musyawarah dan
mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak
tercapainya kata sepakat maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H., tanggal
31 Agustus 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

e Perseroan (“Debitur”)
e Nanang Sumartono Hadiwidjojo,
(“Kreditur”)

S.H.,

Hubungan Afiliasi

Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. merupakan
Direktur Utama dan Pengendali/ Pemegang saham
tidak langsung Perseroan

Objek Perjanjian

Pinjaman untuk kegiatan usaha atau operasional
Debitur

Nilai Perjanjian

Sebesar-besarnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar Rupiah)

Bunga

Tidak dikenakan bunga

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini
tertanggal 31 Agustus 2018 dan akan berakhir
setelah pihak Pertama memenuhi pengembalian
pinjaman, atau diperpanjang berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Tidak Diatur
Pengalihan Tidak Diatur
Pembatasan Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

Debitur telah mengembalikan Fasilitas dan diterima
oleh Kreditur

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
bentuk perselisihan dengan cara musyawarah dan
mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak
tercapainya kata sepakat maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan Drs. Mochamad Taufan H. tanggal 31 Agustus

2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak

e Perseroan (“Debitur”)
e Drs. Mochamad Taufan H. (“Kreditur”)

Hubungan Afiliasi

Drs. Mochamad Taufan H. merupakan Komisaris
Utama Perseroan dan Pemegang saham tidak
langsung Perseroan

Objek Perjanjian

Pinjaman untuk kegiatan usaha atau operasional
Debitur
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g.

Nilai Perjanjian

Sebesar-besarnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar Rupiah)

Bunga

Tidak dikenakan bunga

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini
tertanggal 31 Agustus 2018 dan akan berakhir
setelah pihak Pertama memenuhi pengembalian
pinjaman, atau diperpanjang berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.

Hak dan Kewajiban Tidak Diatur
Pengalihan Tidak Diatur
Pembatasan Tidak Diatur

Pengakhiran Perjanjian

Debitur telah mengembalikan Fasilitas dan diterima
oleh Kreditur

Hukum yang berlaku dan Penyelesaian
Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
bentuk perselisihan dengan cara musyawarah dan
mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak
tercapainya kata sepakat maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 2 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai

cukup.

Para Pihak

e Nanang Sumartono
kuasa/perwakilan (Pihak Pertama)
e Perseroan (Pihak Kedua)

sebagai

Hubungan Afiliasi

Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. merupakan
Direktur Utama dan Pengendali/ Pemegang saham
tidak langsung Perseroan

Obyek Perjanjian

Jual Beli sebidang tanah berikut bangunan berlokasi
seluas 11.760 m? (sebesas ribu tujuh ratus enam
puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Klagen,
Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten
Mojokerto sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat
Hak Milik No. 77, Gambar Situasi No. 2377/1977
tanggal 22 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto atas nama Pihak
Pertama

Jangka Waktu Perjanjian

Tidak Diatur

Harga Transaksi

Harga sejumlah Rp. 2.352.000.000,- (dua milyar tiga
ratus lima puluh dua juta Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berkewajiban:

e Memperkenankan Pihak Kedua untuk
melakukan kegiatan diatas asset tersebut
sejak ditandatanganinya Perjanjian ini;

e Mengurus izin-izin yang diperlukan oleh
Para Pihak dalam ragka memindahkan ha
katas asset tersebut dari Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua;

e Setelah dilunasinya seluruh pembayaran
bersedia menandatangani akta jual beli atas

asset dan ataupun dokumen transaksi lain
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dan ataupun dokumen yang dipersyaratkan
oleh peraturan yang berlaku dalam rangka
memindahkan ha katas asset dari Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua;

e Dalam hal dipandang perlu oleh Pihak
Kedua, Pihak Pertama bersedia
menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli
Aset dengan pihak kedua dihadapan
Notaris atau PPAT untuk setiap bidang yang
dimuat dalam Pasal 1.1;

2. Pihak Pertama berhak atas pembayaran harga
Transaksi dari Pihak Kedua;

3. Pihak Kedua berkewajiban memenuhi seluruh
dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan
transaksi asset ini;

4. Pihak Kedua berhak memiliki mengunakan dan
menyewakan asset.

Pembatasan

Selama Akta Jual Beli belum ditandatangani, maka
Pihak Kedua dilarang menjual, menyewakan aset
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama

Keadaan Cidera janji

Tidak Diatur

Berakhirnya perjanjian

e Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini
dapat berakhir apabila seluruh hak dan
kewajiban terkait dengan perjanjian ini
telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak;

e Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu
Pihak dengan memberikan pemberitahuan
tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif
pengakhiran  perjanjian  sebagaimana
dimaksud dalam pemberitahuan tersebut
dalam hal:

a. Terdapat larangan dalam peraturan
yang berlaku bagi pihak pertama untuk
menjual asset kepada Pihak Kedua;

b. Tidak terpenuhinya kondisi prasyarat
sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat 1 perjanjian ini;

c. Dalam hal terdapat ketidakbenaran
atas pernyataan dan jaminan yang
diberikan oleh masing-masing Pihak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Perjanjian ini;

e Perjanjian ini melepaskan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam PAsal 1266
dan 1267 kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia;

e Dalam hal perjanjian ini tidak dapat
diselesaikan karena Pihak Pertama tidak
dapat menyerahkan asset tersebut kepada
Pihak Kedua Pihak Pertama wajib
mengembalikan dan membayar seluruh
biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak
kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah diterimanya pengakhiran Perjanjia
nl.

Penyelesaian
Domisili Hukum

Perselisihan

dan

Pilihan

e Semua dan tiap perselisihan yang timbul antara
pihak pertama dan kedua dalam melaksanakan
perjanjian ini, akan diselesaikan dengan jalan
musyawarah untuk mencapai mufakat

e Apabila jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat tidak tercapai maka para pihak akan
menyelesaikan semua dan tiap tiap perselisihan
dan perbedaan pendapat melalui pengadilan.

104




Mojokerto.

Dalam perjanjian ini, memilih tempat kedudukan
hukum (domisi) yang tetap dan seumumnya di
kantor  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak afiliasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, transaksi antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi adalah sebagai

berikut:

Pihak Terafiliasi

Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat Transaksi

PT Darbe Putra Makmur
Mochamad Taufan Hadiwijaya
Abdul Haris Nofianto

Nanang Sumartono Hadiwidjojo

PT Darbe Jaya Abadi

Pemegang saham Perseroan

Pemegang saham tidak langsung dan
Manajemen Perseroan

Pemegang saham tidak langsung dan
Manajemen Perseroan

Pemegang saham tidak langsung dan
Manajemen Perseroan

Pemegang saham yang sama dengan
Perseroan

Piutang lain-lain pihak afiliasi dari
transaksi keuangan
Piutang lain-lain pihak afiliasi dari
transaksi keuangan
Piutang lain-lain pihak afiliasi dari
transaksi keuangan
Piutang lain-lain pihak afiliasi dari
transaksi keuangan
Piutang lain-lain pihak afiliasi dari
transaksi keuangan

Saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain — Pihak Afiliasi

31 Desember

Nama 2018 2017 2016
Nanang Sumartono Hadiwidjojo 5.840.000.000 10.025.000.000 200.000.000
PT Darbe Jaya Abadi - - -
PT Darbe Putra Makmur - 3.575.000.000 -
Abdul Haris Nofianto - 600.000.000 19.020.507
Mochamad Taufan Hadiwijaya - 600.000.000 -
Jumlah 5.840.000.000 14.800.000.000 219.020.507
Pendapatan Sewa
Nama 31 Desember
2018 2017 2016
PT Darbe Jaya Abadi 240.000.000 - -
Jumlah 240.000.000 - -
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Perjanjian dengan pihak afiliasi terangkum dengan rincian sebagai berikut:

d. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/DB-KTR/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perseroan
mengadakan perjanjian sewa bangunan pabrik / rumah pemotongan ayam dengan PT Darbe Jaya Abadi yang
berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

e. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Mei 2018 antara Entitas dengan Nanang Sumartono
H., S.H., Entitas setuju untuk memberikan pinjaman uang dengan jumlah sebesar-besarnya Rp 7.624.970.000
yang digunakan untuk kegiatan usaha atau operasional Entitas dan akan dikenakan bunga sebesar 10% per
tahun. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir setelah ada
pengembalian atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

14. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pendahuluan

PT Darmi Bersaudara Tbk merupakan perusahaan eksportir non-produsen. Aktivitas utama Perseroan adalah
melakukan perdagangan kayu olahan dengan konsentrasi pasar internasional spesifiknya India dan Nepal.
Perseroan menerima pesanan, spesifikasi produk (ukuran dan jenis bahan) dari pelanggan serta uang muka atau
down payment. Pesanan kemudian diteruskan ke pihak ketiga untuk mendatangkan jenis bahan baku yang
diperlukan dan diproses menjadi produk kayu olahan untuk diekspor. Sebelum diekspor, Perseroan akan
melakukan pengemasan produk dan memberikan label serta daftar pesanan, untuk mencocokkan bahwa produk
kayu olahan telah sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah sesuai, produk kayu olahan akan diangkut dan
diekspor.

Lokasi kantor pusat Perseroan berada di Surabaya, sementara gudang untuk menampung bahan baku serta
produk-produk kayu olahan, yang seluruhnya disewa Perseroan, berlokasi di Gresik. Pada tahun 2015, pendiri
Perseroan memutuskan untuk berkonsentrasi penuh menjalankan perdagangan kayu olahan yang diperoleh dari
hutan Indonesia secara legal dengan merek dagang “Darbe Wood”. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan
menyediakan kebutuhan pelanggan internasional seperti decking, E2E, T&G, Flooring, Door Jamb, Post Beam,
Finger Joint, serta Window Jamb yang seluruhnya merupakan material untuk membuat pintu, lantai, kusen, dan
sejenisnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi-misi ke depan yaitu:

Visi
Menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang papan unggul dan berdaya saing dunia serta mendukung
pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan aktivitas ekonomi berbagi (sharing economy).

Misi

a. Membantu pemerintah Indonesia mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru
di berbagai tempat di mana perusahaan beraktivitas; dan meningkatkan devisa negara dengan cara
mempertahankan nilai perdagangan baik ekspor maupun non-ekspor perusahaan dan membuka pasar baru.

b. Menyediakan produk kayu dengan harga kompetitif untuk konsumen dalam dan luar negeri dengan proses
pemasaran dari ujung-ke-ujung (end-to-end process).

c. Mendirikan toko serba ada (one-stop shop) untuk memasarkan langsung produk kayu untuk konsumen.

d. Melakukan kerja sama dengan pelaku usaha kecil untuk menyuplai dan memasarkan produk kayu untuk pasar
dalam dan luar negeri.

e. Melakukan kerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk melatih kewirausahaan mahasiswa
dan pemuda usia produktif untuk menjadi partner kerja perusahaan di berbagai daerah di Indonesia.

f. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan dengan perencanaan
bisnis terintegrasi, etika bisnis serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang penjualan dan
pengolahan kayu seperti mensuplai produk kayu semi-processed, kayu olahan interior maupun eksterior yang
penjualannya dilakukan dalam skala domestic maupun internasional. Perseroan memiliki beberapa keunggulan
kompetitif yaitu:
a) Merupakan komoditas pilihan bagi pelanggan.
Komoditas Kayu Keras atau Hard Wood saat ini diperkirakan memiliki permintaan yang tinggi untuk beberapa
tahun ke depan dikarenakan pembangunan kota-kota baru dalam rangka Kota Pintar atau Smart Cities yang
dicanangkan oleh berbagai pemerintah di skala global.
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b)

d)

e)

g)

h)

)

Memiliki jaringan bahan baku yang kuat

Perseroan memiliki jaringan bahan baku yang kuat dikarenakan hubungan baik yang dibina dengan pemasok
selama lebih dari 15 tahun. Bahan baku tersebut juga diperoleh langsung dari sumbernya terpercaya dan
diperoleh melalui proses hukum yang sah karena telah memliki sertifikat legalitas kayu (SVLK) No.
273.SLK.010-IDN.

Memiliki jaringan processing yang luas

Perseroan memiliki jaringan processing yang luas dikarenakan banyak pemain industry kayu olahan yang
lemah dan berkapasitas rendah (undercapacity) di sisi penjualan. Perseroan memiliki jaringan pemasaran yang
kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang bisnis tersebut.

Integrated business, yaitu menerapkan closed network economic base untuk optimalisasi jalur produksi dan
pemasaran.

Memiliki berbagai varian produk.

Varian produk yang dihasilkan Perseroan merupakan produk yang dibutuhkan oleh industri perumahan yang
sedang berkembang pesat di negara tujuan ekspor utama Perseroan. Hal ini merupakan peluang terbuka bagi
Perseroan yang telah memproduksi berbagai varian produk untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Dapat meningkatkan kapasitas penjualan

Perseroan masih dapat meningkatkan kapasitas penjualan dan menyesuaikan dengan kebutuhan permintaan
pasar. Hal ini dikarenakan kerja sama yang telah dibina cukup lama dengan pihak ketiga dalam menyediakan
bahan baku dan untuk memproses bahan baku. Selain itu Perseroan juga dapat menjalin kerja sama dengan
pihak lain yang dapat menyediakan bahan baku dan memiliki fasilitas produksi serta bersedia memenuhi
kebutuhan Perseroan.

Memiliki penjualan dengan proses end-to-end yang jarang dipakai oleh pesaing.

Pemasaran produk Perseroan dilakukan secara langsung pada pembeli yang memiliki jangkauan yang luas
serta pembeli akhir (end-buyer) yang memiliki kebutuhan spesifik di mana para pembeli tersebut dapat
memenuhi kebutuhan mereka dengan menyesuaikan ketersediaan bahan baku ataupun proses yang
dikehendaki oleh pembeli tersebut.

Memiliki one-stop solution, platform penjualan secara online pada laman website www.indoindiwood.com
sebagai bagian dari corporate future service development.

Platform ini dapat memberikan gambaran kepada pembeli mengenai produk-produk yang dihasilkan
Perseroan. Apabila pembeli tertarik, pembelian harus memberikan deposito atau kolateral. Saat produk
dikirimka, pembeli harus segera melunasi pembayaran kepada Perseroan.

Menawarkan harga yang kompetitif.

Harga jual yang ditawarkan Perseroan adalah harga jual yang bersaing. Hal ini dikarenakan Perseroan
memperoleh bahan baku dari sumber yang dapat diandalkan sehingga dapat menawarkan harga jual yang
bersaing.

Menerapkan prinsip bisnis sharing economy vyaitu prinsip bisnis yang berlandaskan kebersamaan dan
kesadaran akan hukum tarik-menarik (law of attraction) antara aktivitas ekonomi dan kehidupan social. Dengan
menganut prinsip ini, seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama, saling berbagi, dan saling
mendukung dalam mencapai kepentingan ekonomis Perseroan dan di saat bersamaan, membangun
keberlangsungan dan kesejahteraan seluruh pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
Perseroan.

Persaingan Usaha

Berdasarkan data dari The State of Indonesia’s Forest tahun 2018 yang dipublikasi oleh Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, terdapat fluktuasi signifikan pada tingkat produksi log yang diikuti dengan pertumbuhan kayu
berkelanjutan dari produksi kayu olahan lainnya, seperti dijelaskan dalam grafik berikut ini:
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Dapat diperhatikan bahwa berdasarkan grafik di atas, banyak perusahaan di Indonesia masih berfokus pada
produksi kayu bulat dan kayu chip. Sedangkan terdapat produk kayu olahan lainnya seperti kayu gergajian,
plywood & LVL, dan Veneer yang produksinya masih dapat disorot dan dikembangkan. Hal tersebut yang
mendorong Perseroan untuk fokus pada perdagangan produk kayu olahan. Namun Perseroan juga menghadapi
persaingan usaha pada pangsa pasar India dan Nepal dari perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun
luar negeri seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, Jerman, Spanyol, berdasarkan data dari India Brand Equity
Foundation (IBEF). Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berencana untuk membuka gerai
representative office di India dan meningkatkan penetrasi pasar serta kapasitas penjualan di India.

Strategi Usaha Perseroan

Berikut ini adalah strategi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan perdagangan kayu terbaik di Indonesia

dan unggul dalam persaingan usaha:

a) Melakukan penguatan jaringan bahan baku dengan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak agar dapat
menjaga ketersediaan suplai untuk kegiatan operasional Perseroan.

b) Melakukan berbagai inovasi dan eksplorasi untuk meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai tambah
tidak hanya bagi pelanggan tapi juga seluruh stakeholders dari Perseroan.

¢) Melakukan penguatan branding dan jalur distribusi.

d) Menjalankan diversifikasi produk melalui pasar yang sejenis.

e) Membangun dan mengembangkan pasar domestik serta internasional.

f) Mendirikan unit bisnis baru yang memiliki nilai tambah. Unit bisnis baru ini berkonsentrasi pada pengolahan
sisa hasil produk Perseroan (waste product management), untuk diolah menjadi Furnicraft.

Prospek Usaha

Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 400 jenis pohon yaitu sebesar 10%, dari seluruh pohon yang memiliki nilai
ekonomi di mana sekitar 260 jenis pohon tersebut, yang telah digolongkan sebagai kayu perdagangan. Sedangkan,
terdapat sekitar 4.000 jenis pohon berpotensi untuk digunakan sebagai kayu bangunan.

Dalam melaksanakan produksinya, industri berbasis kayu dan hasil hutan kini tidak lagi bebas menggunakan bahan
baku. Sebagai pengolah kayu dan hasil hutan, para pengusaha industri di sektor ini perlu mencermati dan
memahami perubahan yang terjadi terkait dengan regulasi dalam dan luar negeri di bidang bahan baku dan hasil
hutan. Peraturan tentang persyaratan pengadaan dan perdagangan kayu dan hasil hutan, tentu secara langsung
maupun tidak langsung, berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan industri berbasis kayu dan hasil hutan.

Perkembangan regulasi di bidang kayu dan hasil hutan di Indonesia, kini telah memasuki tahap pemberlakuan
Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara
multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK
dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan
peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

SVLK ini merupakan komitmen Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal atau

illegal logging sebagai perwujudan Good Forest Governance menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas
jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi datang dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika
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Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "National Insentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya
permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing, seperti skema FSC, PEFC, dan lain sebagainya.

Pembangunan industri berbasis kehutanan (wood based industry) di Indonesia di dorong oleh upaya pencapaian
tujuan pembangunan ekonomi guna meningkatkan penghasilan devisa melalui ekspor, meningkatkan penciptaan
lapangan kerja, dan mencapai nilai tambah. Industri kehutanan selalu dianggap sebagai sektor ekonomi utama
yang mempunyai keunggulan comparative karena melimpahnya bahan baku dan standar upah buruh yang murah.

Pasar kayu khususnya mebel di dunia saat ini nilainya mencapai USD141 miliar, dan Indonesia baru menyumbang
1,5% dari pasar dunia atau baru senilai US$1,9 miliar. Kendati demikian, para pengusaha optimistis tahun ini
pertumbuhan industri mebel bisa mencapai 10%. (Sumber : HIMKI 2016). Berdasarkan hal tersebut, industri
kehutanan dan atau industri mebel Indonesia pada khususnya akan terus bertumbuh dan berkembang. Oleh sebab
itu Perseroan berkeyakinan bahwa industri kayu olahan kedepannya tetap menarik dan berkelanjutan.

Mengenai bahan baku paling utama yaitu kayu Rimba jenis Merbau, Bengkirai, Kampoor dan Keruing berasal dari
hutan alam, di Indonesia, pemanfaatan atau perolehan kayu-kayu ini dijamin oleh Pemerintah hingga 100 tahun ke
depan, yang berarti apabila kayu sejenis itu di tebang dan tidak ditanam maka persediaan aman untuk 100 tahun
kedepan. Namun Pemerintah tidak serta merta hanya mengandalkan pasokan dari alam saja, karena kini setiap
pengusaha yang mempunyai ijin HPH diwajibkan menanam pohon-pohon tersebut demi lestarinya hutan di
Indonesia sekaligus untuk menjaga mata rantai keberlangsungan sumber bahan baku.

Produk kayu “Darbe Wood” adalah kayu yang dibeli dari pedagang/ supplier besar di sekitar Jawa Timur khususnya
di Surabaya dan sekitarnya. Pedagang/ supplier besar ini merupakan perusahaan legal yang memiliki HPH yang
ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perseroan sendiri telah memenuhi persyaratan untuk
dapat melakukan perdagangan dengan pelanggan dan pedagang besar bahan baku nya, sehingga kayu-kayu yang
diperoleh Perseroan merupakan kayu yang diperoleh secara sah.

Produk dan Kegiatan Usaha
Pemaparan Perdagangan Kayu di Indonesia

Kini pemain industri berbasis kayu dan hasil hutan tidak lagi bebas menggunakan bahan baku hasil hutan. Sebagai
komitmen Good Forest Governance oleh Pemerintah, kini tiap pohon dan hasil hutan di Indonesia memiliki sistem
pemberlakuan SVLK. Sistem tersebut dikembangkan Pemerintah untuk memantau peredaran kayu dan
perdagangan di Indonesia dan memastikan bahwa produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status
legalitas yang sah dan meyakinkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
(Permendag) No. 84/M-DAG/PER/12/2016, mewajibkan ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dengan
dokumen V-Legal, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi
legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK). SVLK melekat pada kayu yang diperjualbelikan dan perusahaan yang melakukan ekspor
produk industri kehutanan berdasarkan (Permendag) No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor
Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan atas Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016. Sistem ini berlaku berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan
atau pada Hutan Hak. Beberapa pihak yang diharuskan untuk menerapkan SVLK di antaranya; Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa,
hutan tanaman hasil reboisasi; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
termasuk Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat; 1zin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri; Perusahaan
pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan; Industri Rumah Tangga/Pengrajin
dan pemilik hutan hak. Atas dasar peraturan-peraturan tersebut, Perseroan telah memenuhi seluruh kriteria yakni
memiliki SVLK yang diterbitkan oleh LVLK yaitu PT Trustindo Prima Karya begitu pula dengan pihak pemasok yang
bekerja sama dengan Perseroan.

Selain memiliki izin SVLK, Perseroan juga wajib menyampaikan rencana dan realisasi ekspor tahunan kepada
Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia secara elektronik
dengan tembusan kepada Direktur Jendral Industri Agro Kementrian Perindustrian dan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun beberapa hal yang
harus tercantum pada rencana kerja adalah jenis-jenis produk yang akan diekspor, jumlah kubikasi (dalam meter
kubik) yang disesuaikan dengan proyeksi penjualan yang dibuat secara internal oleh Perseroan. Setelah
menyampaikan rencana kerja, Perseroan akan diberikan rekomendasi ekspor oleh Direktorat Jendral Perdagangan
Luar Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Rekomendasi ini berisikan rekomendasi kuota ekspor,
nilai produk, dan rekomendasi tersebut dapat disesuaikan kembali berdasarkan kinerja ekspor Perseroan saat itu.
Apabila telah memiliki rekomendasi, izin SVLK, dan dokumen pendukung lainnya (SIUP, TDP) maka Perseroan
dapat mengekspor produk kayu olahan.
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Untuk memastikan bahwa pemain di industri ini telah memenuhi peraturan-peraturan, Pemerintah menunjuk PT
Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) yaitu lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengaudit kayu yang akan
diekspor (jenis kayu, kualitas, dan jumlah kayu). Pengecekan oleh SUCOFINDO dilakukan tiap kali Perseroan
hendak melakukan ekspor. Sementara itu PT Trustindo Prima Karya juga mengaudit izin SVLK yang dimiliki oleh
Perseroan tiap setahun sekali.

Adanya berbagai peraturan yang meregulasi peredaran kayu secara terintegrasi memberikan kepastian kepada
pelanggan bahwa kayu yang diproduksi di Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang
legal serta cost-effective bagi pemain industri kayu maupun Pemerintah.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama nya, Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal
pembelian bahan baku dan pemrosesan bahan baku hingga menjadi barang jadi untuk diekspor.

Kerja Sama Bahan Baku

Bahan baku merupakan komponen penting dalam perhitungan biaya pokok penjualan. Bahan baku yang dibeli
Perseroan dari Supplier pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama penyediaan bahan baku. Bahan baku yang
diterima Perseroan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kayu gelondongan atau log

2) Kayu gergajian

Kayu log memiliki keunggulan yaitu harga yang murah dan mampu menghasilkan sisa-sisa kayu gergajian seperti
potongan-potongan kayu, serbuk kayu, yang dapat dijual secara langsung maupun diolah terlebih dahulu, sehingga
menghasilkan pendapatan lain-lain yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Namun keterbatasan atas
bahan baku kayu log adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan produk kayu olahan.
Sementara, kayu gergajian memiliki keunggulan masa pemrosesan yang lebih cepat untuk menghasilkan produk
kayu olahan namun memiliki harga bahan baku yang lebih tinggi. Kini Perseroan menggunakan bahan baku kayu
log yang diteruskan ke pihak ketiga untuk menciptakan produk-produk yang diminta pelanggan.

Supplier utama dari Perseroan adalah Bapak Oe Ezra Soeharto, Bapak Willyanto Wijaya Jo, dan Bapak Mahmud
Subiyantoro dengan konsentrasi masing-masing adalah sebesar 56,4%, 26,2%, dan 17,4%. Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan Supplier tersebut.

Berikut ini adalah alur bahan baku diterima Perseroan.

Spseessiflijlzjgsi » Proses Produksi
Mengirimkan Purchase Order Supplier Pemerikasaan
Daftar Pesanan | diterimadan mendatangkan spesifikasi bahan
dan Purchase "l diproses oleh kayu sesuai "| baku yang tiba
Order ke Supplier Supplier pesanan oleh Perseroan
X Tidak Sesuai
Spesifikasi
A
Permintaan
Penggantian
Bahan

Perseroan menentukan bahan baku yang diinginkan dan mengirimkan Daftar Pesanan dan Purchase Order ke
Supplier. Setelah itu Supplier memproses Purchase Order dan mendatangkan kayu sesuai pesanan dalam waktu
dua sampai tiga bulan. Apabila bahan baku telah memenuhi spesifikasi yang diminta, bahan baku tersebut akan
disimpan di gudang untuk diproses. Apabila bahan baku tidak sesuai spesifikasi maka Perseroan akan membuat
Permintaan Penggantian Bahan Baku pada Supplier dan Supplier akan segera memenuhi kayu sesuai spesifikasi
yang diminta Perseroan.

Termin pembayaran dilakukan antara Perseroan dan Supplier adalah dengan membayarkan uang muka pembelian
kepada supplier sekitar 30-50% dari total pesanan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, Perseroan akan
memperoleh log list dan menyesuaikannya dengan invoice dari pelanggan. Setelah kayu selesai diproduksi dan
dikirimkan kepada pelanggan, total pendapatan yang diterima dari penjualan produk kayu olahan akan dibayarkan
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untuk melunasi bahan baku kepada supplier dan sisanya akan diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan
Perseroan.

Apabila Supplier tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku, Perseroan dapat mengantisipasi hal tersebut
dengan mengajukan rekomendasi impor dari negara lain yang dapat diterbitkan oleh Direktorat Jendral
Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Sehingga tidak terdapat permasalahan
terkait ketergantungan bahan baku.

Kerja Sama Jasa Pemrosesan Kayu dan Kerja Sama Sewa Gudang

Setelah melakukan pembelian bahan baku, Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproses bahan

baku, sewa gudang, dan transportasi sebagai berikut:

1. Kerja Sama Jasa Pemrosesan Kayu
Untuk dapat mengakomodir permintaan pesanan dari pelanggan, Perseroan menjalin kerja sama dengan CV
Jawa Timur Baru (Pabrik Jati Sari) berdasarkan Perjanjian No. 015/KTR-JS/JTB-DB/VIII/2016 tertanggal 22
Agustus 2016 yang berlokasi di Gresik dengan luas sebesar 3,8 hektar dan PT Jasa Mulia Abadi Raya (Pabrik
Jasa Mulia) berdasarkan Perjanjian No. 002/KTR-JS/DB/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018 yang berlokasi di
Kebomas, Gresik, dengan luas sebesar 10,9 hektar. Bentuk kerja sama nya adalah jasa dalam bidang
pemrosesan kayu meliputi pengolahan kayu, penyediaan tenaga kerja, penyampaian laporan hasil produksi
dan persediaan kayu secara berkala, dan pengiriman kayu ke gudang. Perseroan membayarkan biaya jasa
atas pemrosesan kayu kepada pihak-pihak tersebut setiap kegiatan pengolahan telah selesai dilaksanakan.

2. Gudang, Mesin, dan Peralatan
Perseroan juga menyewa gudang atau storage beserta mesin dan peralatan dengan CV Jawa Timur Baru
berdasarkan perjanjian No. 011/KTR-DB/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 dan PT Jasa Mulia Abadi Raya
berdasarkan perjanjian No. 005/KTR-PSG/JMAR-DB/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018. Gudang tersebut berfungsi
sebagai tempat penyimpanan bahan baku atau penampungan kayu hasil produksi yang siap untuk dikirim
kepada pembeli. Jangka waktu sewa adalah selama 20 (dua puluh) tahun.

Mesin yang digunakan untuk pengolahan kayu di antaranya Mesin Sawmill yaitu Chainsaw still, Pembelah Type
56 + Motor, Hoist, Pony, Kereta, Peracik Layout, Sawdoctor, Forklift dan Mesin Produksi yaitu Moulding Wadkin,
Planner, Single Rip, Mesin Asah Produksi, dan crosscut. Mesin-mesin tersebut dioperasikan oleh pihak ketiga.

Peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dalam kesehariannya adalah alat forklift.
Alat tersebut juga dioperasikan oleh pihak ketiga.

3. Kendaraan atau Transportasi
Kendaraan utama untuk mengangkut bahan baku dan mengangkut produk kayu olahan sampai pada saat
pengiriman adalah truk-truk trailer. Perseroan membayarkan jasa pada pihak ketiga untuk mengangkut hal-hal
tersebut.

Untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, Perseroan menggunakan jasa “maklon” yaitu jasa menghasilkan
suatu produk tertentu oleh pihak lain atas instruksi atau permintaan dari pemesan, dalam hal ini pihak pemesan
adalah Perseroan dan pihak lain adalah CV Jawa Timur Baru, dan PT Jasa Mulia Raya.

Rincian mengenai bentuk kerjasama di atas dapat mengacu pada Sub-Bab 12, Perjanjian Kegiatan Usaha dan
Perjanjian Sewa Menyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah rincian pabrik milik pihak ketiga yang menjalin kerja sama
dengan Perseroan.

Keterangan Pabrik Jasa Mulia Pabrik Jati Sari
Pemilik PT Jasa Mulia Abadi Raya CV Jawa Timur Baru
Lokasi JI Mayjend Sungkono No. 38, JI Kapten Darmo Sugondo No. 88,

Gresik, Jawa Timur

Gresik, Jawa Timur

Tahun Pendirian 11-Agu-05 13-Jun-91
Persentase Ekspor 90% 90%

Luas Pabrik 3,8 Ha 10,9 Ha
Luas Area yang 2.000 m2 2.000 m2
disewa oleh

Perseroan

Jenis Mesin Yang
Terpasang (jumlah
unit)

Mesin Sawmill, diantaranya:
Chainsaw Sthill (1), Pembelah
Type 56 + Motor (1), Hoist 7 Ton

Mesin Sawmill, diantaranya:
Chainsaw Sthill (1), Pembelah
Type 56 + Motor (1), Hoist 7 Ton
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(1), Kereta (2), Pony (2) , Peracik,
Layout (1), Sawdoctor (1), Forklift
7 Ton (2),

Mesin Produksi, diantaranya:

Moulding Wadkin (1), Crosscut
(4),Planner (1),Single Rip (1),
Mesin Asah Produksi (1), Forklift

(1), Kereta (2), Pony (2) , Peracik,
Layout (1), Sawdoctor (1), Forklift
7 Ton (2),

Mesin Produksi, diantaranya:

Moulding Wadkin (1), Crosscut
(4),Planner (1),Single Rip (1),
Mesin Asah Produksi (1), Forklift

3,5Ton (2) 3,5Ton (2)
Kapasitas Maksimum  1.000 m3 1.000 m3
Mesin Sawmill
Kapasitas Maksimum 800 m3 800 m3
Mesin Produksi
Tingkat Utilisasi 50% 50%

Mesin Sawmill dan
Mesin Produksi*

*) Merupakan tingkat utilisasi dan kapasitas tertinggi yang dapat digunakan saat ini

Sumber: Perseroan
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Berikut ini adalah diagram alur proses bisnis Perseroan:

Dilakukan oleh Perseroan

Sumber : Perseroan
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Perseroan melakukan pengemasan dan penjualan produk kayu olahan berdasarkan pesanan pelanggan,
sedangkan proses produksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pengawasan dari Perseroan. Berikut ini adalah
alur dari proses diagram tersebut:

1. Perseroan membeli Bahan baku kayu olahan berupa kayu log atau kayu gergajian (sawn timber) dari
Supplier pihak ketiga dan diterima dan disimpan untuk kemudian di stampel di Gudang yang disewa
Perseroan. Kemudian, Perseroan menyusun dan menyortir (grading) bahan baku untuk digolongkan atau
dikelompokan apakah bahan baku dapat diproses lebih lanjut menjadi produk utama atau produk

sampingan.

2. Kayu selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan pesanan atau order dari pembeli.

3. Kayu kemudian diangkut dengan katrol untuk persiapan dipotong (log input) apabila menggunakan bahan
baku kayu log.

4. Kayu log kemudian dibelah menggunakan mesin sawmill diikuti dengan proses pemotongan atau
crosscut agar dapat memperoleh ukuran yang sesuai dengan permintaan pembeli.

5. Hasil pemotongan selanjutnya dikelompokan sebagai hasil yang dapat diproses selanjutnya menjadi

produk utama (yaitu kayu dengan ukuran yang sudah sesuai dengan permintaan pembeli) atau produk
sampingan di mana hasil pemotongan tidak sesuai dengan permintaan pembeli.

6. Produk utama kemudian diteruskan pada proses penghalusan (moulding) dan pembentukan pola di sisi
kiri dan kanan produk bagian atas (finishing). Apabila pembelian bahan baku berjenis kayu gergajian,
maka langsung memasuki proses penghalusan dan finishing.

7. Apabila produk utama telah selesai, maka dilakukan uji kualitas. Jika lolos uji kualitas maka selanjutnya
produk utama ini dikemas dan siap untuk dikirimkan pada pembeli.
8. Perseroan kemudian melakukan pengepakan dan pengemasan yaitu dengan menumpuk kayu-kayu

pesanan pelanggan, melapisi cat di sisi samping dan mengikat produk kayu olahan, menempelkannya
dengan label “Darbe Wood” serta daftar pesanan, untuk melakukan pengecekan terakhir bahwa
permintaan pelanggan dan produk telah sesuai, dan melapisinya dengan plastik.

9. Produk kayu olahan kemudian diangkut dan diekspor

Proses produksi kurang lebih memakan waktu dua minggu. Sisa dari hasil pengolahan seperti sisa kulit kayu, sisa
kayu potong, maupun serbuk kayu hasil potong, seluruhnya dijual kepada pihak ketiga sebagai pendapatan lain-
lain. Berdasarkan sisa hasil produk tersebut, Perseroan membagi menjadi beberapa kelas atau grade seperti sisa
hasil produk sawmill, sisa hasil produk crosscut,dan sisa hasil produk moulding.

Termin pembayaran yang dilakukan pelanggan adalah melalui uang muka penjualan yaitu pelanggan melakukan
sebagian pembayaran sebelum proses produksi dan melunasi pembayaran setelah seluruh dokumen ekspor
sampai di pelanggan. Perseroan mengakui pendapatan saat produk kayu olahan telah memasuki cargo kapal (FOB
Shipping Point). Metode pembayaran yang di lakukan antara pelanggan dan Perseroan adalah menggunakan Bank
Collection dan Letter of Credit. Proses pengurusan dokumen-dokumen terkait Bank Collection dan Letter of Credit
memakan waktu 15 (lima belas) hari.

Keterangan Tentang Produk Perseroan

1) Decking
Merupakan material yang dapat digunakan sebagai lantai dan pagar

Sumber: Perseroan

2) T&G
Merupakan material yang dapat digunakan sebagai lantai atau temple dinding
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3)

4)

5)

Sumber :Perseroan

E2E
Merupakan material yang dapat digunakan sebagai lantai atau pondasi atap rumah

Sumber: Perseroan
Flooring
Merupakan material yang dapat digunakan sebagai lantai

Sumber: Perseroan
Door Jamb
Merupakan material yang dapat digunakan untuk pintu

Sumber: Perseroan
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6) Post Beam
Merupakan material untuk membuat rangka rumah

Sumber: Perseroan
7)  Finger Joint
Merupakan material untuk membuat papan pintu

Sumber: Perseroan
8) Window Jamb
Merupakan material untuk membuat rangka jendela

Sumber: Perseroan
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Rincian detail penjualan bersih berdasarkan produk Perseroan adalah sebagai berikut:

Periode yang berakhir pada

Keterangan 31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16

Satuan M3 Satuan M3 Satuan Kg
Bangkirai E2E Sizes 419,339 216,147 -
Bangkirai Sawn Sizes 3.757,034 1.083,327 -
Bangkirai Sawn Sizes B Grade 193,971 291,264 -
Kapur E2E Sizes 39,305 229,457 -
Kapur Sawn Sizes 579,656 878,001 -
Kapur Sawn Sizes B Grade - 40,071 -
Keruing E2E Sizes 7,019 3,963 -
Keruing Sawn Sizes 211,418 - -
Merbau E2E Sizes - 457,793 -
Teak Sawn Sizes 33,664 57,607 -
Karkas Ayam - - 114.476,969
Recovery Ayam - - 27.465,942
Total Penjualan 5.238,409 3.257,630 141.941,911

Sumber : Perseroan

Sampai tanggal 31 Maret 2019, penjualan Perseroan telah mencapai volume 475,430 meter kubik atau senilai
Rp3.651.710.762.

Rincian detail dari kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)

Periode yang berakhir pada

Keterangan
31-Des-18 31-Des-17 31-Des-16
Lokalan 84.782.142 58.930.924 0
Kayu Bakar 67.825.714 47.144.739 0
Papan Tipis 67.825.714 47.144.739 0
Serbuk Sawmill 25.434.642 17.679.277 0
Sisa Potong (Moulding) 42.391.071 29.465.462 0
Serbuk Moulding 33.391.858 23.572.369 0
Sisa Potong (Crosscut) 16.956.429 11.786.185 0
Recovery Ayam 0 0 616.471.515
Jumlah 339.128.570 235.723.694 616.471.515

Sumber: Perseroan
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Bahan baku kayu gelondongan atau log

Kayu yang dipotong dengan mesin crosscut* Kayu yang telah dipotong dan sedang dikeringkan*
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Kayu dalam proses penghalusan atau moulding* Karyawan Pabrik mengenakan kaos Darbe Wood*

Kayu olahan yang siap untuk dikemas dan diekspor Produk yang sudah dilabel logo dan pesanan pelanggan

SR B § g_x\:\\

PRI O\

Produk yang telah dikemas dan siap untuk diekspor Produk yang diangkut

*) dikerjakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian
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Pemasaran, Penjualan, dan Distribusi

Perseroan memiliki jajaran produk yang luas. Sebanyak 90% penjualan Perseroan terkonsentrasi di pasar
internasional dan sebanyak 10% terkonsentrasi di pasar domestik. Berdasarkan data dari Department of Industrial
Policy and Promotion (DIPP) India, sektor pembangunan konstruksi di India memperoleh dana investasi asing
langsung sebesar US $ 24,91 miliar dari periode April tahun 2000 hingga Desember 2018. Hal ini disebabkan
karena Pemerintah India sedang gencar untuk menjalankan proyek Smart Cities Mission yaitu menyediakan
infrastruktur-infrastruktur utama dan meningkatkan kualitas hidup yang layak bagi warganya dengan konsep
berkelanjutan dan penerapan teknologi yang maju dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berencana untuk
menciptakan 100 (seratus) Smart Cities di India dan hal ini menciptakan peluang terutama bagi pemain industri
kayu yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan properti.

Perseroan saat ini berkeinginan untuk tetap berkonsentrasi pada pasar India dan Nepal dan ingin meningkatkan
kapasitas penjualannya secara signifikan. Meskipun demikian, Perseroan juga berinovasi untuk dapat menjajaki
pasar di negara lain. Di awal tahun 2019, Perseroan mulai menjajaki pasar Korea Selatan dengan menawarkan
produk kayu olahan Anti-slip (varian lantai kayu).

Berikut ini adalah peta penyebaran pemasaran Perseroan berdasarkan wilayahnya:

EUROPE

CHINA

NEPAL

SOUTH KOREA

o

INDONESIA

.
AUSTRALIA

Sumber : Perseroan

Tabel berikut menunjukkan rincian penjualan berdasarkan wilayah pada tanggal 31 Desember 2018.

Negara Persentase
Penjualan
India 92%
Nepal 8%

Sumber : Perseroan

Pengelompokkan sebagian pelanggan utama Perseroan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

Negara Pelanggan Jenis Produk
India Ananya Wood Pvt. Ltd. Bangkirai E2E Sizes
India Ar Han Thai Restaurant Bangkirai Sawn Sizes
India Sunrise Timply Company Pvt. Ltd.  Kapur E2E Sizes
Nepal Shanti International Kapur Sawn Sizes
India D K Exim Pvt. Ltd. Keruing E2E Sizes
India Global Woodpecker Keruing Sawn Sizes
India Vijaya Laxmi Wood Products Teak Sawn Sizes

Sumber: Perseroan
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Tabel berikut ini menjelaskan rincian pelanggan dengan konsentrasi penjualan lebih dari 10%, berdasarkan
persentase konsentrasi penjualan dan nilainya:

Nama Pelanggan 31 Desember
2018 2017 2016

Rajgaria Timber PVT. LTD. 15,06% - -
D K Exim PVT. LTD. 20,85% 17,14% -
Sunrise Timply Company PVT. LTD. 8,41% - -
Ar Han Thai 32,57% - -
Ananya Wood PVT. LTD. 3,52% 27,65% -
M/S. SR., 13,18%

Tirupathi Timbers - 18,75% -
Puje - - 28,06%
Candra - - 19,85%
Prana Wood - - 11,99%
Jumlah 83,59% 63,54% 59,90%

Sumber : Perseroan

Medium penjualan dan pemasaran Perseroan adalah menggunakan situs website Perseroan yaitu darbewood.com
dan marketplace indoindiwood.com, melalui kontak langsung dengan pelanggan, referral dari pelanggan lain, atau
word of mouth.

Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000618075 Tanggal Penerimaan 25 Januari 2017 nama
pemilik merek Perseroan dengan etiket merek “Darbe Wood”, perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 25 Januari 2027, dan
jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sampai dengan
tanggal LUT ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek kepada Direktur Merek Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Kemenkumham, berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek dengan perincian
sebagai berikut:

No. Pemilik Nomor Pendaftaran Nama Merek Tanggal Kelas Jasa
Pendaftaran

2. Perseroan JO0.2017.004055 Darbe Wood 25 Januari 2017 40

3. Perseroan D00.2017.004049 Darbe Wood 25 Januari 2017 19

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Karena Perseroan bergerak di bidang perdagangan, maka Perseroan tidak memiliki izin usaha yang dipersyaratkan
instansi berwenang yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Bahwa sehubungan dengan Perseroan tidak wajib memiliki AMDAL berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”)
bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: (i) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak
rencana usaha dan/atau kegiatan; (ii) luas wilayah penyebaran dampak; (iii) intensitas dan lamanya dampak
berlangsung; (vi) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (v) sifat kumulatif
dampak; (vi) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau (vii) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23 UUPPLH bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas: (i) pengubahan bentuk lahan dan
bentang alam; (ii) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (iii) proses
dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (vi) proses dan kegiatan yang hasilnya
dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (v) proses dan
kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya; (vi) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (vii) pembuatan dan
penggunaan bahan hayati dan nonhayati; (viii) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau (ix) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup. Selanjutnya, bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak termasuk dalam usaha
dan/atau kegiatan yang yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis
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Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.
Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan tertentu yang bisa mempengaruhi usaha perseroan baik dalam bidang perolehan
bahan baku, proses produksi, pemasaran, maupun situasi spesifik di negara-negara tujuan eksport yang
diperkirakan bisa mempengaruhi usaha perseroan di masa mendatang.

Perbaikan secara bertahap dalam sistem perpajakan dan peraturan perdagangan dinegara utama tujuan eksport
diperkirakan akan membawa perbaikan harga jual komoditas yang dijual oleh Perseroan yang diharapkan bisa
membawa dampak positif bagi usaha Perseroan dimasa yang akan datang.

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik
yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang
tercermin di laporan keuangan. Perseroan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah untuk meningkatkan ekspor
sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

Tidak terdapat kejadian/kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan.
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VIil. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun
keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan
pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan
disetorpenuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian
dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab
secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang
saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan
bermaksud untuk membayarkan dividen kas (Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya
sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu,
mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi
jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:
laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa
yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen
dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.
Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen kepada
Pemegang Saham.
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VIIl. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,
sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 5 Tanggal 7 September 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta
Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 Tanggal 9 April 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini
Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual
Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) dari jumlah
saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebanyak-banyaknya 150.000.000
(seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau setara dengan 22,57% (dua
puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengikatkan diri untuk
membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran
Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua perikatan sejenis baik
tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-
LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas
Indonesia.

Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-
masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis
terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam
Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Porsi Penjaminan

No. Penjamin Emisi

Jumlah Saham Rp Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1 PT Artha Sekuritas Indonesia [e] [e] [e]
Penjamin Emisi Efek
2 [e] [e] [e] [e]
Jumlah [e] [e] 100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan,
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Pasar Modal.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp[e] sampai dengan Rp[e] setiap saham. Penetapan Harga

Penawaran sebesar Rp[e] telah mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana

Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai

faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

- Permintaan investor;

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);

- Kinerja Keuangan Perseroan;

- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan
mengenai industri pengolahan rajungan di Indonesia;
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- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun
pada pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek
regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus

berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di
Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.
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IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA

PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

Konsultan Hukum

Bambang, Sutjipto Ngumar, & Rekan
JI. Pandugo Timur XIlI Blok K No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60297
Tlp/Fax: (031) 871 4171, 879 5221 /031 871 4171

Nama Partner :  Sutjipto Ngumar, CPA

No STTD . STTD.AP-561/PM.2/2018

Tanggal STTD : 30 April 2018

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia

No. Keanggotaan IAPI . AP.0625

Pedoman Kerja .  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik
(SPAP)

Surat Penunjukan . Surat Perseroan No. 026/DB-SK/VIII/2018

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah
melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh 1API.
Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan
melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan,
atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas
prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.

Fahmy Hoessein & Partners

Wisma Bayuadji, Suite 101A

JI. Gandaria Tengah Il No. 44, Jakarta, 12130
Telp/Fax: (021) 723 1985 / (021) 723 1985

Nama Partner . Dr. Fahmy Hoessein, S.H., M.M.

No. STTD :  STTD.KH-225/PM.2/2018

Tanggal STTD : 4 Oktober 2018

Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(“HKHPM”) dengan Nomor Anggota 200912

Pedoman Kerja . Standar Profesi HKHPM Lampiran dari

Keputusan HKHPM No. KEP 01/HKHPM/2005
tanggal 18 Februari 2005 juncto Keputusan
HKHPM No.Kep.04/HKHPM/X1/2012 tanggal
6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar
Profesi HKHPM juncto Keputusan HKHPM No.
Kep.01.HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari
2014 tentang Perubahan Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan :  Surat Perseroan No. 027/DB-SK/VIII/2018

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini
adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai
dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan
memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada
mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam
Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas
Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
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Notaris : Rini Yulianti, S.H.
Komplek Bina Marga I, JI. Swakarsa V No. 57B, Kel. Pondok Kelapa, Kec.
Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telp/Fax: (021) 8641170

No. STTD :  STTD.N-40/PM.22/2018
Tanggal STTD ;21 Maret 2018
Pedoman Kerja : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.

Surat Penunjukan . Surat Perseroan No. 028/DK-SK/VI11/2018

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka
Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan
dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9A2
JI. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp/Fax: (021) 2958 4818 / (021) 2958 4819

No. ljin Usaha . KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2018

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek
Indonesia

Pedoman Kerja . Peraturan Pasar Modal dan Bapepam LK

Surat Penunjukan . Surat Perseroan No. 025/DB-SK/VI11/2018

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi
penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian
Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS)
yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam
pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk
diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan
pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para
Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk
menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu, BAE juga
mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan,
menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-
saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama
Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan
dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM
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X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Uraian tata cara pemesanan saham berikut ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017.
1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian
saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat
diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek yaitu PT Artha Sekuritas Indonesia. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan
dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang
telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan
Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni
100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. Kolektif No. SP-012/SHM/KSEI/0319 tanggal 21 Maret 2019
yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat
Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan
dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham, 3
Juli 2019.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di BEI, pemesan
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) yang
sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (‘DPS”)

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat
konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek
terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang
saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di
KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang
rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI
setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank
Kustodian yang telah ditunjuk;

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui
Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek;

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI
untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya
tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur
penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS
yang bersangkutan diajukan.
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5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham
selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan
hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah
pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan
nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta
melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham
tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Mei — 13 Juni 2019. Jam
penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 26 — 28 Juni 2019. Penawaran
akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham
untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 1 Juli 2019.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda
jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek.

Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank [e]
Kantor Cabang [e]
Atas Nama: PT Artha Sekuritas Indonesia
Nomor Rekening: [e]

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang
mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai
pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 28 Juni 2019.

pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di
atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan
otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank
lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak
diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan
bilyet giro.
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10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan
menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah
ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali
pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan
langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai
dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan
pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai
dengan jumlah maksimum ([e]%) (e) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan sisanya ([#]%) (e persen) akan
dilakukan penjatahan terpusat (pooling).

i Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi [e]
[#]% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun
tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Manajemen & karyawan
Perseroan melalui ESA, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, penjatahan

tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan
jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; dan

c. Penjatahan pasti dilarang kepada:

i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki [#]% ([e]) atau lebih saham dari suatu
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

ii.  Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan

iii.  Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan b, yang bukan merupakan pihak yang
melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii  Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal [#]% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika
jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang
melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama
atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

i Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan
masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para
Pemesan Saham Yang Terafiliasi.

b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya
lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

i Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa
Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah
Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan
terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat
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ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

Jika para pemesan pegawai Perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah
menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran
dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum
Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan :

a. Terjadi suatu keadaan di luar kkmampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
(tiga) Hari Bursa berturut - turut;
2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b.  Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di
samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi
tersebut dalam media massa lainnya;

b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam poin a;

c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1
(satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana atau membatalkan Penawaran Umum
Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib
mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas dan akan memulai kembali masa

Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum
Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di
Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi dasar penundaan;

2) Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan
masa Penawaran Umum Perdana Saham;

3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana
Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwva material yang terjadi setelah
penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling
kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
lainnya; dan

4) Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan
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Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-
masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan
kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum
Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan
tanggung jawab dari Para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk
mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama
pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Para Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana
Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk
setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian
tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas
segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk
denda keterlambatan, apabila ada).

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:

a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk
dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh
tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila
ada).

b) Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah
diterimanya dari Emiten kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan
kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali
uang pemesanan pembelian (in good funds) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang
disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk
denda keterlambatan, apabila ada).

c) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran
denda kepada para pemesan.

132



14. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil
pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham.

15. Lain —Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham
secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan
sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki
saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan
untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak
terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang
mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin
Emisi efek, dan pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus
bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

133



XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan,
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disusun oleh Fahmy Hoessein & Partners.
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Fahmy Hoesseinand Partners
Advocates and Legal Consultant

Ref No: 002/FH/LO/V/2019 Jakarta, 27 Mei 2019

Kepada Yth.

PT DARMI BERSAUDARA Tbk

JI. Nginden Intan Barat V Blok C4/10
Surabaya, Jawa Timur, 60118

U.p: Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
PT DARMI BERSAUDARA Thk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT DARMI BERSAUDARA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirkan dan
menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia dan berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan’) untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ‘Penawaran Umum Perdana’),
berdasarkan Surat Penunjukan dari Perseroan Nomor: 027/DB-SK/VI11/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 kepada
kami, Konsultan Hukum Fahmy Hoessein & Partners (selanjutnya disebut “F&P’), sebuah konsultan hukum
berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Fahmy Hoessein S.H., MM, selaku Partner yang
terdaftar sebagai Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dengan
pendaftaran Nomor STTD.KH-225/PM.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal (‘HKHPM") Nomor: 200912, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan Uji Tuntas
Dari Segi Hukum atau legal audit (selanjutnya disebut sebagai “Uji Tuntas Dari Segi Hukum”) atas Perseroan dan
menyampaikan Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai “Laporan Uji Tuntas Dari Segi
Hukum’ atau “LUT") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "PSH").

Selanjutnya, tugas utama F&P sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Perdana
untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum atas Perseroan dan menyampaikan LUT serta memberikan PSH
berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsuitan Hukum Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam
Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal (“Standar Profesi”) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (‘UUPM") dan mengacu kepada Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK’) (dahulu bemama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan
LK") Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pemyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan
Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Teriebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil
atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

PSH ini menggantikan secara keseluruhan PSH yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam
surat kami Ref No. 043/FH/LO/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Ref No. 049/FH/LO/X/2018 tanggal 22 Oktober
2018, Ref No. 002/FH/LO/III2018 tanggal 11 Maret 2019, Ref No. 004/FH/ILO/II/2018 tanggal 14 Maret 2019 dan
Ref No. 001/FH/LO/IV/2018 tanggal 11 April 2019.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan merencanakan untuk menawarkan sebanyak-
banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru
yang berasal dari portepel atau sebesar 22,57% (dua puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari modal yang telah
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dengan nilai
nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. [e]
([#]) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai |
)/1 Q:;‘-x
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keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp. [e] {[]). Untuk maksud itu, Perseroan menunjuk PT ARTHA
SEKURITAS INDONESIA sualu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, bertindak sebagai penjamin
pelaksana emisi efek (selanjutnya disebut sebagai “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”) dengan cara penjaminan
kesanggupan penuh (Full Commitment).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara
dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-tUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Persercan Terbatas ("UUPT"). Szham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini
seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Perseroan {idak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, di luar biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan

untuk:

a. Sebesar 80% akan digunakan oleh Perseroan sebagal modal kerja, antara lain sekitar 80% untuk pembelian
bahan baku, sekitar 10% untuk beban pabrikasi, serta sekitar 10% untuk beban pemasaran.

b. Sebesar 20% akan digunakan oleh Perseroan uniuk pembelian aset produksi berupa mesin-mesin pengolahan
kayu yang akan disewakan pada pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan kayu untuk melakukan produksi
khusus untuk memenuhi permintaan Perseroan berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 057/SK-DBA/2018.
Tertanggal 20 Mei 2019. Adapun rincian mesin-mesin yang akan dibeli sebagai berikut:

. - ST Jumiah UnitE et a0
1. Mitsubishi Forkiit 7 Ton (BCM) 2
2 Shenko/ Shen Yuan Moulding Wadskin 1
3. | wnJ6200 Crosscut 4
4, Hinoki Planner i
5 Kuang Yung Single Rip 1
6 Chjianye Mesin Asah Produksi 1
7 Mitsubishi Forkiitt 3,5 Ton 2

Alasan dan perimbangan dilakukannya pembelian aset produksi adalah Perseroan bermaksud
mengsmbangkan kapasitas penjualannya di mana mesin pengolahan kayu sangat diperiukan untuk menunjang
kapasitas produksi. Mesin-mesin tersebut nantinya akan ditempatkan di fasilitas produksi milk Pihak Ketiga
yang memiliki izin pengolahan kayu untuk dioperaskan dalam rangka memenuhi permintaan Perseroan.
Perjanjian Sewa-menyewa yang dibuat antara Perseroan dan Pihak Kefiga akan beriaku efekiif setelah
pembelian mesin-mesin telah dilakukan.

Persercan wajib menyampaikan laporan rezlisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK
secara periodik dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS”} Tahunan Perseroan, sesuai
dengan Peraturan QJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum (*POJK No. 30/2015".

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada QJK dengan mengemukakan alasan beserta
pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlehih

dahulu, sebagaimana diatur dalam PQJK No. 30/2015.
Mx\

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
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1. PSH ini didasarkan pada hasil LUT yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum dari Perseroan
serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT yang memuat
penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PSH ini.

2, PSH ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan fidak dimaksudkan untuk berlaku
atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.

3. Dalam memberikan PSH ini kami telah meneliti dan memeriksa dengan seksama yang mencakup:

I ketentuan-ketentuan hukum yang berlaky; dan

il dokumen-dokumen asli maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan yang
benar dan akurat dari segi dokumen-dokumen aslinya sebagaimana diuratkan dalam PSH dan
LUT.

4, Sepanjang dimungkinkan oleh kelentuan dan prakfek hukum yang bertaku, kami secara fempisah dan
mandiri telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada Perseroan yang kami anggap
relevan untuk memberikan data, informasi, pemyataan, pemeriksaan dan penegasan secara tertentu, baik
tertufis maupun Jisan sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang penfing dan berhubungan erat

dengan Perseroan.

5. Dalam memberikan PSH ini, kami berasumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi,
pemyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan.

6. Dalam memberikan PSH ini kami tidak memberikan pendapat atau penilaian atas kewajaran nilai komersit

atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan
didalamnya atau harta kekayaannya yang terkat.
7. PSH ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama pericde Ujl Tuntas Dari Segi Hukum.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Sesuai dengan ruang lingkup PSH tersebut diatas, kami telah melakukan pemerksaan dan penelitian terhadap

dokumen-dokumen berupa data, pernyataan, penegasan tertentu dan informasi baik secara tertulis maupun lisan,

baik yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Persercan serta kegiatan usahanya, antara lain :

1. Anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian dan anggaran dasar
terakhir serta terkait dengan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua)
tahun terakhir sebelum PSH ini dikeluarkan;

pendaftaran serta pemyataan-pernyataan yang d;benkan atau dlkeluarkan oleh Pemerintah Repubhk
indonesia, dalam hal inf termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan Republik indonesia,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik indonesia serta badan-badan atau instans! Pemerintah lainnya, sehubungan dengan usaha-usaha
dan aktivitas-aktivitas Persercan;

3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha
Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan harta kekayaan Perseroan;

4, Surat Pernyataan-Surat Pemyataan yang dibuat oleh Perseroan, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan
Komisaris; dan

5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang kami anggap periu diperiksa dan ditelti yang berhubungan
dengan Perseroan.

ASUMSI-ASUMSI

PSH ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau
phak ketiga kepada kami adalah ashi dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada
kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberkan kepada kami dalam bentuk fotokopi
atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan

2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pemyataan-pemyataan, dan keterangan-keterangan
serta penegasan-penegasan yang diberkan yang menjedi dasar penyusunan LUT dan PSH ini atau
diperiihatkan oleh Perseroan serta pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, tidak
menyesatkan, tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun fidak dan
sesual dengan keadaan yang sebenamya, seda tidak mengalami perubahan material sampai dengan

tanggal dikeluarkannya PSH ini dan LUT. \
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3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan
perizinan, melakukan pendaftaran, atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang
dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

PSH ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagat berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan olsh para pihak dalam Penawaran Umum Perdana yang
berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka
seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik indonesia yang ada hubungannya dengan
Penawaran Umum Perdana berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (‘KUHPerdata”) khususnya ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1388 KUHPerdata; dan

2. Pelaksanaan kewaijiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana tunduk kepada
peraturan perundangan-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaky umum.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan menelti dokumen-tokumen sebagaimana disebut di atas dan atas dasar dan ruang lingkup
serta asumsi-asumsi tersebut di atas dan menunjuk kepada Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Nomor Ref:
001/FH/LUTIVI2019 tertangoal 27 Mel 2018 ('LUT") serta dengan mentaati kode etk dan standar profesi kami
sebagai konsuitan hukum, maka PSH kami adalah sebagai berikut:

1. Persercan didirikan dengan nama PT Darmi Bersaudara adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik ndonesia, berkedudukan di Kota Surabaya berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 03 tanggal 3 Juni 2010 dibuat dihadapan Ellen, S.H.,
Notaris di Surabaya, telah: ()) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 28 Juli 2010 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor AHU-
37538.AH.01.01.Tahun 2010; dan (i) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor
$17 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI") Nomor 85 tanggal 19 Agustus 2011 ("Akta
Pendirian’,

2. Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akia Pendirian tersebut telah mengalami beberapa
kali perubahan, yang mana terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya
berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perserozn Nomor 3 tanggal 6
September 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur telah: {j)
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
("Menkumham")  sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-
0018432.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal § September 2018; dan (i) diberitahukan, diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republfik Indonesia ("Kemenkumham") sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-
AH.01,03-0240216 tanggal 6 September 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-010217 tanggal 6 September 2018 (*Akta No. 3/2018") yang telah
ditegaskan kembali dengan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 2
tanggal 4 Maret 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, tefah: (i)
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya
Nomer 0011925.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019; dan (ii) diberitahukan diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumhanm sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitshuan Perubahan
Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0130141 tanggal 4 Maret 2018 dan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0130142 tanggal 4 Maret 2019
(“Akta No. 2/2019"). Akta No. 2/2019 memuat tentang:

- Menegaskan kembali persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 150.000.00
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{seratus lima puluh juta) saham baru dan mencatatkan saham-saham Perseroan lersebut pada
Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham
Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

Persetujuan perubshan kembali Anggaran Dasar Perseroan menjadi Anggaran Dasar Perusahaan
Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaky termasuk peraturan di bidang pasar
modal dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana terlampir dalam Keputusan;
Persetujuan pencatatan seluruh ssham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Para Pemegang Saham Perseroan maupun saham Baru pada
Bursa Efek indonesia;

Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengarn
ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/PQJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014;

Persetujuan perubahan struktur permedalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan
sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham
Perseroan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
Persetujuan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta
menetapkan Direktur independen dan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal Keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga).

3. Akta No. 2/2019 felah disesuaikan dengan () Peraturan Bapepam dan LK Nomor [X.J.1 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-179/BL/2008 Tanggat 14 Mei 2008 tentang pokok-pokok
Anggaran Dasar Pefseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik {selanjutnya disebut “Peraturan IX.J.1%), (i) Peraturan QJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ('POJK No. 32/2014"), dan (i} Peraturan CJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"),

4. Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian dan perubahan terakhimya sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 2/2019 felsh dibuat dan diakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan UUPT namun perihal pengumuman dalam BNR! sampai dengan tanggal PSH ini
dikeluarkan, untuk Akta No. 3/2018 sedang proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat
Keterangan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur Nomor 193/NOT/AX2018 tanggal 7
September 2018 dan Akta No. 2//2019 sedang proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat
Keterangan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur Nomor 042/NOTMIN2019 tanggal 6 Maret
2018.

Bahwa untuk pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan dalam BNR! setelah berlakunya UUPT
herdasarkan Pasal 30 UUPT pengumuman dalam BNR! dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak
diterimanya pemberitahuan sebagaimana sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan,

Bahwa Perseroan tidak pemah mendapatkan tuntutan atau gugatan atau teguran baik lisan maupun tertulis
daii pihak yang berwenang sehubungan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan.

5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan fujuan yang
termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 2/2019 ialah beruszha
dalam bidang perdagangan besar, pengangkutan dan pergudangan serta industri pengolahan.
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Untuk mencapal maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama

yaitu:

a. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan yang mencakup perdagangan besar
produk utama kayu-ofahan (Kode KBLI: 4663);

b. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, yang mencakup usaha perdagangan besar bahan
konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, balok bantalan,
kusen pinfufjiendela, daun pintujendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis
interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (Kode
KBLI: 46636).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
penunjang sebagai berikut:

a. Angkutan darat untuk barang mencakup angkutan darat untuk unfuk pengangkutan kayu
gelondongan (Kode KBLI: 4943};

b. Angkutan bermoctor untuk barang umum mencakup pengangkufan barang dengan kendaraan
bermotor yang dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, dengan menggunakan truk, pick up,
dan kontainer (Kode KBLI 49431);

¢. Perdagangan besar bahan bangunan yang mencakup Perdagangan besar kayu kasar (dalam
keadaan belum diolah) Kode KBLI: 4663);

d. Pergudangan dan penyimpanan mencakup penyimpanan barang sementara sebelum barang
tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan fujuan komersil (Kode KBLI: 52101);

e. Industri penggergajian kayu, mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan
dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso {usuk), reng, papan dan sebagainya.
Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayy, tepung kayu,
irisan dan partikel kayu {Kode KBLI: 16101);

f.  Industri pengawetan kayu, mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu,
pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya (Kode KBLE
16102);

g. Industri barang bangunan dari kayu, mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan,
seperti dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu,
lantaiflantal dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan
lainnya yang terpasang menjadi pane, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susunannya,
manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu unfuk
bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk
penyekat ruangan yang berdiri sendiriffumitur) (Kode KBLI: 16221),

h. Industri bangunan prafabrikasi dari kayw, yang mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan
prafabrikasi (Kode KBLI: 16222).

Kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dapat dilakukan Perseroan teleh sesuai
dengan ketentuan angka 4 Peraturan 1X.J.1 dan KBLI 2017.

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha lain selain yang dimuat dalam maksud dan tujuannya
sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Sehubungan dengan Perseroan
menjalankan usahanya, Perseroan berpedoman pada kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan Negara Republik indonesia.

6. Perseroan telah memperoleh izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sampai tanggal PSH
ini masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan terkait izin-izin itu berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik indonesia (“Permendag"} Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan
Ekspor Produk Industi Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 12/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 84/M-DAG/PERA2/2016 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ("Permendag No. 84/2016") dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menihk/Setjen/PHPL.3/3/2016

54
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tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, sebagaimana tercantum dalam:

a.  Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan Nomor 8120113113806 yang dikeluarkan oleh Sistern Oniine
Single Submission ("0$S$") tertanggal 30 November 2018, dengan nama KBL! Perdagangan Besar
Bahan Konstruksi dari Kayu, kode KBLI 46636, NIB merupekan identitas Pelaku Usaha dalam
rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan telah diperolehnya NIB
oleh Perseroan maka Perseroan telah menyesuaikan kegiatan usahanya dengan KBLI dalam
Sistem 0SS;

b.  Izin Usaha sebagaimana dalam Surat lzin Usaha Perdagangan yang diterbitkan kepada
Perseroan dan dikeluarkan oleh Sistem 0SS tertanggal 6 Februari 2019. Surat [zin Usaha
Perdagangan telah berlaku efekfif. 1zin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan
kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

¢. NPWP dengan No. 03.071.048.7-606.000 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan Republik indonesia;

d.  SKT dengan No. $-6039KT/WPJ.11/KP.0403/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng,
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |, Diretorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia;

e. SPPKP dengan No, S-677PKPMPJ.11/KP.0403/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Gubeng, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia;

f. Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor 273.SLK.010-IDN, tanggal penetapan awal 27
Desember 2016, berlaku hingga 26 Desember 2022; dan

g.  Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor 02.059481 tanggal 28 September 2016,

Lebih lanjut, Perseroan tidak pernah mendapat peringatan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk apapun

dari instansi yang berwenang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini dikeluarkan, kegiatan usaha Perseroan dalam bidang perdagangan
dengan produk utama produk kayu olahan dengan demikian kegiatan usaha Perseroan merupakan jenis
usaha atau kegiatan yang fidak berkewafiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
{"AMDAL",

Bahwa sehubungan dengan Persercan tidak wajit memiliki AMDAL berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{("UUPPLH") bahwa setiap usaha denfatau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
wajib memiliki AMDAL. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria; (i) besarnya jumlah penduduk
yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (il) luas wilayah penyebaran dampak; (iil)
intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (vi} banyaknya komponen Iingkungan hidup ain yang akan
terkena dampak; (v} sifat kumulatf dampak; (vi) berbalik atau tidak berbalknya dampak; dan/atau (vii)
keiteria laln sesuai dengan perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi. Lebih kanjut, berdasarkan Pasal
23 UUPPLH bahwa kriteria usaha dar/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajlb dilengkap
dengan AMDAL terdiri atas: (i) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (i) eksploitasi sumber daya
alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (iif} proses dan kegiatan yang secara potensial
dapat menimbulkan pencemaran dan/atay kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; (vi) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan alam, fingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; (v) proses dan
kegiatan yang hasiinya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau
perindungan cagar budaya; {vi) infroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; (vii) pembuatan
dan penggunaan bahan hayali dan nonhayati; (vii) kegiatan yang mempunyai risko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau {ix) penerapan feknolegi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Selanjutnya, bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak
termasuk dalam usaha dan/atau kegiatan yang yang berdampak penting ferhadap lingkungan hidup wajib
memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republi
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Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
AMDAL.

7. Bahwa sejak tanggal Akta Pendirian, telah mengalami beberapa perubahan struktur permodalan dan
perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal PSH ini
dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut:

a, Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.000.000.000,- terbagi atas 2.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp 500.000,-

Modal Ditempatkan Rp 250.000.000,- terbagi atas 500 saham masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp §00.000-

Modal Disetor : Rp 250.000.000,- terbagi atas 500 saham masing-masing saham

dengan nitai nominal Rp 500.000,-

Susunan pemegang saham Persercan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana di atas
adalah sebagal berlkut:

Modal Dasar - Rp 1.000.000.000,

Modal Ditempatkan dan Modal Disefor

1. Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya 100 50.000.000 20
2. Nur Hayati 100 50.000.000 20
3. Abdul Haris Nofianto, S.H. 100 50.000.000 20
4. dr. Siti Zubaidah 100 50.000.000 20
5. Nanang Sumartono Hadiwidjoio, S.H. 100 50.000.000 20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal 500 250.000.000 100
Disetor

Saham Datam Portepel 1.500 750.000.000

b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 01 tanggal 6 Juni
2016 dibuat dihadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya, telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administras! Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Nomor AHU-AH.01.03-0058629 tanggal 13 Juni 2016, yang berisi persetujuan jual beli saham
dalam perseroan yang dimiliki: () Nur Hayati sebanyak 100 saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- kepada Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya; (i} dr. Siti
Zubaidah sebanyak 100 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- kepada

Drs, Mochamad Taufan Hadiwidjaya.

Persetujuan Pemegang Saham atas penjualan saham Perseroan terssbut kemudian
direalisasikan dalam Persetujuan Pemegang Saham dalam Akia Jual Beli Saham Nomor 02
tanggal 6 Juni 2016 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 03 tanggal 6 Juni 2016 yang mana kedua
akta tersebut dibuat di hadapan Ellen, 5.H., Notaris di Surabaya.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan penjualan saham tersebut, maka susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Modal Dasar - Rp 1.000.000.000,- | 2,000 | 1.000.000.000 |

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ' ' o

1. Drs. Mochamad Tayfan Hadiwidjaya 300 150.000.000 80

2. Abdul Haris Nofianto, 8.H. 100 50.000.000 20

3. _Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H, 100 I 50.000,000 20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal | 500 250,000,000 100
Disetor

Saham Dalam Pertepel 1.500 750.000.00_0

¢. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 7
Ckiober 2016 dibuat dihadapan Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, telah diterima dan
dicatat datam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0092535 tanggal 25 Oktober 2016, yang berisi
persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dimilik: {{} Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya
sebanyak 250 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,-; (i) Nanang
Sumartono Hadiwidjocjo, S.H., sebanyak 50 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp
25.000.000,~ (iii) Abduf Haris Nofianto, S.H., sebanyak 50 saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,~; kepada PT Darbe Putra Makmur,

Persetujuan Pemegang Saham atas penjualan saham Perseroan tersebut kemudian
direalisasikan dalam Persetujuan Pemegang Saham dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 02
tanggal 7 Oktober 2016, Akla Jual Beli Saham Nomor 03 tanggal 7 Oktober 2016, dan Akta Jual
Beli Saham Nomor 04 tanggal 7 Oktober 20116 yang mana Ketiga akta tersebut dibuat di hadapan
Eilen, S.H., Notaris di Surabaya.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan penjualan saham terssbut, maka sustnan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:

odal Dasar — Rp 1.000.000.000,- 2.000 1,000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor o
1. Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya 50 25.000.000 10
2. Abdul Haris Nofianto, SH, 50 ~ 25.000.000 10
3. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H 50 25.000.000 10
4. PT Darbe Putra Makmur ' 350 175.000.000 70
Jumlah Medal Ditempatkan dan Modal 500 250.000.000 {00
Disetor
Saham Dalam Portepel 1.500 750.000.000

d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal
11 Agustus 2017 dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya yang telah ditegaskan
kembali berdasarkan Akia Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 01
tanggal 11 September 2017 yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-0017311.AH.01.02 Tahun 2017
tanggal 23 Agustus 2017; dan (i) diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-
0173418 tanggal 21 September 2017 (*Akta No. 01/2017"), yang berisi pengesahan penambahan
modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Penambahan Modal Dasar
Perseroan dari Rp 1.000.000.000,- menjadi Rp 25.000.000.000,- dan penambahan modal disetor

v\\
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Perseroan dari semula Rp 250.000,000- menjadi Rp 6.250.000.000,-, dengan mengeluarkan
modal dalam simpanan sebesar Rp 6.000.000.000,- atau sebanyak 12.000 saham yang diambil
bagian oleh: (i) PT Darbe Putra Makmur sebesar Rp 3.575.000.000,- atau sebanyak 7.150
saham; (i) Nanang Sumarto Hadiwidjojo, S.H., sebesar Rp 1.228.000.000,- atau sebanyak 2.450
saham; (i) Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya sebesar Rp 600.000.000, - stau sebanyak 1.200
saham; dan (iv) Abdul Haris Nofianto, S.H., sebesar Rp 600.000.000,- atau sebanyak 1.200
saham.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor
tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagat

berikut:

Modal Dasar : Rp 25.000.000.000,- terbagi atas 50.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp. 500,000,-

Moda! Ditempatkan Rp 6.250.000.000,- terbagi atas 12.500 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-

Modal Disetor : Rp 8.250.000.000,- terbagi atas 12.500 saham masing-masing

saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan strukfur permodalan sebagaimana di atas
adalah sebagai berikut;

Modal Dasar — Rp 25.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

1. PT Darbe Putra Makmur 7.500 3.750.000.000 60
2. Abdul Haris Nofianto, S.H. 1.250 625.000.000 10
3. Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H. 2,500 1.250.000.000 20
4. Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya 1.250 625.000.000 10
Jumizh Modal Ditempatkan dan Modal 12.500 6.250.000.000 100
Disetor ~

Saham Dalam Portepel ~ 37500 18.750.000.000

¢. Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas Perseroan Nomor 05 tanggal 28 Maret 2018
dibuat di hadapan Ellen, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari
Menkumham sebagaimana dinvatakan dalam  Surat Keputusannya Nomor AHU-
0010039.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018; dan (i) diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Nomor AMU-AH.01.03-0179044 tanggal 4 Mei 2018 dan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0179045 tanggal 4 Mei 2018
{"Akta No. 05/2018"), yang berisi: (i) persetujuan jual beli saham yang telah dilaksanakan, milik:
{a) Nanang Sumanto Hadiwijojo, S.H., sebanyak 2.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya
Rp 1.250.000.000,- kepada PT Cladia Karya Investama; (b} Drs. Mochamad Taufan Hadiwidjaya
sebanyak 1.250 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 625.000.000,- kepada PT Marinay
Betjaya Investama; (c) Abdul Haris Nofianto, S.H., sebanyak 1.250 saham dengan nilai nominal
seluruhnya Rp 625.000.000,- kepada PT Indymike Inti Investama; (i) persetujuan untuk
menambah modal dasar Perseroan dari Rp. 25.000.000,- menjadi Rp 120.000.000.000,-; (iii)
persetujuan menambahkan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 6.250.000.000.-
menjadi Rp 40.000,000.000,- dengan penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan
sebanyak 67.500 saham atau sebesar Rp 33.750.000.000,- dan telah diambil bagian cleh: (a) PT
Darbe Putra Makmur sebesar Rp 24.250.000.000,- atay sebanyak 48.500 saham; (ii} PT Cladia

\
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Karya Investama, sebesar Rp 2.750.000.000,- atau sebanyak 5.500 saham; (i) PT Marinay
Berjaya Investama sebesar Rp 3.375.000.000,- atau sebanyak 6.750 saham; dan (v} PT
Indymike Inti Investama sebesar Rp 3.375.000.000,- atau sebanyak 6.750 saham.

Persetujuan Pemegang Saham atas penjualan saham Perseroan tersebut kemudian
direalisasikan dalam Persetujuan Pemegang Saham dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 02
tanggal 28 Maret 2018, Akta Jua! Beli Saham Nomor 03 tanggal 28 Maret 2018, dan Akta Jual
Beli Saham Nomor 04 tanggal 28 Maret 2018 yang mana ketiga akta tersebut dibuat di hadapan
Ellen, S.H., Notaris di Surabaya.

Selanjutnya setelah ditaksanakan jual beli saham, penambahan medal dasar, dan modal
ditempatkan dan modal disetor tersebut maka struktur permodalan Persercan menjadi sebagai

berikut:

Modal Dasar : Rp 120.000.000.000,- terbagi atas 240.000 szham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp 500.000.-

Modal Ditempatkan ~ : Rp 40.000.000.000,- terbagi alas 80.000 saham masing-masing
saham dengan nitai nominal Rp 500.000,-

Modal Disetor : Rp 40.000.000.000 - terbagf atas 80.000 saham masing-masing

saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana di atas
adalah sebagai berikut:

D p 120.000.000.000, 000 | 120.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ) o )

{.” PT Darbe Puira Makmur 56.000 | 28.000.000.000 | 70
2. PT Cladia Karya Investama 8.000 4.000.000.000 10
3. PT Marinay Berjaya Investama 8.000 | 4.000.000.000 10
4. _PT Indymike Inti Investama 8.000 4.000.000.000 10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal 80.000 40.000,000.000 100
Disetor

Saham Dalam Portepel 160.000 80.000.01:!0.000

. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 30 Mei 2018 dibuat di hadapan Mega Arifah
S.H., MKn., yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan Nomor 01 tanggal 9 Juli 2018 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0221675 tanggal 13 Juli 2018 {"Akta No. 01/2018"), yang berisi
persetujuan mengeluarkan sebanyak 23.000 saham dalam simpanan Perseroan yang diambil
bagian oleh: () PT Darbe Putra Makmur sebanyak 16.100 saham dengan nilai nominal
seluruhnya Rp 8.050.000.000,-; (ii) PT. Indymike Inti Investama sebanyak 2.300 saham dengan
nilai nominal selurubnya Rp 1.150.000.000-; (i) PT Cladia Karya Investama sebanyak 2.300
saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.150.000.000,-; (iv) PT Marinay Berjaya Investama
sebanyak 2.300 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.150.000.000.-, sehingga
seluruhnya berjumiah 103.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
51.500.000.000,-.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan tersebut,
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maka strukiur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 120.000.000.000,- terbagi atas 240.000 saham masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-

Modal Ditempatkan Rp. 51.500.000.000,- terbagi atas 103.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 -

Modal Disetor : Rp. 51.500.000.000,- terbagi atas 103.000 saham masing-masing

saham dengan nitai nominal Rp. 500.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan strukiur permodalan sebagaimana di atas
adalah sebagai berikut

p 120.000.000.000, 10,000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Darbe Putra Makmur 72.100 36.050.000.000 70
2. PT Indymike Inti Investama 10.300 5.150.000.000 10
3. PT Cladia Karya investama 10,300 5.150.000.000 10
4. PT Marinay Berjaya Investama 10.300 5.150.000.000 10
Jumlzh Modal Ditempatkan dan Modal 103.000 51.500.000.000 100
Disetor
Saham Dalam Portepel 137.000 68.500.000.000

g. Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 3 tanggal 6
September 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Keta Jakarta Timur telah; ()
mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya
Nomor AHU-0018432.AH.01.02 Tahun 2018 fanggal 6 September 2018; dan (i) diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direklorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01,03-0240216 {anggal 6 September
2018 dan Surat Penerimaan Pemberifahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-
0102147 tanggal 6 September 2018 {"Akta No. 3/2018"). Akta No. 3/2018 yang berisi persetujuan
peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 120.000.000.000,- menjadi Rp 200.000.000.000,- dan
persetujuan perubahan nilai nominal saham dari Rp 500.000,- menjadi Rp 100, sehingga struktur
penmodalan dan susunan para pemegang saham Persercan pada tanggal PSH ini dikeluarkan adafah
sebagai berikut;

Modal Dasar : Rp 200.000.000.600,- terbagi atas 2.000.000.000 saham masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp 100,-

Modal Ditempatkan . Rp 51.500.000.000.- terbagi atas 515.000.000 saham masing-
masing saham dengan nilai nominal Rp 100,

Modal Disetor : Rp 51.500.000.000.- terbagi atas 515.000.000 saham masing-

masing saham dengan nilai nominal Rp 100,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan strukfur permodalan sebagaimana disebutkan
di atas adalzh sebagai berikut:

= @Rp:100
200.000.000.000

Modal Dasar - Rp 200.000.000.000,
Modal Ditempatkan dan Modal Disefor

2.000.000.000
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1. PT Darbe Putra Makmur 500 36.050.000.000

2. PT Indymike Inti Investama ~51.500.000 | 5.150.000.000 10

3, PT Cladia Karya Investama 51.500.000 | 5.150.000.000 10

4, PT Marinay Berjaya Investama 51.600.000 5.150.000.000 10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal | 515.000,000 | 51.500.000.000 100
Disetor
Saham Dalam Portepel ' 1.485.000.900 148.500.000.000

Bahwa Pemegang Saham telah melakukan setoran secara tunai dan tanda bukti para Pemegang
Saham juga dibuktikan dengan dafiar pemegang saham dan daftar khusus. Hal itu juga dilaksanakan
dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat 2 UUPT.

Bahwa saham-saham yang akan dicatatkan atas nama: () PT Darbe Putra Makmur sebanyak 360,500,000
saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 36.050.000.000,- (i} PT Indymike Inti Investama sebanyak
51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (jii) PT Cladia Karya Investama
sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai neminal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-; (iv) PT Marinay Berjaya
Investama sebanyak 51.500.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 5.150.000.000,-, dengan
mengarnbil bagian dalam saham simpanan Perseroan dan telah disetor secara tunai berdasarkan Akta No.
01/2018 maka saham-saham Perseroan yang telah diambil bagian dan telah disefor oleh para Pemegang
Szham dalam hal peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam
Akta No. 01/2018 dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemiliken atas saham efek bersifat
gkuitas Perseroan tersebut sampal dengan 8 (delapan) bulan sefelah pemyataan pendaftaran menjadi
efektf berdasarkan Peraturan OJK No. 25/FOJK.04/2017 tentang Pembatasan Afas Saham Yang
Diterbitkan Sebalum Penawaran Umum.

Riwayat kepemilikan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun ferakhir
sebelum tanggal PSH ini dikeluarkan telah sah dan beslaku sesuai dengan UUPT, namun perihal
pengumuman dalam BNRI sampai dengan tanggal PSH ini dikeluarkan bahwa: (i) Akta No. 01/2017
sedang dalam proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Ellen, S.H., Notaris di
Surabaya Nomor 01/SKIX/2018 tanggal 5 September 2018; (if} Akta No. 05/2018 sedang dalam proses
pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Eflen, S.H., Notaris di Surabaya Nomor
02/SKIX/2018 tanggal 5 September 2018; (jii) Akta No. 01/2018 sedang dalam proses pengumuman
dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Mega Arfiah, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo Nomor
004/MA/ADM/IX/2018 tanggal 10 September 2018; dan (iv) Akta No. 3/2018 sedang proses
pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Rini Yulfanti, S.H., Notaris di Kota Jakarta
Timur Nomor 193/NOT/1X/2018 tanggal 7 September 2018.

Bahwa untuk pengumuman perubahan anggaran dasar persercan dalam BNRI sefelah beriakunya UUPT
berdasarkan Pasal 30 UUPT pengumuman dalam BNR! difakukan oleh Menkumham dalam wakiu paling
lambat 14 (smpat helas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumbam atau sejak
diterimanya pemberitahuan sebagaimana sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Persercan,

Berdasarkan pemeriksaan oleh F&P, Pengendali Perseroan adalah Nanang Sumartono Hadiwidjojo, S.H
yang secara tidak langsung atas kepemilikan sahamnya pada PT Darbe Putra Makmur sebesar 30%
dan pada PT Marinay Berjaya Investama sebesar 95%.

Sustnan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal ditandatanganinya PSH ini sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 2/2019. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang keseluruhannya

0\
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12.

diangkat untuk untuk masa jabatan 5 {lima) tahun terhitung sejak tangga! Keputusan sampai dengan di
tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang aken
diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direkiur Utama : Nanang Sumartono Hadiwidjcjo, S.H.
Direktur . Abdul Haris Nofianto, S.H.

Direktur : Pandey Sanjay Kumar

Direktur Independen : Lie Kurniawan

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Drs. Mochamad Taufan Hadiwijaya
Komisaris Independen » Dolvy Elvianes

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang beriaku termasuk
namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana fercantum di atas juga telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 33/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Indonesia Nomor 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan
Nomor |-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh
Perusahaan Tercatat {*Peraturan BE| No. I-A"). Selanjutnya, dengan telah dibentuk dan diangkatnya
Direktur Independen dan Komisaris Independen, maka Perseroan juga telah memenuhi persyaratan
pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BE! No. I-A dan POJK No. 33/2014.

Perseroan felah melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2017 sebagaimana termaktub dalam
Keputusan Pemegang Saham Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Persercan tanggal 31 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan yang berisi
keputusan pemegang saham untuk:

a. Menyetujui dan memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku sejak berdiri sampai dengan fahun buku
yang barakhir pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu enam belas (30-12-2018) melewati
batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

b. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017) dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Persercan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan
Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu fujuh belas (31-12-2017} serta pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit ef de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua
tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggotza Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember
dua ribu tujuh belas {(31-12-2017);

¢. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggel
tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017);

d.  Menunjuk Kantor Akuntan Pubik BAMBANG, SUTJIPTO NGUMAR & REKAN selaku Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit pembukuan Perserozan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas
(31-12-2018) dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.
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13.

14,

15.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Tetbuka dan Penawaran Umum
Perseroan terkait dengan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Intemal, Komite Nominasi
dan Remunerasi, Perseroan telah mefakukan hal-hal berikut ini:

a.  Sesuai dengan Peraturan OQJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014"), Perseroan telah
mengangkat Abdul Haris Nofianto, S.H., sebagat Sekretaris Perusahaan terhitung sejek tanggal
6 September 2018 herdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 004/SK/DB/V/2018
tanggal 6 September 2018, dengan demikian pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan
telah memenuhi POJK No. 35/2014.

b.  Sesuai dengan Peraturan QJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK Na. 55/2015"), Perseroan telah membentuk Komite
Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan Nomor 003/SK/DBA/2018 yang berlaku efekiif sejak tanggal 6 September 2018
dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris,
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dolvy Elvianes
Anggota : Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo
Anggota : Ongky Aries Tyanto, S.H.

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit
tanggal 6 September 2018 dan anggota Komite Audit merupakan pihak independen. Dengan
demikian, pembentukan Komite Audit telah memenuhi POJK No. 55/2015.

¢.  Sesuai dengan Peraturan QOJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (*POJK No. 56/2015"), Perseroan telah membentuk Unit
Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Nomor 005/SK/DBNV/2018 ftertanggal
6 September 2018 sebagaimana termakiub dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama
Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Wahyu Lallatul Firdhaus
sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 6 September 2018.

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit
Internal tanggal 6 September 2018, Dengan demikian, pembentukan Unit Audit Internal telah
memenuhi POJK No, 56/2015.

d.  Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Pubik (‘POJK No. 34/20147), Dewan Komisaris Perseroan
dengan ini memutuskan untuk tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi saal ini
sampai dengan dirasa perlu. Oleh karenanya, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan
Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014 dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 003/SK/DB/V/2018 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 6 September 2018.

Dengan demikian, bahwa dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, dibentuknya Komite Audit, Unit

Audit Internal tersebut, Perseroan telah memenuhi POJK No. 35/2014, POJK No. 55/2015 dan POJK
No. 56/2015.

Perseroan tidak memillki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada perusahasn lain atau anak
perusahaan.

Sampai dengan tanggal PSH ini, Perseroan telah memiliki Sertifikat Merek atas nama Perseroan

dengan Nomor Pendaftaran 1DM000618075, Tanggal Penerimaan pada 25 Januari 2017, dengan etiket A/

A\
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merek “Darbe Wood', perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka wakty 10 {sepuluh)
tahun terhitung sefak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 25 Januari 2027, dan jangka waktu
perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), yang dikeluarkan cleh Direktur Merek Direktur Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selain itu
Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek kepada Direktur Merek Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

16. Bahwa 1 (salu) harta kekayaan yang dimiili oleh Perseroan berupa tanah dan hangunan berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1228 yang saat ini sedang dijaminkan pada PT Bank Rakyat
indonesia Thk dan 1 (satu) harta kekayaan yang dikuasai oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 yang saat ini sedang dijaminkan pada PT Bank Syariah
Mandri serta berupa kendaraan bermotor roda empat yang saat ini sedang dijaminkan pada Koperasi
Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai oleh Perseroan adalah sah serta telah didukung
oleh dokumen kepemiikan yang sah bebas dari sengketa/perkara dan tidak dalam penyitaan dan
terhadap harta kekayaan Persercan yang dijadikan jaminan hotang kepada kreditur Perseroan,
prosedur penjaminannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaky.

Bahwa harta kekayaan yang dikuasai oleh Perseroan vaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 77 sedang dalam
proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Notaris Agustina
Amalia, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akla Tanah di Surabaya, Nomor 276A/SK/Cov.NotIV/2019
tertanggal 9 Mei 2019.

Bahwa dalam hal harta kekayaan yang sedang dijaminkan kepada pihak ketiga di atas di eksekusi oleh
pihek ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha
Perseroan,

17. Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan yang berupa aset kendaraan bermotor
roda empat belum dilengkapi dengan polis asuransi untuk menampung resko pertanggungan asuransi
dikarenakan telah habis masa manfaat ekonomisnya dan sedang dijaminkan pada Koperasi Simpan Pinjam
Sejahtera Bersama.

18. Perseroan telah memenuhi ketentuan-kefentuan hukum yang berlaku terhadap Persercan di bidang
ketenagakerjaan antara lain:

a.  Perseroan memiliki 20 (dua puluh) orang tenaga kerja tetap, tanpa tenaga ketja kontrak. Perseroan
telah  melaksanakan Wajib  Lapor Ketenagakerjaan dengan  Nomor  Pendaftaran
60118.01.5329.2018.7.1-20-07-2018 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Perseroan yang terletak di Jalan
Nginden Intan Barat V Blok C-4/10, Nginden Jangkungan, Sukolilo Surabaya Jawa Timur, Kepala
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk ickasi usaha Kantor Perseran dengan kewajiban
mendaftar kembali pada tanggal 20 Juli 2019, dengan felsh melaksanakan kewajiban pefaporan
Ketenagakerjaan maka Perseroan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

b, Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 2 Mel 2018 yang berlaku selama 2 {dua)
tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018, yang tefah memperoleh pengesahan Kepala Dinas
Tenaga Kerfa Kota Surabaya sebagaimana temyata dalam Surat Keputusannya Nomor
560/1386/436.7.8/PP-234/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 tentang Pengesahan Peraturan

Perusahaan Perseroan, dan karenanya sah dan mengikat.
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19,

20.

21,

¢.  Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya tidak dibawah upah minimum
yang berlaku untuk wilayah Kota Surabaya.

d. Perseroan dalam hal menjalankan usahanya melibatkan 1 (satu) orang tenaga kerja asing
bemama Pandey Sanjay Kumar. Perseroan dalam mempekerjakan tenaga kefja asing telah
memiliki:

(1) Surat |zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
Nomor: P2T/301/08.02/VIIlf2018 atas nama Sanjay Kumar Pandey sebagai Direktur
Pemasaran Perseroan, Warga Negara India yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018.
Berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku
Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pinfu atas nama Gubernur Jawa Timur.

(2) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Nomor:
P2T/00576/08.01/VIII/2018 2018 dengan Jumiah Tenaga Kerja Asing: 1 (satu) orang dan
Jabatan: 1 (satu) jabatan yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018, Berlaku sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Administrasi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu atas nama Gubarnur Jawa Timur,

(3) Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS"} Elektronik Nomor 2C11CD1087-S yang diterbitkan pada
tanggal 12 September 2018 dan berlaku hingga tanggal 5 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Surabaya,

Perseroan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan terkait mempekerjakan tenaga
kerja asing.

e.  Perseroan telah mendaftarkan para pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan ('BPJS Ketenagakerjaan’)} (dahulu bemama Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran.

f. Perseroan telah mendaftarkan untuk para pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan ('BPJS Kesehatan") sesual dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan telah memenuhi kewajiban
pembayaran iuran,

Bahwa Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan dan telah menyslesaikan
tanggung jawab pajak Perseroan serta Persercan tidak mempunyai utang Pajak.

Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan terkait kewajiban-kewajiban dalam
melakukan kegiatan usahanya.

Merujuk pada Akta No. 2/2019, Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum Perdana dimana
saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana tersebut merupakan saham-saham
baru yang dikeluarkan melalui portepel dan saham-saham tersebut bebas daripada sengketa atau
perkara, tidak dalam penyitaan dan tidak merupakan jaminan kepada pihak lain. Untuk itu Perseroan
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2/2019

\if

f
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22. Pada tanggal PSH ini, Perseroan telah menandatangani dan menjadi pihak perjanjian-perjanjian
ataupun kesepakatan-kesepakatan material,

Perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat cleh Perseroan dengan pihak lain adalah sebagai

berikut;
a Perjanjian Kredit;
(4) Perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (“BRI) sebagai
berikut:

{a) Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 8 tanggal 14 Agustus 2017 dibuat di
hadapan Hendrikus Carcles, S.H., Notaris di Surzbaya sehagaimana telah diubah
terakhir dengan Akta Perjanjian Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pemberian
Kredit Serta Tambahan {Supplesi) Kredit Nomor 1 tanggal 03 September 2018 dibuat
dihadapan lsy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya;

(b) Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 2 tanggal 3 September 2018 dibuat
dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., MKn., M.H., Notaris di Surabaya.

{5) Perjanjian Kredit dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai berikut;

(a) Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar Nomor 32 tanggal 17
Juli 2012 dibuat di hadapan Fachria, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana diubah
terakhir dengan Akta Addendum Nomor 40 Tanggal 30 November 2018 dibuat di
hadapan Fachiia, S.H., Notaris di Surabaya;

{b) Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 18/007/0752/655//A-
Musyarakah tanggat 13 Januari 2016 dibuat di bawah tangan Addendum Akad Al
Musyarakah Nomor 21/003/0752/685///Al Musyarakah tanggal 18 Januari 2019 dibuat
di bawah tangan;

(¢} Perjanjian Gadai Deposito Nomor. 21/005/0752/655//Deposito tanggal 18 Januari
2018 dibuat di bawah tangan;

(d} Perjanjian Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri Nomor 21/004/0752/655//INKAT
tanggal 18 Januari 2019 dibuat di bawah tangan;

{e) Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 18/226/0752/65/\VI{A!
Musyarakah tanggal 1 Juni 2016 dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Addendum Akad Al-Musyarakah No. 20/052/0752/655/VI/AI
Musyarakah tanggal 8 Juni 2018 dibuat di bawah tangan;

{f} Perjanjian Gadai Deposito Nomor 20/054/0752/655/V(/Depesito tanggal 8 Juni 2018
dibuat di bawah tangan;

{9) Perjanjian Gadai investasi Terikat Syariah Mandiri Nomor 20/053/0752/655/VH/INKAT
tanggal 8 Juni 2018 dibuat di bawah tangan,

b, Perjanjian Kegiatan Usaha:

1) Perjanjian Kerjasama antara CV Jawa Timur Baru dengan Perseroan, Nomor: 015/KTR-
JSIJTB-DB/VIIN2016 tanggal 22 Agustus 2016 dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup;

(2) Perjanjian Jasa Produksi antara PT Jasa Mulia Abadi Raya dengan Perseroan, Nomor;
002/KTR-JS/DB/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

(3) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kebutuhan Produksi antara Qe Ezra
Soeharto, Nomor 001/DB-SPK/111/2018 tanggal 2 Maret 2018 dibuat di bawsh tangan dan
bermaterai cukup;

(4) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kayu antara Willyanto Wijaya Jo dengan
Perseroan, Nomor 001/DB-SPK/X/2018 tanggal 26 Cktober 2018 dibuat dibawah tangan
dan hermaterai cukup;

{5) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Baku Kayu antara Mahmud Subiyantore dengan
Perseroan, Nomor 002/DB-SPK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan
dan bermaterat cukup;

{6) Kontrak Penjualan Produk Kayu antara Ar Han Thai Restaurant Nomor 001/DB-

KP/X1/2018 tanggal 1 November 2018 dibuat dibawah tangan dan bermateral cukup;



Fahmy Hoessein & Partners Pendapat Dari Segi Hukum PT Darmi Bersaudara Thk
Advocates & Legal Consultants Halaman: - 19 -

(7) Kontrak Penjualan Produk Kayu antara Estim International PTE LTD dengan Perseroan,
Nomor 002/DB-KP/XI/2018 tanggal 2 November 2018 dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup;

{8) Kontrak Penjualan Produk Kayu antara Rajgaria Timber PVT LTD dengan Perseroan,
Nomor 001/DB-KP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup;

(9) Kontrak Penjualan Produk Kayu antara Ananya Wood PVT LTD dengan Perseroan,
Nomor C002/DB-KP/X/2018 tanggal 25 Okfober 2018 dibuat dibawah tengan dan
bermaterai cukup;

(10) Kontrak Penjualan Produk Kayu antara D E Exim PVYT LTD dengan perseroan, Nomor
003/DB-KP/X/2018 tanggal 30 Okicher 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup; dan

{11} Kontrak Penjualan Produk Kayu antara M/S SR dengan Perseroan, Nomor 004/DB-
KP/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

c. Pefjanjian Sewa Menyewa:

{1) Perjanjian Sewa Gudang antara CV Jawa Timwr Baru dengan Persercan No. 011/KTR-
DB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;

{2) Perjanjian Sewa Gudang antara PT Jasa Mulia Abadi Raya dengan Perseroan No,
005/KTR-PSCHIMAR-DBAV/2018 tanggal 2 Mei 2018 dibuat di bawah fangan dan
bermaterai cukup; dan

(3) Perjanjian Sewa Menyewa Mesin antara Perseroan dengan PT Jasa Mulia Abadi Raya
No. 057/SK-DBA/2019 tanggal 20 Mei 2019 dibuat di bawah tangan dan bermaterai
cukup,

d. Perjanjian Afiliasi;

(1) Pesjanjian Sewa Bangunan antara Perseroan dengan Drs. Moch Taufan Hadiwidaya
selaku perwakilan dan ahli waris tanggal 1 Februari 2018 dibuat di bawsh tangan dan
bermaterai cukup;

{(2) Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Drs. Mochamad Taufan H. PT Darbe
Jaya Abadi No. 001/DB-KTR//2018 tanggal 2 Januari 2018 dibuat di bawah tangan dan
bermateral cukup;

{3} Perjanjian Pinjam Meminjam antara Nanang Sumartono Hadiwidjojo, SH., dengan
Perseroan tanggal 30 Mei 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;

(4) Perjanjian Pinjam Meminjam antara Abdul Haris Nofianto, S.H., dengan Perseroan
tanggal 31 Agustus 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;

{5) Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan Nanang Sumartono Hadiwidjojo,
S.H., tanggal 31 Agustus 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;

(6) Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan Drs. Mochamad Taufan H.
tanggal 31 Agustus 2018 dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;

(7) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Nanang Sumartono dengan Persercan
tanggal 2 Februari 2018 dibuat dibawah fangan dan bermaterai cukup.

Perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani dan mengikat
Perseroan fersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Bahwa terkait dengan Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diungkapkan dalam LUT, Perseroan
memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengesampingan (waiver) dan/atau persefujuan-persetujuan
yang diperlukan dari kreditur Perseroan yailu BRI sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melaksanakan Penawaran Umum Perdana, pembatasan-pembatasan (negaiive covenants) yang dapat
menghalangi Penawaran Umum Perdana.

Bahwa Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI terkait dengan rencana Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana dan untuk melakukan pengesampingan (waiver) terhadap
ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan bagi Perseroan dalam Perjanjian Kredit, sebagaimana
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23.

24.

termakiub dalam Surat Nomoer B. 6779-KC-DUYPEM/09/2018 tanggal 3 September 2018 perthal Persetujuan

atas Penjualan Saham Perseroan yang memuat hal-hal sebagai berkut;

a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 Tentang Perpanjangan Jangka Wakiu dan Akta
Persetujuan Membuka Kredit (Kredft Investasi) Nomor 2 Tentang Pemberian Kredit Investasi tanggal 3
September 2018, ferkait dengan klausula “Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenant),
maka kami menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;

b. Adapun persetujuan yang kami sampaikan adalah mengenai rencana Penawaran Umum Perdana,
sedangkan terkait dengan hal-hal lain fetap mengacu pada Perjanjian-Perjanjian Kredit sebagaimana
tersebut pada huruf b di atas;

¢. Apabila Penawaran Umum Perdana telah dilakukan, BRI harap Perseroan segera menyerahkan
dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawsh ini pada kesempatan pertama antara lain:

() Akta Notariit mengenai Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
(i) Laporan Hasl Penawaran Umum Perdana;
(i) Laporan Hasil Penjatahan,

Guna memenuhi ketentuan yang berlfaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah

menandatangani:

X Akta Perjanjian Penjaminan Emisl Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No, 5
tanggal 7 September 2018 juncfo Akta Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 7 tanggal 6 Maret 2019 junctis Akta
Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
No. 7 tanggal O April 2019 yang ketiganya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota
Jakarta Timur, yang dalam hal ini PT Artha Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Efek.

ii.  Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 4
tanggal 7 September 2018 juncto Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 6 tanggal 6 Maret 2019 yang keduanya dibuat
dihadapan Rini Yuliant, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini PT Bima Registra
ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek.

ii.  Perjanjlan Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEt Nomor SP-012/SHMWKSEI/0318 tanggal 21
Maret 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan PT Kustodian Sentral Efek
indonesia.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
tersebut di atas sudah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dan telah ditandatangani oleh
pihak yang berwenang mewakili Perseroan, Dengan demikian perjanjian-perjaniian tersebut adalah sah
dan mengikat Perseroan. Selain ifu, perjanjian-perjanjian tersebut juga tfidak bertertangan dengan
Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i) tidak
teribat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun
perkara arbirase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang
berwenang lainnya di Indonesia; (i) tidek ada permohonan kepailtan atau penundaan kewajiban
pembayaran utang yang diajukan terhadaploleh saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang
berwenang di Indonesia; dan (ji)) tidak terfibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadian
yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan,

Bahwa masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau

Klaim atau teguran dan peringatan dari pihak kefiga dan/atau instansi yang berwenang.
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25 Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, bahwa Perseroan:

a.

Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa
atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan
maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau
instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;

Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan
terhadaploleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di
Indonesia; dan

Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban
pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau
pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas
suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu
peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu
hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

26. Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, Perseroan tidak sedang mendapat teguran/peringatan dari pihak
yang berwenang sehubungan dengan perizinan dan perpajakan dalam menjalankan kegiatan
usahanya.

27, Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Dari
Segi Hukum yang kami lakukan.

Demikianiah PSH ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan
mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan serta
kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,

Fahmy Hoessein & Partners

¥ p

Dr, Fahmy Hoessein, S.H., M.M.
STTD No. STTD.KH-225/PM.2/2018
Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636
Anggota HKHPM No. 200912

Tembusan;

1. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
3, Yang terhormat Direksi PT Artha Sekuritas Indonesia.



Xll. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sutjipto Ngumar, CPA (Rekan KAP dengan Nomor
Registrasi Akuntan Publik No. AP 0625) dengan opini tanpa modifikasian.
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Office :
JI. Nginden Intan Barat V Blok C-4/10 Surabaya
East Java - Indonesia

Phone. +62 (031) 5967274, Fax. +62 (031) 5967274

FT CARMI BERSAUDARA

DIRECTORS’ STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS

AND FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

PT DARMI BERSAUADARA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

PT DARMI BERSAUDARA

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama Nanang Sumartono 1. Name Nanang Sumartono

Hadiwidjojo Hadiwidjojo

Alamat Kantor JI. Nginden Intan Barat V blok Office address JI. Nginden Intan Barat V blok
C.4/10 - Surabaya C.4/10 - Surabaya

Alamat domisili JI. Jemursari 1/31-A RT/RW Domicile address as JI. Jemursari 1/31-A RT/RW

sesuai KTP 002/010 Jemur Wonosari stated in ID 002/010 Jemur Wonosari

Wonocolo Surabaya Wonocolo Surabaya

No. Telepon 031-5967274 Phone Number 031-5967274

Jabatan Direktur Utama Position President Director

State that:

Menyatakan bahwa:

1.

Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan PT Darmi Bersaudara
(Entitas).

1.

We are responsible for the preparation and presentation
of the financial statements of PT Darmi Bersaudara

(Entity). _
The financial statements of the Entity have been

2. Laporan keuangan Entitas telah disusun dan disajikan 2.
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di prepared and presented in accordance with Indonesian
Indonesia. Financial Accounting Standards.
3. a.Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas 3. a. Allinformation contained in the financial statements of
telah dimuat secara lengkap dan benar. the Entity is complete and correct.
b.Laporan keuangan Entitas tidak mengandung b. The financial statements of the Entity do not contain
informasi atau fakta material yang tidak benar dan misleading material information or facts and does not
tidak menghilangkan informasi atau fakta material. omit material information or facts.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian 4. We are responsible for the internal control system of the

intern dalam Entitas.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Surabaya, 11 April 2019 / Surabaya, April 11 2019

Direktur Utama /President Director

Entity.

This statement letter is made truthfully.




Laporan No. 00031/3.0067/AU.1/05/0625-3/1/1V/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Darmi Bersaudara

Kami  telah  mengaudit laporan  keuangan
PT Darmi Bersaudara (Entitas) terlampir, yang terdiri dari
laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi
signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material,
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu
opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit
kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami
untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan
melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas
dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang
dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk
penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko
tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian
internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan entitas untuk merancang
prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya,
tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit
juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan
akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta
pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.

Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan

Nomor Izin Usaha KAP : KEP.065/KM.6/2001
License

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MANAGEMENT & TAX CONSULTANT

Report No. 00031/3.0067/AU. 1/05/0625-3/1/1V/2019

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

The Stockholders, Commissioner and Directors
PT Darmi Bersaudara

We have audited the accompanying financial statements
of PT Darmi Bersaudara (Entity), which comprise the
statement of financial position as of December 31, 2018,
2017 and 2016, and the statement of profit or loss and
other comprehensive income, changes in equity, and cash
flows for the years then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s the financial
statements

responsibility  for

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of such financial statements in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards, and for
such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility

QOur responsibility is to express an opinion on such
financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Standards on Auditing
established by the Indonesian Institute of Certified Public
Accountants. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit
to obtain reasonable assurance about whether such
Jinancial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on
the auditors’ judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditors consider internal control
relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.

Head Office : JI. Boulevard Tarn Blok O2 No. 50 Citra Gran, Cibubur, Bekasi - 17435
Telp (021) 8430 3663 Fax. (021) 8430 3664 E-mail : kapbravo@cbn.net.id : kapbsr57@gmail.com

Branch Office : Ji. Pandugo Timur XIll Blok K No. 2 Surabaya Telp. : (031) 8795221, 8714171, Fax. : (031) 8714171 E-mail : ngumarsb@yahoo.com



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh
adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis
bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Darmi Bersaudara tanggal 31
Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan
auditor independen No. 00012/3.0067/AU.1/05/0625-
3/VIII2019 tertanggal 6 Maret 2019 atas laporan
keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan opini tanpa
modifikasian. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Entitas,
Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan
pasar modal.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 39 atas laporan
keuangan, Entitas telah melakukan penyesuaian akun
tertentu dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember

2018 untuk menyesuaikan dengan peraturan yang
relevan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan
dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran
umum saham Entitas di Bursa Efek Indonesia, serta tidak
ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan,
untuk tujuan lain.

Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan

Nomor Izin Usaha KAP : KEP 065/KM.6/2001
License

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MANAGEMENT & TAX CONSULTANT

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements
present fairly, in all material respects, the financial
position of PT Darmi Bersaudara as of December 31,
2018, 2017 and 2016, and their financial performance
and cash flows for the years then ended, in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Prior to this report, we had issued an independent
auditor’s report No. 00012/3.0067/AU.1/05/0625-
3/VII/2019 dated March 6, 2019 for financial statements
of the Entity for the years ended December 31, 2018,
2017 and 2016 expressed an unmodified opinion. In
related with the Entity’s proposed Initial Public Offering,
the Entity have reissued its financial statements for the
aforementioned years then ended to comply with capital
market regulations.

As disclosed in Note 39 to the financial statements, the
Entity have adjustment certain accounts of financial

statements as of December 31, 2018 due to relevant
regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the
prospectus in connection with the proposed initial public
offering of shares of the Entity on Indonesia Stock
Exchange, and is not intended to be, and should not be,
used for any other purposes.

Izin Akuntan Publik / Auditor’s License no. AP. 0625
11 April 2019/ April 11, 2019

Branch Office : JI. Pandugo Timur Xl Blok K No.

Head Office : JI. Boulevard Tarn Blok 02 No. 50 Citra Gran, Cibubur, Bekasi - 17435
Telp (021) 8430 3663 Fax. (021) 8430 3664 E-mail : kapbravo@cbn.net.id : kapbsr57@gmail.com

2 Surabaya Telp. : (031) 8795221, 8714171, Fax. : (031) 8714171 E-mail : ngumarsb@yahoo.com



PT DARMI BERSAUDARA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET

ASET LANCAR
Kas dan bank
Investasi jangka pendek
Piutang usaha —
Pihak ketiga
Piutang lain-lain —
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka pembelian
Pajak dibayar di muka

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TIDAK LANCAR
Taksiran tagihan pajak
Properti investasi (setelah
dikurangi akumulasi
penyusutan pada
tanggal
31 Desember 2018
sebesar
Rp 154.143.434)
Aset tetap
(setelah dikurangi
akumulasi penyusutan
pada tanggal
31 Desember 2018,
2017 dan 2016
masing-masing sebesar
Rp 371.234.422,
Rp 482.948.207 dan
Rp 432.897.552)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya

JUMLAH ASET TIDAK
LANCAR

JUMLAH ASET

Catatan/
Notes 2018 2017 2016
2¢, 2d, 4 389.923.099 158.784.017 27.861.503
2d,5 3.000.000.000 - -
2d,6 . - 281.414.750
2d, 2e,
26 5.840.000.000 14.800.000.000 219.020.507
2f, 7 2.519.038.702 1.369.581.192 -
8 52.277.679.583 4.875.221.227 3.556.216.407
2m, 27a 1.853.978.443 487.781.374 -
65.880.619.827  21.691.367.810 4.084.513.167
2m, 27b 436.630.127 - -
2g,9 6.785.927.766 ’ L
2h, 10 500.596.826 7.485.582.941 6.034.212.396
2m, 27f 64.392.014 67.428.426 54.199.107
13.882.000 . .
7.801.428.733 7.553.011.367 6.088.411.503
73.682.048.560  29.244.379.177  10.172.924.670

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash and banks
Short-term investment
Trade receivables —
Third parties
Other receivables —
Related parties
Inventories
Advance to suppliers
Prepaid taxes

TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS
Estimated claim for tax refund

Investment property
(net of accumulated
depreciation as of
December 31, 2018
amounted to
Rp 154,143,434)

Fixed assets
(net of accumulated
depreciation as of
December 31, 2018, 2017
and 2016 amounted fo
Rp 371,234,422,
Rp 482,948,207 and
Rp 432,897,552,
respectively)

Deferred tax assels

Others assets

TOTAL NON-
CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS




PT DARMI BERSAUDARA PT DARMI BERSAUDARA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016 DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/
Notes 2018 2017 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA SHORT-TERM
PENDEK LIABILITIES
Utang bank 2d, 11 13.770.080.000 9.910.619.685 5.666.652.019 Bank loans
Utang usaha — Trade payables —
Pihak ketiga 2d, 12 747.082.227 2.198.179.238 - Third parties
Utang lain-lain — Other payables —
Pihak ketiga 2d, 13 252.306.130 377.306.130 600.000.000 Third parties
Utang pajak 2m, 27c 827.599.932 58.115.443 19.807.597 Taxes payable
2d, 2k,
Beban masih harus dibayar 14 39.500.000 - - Accrued expenses
Uang muka penjualan 15 1.164.257.307 6.786.688.540 . Sales advance
Utang bank jangka panjang
— bagian yang jatuh tempo Long term bank loan —
dalam satu tahun 2d, 16 335.440.000 186.316.535 163.422.749 current maturities
JUMLAH LIABILITAS TOTAL SHORT-
JANGKA PENDEK 17.136.265.596 19.517.225.571 6.449.882.365 TERM LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA LONG-TERM
PANJANG LIABILITIES

Utang bank jangka panjang —
setelah dikurangi bagian

yang jatuh tempo dalam Long-term bank loan — net
satu tahun 2d, 16 1.269.900.000 1.588.014.497 1.784.331.032 of current maturities
Liabilitas diestimasi atas Estimated liabilities
imbalan kerja 2j,17 257.56B.055 269.713.704 216.796.426 for employee benefits
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LONG-TERM
JANGKA PANJANG 1.527.468.055 1.867.728.201 2.001.127.458 LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS 18.663.733.651 21.384.953.772 8.451.009.823 TOTAL LIABILITIES




PT DARMI BERSAUDARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2017 2016

EKUITAS EQUITY
Modal saham -

nilai nominal Rp 100 Capital stock — par value

per saham pada tanggal Rp 100 per share as of

31 Desember 2018 dan December 31, 2018 and

Rp 500.000 per saham Rp 500,000 per share,

masing-masing pada respectively as of

tanggal 31 Desember December 31,

2017 dan 2016 2017 and 2016
Modal dasar —

2.000.000.000, 50.000 Authorized —

dan 2.000 saham 2,000,000,000, 50,000

masing-masing pada and 2,000 shares

tanggal respectively as of

31 Desember 2018, December 31, 2018,

2017 dan 2016 2017 and 2016
Modal ditempatkan dan

disetor penuh -

515.000.000, 12.500 Issued and

dan 500 saham fully paid capital -

masing-masing 515,000,000, 12,500 and

pada tanggal 500 shares, respectively

31 Desember 2018, 2017 as of December 31,

dan 2016 18 51.500.000.000 6.250.000.000 250.000.000 2018, 2017 and 2016
Saldo laba Retained eamings

Dicadangkan - - - Appropriated

Belum dicadangkan 3.446.800.120 1.593.421.399 1.484.704.764 Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya 2j, 28 16.004.006 7.210.083 Other equity component
JUMLAH EKUITAS 55.018.314.909 7.859.425.405 1.721.914.847 TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND

EKUITAS 73.682.048.560 29.244.379.177  10.172.924.670 EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of
the financial statements.



PT DARMI BERSAUDARA

LAPORAN LABA RUGI

DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2018 2017 2016

PENJUALAN BERSIH 2k, 19 37.623.881.263 21.725.764.319 4.877.871.425 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN 2k, 20 (31.228.187.027) (17.788.315.279) (3.218.892.810) COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO 6.395.694.236 3.937.449.040 1.658.978.615 GROSS PROFIT

2e, n2k,

Pendapatan lain-lain 21,26 1.077.904.124 236.343.001 199.964 Other income
Beban penjualan 2k, 22 (1.395.268.305) (2.026.595,348) (109.796.193) Selling expenses
General and

Beban umum dan administrasi 2k, 23 (2.001.871.130) (900.284.054) (501.862.591)  administrative expenses
Beban pendanaan 2k, 24 (1.376.755.486) (1.004.748.243) (987.813.713) Financing expenses
Beban pajak final 2m (24.000.000) - (48.778.714) Final tax expenses
Beban lain-lain 2k, 25 (264.755.805) (73.219.195) (50.424.729) Other expenses
INCOME (LOSS)

LABA (RUGI) SEBELUM BEFORE PROVISION

TAKSIRAN PENGHASILAN FOR TAX INCOME

(BEBAN) PAJAK 2.410.947.634 168.945.201 (39.497.361) (EXPENSE)
TAKSIRAN PENGHASILAN PROVISION FOR TAX

(BEBAN) PAJAK 2m, 27d INCOME (EXPENSE)
Kini (573.036.096) (56.389.193) - Current
Tangguhan 15.467.183 16.160.627 59.508.516 Deferred
Jumlah Taksiran Penghasilan Total Provision for

(Beban) Pajak (557.568.913) (40.228.566) 59.508.516 Tax Income (Expense)
INCOME FOR

LABA TAHUN BERJALAN 1.853.378.721 128.716.635 20.011.155 THE CURRENT YEAR




PT DARMI BERSAUDARA

LAPORAN LABA RUGI

DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes 2018

2017

2016

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali

atas program imbalan
pasti 2j, 17 74.014.378

Pajak penghasilan
terkait pos yang tidak
akan direklasifikasi ke
laba rugi (18.503.595)

11.725.231

(2.931.308)

21.237.633

(5.309.4089)

Jumlah Penghasilan
Komprehensif Lain Tahun
Berjalan Setelah Pajak 55.510.783

8.793.923

15.928.224

JUMLAH LABA
KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 1.908.889.504

137.510.558

35.939.379

LABA PER SAHAM DASAR 20, 29 5

5

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
secara keseluruhan.

OTHER COMPREHENSIVE
INCOME

Itemn not to be
reclassified to profit or
loss:

Remeasurement of
defined benefit plan

Income tax related to
item not to be
reclassified to profit or loss

Total Other Comprehensive
Income for Current Year —
Net of Tax

TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME FOR
THE CURRENT YEAR

BASIC EARNINGS
PER SHARE

Direktur Utama

See accompanying Notes to the Financial Statements

which are an integral part of

the financial statements.



PT DARMI BERSAUDARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

~ Modal Saldo Laba/ Retained Earnings Komponen
Ditempatkan dan Ekuitas
Disetor Penuh/ Belum Lainnya/Other Jumlah
Catatan/ Issued and Fully Dicadangkan/ Dicadangkan/ Equity Ekuitas/
Notes Paid Capital Appropriated Unappropriated Component Total Equity
Saldo 31 Desember 2015 250.000.000 - 1.444.693.609 (8.718.141) 1.685.975.468 Balance, December 31, 2015
Jumlah laba komprehensif tahun Total comprehensive income for the
berjalan - - 20.011.155 15.928.224 35.939.379 current year
Saldo 31 Desember 2016 250.000.000 - 1.464.704.764 7.210.083 1.721.914.847 Balance, December 31, 2016
Setoran modal 18 6.000.000.000 - - - 6.000.000.000 Additional paid-in capital
Jumlah laba komprehensif tahun Total comprehensive income for the
berjalan - - 128.716.635 8.793.923 137.510.558 current year
Saldo 31 Desember 2017 6.250.000.000 - 1.593.421.399 16.004.006 7.859.425.405 Balance, December 31, 2017
Setoran modal 18 45.250.000.000 - - - 45.250.000.000 Additional paid-in capital
Jumlah laba komprehensif tahun Total comprehensive income for the
berjalan - - 1.853.378.721 55.510.783 1.908.889.504 current year
Saldo 31 Desember 2018 51.500.000.000 - 3.446.800.120 71.514.789 55.018.314.909 Balance, December 31, 2018

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of

the financial statements.



PT DARMI BERSAUDARA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI

Kas diterima dari pelanggan
Kas dibayar kepada pemasok
Kas dibayar kepada karyawan

Kas yang diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas
operasi

Penerimaan penghasilan
bunga

Pembayaran beban bunga
Pembayaran pajak penghasilan
Penerimaan lain-lain

Kas Bersih yang Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas
Operasi

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan investasi jangka

pendek
Pembelian aset tetap

Kas Bersih yang Digunakan
untuk Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN

Penambahan utang bank

Pembayaran (penambahan)
piutang lain-lain — pihak
berelasi

Pembayaran utang
lain-lain — pihak berelasi

Penambahan utang bank jangka
panjang

Pembayaran utang bank jangka
panjang

Pembayaran utang lembaga
keuangan

Setoran modal

Kas Bersih yang Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas
Pendanaan

KENAIKAN BERSIH KAS DAN
BANK

KAS DAN BANK
AWAL TAHUN

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian

Catatan/

Notes 2018 2017 2016
6, 15, 19 32.001.450.030 28.793.867.609 5.019.487.305
(83.163.277.902) (22.760.060.895) (2.377.446.555)
(2.635.936.777) (551.125.170) (344.400.000)
(53.797.764.649) 5.482.681.544 2.297.640.750
21 43.693.221 619.307 199.964
24 (1.376.755.486) (1.004.748.243) (987.813.713)
27 (99.981.857) (31.498.012) (31.866.547)
21 579.128.570 235.723.694 -
(54.651.680.201) 4.682.778.290 1.278.160.454
5 (3.000.000.000) - -
10 (7.650.000) (51.421.200) (5.468.593.500)
(3.007.650.000) (51.421.200) (5.468.593.500)
11 3.859.460.315 4.243.967.666 3.966.652.019
26 2.960.000.000 (8.580.979.493) (219.020.507)
- - (1.447.317.601)
16 - - 2.000.000.000
16 (178.991.032) (163.422.749) (52.246.219)
- - (44.963.113)
18 51.250.000.000 - -

57.890.469.283

(4.500.434.576)

4.203.104.579

231.139.082 130.922.514 12.671.533
158.784.017 27.861.503 15.189.970
389.923.099 158.784.017 27.861.503

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

secara keseluruhan.

CASH FLOWS FROM

OPERATING ACTIVITIES

Cash received from
customers

Cash payment to suppliers

Cash payment to employees

Cash provided by (used for)
operating activities

Cash receipt from interest
Income

Cash payment of financing
expenses

Cash payment of income tax

Other cash receipt

Net Cash Provided by
(Used for) Operating
Activities

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES

Placement of short-term
investment

Purchase of fixed assets

Net Cash Used for
Investing Activities

CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES
Addition of bank loans
Payment (addition) of
other receivables —
related parties
Payment of other payables —
related parties
Addition of long-term
bank loan
Payment of long-term
bank loan
Payment of financial
institution loan
Additional paid-in capital

Net Cash Provided by
(Used for) Financing
Activities

NET INCREASE IN
CASH AND BANKS

CASH AND BANKS AT
BEGINNING OF YEAR

CASH AND BANKS
AT END OF YEAR

See accompanying Notes to the Financial Statements
which are an integral part of
the financial statements.



PT DARMI BERSAUDARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian Entitas a. The Entity’s Establishment

PT Darmi Bersaudara (Entitas) didirikan berdasarkan
Akta Notaris Ellen, S.H., Notaris di Surabaya, No. 3,
tanggal 3 Juni 2010. Akta tersebut telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat
No. AHU-37538.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal
29 Juli 2010. Anggaran Dasar Entitas telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
dengan akta Notaris Rini Yulianti, S.H., No. 3,
tanggal 6 September 2018, mengenai peningkatan
modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor
penuh Entitas. Perubahan ini telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia  sebagaimana

dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Entitas
No. AHU-AH.01.03-0240216, tanggal

6 September 2018 (lihat Catatan 18).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas,
ruang lingkup kegiatan Entitas dalam bidang usaha
meliputi perdagangan, pengangkutan,
pembangunan, jasa, pertanian, perbengkelan, dan
percetakan. Sejak Januari 2017, kegiatan utama
Entitas adalah menjalankan usaha dalam bidang
perdagangan produk kayu olahan, sedangkan
sebelum Januari 2017 adalah perdagangan ayam
karkas.

Entitas berkedudukan di Jl. Nginden Intan Barat V
blok C.4/10, Kelurahan Nginden Jangkungan,
Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Entitas memulai operasi komersialnya pada tahun
2010.

. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
Susunan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

Komisaris
Komisaris Utama

Direksi
Direktur Utama

Mochamad Taufan Hadiwijaya

Nanang Sumartono Hadiwidjojo
Direktur : Abdul Haris Nofianto
: Sanjay Kumar Pandey

PT Darmi Bersaudara (the Entity) was established
based on the Notarial Deed of Ellen, S.H., Notary in
Surabaya, No. 3, dated June 3, 2010, which was
approved by the Ministry of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia based on letter
No. AHU-37538.AH.01.01.Tahun 2010, dated
July 29, 2010. The Entity’s Articles of Association
had been amended several times, the last
by Notarial Deed No. 3, dated September 6, 2018
of Rini Yulianti, S.H., concerning increasing of the
Entity’s authorized and issued and fully paid capital.
This amendment had been received and registered
in The Legal Administration System of the
Directorate General of Public Law Administration of
The Ministry of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia as stated in the
Letter of Receipt of Notification of Changes
in Entity’s Articles of Associaton
No. AHU-AH.01.03-0240216, dated September 6,
2018 (see Note 18).

In accordance with Article 3 of the Entity’s Articles of
Association, the Entity’s scope of activities
comprises trading, transportation, construction,
service, plantations, workshop and printing.
Since January 2017, the Entity main activity is
conducting business in the field of trading of
processed wood products, whereas before January
2017 is the trade of chicken carcass.

The Entity is domiciled in JI. Nginden Intan Barat V
blok C.4/10, Nginden Jangkungan, Sub-district
Sukolilo, Surabaya, East Java.
The Entity started its commercial operations in
2010.

. Commissioner, Directors, Audit Comittee and

Employees

The members of the Entity’s Commissioner and
Directors as of December 31, 2018, 2017, and
2016, were as follows:

Commissioner
President Commissioner

Directors
President Director
Directors
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
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(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Tentang
Pembentukan Komite Audit Pengganti Rapat Dewan
Komisaris No. 003/SK/DB/V/2018 tanggal

6 September 2018, Entitas telah membentuk Komite
Audit, yaitu sebagai berikut:

Audit Committee

Based on Decision Letter of Formation of the
Audit Committee Substituting the Board of
Commissioners' Meeting No. 003/SK/DB/V/2018,
dated September 6, 2018, the Entity has
established Audit Committee, as follows:

Komite Audit Audit Committee
Ketua Komite Audit Dolvy Elvianes Head of Audit Committee
Anggota Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo Member
Anggota Ongky Aries Tyanto, S.H. Member
Unit Audit Internal Unit Internal Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Based on Directors’ Decision Letter

No. 005/SK/DB/V/2018, tanggal 6 September 2018,
Entitas telah membentuk Unit Audit Internal, yaitu
sebagai berikut:

Unit Audit Internal
Ketua Unit Audit Internal

Wahyu Lailatul Firdhaus

No. 005/SK/DB/V/2018, dated September 6, 2018,
the Entity has established Unit Internal Audit, as
follows:

Unit Internal Audit
Head of Unit Internal Audit

Anggota Dian Permata Sari Member
Anggota Berliana Mutiara Fani Member
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Penunjukan, tanggal Based on letter of appointment, dated
6 September 2018, telah menunjuk September 6, 2018, the Entity had appointed

Abdul Haris Nofianto, S.H., untuk menjadi Sekretaris
Perusahaan.

Entitas memiliki 9, 8 dan 8 karyawan tetap
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan lkatan Akuntan Indonesia serta Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas,
disusun berdasarkan pada saat terjadinya (accrual
basis) dengan konsep biaya perolehan (historical
cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun
berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan
dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun
tersebut.

2.

Abdul Haris Nofianto, S.H., to be the Corporate
Secretary.

The Entity have 9, 8 and 8 permanent employees
as of December 31, 2018, 2017 and 2016,
respectively.

SUMMARY  OF
POLICIES

SIGNIFICANT  ACCOUNTING

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation
and presentation on the financial statements, and
have been prepared and presented in accordance
with  the Indonesian Financial ~Accounting
Standards which include Statements and
Interpretations of Financial Accounting Standards
issued by Financial Accounting Standards Board
of the Indonesian Accountant Institute and
Regulation of the Financial Services Authority
(formerly Financial Institution Supervisory Agency
Regulations) regarding Guidelines for the

Presentation and Disclosures of Financial
Statements of Listed Entity.
b. Basis of Preparation of the Financial

Statements

The financial statements, except for the statement
of cash flows, have been prepared on the accrual
basis using historical cost concept of accounting,
except for certain accounts which are measured
on the bases described in the related accounting
policies.
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PT DARMI BERSAUDARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar
dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang
dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk
menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu
transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran.

Laporan arus kas disajikan
langsung yang dikelompokkan
operasi, investasi dan pendanaan.

dengan metode
dalam aktivitas

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan
dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
Standar  Akuntansi Keuangan di Indonesia
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi.
Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk
membuat pertimbangan dalam proses penerapan
kebijakan akuntansi Entitas. Area yang kompleks
atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih
tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat
berdampak signifikan terhadap laporan keuangan
diungkapkan di Catatan 3.

Penerapan dari standar baru dan revisi berikut yang
berlaku tanggal 1 Januari 2018, tidak menimbulkan
perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi

Historical cost is generally based on the fair value
of the consideration given in exchange for goods
and services.

Fair value is the price that would be received to
sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between market participants at
the measurement date.

The statement of cash flows are presented using
the direct method, which cash flows were
classified into operating, investing and financing
activities.

The functional and reporting currency used in the
financial statements is Indonesian Rupiah.

The preparation of financial statements in
conformity with Indonesian Financial Accounting
Standards requires the use of certain critical
accounting  estimates. It also requires
management to exercise its judgement in the
process of applying the Entity’s accounting
policies. The areas involving a higher degree of
judgement or complexity, or areas where
assumptions and estimates are significant to the
financial statements are disclosed in Note 3.

The implementation of the following new and
revised standards with an effective date on
January 1, 2018, did not result in significant

Entitas dan efek material terhadap laporan changes to the accounting policies of the Entity
keuangan: and material effect on the financial statements:
e Amandemen PSAK No. 2, mengenai “Laporan e Amendment of PSAK No. 2, regarding
Arus Kas: tentang Prakarsa Keuangan”. “Statements of Cash Flows: concerning
Financial Initiative”.
e Amandemen PSAK No. 13, mengenai “Properti e Amendment of PSAK No. 13, regarding

Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi”. “Investment Property about Transfers of
Investment Property”.
e Amandemen PSAK No. 15 mengenai “Investasi e Amendment of PSAK No. 15, regarding
pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”. “Investment in Associates and Joint Venture”.
e Amandemen PSAK No. 46, mengenai “Pajak e Amendment of PSAK No. 46, regarding

Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak
Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.

‘Income Tax: concerning Recognition of
Deferred Tax Asset for Unrealized Loss”.

e Amandemen PSAK No. 53, mengenai e Amendment of PSAK No. 53, regarding
“Pembayaran Berbasis Saham  Tentang “Share-Based Payment about Classification
Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi and Measurement of Share-based Payment
Pembayaran Berbasis Saham”. Transaction”.

e Amandemen PSAK No. 67, mengenai e Amendment of PSAK No. 67, regarding
“Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas “Disclosure of Interests in Other Entities”.
Lain”.

e PSAK No. 69, mengenai “Agrikultur’ dan e PSAK No. 69, regarding ‘Agriculture” and
Amandemen PSAK No. 16, mengenai “Aset Amendment of PSAK No. 16, regarding
Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif”. “Property, Plant and Equipment about

Kas dan Bank

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai “Laporan
Arus Kas”, kas dan bank terdiri dari kas dan kas di
bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atas
liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi
penggunaannya.
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Agriculture: Bearer Plants”.
Cash and Banks

According to PSAK No. 2, regarding “Statements
of Cash Flows”, cash and banks consists of cash
and cash in bank which are not pledged as
collaterals for liabilities and others loans and not
restricted.
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Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 55, mengenai “Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, instrumen
keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan
awal sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan
atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi
perjanjian kontraktual. Instrumen keuangan diakui
pada saat Entitas menjadi pihak dalam ketentuan
kontraktual instrumen.

Instrumen keuangan diakui pada awalnya sebesar
nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung saat perolehan atau
menerbitkan instrumen keuangan, kecuali untuk aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi, pada awalnya diukur pada nilai
wajar, tidak termasuk biaya transaksi (yang diakui
dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain).

Instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak dapat
ditentukan, diukur pada biaya dan diklasifikasikan
sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Aset Keuangan

Entitas mengklasifikasikan aset keuangan dalam
kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
(i) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;
(iif) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan
(iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset
keuangan tersebut diperoleh. Manajemen
menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada
saat pengakuan awal. Aset keuangan tidak diakui
apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu
investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan
Entitas telah mentransfer secara substansial seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan
tersebut.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan
yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan.
Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam
kelompok ini jika diperoleh terutama untuk
tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif
juga diklasifikasikan  sebagai  kelompok
diperdagangkan kecuali yang merupakan
kontrak jaminan keuangan atau instrumen
lindung nilai yang ditetapkan efektif.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perubahan nilai wajar dari aset keuangan ini
disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan  komprehensif lain  sebagai
“keuntungan (kerugian) lain-lain — bersih” di
dalam periode terjadinya.

11

d. Financial Instruments

According to PSAK No. 55, regarding “Financial
Instruments: Recognition and Measurement”,
financial instruments are classified on initial
recognition as a financial asset, a financial liability
or an equity instrument in accordance with the
substance of the contractual arrangement.
Financial instruments are recognized when the
Entity become a party to the contractual provisions
of the instrument.

Financial instruments are recognized initially at fair
value plus transaction costs that are directly
attributable to the acquisition or issue of the
financial instrument, except for financial assets at
fair value through profit or loss, which are initially
measured at fair value, excluding transaction costs
(which is recognized in profit or loss and other
comprehensive income).

Equity instruments for which fair value is not
determinable, are measured at cost and are
classified as available-for-sale financial assets.

Financial Assets

The Entity classifies their financial assets into the
categories of: (i) financial assets at fair value
through profit or loss; (i) held-to-maturity
investments; (iii) loans and receivables; and
(iv) available-for-sale financial assets.

The classification depends on the purpose for
which the financial assets were acquired.
Management determines the classification of its
financial assets at initial recognition. Financial
assets are derecognized when the rights to
receive cash flows from the investments have
expired or have been transferred and the Entity
has transferred substantially all risks and rewards
of ownership.

(i) Financial assets at fair value through profit or
loss

Financial assets at fair value through profit or
loss are financial assets are obtained and held
for trading. A financial asset is classified in this
category if acquired principally for the purpose
of selling in the short-term. Derivatives are also
categorized as held for trading unless they are
financial guarantee contracts or designated as
hedges. Gains or losses arising from changes
in fair value of the financial assets are
presented in the statement of profit or loss and
other comprehensive income within “other
gains (losses)-net” in the period in which they
arise.
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(ii)

Pendapatan dividen dari aset keuangan ini
diakui di dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian
dari pendapatan lain-lain  pada  saat
ditetapkannya hak Entitas untuk menerima
pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui
sebesar nilai wajar dan biaya transaksi
dibebankan pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, dan kemudian
diukur pada nilai wajarnya.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai
aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan
dalam 12 bulan; sebaliknya, diklasifikasikan
sebagai tidak lancar.

Pada tanggal, 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, Entitas tidak memiliki aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
adalah aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
jatuh temponya telah ditetapkan, serta Entitas
mempunyai intensi positif dan kemampuan
untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga
jatuh tempo, kecuali:

a) investasi yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan sebagai aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan laba
rugi;

b) investasi yang ditetapkan oleh Entitas
dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan

¢) investasi yang memenuhi definisi pinjaman
yang diberikan dan piutang.

Investasi di atas dimasukkan di dalam aset tidak
lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau

manajemen bermaksud untuk melepasnya
dalam waktu 12 bulan dari akhir periode
pelaporan.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung dan kemudian diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung
dengan menggunakan metode suku bunga
efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian
dari pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, Entitas tidak memiliki investasi yang
dimiliki hingga jatuh tempo.
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(ii)

Dividend income from the financial assets at
fair value through profit or loss is recognized in
the statement of profit or loss and other
comprehensive income as part of other income
when the Entity’s right to receive payments is
established.

Financial assets at fair value through profit or
loss are initially recognized at fair value and

transaction costs are expensed in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income and subsequently

carried at fair value.

Assets in this category are classified as current
assets if expected to be settled within
12 months; otherwise, they are classified as
non-current.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the
Entity have no financial assets at fair value
through profit or loss.

Held-to-maturity investments

Held-to-maturity  investments are  non-
derivative financial assets with fixed or
determinable payments and fixed maturities
that the Entity has the positive intention and
ability to hold to maturity, except for:

a) investments that upon initial recognition are
designated as financial assets at fair value
through profit or loss;

b) investments that are designated in the
category of available-for-sale; and

c) investments that meet the definition of
loans and receivables.

They are included in non-current assets unless
the investment matures or management
intends to dispose of it within 12 months of the
end of the reporting period.

Held-to-maturity investments are initially
recognized at fair value including directly
attributable transaction costs and subsequently
carried at amortized cost using the effective
interest method.

Interest on the investments calculated using
the effective interest method is recognized in
the statement of profit or loss and other
comprehensive income as part of other
income.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the
Entity have no held-to-maturity investments.
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(iii)

(iv)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah
aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut
dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk
yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan
setelah  akhir periode pelaporan. Aset
keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak
lancar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung dan kemudian diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang
digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari instrumen keuangan dan
metode untuk mengalokasikan pendapatan
bunga atau biaya selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang
secara tepat mendiskontokan  estimasi
penerimaan atau pembayaran kas masa depan
(mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang
dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam
kontrak yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya
transaksi dan premium dan diskonto lainnya)
selama perkiraan umur instrumen keuangan,
atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang
lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat
bersih dari aset keuangan pada saat
pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga
efektif untuk instrumen keuangan selain dari
instrumen keuangan FVTPL.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, pinjaman yang diberikan dan piutang
meliputi bank, investasi jangka pendek, piutang
usaha dan piutang lain-lain.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual
adalah aset keuangan non-derivatif yang
ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau
yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman
yang diberikan dan piutang, investasi yang
dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan
di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya
jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk
melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir
periode pelaporan.
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(iii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. Loans and receivables are included in
current assets, except for maturities more than
12 months after the end of the reporting period.
These are classified as non-current assets.

Loans and receivables are initially recognized
at fair value including directly attributable
transaction costs and subsequently carried at
amortized cost using the effective interest
method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of
calculating the amortized cost of a financial
instrument and of allocating interest income or
expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that
exactly discounts estimated future cash
receipts or payments (including all fees and
points paid or received that form an integral
part of the effective interest rate, transaction
costs and other premiums or discounts)
through the expected life of the financial
instrument, or where appropriate, a shorter
period to the net carrying amount on initial
recognition.

Income is recognized on an effective interest
basis for financial instruments other than those
financial instruments at FVTPL.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016,
loans and receivables consist of banks, short-
term investment, trade receivables and other
receivables.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-
derivative financial assets that are designated
as available-for-sale or that is not classified as
loans and receivables, held-to-maturity
investments and financial assets at fair value
through profit or loss. They are included in
non-current assets unless the investment
matures or management intends to dispose of
them within 12 months of the end of the
reporting period.
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Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah
biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung. Setelah pengakuan awal, aset
keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar,
dimana keuntungan atau kerugian diakui di
ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat
penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian
akibat perubahan nilai tukar, sampai aset
keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.
Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual
mengalami penurunan nilai, maka akumulasi
keuntungan atau kerugian yang sebelumnya
telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual
yang dihitung dengan metode suku bunga
efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian
dari pendapatan lain-lain. Dividen atas
instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual
diakui di dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian
dari pendapatan lain-lain pada saat hak Entitas
untuk  menerima  pembayaran tersebut
ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, Entitas tidak memiliki aset keuangan
yang tersedia untuk dijual.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan
jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas
yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau
Entitas mentransfer aset keuangan dan secara
subtansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat
atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Entitas tidak mentransfer serta tidak memiliki
secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat
kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang
ditransfer, maka Entitas mengakui keterlibatan
berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan
liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin
harus dibayar. Jika Entitas memiliki secara
substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan
aset keuangan yang ditransfer, Entitas masih
mengakui aset keuangan dan juga mengakui
pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang
diterima.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

(i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan
Entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti
yang objektif bahwa aset keuangan atau
kelompok aset keuangan  mengalami
penurunan nilai.
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Available-for-sale financial assets are initially
recognized at fair value, including directly
attributable transaction costs. Subsequently,
the financial assets are carried at fair value,
with gains or losses recognized in equity,
except for impairment losses and foreign
exchange gains or losses, until the financial
assets are derecognized. If the available-for-
sale financial assets are impaired, the
cumulative gain or loss previously recognized
in equity, is recognized in the statement of
profit or loss and other comprehensive income.

Interest on  available-for-sale  securities
calculated using the effective interest method
is recognized in the statement of profit or loss
and other comprehensive income as part of
other income. Dividends on available-for-sale
equity instruments are recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income as part of other income
when the Entity’s right to receive the payments
is established.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the
Entity have no available-for-sale financial
assets.

Derecognition of Financial Assets

The Entity derecognizes a financial asset only
when the contractual right to the cash flows from
the asset expire, or when it transfers the financial
asset and substantially all the risks and rewards
of ownership of the asset to another entity.

If the Entity neither transfer nor retain
substantially all the risks and rewards of
ownership and continues to control the
transferred asset, the Entity recognizes its
retained interest in the asset and an associated
liability for amounts it may have to pay. If the
Entity retain substantially all the risks and
rewards of ownership of a transferred financial
asset, the Entity continues to recognize a
collateralized borrowing for the proceeds
received.

Impairment of Financial Assets

(i) Assets carried at amortized cost

The Entity assess at the statement of
financial position date whether there is
objective evidence that a financial asset or
group of financial assets is impaired.
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Aset keuangan atau kelompok aset keuangan
diturunkan nilainya dan kerugian penurunan
nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat
bukti yang objektif mengenai penurunan nilai
tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal
aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan
peristiwa yang merugikan tersebut berdampak
pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang
dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Entitas gunakan untuk
menentukan bahwa ada bukti objektif dari
suatu penurunan nilai meliputi:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami
penerbit atau pihak peminjam;

- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
wanprestasi atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga;

- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan
ekonomi atau hukum sehubungan dengan
kesulitan keuangan yang dialami pihak
peminjam, memberikan keringanan pada
pihak peminjam yang tidak mungkin
diberikan jika pihak peminjam tidak
mengalami kesulitan tersebut;

- terdapat kemungkinan bahwa  pihak
peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan
akibat kesulitan keuangan; atau

- data yang dapat diobservasi
mengindikasikan adanya penurunan yang
dapat diukur atas estimasi arus kas masa
depan dari kelompok aset keuangan sejak
pengakuan awal aset dimaksud, meskipun
penurunannya belum dapat diidentifikasi
terhadap aset keuangan secara individual
dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

e memburuknya status pembayaran pihak
peminjam dalam kelompok tersebut; dan

e kondisi ekonomi nasional atau lokal
yang berkorelasi dengan wanprestasi
atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian
penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah
kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus
kas masa depan (tidak termasuk kerugian
kredit di masa depan yang belum terjadi) yang
didiskonto menggunakan suku bunga efektif
awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset
tersebut dikurangi, baik secara langsung
maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah
kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain.
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A financial asset or a group of financial
assets is impaired and impairment losses
are incurred only if there is objective
evidence of impairment as a result of one or
more events that occurred after the initial
recognition of the asset (a “loss event”) and
that loss event (or events) has an impact on
the estimated future cash flows of the
financial asset or group of financial assets
that can be reliably estimated.

The criteria that the Entity uses to determine
that there is objective evidence of an
impairment loss include:

- significant financial difficulty of the issuer
or borrowers;

- a breach of contract, such as a default or
delinquency in interest or principal
payments;

- the lenders, for economic or legal
reasons relating to the borrower’s
financial difficulty, granting to the
borrower a concession that the lender
would not otherwise consider;

- it becoming probable that the borrower
will enter bankruptcy or other financial
reorganization;

- the disappearance of an active market for
that financial asset because of financial
difficulties; or

- observable data indicating that there is a
measurable decrease in the estimated
future cash flows from a portfolio of
financial assets since the initial
recognition of those assets, although the
decrease cannot yet be identified with the
individual financial assets in the portfolio,
including:

e adverse changes in the payment
status of borrowers in the portfolio;
and

e national or local economic
conditions that correlate  with
defaults on the assets in the
portfolio.

If there is objective evidence that an
impairment loss has been incurred, the
amount of the loss is measured as the
difference between the asset’s carrying
amount and the present value of estimated
future cash flows (excluding future credit
losses that have not been incurred)
discounted at the financial asset’s original
effective interest rate. The carrying amount
of the asset is reduced either directly or
through the use of an allowance account.
The amount of the loss is recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income.
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Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian
penurunan nilai berkurang dan pengurangan
tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai
diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit
debitur), maka kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik
secara langsung, atau dengan menyesuaikan
pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh
mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan
melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum
adanya pengakuan penurunan nilai pada
tanggal pemulihan  dilakukan.  Jumlah
pemulihan aset keuangan diakui pada laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(i) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset
keuangan yang diklasifikasikan  dalam
kelompok tersedia untuk dijual telah diakui
secara langsung dalam penghasilan
komprehensif lainnya dalam ekuitas dan
terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut
mengalami penurunan nilai, maka kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui secara
langsung dalam penghasilan komprehensif
lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan dari
penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas
dan diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain meskipun aset
keuangan tersebut belum dihentikan
pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan
dari penghasilan komprehensif lainnya dalam
ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain merupakan
selisih antara biaya perolehan dengan nilai
wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai
aset keuangan yang sebelumnya telah diakui
pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada
laporan laba rugi dan  penghasilan
komprehensif lain atas investasi instrumen
ekuitas yang diklasifikasikan  sebagai
instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual
tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar
instrumen utang yang diklasifikasikan dalam
kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan
peningkatan tersebut dapat secara objektif
dihubungkan dengan peristiwva yang terjadi
setelah pengakuan kerugian penurunan nilai
pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, maka kerugian penurunan
nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan
laporan  laba rugi dan  penghasilan
komprehensif lain.
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(ii)

If, in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases and the
decrease can be related objectively to an
event occurring after the impairment was
recognized (such as an improvement in the
debtor’s credit rating), the previously
recognized impairment loss will be reversed
either directly or by adjusting an allowance
account. The reversal will not result in the
carrying of a financial asset that exceeds
what the amortized cost would have been
had the impairment not been recognized at
the date at which the impairment was
reversed. The reversal amount will be
recognized in the statement of profit or loss
and other comprehensive income.

Assets classified as available-for-sale

When a decline in the fair value of an
available-for-sale financial asset has been
recognized directly in other comprehensive
income within equity and there is objective
evidence that the assets are impaired, the
cumulative loss that had been recognized in
other comprehensive income within equity
will be reclassified from other
comprehensive income within equity to the
statement of profit or loss and other
comprehensive income even though the
financial asset has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is
reclassified from other comprehensive
income within equity to the statement of
profit or loss and other comprehensive
income will be the difference between the
acquisition cost and the current fair value,
less any impairment loss on that financial
asset previously recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income.

The impairment losses recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income for an investment in
an equity instrument classified as available-
for-sale will not be reversed through the
statement of profit or loss and other
comprehensive income.

If, in a subsequent period, the fair value of a
debt instrument classified as available-for-
sale increases and the increase can be
objectively related to an event occurring
after the impairment loss was recognized in
the statement of profit or loss and other
comprehensive income, the impairment loss
is reversed through the statement of profit
or loss and other comprehensive income.
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Liabilitas Keuangan

Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan
dalam Kkategori sebagai berikut: (i) liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat liabilitas
keuangan tersebut diperoleh.  Manajemen
menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut
pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan
tidak diakui ketika liabilitas tersebut berakhir yaitu
ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas
keuangan yang diperoleh untuk tujuan
diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang
diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki
terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam
jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur
pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau
kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, Entitas tidak memiliki liabilitas keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada
awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi
biaya transaksi yang dapat diatribusikan
secara langsung. Setelah pengakuan awal,
liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya
perolehan yang diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.
Mereka dimasukkan di dalam liabilitas jangka
pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya
lebih dari 12 bulan setelah akhir periode

pelaporan. Liabilitas keuangan ini
diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka
panjang.

Keuntungan dan Kkerugian diakui dalam
laporan  laba rugi dan  penghasilan
komprehensif lain ketika liabilitas keuangan
tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui
proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016, liabilitas keuangan yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi meliputi utang
bank, utang usaha, utang lain-lain, beban
masih harus dibayar dan utang bank jangka
panjang.
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Financial Liabilities

The Entity classifies their financial liabilities into
the categories of: (i) financial liabilities at fair
value through profit or loss and (ii) financial
liabilities carried at amortized cost. The
classification depends on the purpose for which
the financial liabilittes  were  acquired.
Management determines the classification of its
financial liabilities at initial recognition. Financial
liabilities are derecognized when they are
extinguished which is when the obligation
specified in the contract is discharged or is
cancelled or expires.

(i) Financial liabilites at fair value through
profit or loss

Financial liabilities at fair value through
profit or loss are financial liabilities held for
trading. A financial liability is classified in
this category if incurred principally for the
purpose of repurchasing it in the short-term.

Financial liabilities carried at fair value
through profit or loss are initially recognized
at fair value and subsequently carried at fair
value, with gains and losses recognized in
the statement of profit or loss and other
comprehensive income.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016,
the Entity have no financial liabilities at fair
value through profit or loss.

(i) Financial liabilities carried at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as
financial liabilities at fair value through profit
or loss are initially recognized at fair value
less directly attributable transaction costs.
Subsequently, the financial liabilities are
carried at amortized cost using the effective
interest method. They are included in short-
term liabilities, except for maturities more
than 12 months after the end of the
reporting period. These are classified as
long-term liabilities.

Gains and losses are recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income when the financial
liabilities are derecognized, as well as
through the amortization process.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016,
financial liabilities carried at amortized cost
consist of bank loans, trade payables, other
payables, accrued expenses and long-term
bank loan.
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e.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas menghentikan  pengakuan liabilitas
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas
telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Estimasi Nilai Wajar

Entitas menggunakan beberapa teknik penilaian
yang digunakan secara umum untuk menentukan
nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat
kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan
dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan
di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan
secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan
di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak
yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling
hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan
ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas
secara simultan.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK
No. 7 (Revisi 2015) mengenai “Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas

yang terkait dengan entitas pelapor:

(@) Orang atau anggota keluarga terdekat
mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika
orang tersebut:

(i) memiliki pengendalian atau pengendalian
bersama atas entitas pelapor;

(iiymemiliki pengaruh signifikan atas entitas
pelapor; atau

(iii)personil manajemen kunci entitas pelapor
atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor
jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota
dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak, dan entitas anak
berikutnya terkait dengan entitas lain).

(i) satu entitas adalah entitas asosiasi atau
ventura bersama dari entitas lain (atau
entitas asosiasi atau ventura bersama yang
merupakan anggota suatu kelompok usaha,
yang mana entitas lain tersebut adalah
anggotanya).

(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama.

(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari
entitas ketiga dan entitas yang lain adalah
entitas asosiasi dari entitas ketiga.
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Derecognition of Financial Liabilities

The Entity derecognizes financial liabilities when,
and only when, the Entity’s obligations are
discharged, canceled or expired.

Fair Value Estimation

The Entity uses widely recognized valuation
models for determining fair values of non-
standardized financial instruments of lower
complexity. For these financial instruments,
inputs into models are generally market
observable.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the
net amount reported in the statement of financial
position when there is a legally enforceable right
to offset the recognized amounts and there is an
intention to settle on a net basis, or realize the
asset and settle the liability simultaneously.

e. Transactions with Related Parties

The Entity has transactions with entities that are
regarded as having special relationship as defined
by PSAK No. 7 (Revised 2015) regarding “Related
Parties Disclosures”.

Related party represents a person or an entity who

is related to the reporting entity:

(&) A person or a close member of the person’s
family is related to a reporting entity if that
person:

(i) has control or joint control over the
reporting entity;

(i) bhas significant
reporting entity; or

(i) is a member of the key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity.

influence over the

(b) An entity is related to a reporting entity if any
of the following conditions applies:

(i) the entity and the reporting entity are
members of the same group (which
means that each parent, subsidiary and
fellow subsidiary is related to the others).

(i)  one entity is an associate or joint venture
of the other entity (or an associate or joint
venture of a member of a group of which
the other entity is a member).

(i)  both entities are joint ventures of the
same third party.

(iv) one entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an associate
of the third entity.
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(v) entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari
salah satu entitas pelapor atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas
pelapor adalah entitas yang
menyelenggarakan program tersebut, maka
entitas sponsor juga berelasi dengan
entitas pelapor.

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan
bersama oleh orang yang diidentifikasi
dalam huruf (a).

(vii)orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i)
memiliki pengaruh signifikan atas entitas
atau personil manajemen kunci entitas
(atau entitas induk dari entitas).

(viii)entitas, atau anggota dari kelompok yang
mana entitas merupakan bagian dari
kelompok tersebut, menyediakan jasa
personil manajemen kunci kepada entitas
pelapor atau kepada entitas induk dari
entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan
dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan
atau tidak dilakukan dengan persyaratan dan
kondisi normal sebagaimana yang dilakukan
dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.

Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14, mengenai
“Persediaan”, persediaan dinyatakan sebesar nilai
terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi
neto (the lower of cost or net realizable value).
Biaya perolehan ditentukan dengan metode
rata-rata tertimbang (weighted-average method).

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga
penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi
estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya
penjualan.

Properti Investasi

Sesuai dengan PSAK No. 13, mengenai
“Properti Investasi”, properti investasi pada
awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah
pengakuan awal, Entitas memilih model biaya
sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti
investasinya.

Properti investasi adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau
kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau
untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak
digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa untuk tujuan administratif atau
dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan
setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi kerugian penurunan nilai.
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(v) the entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of either
the reporting entity or an entity related to
the reporting entity. If the reporting entity
is itself such a plan, the sponsoring
employers are also related to the
reporting entity.

(vi) the entity is controlled or jointly controlled
by a person identified in (a).

(vii) a person identified in (a) (i) has significant
influence over the entity or is a member
of the key management personnel of the
entity (or of a parent of the entity).

the entity, or any member of a group of
which it is a part, provided key
management personnel services to the
reporting entity or to the parent of the
reporting entity.

(viii)

All significant balances and transactions with
related parties, whether done or not conducted
under the normal terms and conditions similar to
those with third parties, are disclosed in the notes
to the financial statements.

f. Inventories

According to PSAK No. 14, regarding
“Inventories”, inventories are stated at cost or net
realizable value, whichever is lower. Cost is
determined using the weight-average method.

Net realizable value is the estimated selling price
in the ordinary course of business, less the
estimated costs of completion and estimated
selling expenses.

g. Investment Properties

According to PSAK No. 13, regarding
“Investment Property”, investment properties are
initially measured at cost. After initial recognition,
the Entity choose the cost model as the
accounting policy for the measurement of
investment properties.

Investment property is property (land or a building
or part of a building or both) to earn rentals or for
capital appreciation or both, and are not used in
the production or supply of goods or services or
for administrative purposes or sale in the ordinary
course of business days. Investment properties
are measured at cost less accumulated
depreciation and accumulated impairment losses.



PT DARMI BERSAUDARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

sebagai
sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah,

Penyusutan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus berdasarkan taksiran masa

Depreciation is computed using the straight-line
method based on the estimated useful lives of the
investment property as follows:

manfaat ekonomis properti investasi sebagai
berikut:

Tahun/Year
Bangunan 20

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada
saat dilepaskan secara permanen atau tidak
digunakan secara permanen dan tidak memiliki
manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan
dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian
yang timbul dari transaksi penghentian atau
pelepasan properti investasi diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pada
periode terjadinya.

Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16, mengenai “Aset
Tetap”, aset tetap dinyatakan sebesar biaya
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus (straight-line  method),
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset
tetap sebagai berikut:

dalam
Persentase/
in Percentage
5% Building
Investment property is derecognized upon
permanent disposal or when not used
permanently and has no expected future

economic benefits from its disposal. Gains or
losses from the retirement or disposal of
investment property are recognized in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income, in the period incurred.

Tahun/Year
Bangunan 20
Kendaraan 4-8
Mesin dan peralatan 4
Inventaris kantor 4
Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya

perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus

sehubungan dengan perolehan pertama kali hak
atas tanah diakui

sebagai bagian dari biaya
perolehan aset tanah, sedangkan biaya
pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui
aset takberwujud dan diamortisasi

mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya

perolehan dan disajikan sebagai bagian dari

“Aset Tetap”. Akumulasi biaya perolehan akan
dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang

bersangkutan pada saat aset tersebut selesai

dikerjakan dan siap digunakan.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan

pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain pada saat terjadinya;
pemugaran dan penambahan dalam jumlah

signifikan dikapitalisasi.
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h. Fixed Assets
According with PSAK No. 16, regarding “Fixed
Assets”, fixed assets are stated at cost less
accumulated depreciation and impairment losses,
if any.
Depreciation is computed using the straight-line
method, over the estimated useful lives of the
assets as follows:
dalam
Persentase/
in Percentage
5% Building
12,5%-25% Vehicle
25% Machine and equipment
25% Office supplies
Land rights are stated at cost and not

depreciated. Special costs associated with the
acquisition of land is initially recognized as part
of the cost of land assets, while the cost of the
extension of rights to land are recognized as
intangible assets and amortized over the life of
the land rights or economic life, whichever is
shorter.

Construction in progress is stated at cost and

presented as part of ‘“Fixed Assets”.
The accumulated costs will be reclassified to the
appropriate  fixed assets account upon

completion of construction and when the asset is
ready for its intended use.

The cost of repairs and maintenance are charged
to statement of profit or loss and other
comprehensive income as incurred, significant
improvements are capitalized.
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Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau
dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan
dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset
tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang
terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain pada tahun yang
bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, nilai residu,
umur manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang
dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai
“Penurunan Nilai Aset”, pada tanggal laporan
posisi keuangan, Entitas menelaah nilai tercatat
aset non-keuangan untuk menentukan apakah
terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari
aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian
penurunan nilai  (jika ~ada). Bila tidak
memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang
dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu,
Entitas mengestimasi nilai yang dapat diperoleh
kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali
adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau
nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh
kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil
kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset
(unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai
yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan
nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja
karyawan yang tidak didanai sesuai dengan
PSAK No. 24 mengenai “Imbalan Kerja” dan
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003,
tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003).

Biaya penyisihan imbalan kerja karyawan menurut
UU No. 13/2003 ditentukan berdasarkan penilaian
aktuaria menggunakan metode Projected Unit
Credit.

Entitas mengakui seluruh keuntungan atau
kerugian aktuarial melalui penghasilan
komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian

aktuaria pada periode di mana keuntungan dan
kerugian  aktuaria terjadi, diakui sebagai
penghasilan komprehensif lain dan disajikan dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain.
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j-

When assets are retired or otherwise disposed of,
their carrying value and the related accumulated
depreciation are removed from the accounts and
any resulting gain or loss is credited or charged to
current statement of profit or loss and other
comprehensive income.

At the date of statement of financial position, the
assets residual values, useful lives and methods
of depreciation are reviewed and adjusted
prospectively if appropriate.

. Impairment of Non-Financial Assets

According to PSAK No. 48 regarding “Impairment
of Assets”, at the statement of financial position
dates, the Entity reviews the carrying amount of
non-financial assets to determine whether there is
any indication that those assets have suffered an
impairment loss. If such indication exists, the
value of the recoverable amount of the asset is
estimated in order to determine the level of
impairment loss (if any). If it is not possible to
estimate the recoverable amount of an individual
asset, the Entity estimate the recoverable amount
of the cash generating unit to which the asset
belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair
value less cost to sell or value in use. If the
recoverable amount of a non-financial asset (cash
generating unit) is less than its carrying amount,
the carrying amount of the asset (cash generating
unit) is reduced to its recoverable amount and an
impairment loss is recognized immediately in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income.

Estimated Liabilities for Employee Benefits

The Entity recognize an unfunded employee
benefit liability in accordance with PSAK No. 24
regarding “Employee Benefits” and Labor Law
No. 13/2003, dated March 25, 2003
(UU No. 13/2003).

The cost of providing employee benefits under the
Labor Law No. 13/2003 is determined using the
Projected Unit Credit actuarial valuation method.

The Entity recognize all actuarial gains or losses
through other comprehensive income. Actuarial
gains or losses in the period where is that
actuarial gains or losses happen, are recognized
as other comprehensive income and presented in
the statements of profit or loss and other
comprehensive income.
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Biaya jasa lalu diakui secara langsung pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain, kecuali perubahan terhadap program pensiun
tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap
bekerja selama periode waktu tertentu untuk
mendapatkan hak tersebut (periode vesting).
Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara
garis lurus sepanjang periode vesting. Biaya jasa
kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas
kurtailmen atau penyelesaian suatu program
imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian
tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas
kurtailmen atau penyelesaian terdiri  dari
perubahan yang terjadi dalam nilai kini liabilitas
imbalan pasti dan biaya jasa lalu yang belum
diakui sebelumnya.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan PSAK No. 23, mengenai
“Pengakuan Pendapatan”, pendapatan dari
penjualan diakui pada saat penyerahan barang
kepada pelanggan. Beban diakui pada saat
terjadinya (accrual basis).

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Past-service costs are recognized immediately in
the statements of profit or loss and other
comprehensive income, unless the changes to
the pension plan are conditional on the
employees remaining in service for a specified
period of time (the vesting period). In this case,
the past-service costs are amortised on a straight-
line basis over the vesting period. The current
service cost is recorded as an expense in the
prevailing period.

The Entity recognize gains or losses on the
curtailment or settlement of a defined benefit plan
when the curtailment or settlement occurs. The
gain or loss on a curtailment or settlement
comprise change in the present value of the
defined obligation and any related actuarial gains
and losses and past-service cost that had not
previously been recognized.

k. Revenue and Expense Recognition

According to PSAK No. 23, regarding “Revenue
Recognition”, revenue from sales recognized
upon delivery of the goods to the customers.
Expense are recognized when incurred (accrual
basis).

Foreign Currency Transactions and Balance

Sesuai dengan PSAK No. 10, mengenai According to PSAK No. 10, regarding “The
“Pengaruh  Perubahan Kurs Valuta Asing”, Effects of Changes in Foreign Exchange Rates’,
transaksi dalam mata wuang asing dicatat transactions in foreign currency are recorded

berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi
dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan,
aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang
berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi
kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada
usaha tahun berjalan. Kurs yang digunakan untuk
menjabarkan aset dan liabilitas moneter adalah
kurs tengah Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,

based on the exchange rates prevailing at the
transaction date. On the statement of financial
position date, assets and liabilities denominated
in foreign currencies are adjusted to reflect the
exchange rates prevailing at that date and the
resulting gains or losses are credited or charged
to current operations. The exchange rates used
to translate monetary assets and liabilities is the
exchange rate of Bank Indonesia.

On December 31, 2018, 2017 and 2016

kurs yang digunakan untuk USD 1 the exchange rates used for USD 1 amounted to
masing-masing adalah sebesar Rp 14.481, Rp 14,481, Rp 13,548 and Rp 13,436
Rp 13.548 dan Rp 13.436. respectively.

. Pajak Penghasilan m. Income Tax

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan dari sewa dikenakan pajak final
sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Entitas menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014),
mengenai “Pajak Penghasilan”, yang
mengharuskan Entitas untuk memperhitungkan
konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas
pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari
jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam
laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi
serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun
berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.
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Final Income Tax

Revenue from rent subject to a final tax at 10%
from gross amount of contract value.

Non-Final Income Tax

The Entity applied PSAK No. 46 (revised 2014),
regarding “Income Tax”, which requires the Entity
to account for the current and future tax
consequences of the future recovery (settlement)
of the carrying amount of assets (liabilities) that
are recognized in the statement of financial
position; and transactions and other events of the
current year that are recognized in the financial
statements.
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Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran
penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan
liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan
temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan
komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap
tanggal pelaporan.

Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai
terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum
digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi
atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada
tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada
tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas
dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan
perpajakan) yang berlaku atau secara substansial
telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi
keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak
tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif
pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali
untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah
langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui
pada saat penetapan pajak diterima atau jika
Entitas mengajukan keberatan, pada saat
keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Informasi Segmen

PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) mengharuskan
segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan
internal mengenai komponen dari Entitas yang
secara regular direview oleh “pengambil keputusan
operasional” dalam rangka mengalokasikan
sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.
Kebalikan dengan standar sebelumnya yang
mengharuskan Entitas mengidentifikasi dua
segmen (bisnis dan geografis), menggunakan
pendekatan risiko dan pengembalian.

PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang
memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari
aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan
lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari
Entitas:

- Yang melibatkan diri dalam aktivitas bisnis yang
mana memperoleh pendapatan dan
menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan
beban terkait dengan transaksi dengan
komponen lain entitas yang sama);

- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular
oleh pengambil keputusan tentang sumber
daya yang dialokasikan pada segmen tersebut
dan kinerjanya; dan

- Tersedia informasi keuangan yang dapat
dipisahkan.
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Current tax expense is provided based on the
estimated taxable income for the current year.
Deferred tax assets and liabilities are recognized
for temporary differences between commercial
and tax bases of assets and liabilities at each
reporting date.

Future tax benefit, such as the carry-forward of
unused tax losses, if any, is also recognized to
the extent that realization of such tax benefit is
probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured
at the tax rates that are expected to apply to the
year when the assets are realized or the liabilities
are settled, based on the applicable tax rates
(and tax laws) that have been enacted or
substantively enacted at the statement of
financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax
assets and liabilities due to a change in tax rates
is charged to current year operations, except to
the extent that it relates to items previously
charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded
when an assessment is received or, if appealed
against by the Entity, when the result of the
appeal is determined.

. Segments Informations

PSAK No. 5 (Adjustment 2015) requires
operating segments to be identified on the basis
of internal reports about components of the Entity
that are regularly reviewed by the “chief operating
decision maker” in order to allocate resources
and assessing performance of the operating
segments. Contrary to the previous standard that
requires the Entity identified two segments
(business and geographical), using a risks and
returns approach.

The revised PSAK disclosures that enable users
of financial statements to evaluate the nature and
financial effects of the business activities in which
the entities involved and the economic
environment in which the entity operates.

Operating segments is a component of the Entity:

Involving in business activities which earn
income and create a load (including revenues
and expenses related to transactions with
other components of the same entity);

- The results of operations are reviewed
regularly by decisions maker about the
resources allocated to the segment and its
performance; and

- Available financial information which can be
separated.
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Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas
segmen termasuk item-item yang dapat
diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta
hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar
yang sesuai kepada segmen tersebut.

0. Labaper Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56 mengenai
“Laba per Saham Dasar”, laba per saham dasar
dihitung dengan membagi laba yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa
Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham
biasa yang beredar dalam suatu tahun, vyaitu
sebesar 357.342.466, 26.006.849 dan 2.500.000
saham masing-masing pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016.

PENGGUNAAN ESTIMASI, ASUMSI DAN
PERTIMBANGAN SIGNIFIKAN
Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang
mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan
asumsi serta terus melakukan evaluasi berdasarkan
pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk
ekspektasi dari peristiva masa depan yang diyakini
wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang
dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan
dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam
membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di
masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah
estimasi yang dibuat.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan
liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Properti Investasi

Biaya properti investasi disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen
mengestimasi masa manfaat ekonomis properti
investasi selama 20 tahun.

b. Masa Manfaat dan Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap
antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Masa manfaat ini adalah umur yang secara umum
diharapkan dalam industri di mana Entitas
menjalankan bisnisnya. Perubahan  tingkat
pemakaian dan perkembangan teknologi dapat
mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai
sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa
depan mungkin direvisi.
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Revenues, expenses, results, assets and
liabilities include items directly attributable to a
segment as well as those that can be allocated
on a reasonable basis to that segment.

0. Basic Earnings per Share

According to PSAK No. 56 regarding “Basic
Earning per Share”, basic earnings per share is
computed by dividing profit attributable to Entity’s
ordinary stockholders by the weighted average
number of shares outstanding during the year,
amounting to 357,342,466, 26,006,849 and
2,500,000 shares in December 31, 2018, 2017
and 2016, respectively.

USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES,
AND ASSUMPTIONS

The financial statements have been prepared in
accordance with the Indonesian Financial Accounting
Standards which requires management to make
estimations, assumptions and continue to evaluate
based on historical experience and other factors,
including expectations of future events that are
believed to be reasonable, that affect amounts
reported therein in connection with due to inherent
uncertainty in making estimates, actual results
reported in future periods may differ from those
estimates.

The judments, estimates and assumptions that have
a significant effect on the carrying amounts of assets
and liabilities are as follows:

a. Investment Property

The cost of investment property are depreciated
using the straight-line method based on the
estimated economic useful life. Management
estimates the useful lives of the investment
property for 20 years.

b. The Useful Lives and Depreciation Expenses
of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a
straight-line method over their estimated useful
lives. Management estimates the useful lives of
the fixed assets to be within 4 to 20 years.

These are common life expectancies applied in
the industries where the Entity conducts its
businesses. Changes in the expected level of
usage and technological development could
impact the economic useful lives and the residual
values of these assets, and therefore future
depreciation charges could be revised.
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c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan c. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas
menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk
menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset
tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika
terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh
kembali dari aset diestimasi untuk menentukan
tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak
memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat
diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas
mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali
dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali
adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai
nilai pakai, estimasi arus kas masa depan
didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat
diskonto sebelum pajak yang menggambarkan
penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko
spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas
masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset
non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai
tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas)
dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh
kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke
laba rugi.

. Pajak

Entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di
Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan
untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan
pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final
atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang ada
pada awal dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat
di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada
sejumlah  faktor yang ditentukan  dengan
menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi yang
digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk
pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka
panjang yang diharapkan atas aset program dan
tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan
dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat
liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas
aset program ditentukan secara seragam, dengan
mempertimbangkan pengembalian historis jangka
panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan
atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja
sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.
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At the end of each reporting period, the Entity
reviews the carrying amount of non-financial
assets to determine whether there is any
indication that those assets have suffered an
impairment loss. If any such indication exists, the
recoverable amount of the asset is estimated in
order to determine the extent of the impairment
loss (if any). Where it is not possible to estimate
the recoverable amount of an individual asset, the
Entity estimates the recoverable amount of the
cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair
value less costs to sell and value in use. In
assessing value in use, the estimated future cash
flows are discounted to their present value using
a pre-tax discount rate that reflects current market
assessments of the time value of money and the
risks specific to the asset for which the estimates
of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial
asset (cash generating unit) is less than its
carrying amount, the carrying amount of the asset
(cash generating wunit) is reduced to its
recoverable amount and an impairment loss is
recognized immediately against earnings.

d. Taxes

The Entity operates under the tax regulations in
Indonesia. Significant judgment is required in
determining the provision for income taxes and
value added tax. Where the final tax outcome of
these matters is different from the amounts that
were initially recorded, such differences will
recorded at the statement of profit or loss and
other comprehensive income in the period in
which such determination is made.

e. Employee Benefits

The present value of the employee benefits
liabilities depends on a number of factors that are
determined on an actuarial basis using a number
of assumptions. The assumptions used in
determining the net cost for pensions include the
expected long-term rate of return on the relevant
plan assets and the discount rate. Any changes in
these assumptions will impact the carrying
amount of employee benefits obligation.

The expected return on plan assets assumption is
determined on a uniform basis, taking into
consideration long-term historical returns, asset
allocation and future estimates of long-term
investment returns.

Other key assumptions for employee benefits
obligation are based in part on current market
conditions.
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4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

4. CASH AND BANKS

This account consists of:

2018 2017 2016

Kas 123.199.881 86.256.992 10.409.381 Cash
Bank Banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) PT Bank Rakyat

Thk 152.649.111 952.328 - Indonesia (Persero) Thk
Standard Standard

Chartered Bank 50.340.000 51.548.000 - Chartered Bank
PT Bank Syariah

Mandiri 22.845.177 1.071.240 1.986.611 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara

Indonesia (Persero) PT Bank Negara Indonesia

Tbk 21.156.991 1.270.490 6.999.726 (Persero) Thk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri

(Persero) Thk 2.328.392 618.392 969.319 (Persero) Tbk
PT Bank UOB

Indonesia 1.413.306 - - PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia

Tbk 572.563 2.363.487 2.295.526 PT Bank Central Asia Tbhk
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) PT Bank Rakyat

Tbk 11.513.021 12.398.887 - Indonesia (Persero) Thk
PT Bank Negara

Indonesia (Persero) PT Bank Negara

Tbk 3.840.216 2.304.201 5.200.940 Indonesia (Persero) Thk
PT Bank Central Asia

Tbk 64.441 - - PT Bank Central Asia Tbk

Sub — jumlah 266.723.218 72.527.025 17.452.122 Sub - total
Jumlah 389.923.099 158.784.017 27.861.503 Total

Tidak terdapat saldo kas dan bank kepada pihak
berelasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada saldo kas
dan bank yang signifikan, yang dibatasi penggunaannya.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

There are no cash and banks balances to any related
party.

Management believes that there is no significant cash
and banks balances are that is restricted.

5. SHORT-TERM INVESTMENT

This account consists of:

2018
Deposito: Deposits:
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk 3.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah 3.000.000.000 Total

Tingkat bunga per tahun pada tahun 2018 adalah
sebesar 7,2% dengan jangka waktu 12 bulan sampai
dengan tanggal 4 September 2019 dan diperpanjang
secara otomatis.

Penempatan deposito PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk digunakan sebagai jaminan atas utang
bank dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 11
dan 16).
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The interest rate is 7.2% per annum for the year 2018
with a period of 12 months up to September 4, 2019
and automatically renewed.

Time deposits in PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk are used as collateral for bank loans
and long-term bank loans (see Notes 11 and 16)
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

a. Berdasarkan pelanggan:

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

a. Based on customers:

2018 2017 2016
Pelanggan dalam
negeri - - 281.414.750 Domestic customers
Jumlah - - 281.414.750 Total
b. Berdasarkan umur: b. Based on aging scheduled:
2018 2017 2016
1-30 hari - - - 1-30 days
31-60 hari - - 2.361.400 31-60 days
61-90 hari - - - 61-90 days
91-120 hari - - - 91-120 days
Lebih dari 120 hari - - 279.053.350 Over 120 days
Jumlah - - 281.414.750 Total

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Piutang usaha milik Entitas dengan nilai fidusia
sebesar Rp 2.811.926.439 masing-masing pada
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 digunakan
sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank
jangka panjang (lihat Catatan 11 dan 16).

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang
usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun,
manajemen Entitas berpendapat bahwa seluruh
piutang dapat ditagih, oleh karena itu penyisihan
penurunan nilai piutang ditetapkan nihil.

PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

All trade payables are denominated in Rupiah.

Trade receivables of the Entity with the fiduciary
amount of Rp 2,811,926,439 are pledged as collateral
for bank loans and long-term bank loans as of
December 31, 2018, and 2017 respectively
(see Notes 11 and 16).

Based on the review status of the individual trade
receivables at the end of the years, the Entity’s
management believes that all receivables are fully
collectible and therefore, no allowance for impairment
losses have been provided.

INVENTORIES

This account consists of:

2018 2017 2016
Barang jadi 2.461.603.102 1.030.415.818 - Finished goods
Bahan baku 57.435.600 339.165.374 - Raw materials
Jumlah 2.519.038.702 1.369.581.192 - Total

Barang jadi yang diakui sebagai persediaan adalah
semi furnish. Bahan baku yang diakui sebagai
persediaan adalah log dan/atau sawn timber jenis
merbau, bangkirai, kapur dan keruing.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan
termasuk dalam beban pokok penjualan adalah
sebesar Rp 25.336.990.914, Rp 17.184.440.929 dan
Rp 1.752.756.815 masing-masing untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016.

Persediaan milik Entitas dengan nilai fidusia sebesar
Rp 1.583.421.506 masing-masing pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 digunakan sebagai
jaminan atas utang bank dan utang bank jangka
panjang (lihat Catatan 11 dan 16).
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Finished goods recognized as inventories are semi
furnish. Raw materials recognized as inventories are
log and/or sawn timber type merbau, bangkirai, kapur
and keruing.

The cost of inventories recognized as expense and
included in the cost of goods sold amounted to
Rp 25,336,990,914, Rp 17,184,440,929 and
Rp 1,752,756,815 for the years ended
December 31, 2018, 2017 and 2016.

Inventories of the Entity with the fiduciary amount of
Rp 1,583,421,506 are pledged as collateral for
bank loans and long-term bank loans as of
December 31, 2018 and 2017, respectively
(see Notes 11 and 16).
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Persediaan tidak diasuransikan karena manajemen
Entitas berpendapat bahwa karakteristik persediaan
mengalami perputaran yang cepat.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan
tingkat perputaran persediaan pada akhir periode/
tahun, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak
ada persediaan usang atau penurunan nilai pada
persediaan, dan oleh karena itu tidak diperlukan
penyisihan atas persediaan usang atau penurunan
nilai pada persediaan.

8. UANG MUKA PEMBELIAN 8.

Akun ini terdiri dari:

Invetories are not insured because the Entity’s
management believes that the characteristics of
inventory experience a rapid turnover.

Based on the review of the physical condition and
turnover of the inventories at the end of the period/
year, the Entity’s management believes that there are
no obsolete inventories or decline in value of
inventories, therefore, no allowance for obsolescence
or decline in value of inventories has been provided.

ADVANCE TO SUPPLIERS

This account consists of:

2018 2017 2016
Bahan baku 51.090.147.532 4.875.221.227 2.106.216.407 Raw materials
Aset tetap - - 1.450.000.000 Fixed assets
Lain-lain 1.187.532.051 - - Others
Jumlah 52.277.679.583 4.875.221.227 3.556.216.407 Total

Uang muka pembelian bahan baku merupakan perjanjian
antara Entitas dengan Oe Ezra Soeharto, Mahmud
Subiyantoro dan Willyanto Wijaya Jo terkait kerjasama
pengadaan bahan baku kebutuhan produksi. Perjanjian
ini berlaku selama 2 - 3 tahun dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan (lihat Catatan 35).

9. PROPERTI INVESTASI 9.

Akun ini terdiri dari:

Advances to suppliers of raw materials are
agreements between Entity with Oe Ezra Soeharto,
Mahmud Subiyantoro and Willyanto Wijaya Jo to
cooperation in the procurement of raw materials for
production needs. This agreement is valid for 2 - 3
years and can be extended according to the
agreement (see Note 35).

INVESTMENT PROPERTY

This account consists of:

2018
Saldo Awal/ Penambahan/  Pengurangan/ Transfer/ Saldo Akhir/
Beginning Balance Additions Deductions Transfer Ending Balance

Harga Perolehan Acquisition Cost
Pemilikan Direct

Langsung Ownership
Hak atas tanah - - - 3.857.202.643 3.857.202.643 Landrights
Bangunan - - - 3.082.868.557 3.082.868.557 Building
Jumlah - - - 6.940.071.200 6.940.071.200 Total
Akumulasi Accumulated

Penyusutan Depreciation
Pemilikan Direct

Langsung Ownership
Bangunan - 154.143.434 - - 154.143.434 Building
Jumlah - 154.143.434 - - 154.143.434 Total

Nilai Buku -

Properti investasi merupakan tanah dan bangunan yang
disewakan yang berlokasi di JI. Raya Ketajen No. 22,
Gedangan - Sidoarjo milik Entitas.

Pendapatan sewa properti investasi yang diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
sebesar Rp 240.000.000 untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 (lihat Catatan 21).

Penyusutan yang dibebankan pada usaha adalah
sebesar Rp 154.143.434 untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 (lihat catatan 23).
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6.785.927.766 Net Book Value

Invesment property represents land and building
lease located at JI. Raya Ketajen No. 22,
Gedangan - Sidoarjo belongs to the Entity.

Rental income of investment property are
recognized in the statement of profit or loss and
other comprehensive income amounted to
Rp 240,000,000 for the year ended
December 31, 2018 (see Note 21).

Depreciation charged to operations amounted to
Rp 154,143,434 for the year ended
December 31, 2018, respectively (see Note 23).
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10.

Properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko
kebakaran berdasarkan suatu polis dengan nilai
pertanggungan sebesar Rp 2.686.013.500 yang berakhir
pada tanggal 3 Mei 2024.

Properti investasi digunakan sebagai jaminan atas utang
bank dan utang bank jangka panjang
(lihat Catatan 11 dan 16).

Penambahan properti investasi merupakan transfer dari
aset tetap.

Nilai wajar properti investasi yang terdiri dari hak atas
tanah dan bangunan sebesar Rp 6.519.262.500.
Penilaian ini dilakukan oleh penilai independen KJPP
Satria Iskandar Setiawan & Rekan pada tanggal
5 Oktober 2017 berdasarkan metode pendekatan pasar
dan biaya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen
berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau
perubahan keadaan yang menunjukkan adanya

penurunan nilai properti investasi Entitas pada tanggal
31 Desember 2018.

ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

Investment property is insured against the risk of
fire based on policy amounted to Rp 2,686,013,500
expired on May 3, 2024.

Invesment property are pledged as collateral
for bank loans and long-term bank loans
(see Notes 11 and 16).

Addition of investment property is a transfer of fixed
assets.

The fair value of investment properties consists of
landrights and building amounted to
Rp 6,519,262,500. The assessment was conducted
by an independent appraisers, KJPP Satria
Iskandar Setiawan & Rekan dated October 5, 2017
based on income and cost approach.

Based on evaluation, management believes that
there are no events or changes in circumstances

indicate impairment of investment property of the
Entity as of December 31, 2018.

10. FIXED ASSETS

This account consists of:

Saldo Awal/ Penambahan/  Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/
Beginning Balance Additions Deductions Reclassifications ~ Ending Balance

Harga Perolehan Acquisition Cost
Pemilikan Direct

Langsung Ownership
Hak atas tanah 4.173.492.643 - - (3.857.202.643) 316.290.000 Landrights
Bangunan 3.258.243.457 - - (3.082.868.557) 175.374.900 Building
Kendaraan 316.719.118 - 164.278.700 - 152.440.418 Vehicle
Mesin dan Machine and

peralatan 156.991.560 - - - 156.991.560 equipment
Inventaris kantor 63.084.370 7.650.000 - - 70.734.370 Office supplies
Jumlah 7.968.531.148 7.650.000 164.278.700  (6.940.071.200) 871.831.248 Total
Akumulasi Accumulated

Penyusutan Depreciation
Pemilikan Direct

Langsung Ownership
Bangunan 60.289.656 8.768.748 - - 69.058.404 Building
Kendaraan 229.039.201 15.633.493 145.646.696 - 99.025.998 Vehicle
Mesin dan Machine and

peralatan 148.926.437 2.688.370 - - 151.614.807 equipment
Inventaris kantor 44.692.913 6.842.300 - - 51.535.213 Office supplies
Jumlah 482.948.207 33.932.911 145.646.696 - 371.234.422 Total
Nilai Buku Net Book Value

7.485.582.941
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500.596.826
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2017
Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/
Beginning Balance Additions Deductions Reclassifications Ending Balance
Harga Perolehan
Pemilikan
Langsung
Hak atas tanah 4.173.492.643 - - - 4.173.492.643
Bangunan 175.374.900 - - 3.082.868.557 3.258.243.457
Kendaraan 316.719.118 - - - 316.719.118
Mesin dan
peralatan 156.991.560 - - - 156.991.560
Inventaris kantor 48.834.370 14.250.000 - - 63.084.370
Sub-jumlah 4.871.412.591 14.250.000 - 3.082.868.557 7.968.531.148
Aset dalam
penyelesaian 1.595.697.357  1.487.171.200 - (3.082.868.557) -
Jumlah 6.467.109.948 1.501.421.200 - - 7.968.531.148
Akumulasi
Penyusutan
Pemilikan
Langsung
Bangunan 51.520.911 8.768.745 - - 60.289.656
Kendaraan 192.870.874 36.168.327 - - 229.039.201
Mesin dan
peralatan 146.179.104 2.747.333 - - 148.926.437
Inventaris kantor 42.326.663 2.366.250 - - 44.692.913
Jumlah 432.897.552 50.050.655 - - 482.948.207
Nilai Buku 6.034.212.396 7.485.582.941
2016
Saldo Awal/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/
Beginning Balance Additions Deductions Reclassifications  Ending Balance

Harga Perolehan

Pemilikan

Langsung
Hak atas tanah 316.290.000  3.857.202.643 - - 4.173.492.643
Bangunan 175.374.900 - - - 175.374.900
Kendaraan 316.719.118 - - - 316.719.118
Mesin dan

peralatan 146.238.060 10.753.500 - - 156.991.560
Inventaris kantor 43.894.370 4.940.000 - - 48.834.370
Sub-jumlah 998.516.448  3.872.896.143 - - 4.871.412.591
Aset dalam

Penyelesaian - 1.595.697.357 - 1.595.697.357
Jumlah 998.516.448  5.468.593.500 - - 6.467.109.948
Akumulasi

Penyusutan
Pemilikan

Langsung
Bangunan 42.752.166 8.768.745 - - 51.520.911
Kendaraan 156.702.547 36.168.327 - - 192.870.874
Mesin dan peralatan 145.726.937 452.167 - - 146.179.104
Inventaris kantor 40.480.490 1.846.173 - - 42.326.663
Jumlah 385.662.140 47.235.412 - - 432.897.552
Nilai Buku 612.854.308
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6.034.212.396

Acquisition Cost
Direct

Ownership
Landrights
Building
Vehicle
Machine and

equipment
Office supplies

Sub-total

Assets
under
construction

Total

Accumulated
Depreciation
Direct
Ownership
Building
Vehicle
Machine and
equipment
Office supplies

Total
Net Book Value

Acquisition Cost

Direct
Ownership
Landrights
Building
Vehicle
Machine and
Equipment
Office supplies

Sub-total

Assets
Under
Construction

Total

Accumulated
Depreciation
Direct
Ownership
Building
Vehicle
Machine and
Equipment
Office supplies

Total

Net Book Value
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11.

Penyusutan yang dibebankan pada usaha adalah
sebesar Rp 33.932.911, Rp 50.050.655 dan
Rp 47.235.412 masing-masing untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (lihat
Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Entitas
menghapusbukukan aset tetap kendaraan yang memiliki
nilai buku sebesar Rp 18.632.004 yang diakui sebagai
“Beban Lain-lain” pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain (lihat Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Entitas

masih menggunakan aset tetap yang
nilai  bukunya telah habis disusutkan dengan
harga perolehan masing-masing sebesar

Rp 187.982.430, Rp 187.982.430 dan Rp 187.362.430.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak
terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, serta
aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan
tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen
berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau
perubahan keadaan yang menunjukkan adanya
penurunan nilai aset tetap Entitas pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
UTANG BANK
Akun ini terdiri dari:

2018 2017

11.

Depreciation charged to operations amounted to
Rp 33,932,911, Rp 50,050,655 and Rp 47,235,412
for the years ended December 31, 2018,
2017 and 2016, respectively (see Note 23).

As December 31, 2018, Entity write — off fixed
assets of the vehicle with book value of
Rp 18,632,004 are recognized in the statement of
profit or loss and other comprehensive income
(see Note 25).

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the
Entity are still using fixed assets which its book
value have been fully depreciated with
carrying value amounting Rp 187,982,430,
Rp 187,982,430 and Rp 187,362,430, respectively.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, there are
no temporary fixed assets, and fixed assets that
have been discontinued from active use and are not
classified as available for sale.

Based on evaluation, management believes that
there are no events or changes in circumstances
indicate impairment of fixed assets of the Entity as
of December 31,2018, 2017 and 2016, respectively.
BANK LOANS

This account consists of:

2016

PT Bank Rakyat
Indonesia

(Persero) Tbk 9.350.000.000
PT Bank Syariah Mandiri 4.420.080.000
PT Bank UOB Indonesia -

3.499.972.808
4.417.341.286
1.993.305.591

PT Bank Rakyat

- Indonesia (Persero) Thk
3.701.484.591 PT Bank Syariah Mandiri
1.965.167.428 PT Bank UOB Indonesia

Jumlah 13.770.080.000

9.910.619.685

5.666.652.019

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk

Berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 8
tanggal 14 Agustus 2017 dibuat di hadapan Hendrikus
Caroles, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah
diubah dengan Akta Perjanjian Tentang Perpanjangan
Jangka Waktu Pemberian Kredit Serta Tambahan
(Supplesi) Kredit Nomor 1 tanggal 3 September 2018
dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H.,
Notaris di Surabaya, Entitas memperoleh fasilitas kredit
modal kerja yang digunakan untuk modal usaha
pengolahan kayu, ekspor ikan, rumah potong ayam (RPA)
dan trading ayam dengan batas maksimal sebesar
Rp 9.350.000.000.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar

10,50% - 12,50% per tahun. Fasilitas kredit ini jatuh
tempo pada tanggal 14 Agustus 2019.
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1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Approval Opening Credit
No. 8 dated August 14, 2017 from Hendrikus
Caroles, S.H., a Notary in Surabaya as amended by
the Deed of Agreement concerning Extension of
Period of Credit and Additional (Suppletion) of
Credit Number 1 dated September 3, 2018 from Isy
Karimah Syakir, S.H., M.Kn.,, M.H., a Notary in
Surabaya, the Entity obtained a working capital
credit facility used for timber processing, fish export,
chicken slaughterhouse and chicken trading with a
maximum limit of Rp. 9,350,000,000.

This loan bear interest at 10.50% - 12.50%
per annum. The credit facility matures on August
14, 2019.
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Fasilitas kredit yang diperoleh dari BRI tersebut diatas
dijamin dengan:

- Deposito senilai Rp 3.000.000.000 atas nama Entitas
(lihat Catatan 5).

- Piutang usaha Entitas yang telah diikat dengan cessie
sebesar Rp 446.926.439 (lihat Catatan 6).

- Persediaan Entitas yang telah diikat dengan fidusia
sebesar Rp 1.583.421.506 (lihat Catatan 7).

- Tanah dan bangunan seluas 1.425 m? atas nama
Entitas, yang terletak di Sidoarjo (lihat Catatan 9).

- Deposito senilai Rp 3.000.000.000 atas nama Nanang
Sumartono H.

- Tanah dan bangunan seluas 90 m? atas nama
Agustina Amalia, yang terletak di Surabaya.

Apabila kredit belum lunas maka tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari BRI, Entitas tidak
diperkenankan untuk:

1. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada
Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur
sendiri.

2. Mengikat Hak Tanggungan Il (Kedua) dan seterusnya
dan pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur
lain tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan
tertulis dari Bank, debitur tidak diperkenankan
menyewakan aset yang diagunkan kepada pihak lain,
mengajukan perubahan status perusahaan, susunan
pengurus, struktur permodalan, investasi atau
penyertaan dan pinjaman jangka panjang kepada
pihak lain.

Berdasarkan Surat No B.6779-KC-IX/PEM/09/2018
tanggal 3 September 2018 dari PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Entitas telah mendapatkan
persetujuan atas rencana untuk melakukan Penawaran
Umum Perdana/ Initial Public Offering.

2. PT Bank Syariah Mandiri

Credit facilities obtained from BRI are secured by:

- Time deposits amounting to Rp 3,000,000,000 on
behalf of the Entity (see Note 5).

- Trade receivables of the Entity, which is bound
by cessie amounting to Rp 446,926,439
(see Note 6).

- Inventory of the Entity, which is bound by
fiduciary amounting to Rp 1,583,421,506
(see Note 7).

- Land rights and building area of 1,425 m? under
the name of the Entity, located in Sidoarjo (see
Note 9).

- Time deposits amounting to Rp 3,000,000,000 on
behalf of Nanang Sumartono H.

- Land rights and building area of 90 m? under the
name of Agustina Amalia, located in Surabaya.

If the credit facilities hasn'’t been settled yet, without
written approval from BRI, the Entity is not allowed
to:

1. Applying for a bankruptcy statement to the
Commercial Court to declare bankruptcy of the
Debtor himself.

2. Binding Mortgage Il (Second) and so on and
binding other collateral to other parties / creditors
without first obtaining written approval from the
Bank, the debtor is not permitted to lease assets
pledged to other parties, propose changes in
company status, management structure, capital
structure, investment and long-term loans to
other parties.

Based on letter No. B.6779-KC-IX/PEM/09/2018
dated September 3, 2018 from
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
the Entity has obtained approval of plan to conduct
Initial Public Offering.

2. PT Bank Syariah Mandiri

Tanggal Jatuh

Maksimum Kredit/ Tanggal Perolehan/ Tempo/
Fasilitas Maximum Credit Acquisition Date Maturity Date Facilities
29 Oktober 2018/ 29 Oktober 2019/

Musyarakah 2.300.000.000 October 29, 2018 October 29, 2019 Musyarakah
Musyarakah Musyarakah

Mugayyadah on 8 Juni 2018/ 8 Juni 2019/ Mugayyadah

Balance Sheet 1.187.500.000 June 8, 2018 June 8, 2019 on Balance Sheet
Musyarakah Musyarakah

Mugayyadah on 25 Januari 2018/ 25 Januari 2019/ Mugayyadah on

Balance Sheet 950.000.000 January 25, 2018 January 25, 2019 Balance Sheet

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah
yang digunakan untuk modal kerja perdagangan ayam
potong. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan
dengan nisbah bagi hasil Bank : Entitas = 0,55% :
99,45%.

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah
Mugayyadah on Balance Sheet yang digunakan untuk
modal kerja perdagangan ayam potong. Jangka waktu
fasilitas ini adalah 12 bulan dengan nisbah bagi hasil
Bank : Entitas = 0,10% : 99,90%.
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The Entity obtained a Musyarakah financing facility
for working capital of chicken trading. The term of
this facility is 12 month with revenue sharing of
Bank : the Entity = 0.55% : 99.45%.

The Entity obtained a Musyarakah Mugayyadah on
Balance Sheet financing facility for working capital
of chicken trading. The term of this facility is 12
month with revenue sharing of Bank : the Entity =
0.10% : 99.90%.
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Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah
Mugayyadah on Balance Sheet yang digunakan untuk
modal kerja perdagangan ayam potong. Jangka waktu
fasilitas ini adalah 12 bulan dengan nisbah bagi hasil
Bank : Entitas = 0,03% : 99,97%.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari BSM tersebut diatas
dijamin dengan:

- Piutang Entitas sebesar Rp 2.365.000.000
(lihat Catatan 6).

- Deposito senilai Rp 2.250.000.000 atas nama
Nanang Sumartono H.

- Tanah berikut bangunan diatasnya seluas 11.760 m?
yang terletak di Tawar, Mojokerto dengan bukti
kepemilikan atas nama Nur Hayati, Siti Zubaidah,
Moch. Taufan Hadiwidjaja, Nanang Sumartono H,
dan Abdul Haris Nofianto.

- Tanah seluas 90 m? yang terletak di Sidoarjo atas
nama Ni Putu Galuh Kusumastuti.

- Tanah seluas 307 m? yang terletak di Trawas,
Mojokerto atas nama Nanang Sumartono H.

- Tanah berikut bangunan diatasnya seluas 222 m?2
yang terletak di Sooko, Mojokerto dengan bukti
kepemilikan atas nama Nur Hayati, Siti Zubaidah,
Moch. Taufan Hadiwidjaja, Nanang Sumartono H,
dan Abdul Haris Nofianto.

Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan
tertulis dari Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu nasabah
tidak diperkenankan:

1. Melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer
sebagian atau seluruh aset perusahaan kecuali aset
yang menjadi barang dagangan dan bukan
merupakan jaminan nasabah kepada bank.

2. Mengambil bagian modal untuk kepentingan diluar
usaha dan kepentingan pribadi.

3. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau
menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada
pihak lain.

3. PT Bank UOB Indonesia

Pada bulan April 2016, Entitas memperoleh fasilitas
Kredit Rekening Koran (KRK) untuk keperluan usaha
dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000.
Fasilitas kredit ini dibebani bunga floating sebesar
12,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada bulan
April 2017. Fasilitas kredit ini dijamin dengan properti
investasi milik Entitas (lihat Catatan 9).

Apabila kredit belum lunas maka tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari UOB, Entitas tidak
diperkenankan untuk:

1. Mengalihkan, menjaminkan, dan menyewakan harta
kekayaan.

2. Likuidasi, penggabungan, akuisisi, peleburan dan
pemisahan (untuk debitur berbentuk badan usaha
atau hukum), pailit, penundaan pembayaran hutang.

3.  Memberikan pinjaman.
4. Penyertaan modal dan investasi di Perusahaan.

5. Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek
(untuk debitur berbentuk badan usaha atau badan
hukum).

6. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan SU dan
PK kepada pihak manapun.
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The Entity obtained a Musyarakah Mugayyadah on
Balance Sheet financing facility for working capital
of chicken trading. The term of this facility is 12
month with revenue sharing of Bank : the Entity =
0.03% : 99.97%.

Credit facilities obtained from BSM are secured by:

- Trade receivables of the Entity amounting to
Rp 2,365,000,000 (see Note 6).

- Time deposits amounting to Rp 2,250,000,000 on
behalf of Nanang Sumartono H.

- Land rights and building area of 11,760 m? under
the name Nur Hayati, Siti Zubaidah,
Moch. Taufan Hadiwidjaja, Nanang Sumartono
H, dan Abdul Haris Nofianto located in Tawar,
Mojokerto.

- Land area of 90 m? under the name
Ni Putu Galuh Kusumastuti located in Sidoarjo.

- Land area of 307 m? under the name
Nanang Sumartono H located in Trawas,
Mojokerto.

- Land rights and building area of 222 m? under
the name Nur Hayati, Siti Zubaidah,
Moch. Taufan Hadiwidjaja, Nanang Sumartono
H, dan Abdul Haris Nofianto located in Sooko,
Mojokerto.

If the credit facilities hasn’t been settled yet, without

written approval from Bank Syariah Mandiri, the

Entity is not allowed to:

1. Selling, pledging, and transfering part or all of
Entity’'s asset except asset that included in
inventories and not a pledge to a bank.

2. Take a part of facilities to outside of business
and personal interests.

3. Bind themselves as a payable’s guarantor or
pledging Entity’s assets to other parties

3. PT Bank UOB Indonesia

On April 2016, the Entity obtained an Overdraft
Credit facilities for business purpose with maximum
limit amounted to Rp 2,000,000,000. This credit
facilities bears floating interest at 12.50% per
annum and had been mature in April 2017.
This credit facilities is secured by invesment
property owned by the Entity (see Note 9).

If the credit facilities hasn’t been settled yet, without
written approval from UOB, the Entity is not allowed
to:

1. Transferring, guaranteeing and leasing assets.

2. Liquidation, merger, acquisition, melting and
separation (for debtors in the form of business
entittes or legal entties), bankruptcy,
postponement of debt payments.

3. Give loans.

4. Equity participation and investment in the
Company.

5. Pawn shares, issue shares or effect (for debtors
in the form of a business entity or legal entity).

6. Transferring rights and obligations based on SU
and PK to any party.
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8. Mengikatkan diri

7. Melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan

pengurus dan/atau pemegang saham debitur (untuk
debitur berbentuk badan usaha atau badan hukum).

sebagai penjamin/penanggung
(untuk debitur berbentuk badan usaha atau badan
hukum).

9. Menerima pinjaman dalam bentuk apapun juga dari

pihak manapun juga.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas
Kredit dari PT Bank uoOB Indonesia
No. 18/RLO-SBY/1160, Entitas telah melunasi fasilitas
KRK (Kredit Rekening Koran) dan KIAT (Kredit Investasi

7. Make changes to the articles of association,
composition of management and / or debtor
shareholders (for debtors in the form of business
entity or legal entity).

8. Bind yourself as guarantor / guarantor (for
debtors in the form of a business entity or legal

entity).
9. Receive loans in any form from any party.

Based on Certificate of Credit Facilities
Repayment from PT Bank UOB Indonesia
No. 18/RLO-SBY/1160, the Entity has paid of
Overdraft Credit facilities and Fixed Assets

Aktiva Tetap) pada 3 September 2018 Investment Credit facilities on
(lihat Catatan 16). September 3, 2018 (see Note 16).
12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA 12. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

2018 2017 2016
Bahan baku 383.730.642 1.523.372.778 - Raw materials
Jasa 363.351.585 674.806.460 - Service
Jumlah 747.082.227 2.198.179.238 - Total
Berdasarkan umur: Based on aging scheduled:

2018 2017 2016
Belum jatuh tempo 2.101.200 79.689.542 - Not yet due
1-30 hari 93.276.181 51.699.090 - 1-30 days
31-60 hari 82.058.544 1.470.688.507 - 31-60 days
61-90 hari 22.571.818 126.666.393 - 61-90 days
91-120 hari 15.651.523 469.435.706 - 91-120 days
Lebih dari 120 hari 531.422.961 - - Over 120 days
Jumlah 747.082.227 2.198.179.238 - Total

13.

14.

15.

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha
kepada pihak ketiga tersebut.

UTANG LAIN-LAIN — PIHAK KETIGA
Akun ini merupakan utang lain-lain — pihak ketiga atas
pembelian aset tetap sebesar Rp 252.306.130,

Rp 377.306.130 dan Rp 600.000.000 masing-masing
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan beban masih harus dibayar atas gaji
sebesar Rp 39.500.000 pada tanggal 31 Desember 2018.

UANG MUKA PENJUALAN

Akun ini merupakan uang muka penjualan semi furnish
sebesar Rp 1.164.257.307 dan Rp 6.786.688.540
masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan
2017.
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13.

14.

15.

All trade payables are denominated in Rupiah.

There is no collateral given for the trade payables to
third parties.

OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

This account represents other payables — third
parties of fixed assets purchasing amounted
to Rp 252,306,130, Rp 377,306,130 and
Rp 600,000,000 as of December 31, 2018, 2017
and 2016, respectively.

ACCRUED EXPENSES

This account represents accrued expenses of salary
amounted to Rp 39,500,000 as of
December 31, 2018.

SALES ADVANCE

This account represents sales advance of semi
furnish amounted to Rp 1,164,257,307 and
Rp 6,786,688,540 as of December 31, 2018 and
2017, respectively.
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16.

17.

UTANG BANK JANGKA PANJANG
Akun ini terdiri dari:

2018

2017

16.

LONG-TERM BANK LOAN

This account consists of:

2016

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Thk 1.605.340.000
PT Bank UOB Indonesia -

1.784.331.032

PT Bank Rakyat Indonesia
- (Persero) Tbk
1.947.753.781 PT Bank UOB Indonesia

Jumlah 1.605.340.000

1.784.331.032

1.947.753.781 Total

Dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun
PT Bank Rakyat Indonesia

Less current maturities
PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk 335.440.000 - - (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia - 186.316.535 163.422.749 PT Bank UOB Indonesia
Jumlah 335.440.000 186.316.535 163.422.749 Total

Bagian jangka panjang 1.269.900.000

1.598.014.497

1.784.331.032 Long-term portion

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Notaris Isy Karimah Syakir, S.H, M.Kn,
M.H., Notaris di Surabaya, No. 2, tanggal
3 September 2018, Entitas telah mendapatkan fasilitas
Kredit Investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk atas take over sisa Kredit Investasi dari
PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp 1.629.300.000.
Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan yang sama
dengan fasilitas Kredit Modal Kerja yang diperoleh dari
PT Bank Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk
(lihat Catatan 11).

2. PT Bank UOB Indonesia

Pada bulan April 2016, Entitas memperoleh fasilitas
Kredit Investasi Aktiva Tetap (KIAT) untuk perolehan
aset tetap tanah dengan batas maksimum sebesar
Rp 2.000.000.000. Fasilitas kredit ini dibebani bunga
floating sebesar 12,50% per tahun dengan jangka waktu
selama 96 bulan sampai dengan bulan April 2024.
Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan yang sama
dengan fasilitas Kredit Rekening Koran yang diperoleh
dari PT Bank UOB Indonesia (lihat Catatan 11).

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas
Kredit dari PT Bank uoB Indonesia
No. 18/RLO-SBY/1160, Entitas telah melunasi fasilitas
KRK (Kredit Rekening Koran) dan KIAT (Kredit Investasi
Aktiva Tetap) pada tanggal 3 September 2018
(lihat Catatan 11).

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Entitas menyelenggarakan program pensiun imbalan
pasti untuk semua karyawan tetap. Program ini
memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan
dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Manfaat
tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur

Entitas terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi,
risiko harapan hidup dan risiko gaji.
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17.

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk

Based on the Notarial Deed of Isy Karimah Syakir,
S.H, M.Kn, M.H., Notary in Surabaya, No. 2, dated
September 3, 2018, the Entity has obtained
Investment Credit from PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk for the take over of the remaining
Investment Credit from PT Bank UOB Indonesia
amounting Rp 1,629,300,000. This credit facilities is
secured by the same collateral with an Overdraft
Credit facilities obtained from PT Bank UOB
Indonesia (see Note 11).

2. PT Bank UOB Indonesia

On April 2016, the Entity obtained a Fixed Assets
Investment Credit facilities for the acquisition of land
with maximum limit amounted to Rp 2,000,000,000.
This credit facilities bears floating interest at 12,50%
per annum with a period of 96 month up to April
2024. This credit facilities is secured by the same
collateral with an Overdraft Credit facilities obtained
from PT Bank UOB Indonesia (see Note 11).

Based on Certificate of Credit Facilities Repayment
from PT Bank uoB Indonesia
No. 18/RLO-SBY/1160, the Entity has paid of
Overdraft Credit facilities and Fixed Assets
Investment Credit facilities on September 3, 2018
(see Note 11).

ESTIMATED
BENEFITS

LIABILITIES FOR EMPLOYEE

The Entity established defined benefit pension
plan covering all the permanent employees. This
plan provides pension benefits based on years of
service and salaries of the employees.
The benefits are unfunded.

The defined benefit pension plan typically expose
the Entity to actuarial risks such as: investment
risk, longevity risk and salary risk.
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Risiko Investasi

Nilai ~ kini  kewajiban imbalan  pasti  dihitung
mengggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan
mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas

tinggi.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan
mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta
program baik selama dan setelah kontrak Kkerja.
Peningkatan harapan hidup peserta program akan
meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaiji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan
mengacu pada gaji masa depan peserta program.
Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan
meningkatkan liabilitas program.

Berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh
PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen pada
tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan
menggunakan metode “Projected Unit Credit”, Entitas
mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada
karyawan sebesar Rp 257.568.055, Rp 269.713.704 dan
Rp 216.796.426, masing-masing pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang disajikan
sebagai akun “Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja”
dalam laporan posisi keuangan.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan
liability is calculated using a discount rate
determined by reference to high quality corporate
bond yields.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan
liability is calculated by reference to the best
estimate of the mortality of plan participants both
during and after their employment. An increase in
the life expectancy of the plan participants will
increase the plan’s liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan
liability is calculated by reference to the future
salaries of plan participants. As such, an increase
in the salary of the plan participants will increase
the plan’s liability.

Based on actuarial valuation by
PT Sigma Prima Solusindo, independent actuary in
December 31, 2018, 2017 and 2016 using the
“Projected Unit Credit” method, the Entity recorded
a defined benefit to severance pay, gratuity and
compensation benefits to employees amounting
to Rp 257,568,055, Rp 269,713,704 and
Rp 216,796,426 as of December 31, 2018, 2017
and 2016 respectively, are presented as “Estimated
Liabilities for Employee Benefits” on the statements
of financial position.

2018 2017 2016

8,46% per tahun/ 6,83% per tahun/ 8,24% per tahun/

8.46% per annum  6.83% per annum  8.24% per annum

8,00% per tahun/ 8,00% per tahun/ 8,00% per tahun/

8.00% per annum  8.00% per annum  8.00% per annum
55 tahun/ 55 tahun/ 55 tahun/

55 years 55 years 55 years
Tabel Mortalita Tabel Mortalita Tabel Mortalita
Indonesia Ill — 2011/ Indonesia Il — 2011/ Indonesia 1l — 2011/
Mortality Table of ~ Mortality Table of ~ Mortality Table of
Indonesia lll — 2011 Indonesia Ill = 2011 Indonesia lll — 2011

Tingkat diskonto Discount rate

Tingkat kenaikan gaji Rate of increase in salary
Usia pensiun Retirement age

Tingkat kematian Mortality rate

a. Beban imbalan kerja karyawan a. Employee benefits expense
2018 2017 2016
Beban jasa kini 43.447.283 46.778.483 65.013.342 Current service cost
Beban bunga 18.421.446 17.864.026 20.001.537 Interest cost
Beban imbalan
kerja karyawan 61.868.729 64.642.509 85.014.879 Employee benefits expense

36



PT DARMI BERSAUDARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DARMI BERSAUDARA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Movements in estimated liabilities for employee
benefits are as follows:

b. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah b.
sebagai berikut:

2018 2017 2016
Saldo awal 269.713.704 216.796.426 153.019.180 Beginning balance
Beban imbalan Employee benefits
kerja (lihat expense (see Note 23)
Catatan 23) 61.868.729 64.642.509 85.014.879
Penghasilan
komprehensif Other comprehensive
lain (74.014.378) (11.725.231) (21.237.633) income
Saldo akhir 257.568.055 269.713.704 216.796.426 Ending balance

Possible table of changes in market interest rates
by 100 basis points, with other variables held
constant, of estimated liabilities for employee
benefits and employee below presents the
sensitivity of employees:

Tabel kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar
sebesar 100 basis poin, dengan variabel lain dianggap
tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di
bawah ini menyajikan sensitivitas atas karyawan:

Nilai kini liabilitas/

Persentase/ Present value of
Percentage obligation
31 Desember 2018 December 31, 2018
Tingkat diskonto Discount rates
Kenaikan 1% 238.959.417 Increase
Penurunan 1% 278.074.979 Decrease
Kenaikan gaji di masa depan Future salary increasing
Kenaikan 1% 277.968.297 Increase
Penurunan 1% 238.717.568 Decrease
Manajemen Entitas berpendapat bahwa jumlah The management of the Entity believes that the

allowance as of December 31,2018, 2017 and 2016
is adequate to meet the requirement of Law
No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Improvement 2016).

penyisihan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 tersebut adalah memadai untuk memenuhi
ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24
(Penyesuaian 2016).

18. MODAL SAHAM 18. CAPITAL STOCK

The stockholders and their respective stockholdings
as of December 31, 2018 are as follows:

Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada
tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

2018
Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/ Persentase

Number of Shares  Kepemilikan (%)/

Issued and Fully Percentage of Jumlah/
Pemegang Saham Paid Ownership (%) Amount Stockholders
PT Darbe Putra Makmur 360.500.000 70 36.050.000.000 PT Darbe Putra Makmur
PT Cladia Karya PT Cladia Karya
Investama 51.500.000 10 5.150.000.000 Investama
PT Marinay Berjaya PT Marinay Berjaya
Investama 51.500.000 10 5.150.000.000 Investama
PT Indymike Inti PT Indymike Inti
Investama 51.500.000 10 5.150.000.000 Investama
Jumlah 515.000.000 100 51.500.000.000 Total
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Berdasarkan Akta Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di
Jakarta Timur, No. 3, tanggal 6 September 2018,
(lihat Catatan 1) para pemegang saham telah mengambil
keputusan sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar Entitas dari
sebesar Rp 120.000.000.000 menjadi sebesar
Rp 200.000.000.000.

- Perubahan nilai nominal saham Entitas dari sebesar
Rp 500.000 menjadi sebesar Rp 100.

Berdasarkan Akta Notaris Mega Arfiah, S.H., M.Kn.,
Notaris di Sidoarjo, No. 1, tanggal 30 Mei 2018, yang
telah ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 1 dari
Notaris yang sama, tanggal 9 Juli 2018, para pemegang
saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan
disetor penuh dari semula sebanyak 80.000 saham
menjadi 103.000 saham.

Berdasarkan Akta Notaris Ellen, S.H., Notaris di
Surabaya, No. 5, tanggal 28 Maret 2018, para
pemegang saham menyetujui jual beli saham dan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari
semula sebanyak 12.500 saham menjadi 80.000 saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada
tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Based on the Notarial Deed of Rini Yulianti, S.H.,
Notary in Jakarta Timur, No. 3, dated September 6,
2018, (see Note 1) the stockholders have made the
following decisions:

- Increase in authorized capital of the Entity from
Rp 120,000,000,000 to Rp 200,000,000,000.

- Changes in the par value of the Entity's shares
from Rp 500,000 to Rp 100.

Based on the Notarial Deed of
Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, No. 1,
dated May 30, 2018, that reaffirmed with Notarial
Deed No. 1 by the same Notary, dated July 9, 2018,
the stockholders approved Increasing in Entity’s
shares issued and fully paid from 80,000 shares to
103,000 shares.

Based on the Notarial Deed of
Ellen, S.H., Notary in Surabaya, No. 5 dated
March 28, 2018, the stockholders approved the sale
and purchase of shares and increasing in Entity’s
shares issued and fully paid from 12,500 shares to
80,000 shares.

The stockholders and their respective stockholdings
as of December 31, 2017 are as follows:

2017
Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/ Persentase
Number of Shares  Kepemilikan (%)/
Issued and Fully Percentage of Jumlah/
Pemegang Saham Paid Ownership (%) Amount Stockholders
PT Darbe Putra Makmur 7.500 60 3.750.000.000 PT Darbe Putra Makmur
Nanang Sumartono Nanang Sumartono
Hadiwidjojo Hadiwidjojo
(Direktur Utama) 2.500 20 1.250.000.000 (President Director)
Mochamad Taufan Mochamad Taufan
Hadiwijaya Hadiwijaya (President
(Komisaris Utama) 1.250 10 625.000.000 Commissioner)
Abdul Haris Nofianto Abdul Haris Nofianto
(Direktur) 1.250 10 625.000.000 (Director)
Jumlah 12.500 100 6.250.000.000 Total

Berdasarkan Akta Notaris Ellen, S.H., Notaris di
Surabaya, No. 1, tanggal 11 Agustus 2017, para
pemegang saham menyetujui peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebanyak
500 saham menjadi 12.500 saham.
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Based on the Notarial Deed of Ellen, S.H., Notary in
Surabaya, No. 1, dated August 11, 2017, the
stockholders approved Increasing in Entity’s shares
issued and fully paid from 500 shares to 12,500
shares.
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Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada The stockholders and their respective stockholdings
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: as of December 31, 2016 are as follows:
2016

19.

Jumlah Saham
Ditempatkan dan

Disetor Penuh/ Persentase
Number of Shares  Kepemilikan (%)/
Issued and Fully Percentage of Jumlah/
Pemegang Saham Paid Ownership (%) Amount Stockholders

PT Darbe Putra Makmur 350 70 175.000.000 PT Darbe Putra Makmur
Mochamad Taufan Mochamad Taufan

Hadiwijaya Hadiwijaya (President

(Komisaris Utama) 50 10 25.000.000 Commissioner)
Abdul Haris Nofianto Abdul Haris Nofianto

(Direktur) 50 10 25.000.000 (Director)
Nanang Sumartono Nanang Sumartono

Hadiwidjojo Hadiwidjojo

(Direktur Utama) 50 10 25.000.000 (President Director)
Jumlah 500 100 250.000.000 Total
Berdasarkan Akta Notaris Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Based on the Notarial Deed of
Notaris di Sidoarjo, No. 1, tanggal 7 Oktober 2016, para Mega Arfiah, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, No. 1,
pemegang saham menyetujui jual beli saham antara para dated October 7, 2016, the stockholders approved
pemegang saham dengan PT Darbe Putra Makmur. the sale and purchase of shares between

stockholders with PT Darbe Putra Makmur.
PENJUALAN BERSIH 19. NET SALES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2018 2017 2016

Ekspor Export

Semi furnish 37.623.881.263 21.725.764.319 - Semi furnish
Lokal Local

Ayam - - 4.877.871.425 Chicken
Jumlah 37.623.881.263 21.725.764.319 4.877.871.425 Total
Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan Sales which exceed 10% of total net sales are as
bersih adalah sebagai berikut: follows:

Persentase/
2018 Percentage 2017
Ar Han Thai 11.569.369.387 30,75% - - Ar Han Thai
D K Exim PVT. LTD. 8.545.359.588 22,71% 17,14% 3.723.344.683 D K Exim PVT. LTD.
Rajgaria Timber PVT. LTD. 6.351.582.885 16,88% - - Rajgaria Timber PVT. LTD.
M/S, SR 4.958.285.613  13,18% 3,25% 706.853.901 M/S, SR
Ananya Wood PVT. LTD. 1.326.077.546 3,52% 27,65% 6.007.105.215 Ananya Wood PVT. LTD.
Tirupathi Timbers - - 18,75% 4.072.754.476 Triupathi Timbers
Jumlah 32.750.675.019 87,05% 66,79%  14.510.058.275 Total
Persentase/
2016 Percentage

Puje 1.368.578.750 28,06% Puje
Candra 968.434.050 19,85% Candra
Prana Food 585.095.950 11,99% Prana Food
Jumlah 2.922.108.750 59,90% Total
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20. BEBAN POKOK PENJUALAN

21.

Akun ini terdiri dari:

Persediaan bahan
baku

Pada awal tahun

Pembelian

Pada akhir tahun

Pemakaian bahan
baku

Tenaga kerja
langsung

Beban pabrikasi

Jumlah beban
produksi

Persediaan barang
jadi

Pada awal tahun

Pembelian

Pada akhir tahun

Beban pokok
penjualan

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian

20. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

2018 2017 2016
339.165.374 - -
26.486.448.424 18.554.022.121 -

(57.435.600)

(339.165.374)

26.768.178.198

2.046.151.763

3.845.044.350

18.214.856.747

122.125.170

481.749.180

32.659.374.311

1.030.415.818

(2.461.603.102)

18.818.731.097

(1.030.415.818)

1.752.756.815
1.466.135.995

31.228.187.027

17.788.315.279

3.218.892.810

bersih adalah sebagai berikut:

Oe Ezra Soeharto
Jumlah

Muktar
Jumlah

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

Bunga atas piutang

(lihat Catatan 26)
Penjualan

barang sisa
Sewa (lihat

Catatan 9 dan 26)

Bunga deposito
Bunga giro

Jumlah

are as follows:

Persentase/

2018 Percentage 2017
25.826.540.759 97,51% 31,84% 5.907.374.650
25.826.540.759 97,51% 31,84% 5.907.374.650

Persentase/

2016 Percentage
1.348.333.195 91,97%
1.348.333.195 91,97%

21. OTHER INCOME

This account consists of:

2018 2017 2016
455.082.333 - -
339.128.570 235.723.694 -
240.000.000 - -

43.081.657 - -
611.564 619.307 199.964
1.077.904.124 236.343.001 199.964
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Raw materials
inventory

At beginning of year

Purchase

At end of year

Raw materials used

Direct labor
Manufacturing
overhead

Total manufacturing
Cost

Finished goods
inventory

At beginning of year

Purchase

At end of year

Cost of goods sold

Purchases which exceed 10% of total net purchases

Oe Ezra Soeharto
Total

Muktar
Total

Interest of other
Receivable
(see Note 26)

Sale of scraps
Rent

(see Notes 9 and 26)

Deposits interest
Interest income

Total
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22. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

22. SELLING EXPENSES

This account consists of:

2018 2017 2016
Angkutan 1.259.439.555 1.761.227.816 97.584.399 Freight
Administrasi dan Administration and
dokumen 98.607.518 235.021.693 - document
Lain-lain 37.221.232 30.345.839 12.211.794 Others
Jumlah 1.395.268.305 2.026.595.348 109.796.193 Total

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

2018 2017 2016

Gaiji 629.285.014 429.000.000 344.400.000 Salary
Konsultan dan Consultant and

perijinan 386.250.000 147.400.000 5.000.000 License
Penyusutan

(lihat Catatan 9 Depreciation

dan 10) 188.076.345 50.050.655 47.235.412 (see Notes 9 and 10)
Pajak 121.687.078 3.522.302 2.715.000 Tax
Perjalanan dinas 74.188.273 53.427.876 - Travelling
Utilitas 72.310.516 78.973.698 7.256.500 Utilities
Sewa 72.300.000 - - Rent
Tol, BBM, parkir 64.204.648 17.776.497 - Tol, BBM, parking
Imbalan kerja Employee benefits

(lihat Catatan 17) 61.868.729 64.642.509 85.014.879 (see Note 17)
Pemeliharaan 32.940.463 13.102.650 896.300 Maintenance
Lain-lain 298.760.064 42.387.867 9.344.500 Others
Jumlah 2.001.871.130 900.284.054 501.862.591 Total

24. BEBAN PENDANAAN 24. FINANCING EXPENSES
Akun ini merupakan beban bunga atas utang bank This account represents interest expenses of bank
sebesar Rp 1.376.755.486, Rp 1.004.748.243 dan loans amounted to Rp 1.376.755.486,
Rp 987.813.713 masing-masing untuk tahun yang Rp 1,004,748,243 and Rp 987,813,713 for the year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan ended December 31, 2018, 2017 and 2016,
2016. respectively.
25. BEBAN LAIN-LAIN 25. OTHER EXPENSES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2018 2017 2016

Administrasi bank 56.690.320 43.925.164 1.237.500 Administration banks
Rugi selisih kurs —

bersih 27.973.163 23.892.800 - Loss on forex — net
Penghapusbukuan Write — off

aset tetap fixed assets

(lihat Catatan 10) 18.632.004 - - (see Note 10)
Lain-lain 161.460.318 5.401.231 49.187.229 Others
Jumlah 264.755.805 73.219.195 50.424.729 Total
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